ISSN : 2621-3125

\/

Pontianak, 10 Oktober 2019

PUSAT KAJIAN SISTEM ENERGI NUKLIR
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL



ISSN: 2621-3125

SEMINAR
NASIONAL INFRASTRUKTUR ENERGI NUKLIR

“Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam rangka
Penyiapan Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat”

Pontianak, 10 Oktober 2019

Kerja sama:

batan
Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir

Fakultas Teknik
Badan Tenaga Nuklir Nasional

Universitas Tanjungpura

Didukung Oleh:

L

e
e
X 7,
& -
Y =
“ 7 -~
v— _M
e ”~
4

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat






DEWAN EDITOR

Dr. Ing. Ir. Eka Priadi, MT

Ir. Rudy Gianto, MT, Ph.D

Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, MT
Dr. Eng. Ir. Hardiansyah, MT

Ir. Elvira, MT, Ph.D

Dr. Herry Sujaini, ST, MT

Dr. Aji Ali Akbar, M.Si

Dr. Nurhayati, ST, MT

Dr. Hj. Henny Herawati, ST, MT
Dr. Rizki Purnaini, ST, MT

Dr. Bomo Wibowo Sanjaya, ST, MT
Dr. Eng. Mohammad Sofitra, ST, MT
Dr. Ing. Seno Darmawan Panjaitan, ST, MT
Ayong Hiendro, ST, MT

Budhi Purwoko, ST, MT

Dian Rahayu Jati, ST, M.Si

Dr. Retno Gumilang Dewi

Dr. Eko Budi Lelono

Dra. Heni Susiati, M.Si.

Ir. Sriyana, M.T.

Ir. Edwaren Liun

Ir. Moch. Djoko Birmano, M.Sc.
Wiku Lulus Widodo, M.Eng.

Dr. Sunarko

Imam Bastori, S.T.

Ir. Tagor Malem Sembiring

Drs. Susetyo Trijoko, M.App.Sc.
Nuryanti, M.T.

Dra. Dharu Dewi, M.Si.
Yuliastuti, M.Si.

Mudjiono, S.Si

UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
UNTAN
ITB
PSG
BATAN
BATAN
BATAN
BATAN
BATAN
BATAN
BATAN
BATAN
BATAN
BATAN
BATAN
BATAN
BATAN




SAMBUTAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Salam Sejahtera bagi kita semua; Shalom; Om Swastiastu; Namo Buddhaya,;
Salam Kebajikan.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi ini saya bisa berada
di sini bertemu dengan Ibu-lbu dan Bapak- Bapak sekalian, tentu tak lupa saya
untuk menyapa, Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat dalam hal ini
diwakili oleh Kepala Balitbangda; yang saya hormati Rektor Universitas
Tanjungpura yang diwakili oleh Dr. M. Igbal Arsyad; yang saya hormati kolega
saya Kepala BAPETEN; yang saya hormati Mantan Ketua Kaukus Nuklir di
Parlemen Komisi VII Bapak Dr. Kurtubi, sekarang beliau luar biasa
mempromosikan iptek nuklir, kita doakan bersama semoga Beliau tetap sehat
untuk terus mengawal nuklir di Indonesia tepuk tangan untuk Pak Kurtubi.
Saya sapa juga teman-teman saya dari BATAN, BAPETEN ada disini banyak,
kemudian juga dari UNTAN Bu Dr. Netty dan kawan-kawan, Pak As Natio, Pak
Arnold, senior-senior kami yang sudah merasakan asam garam
mempromosikan PLTN sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga semua adik-
adik mahasiswa yang sudah hadir di sini.

Ini seminar yang ketiga yang saya hadiri dalam seminggu ini, hari Senin
di Bali bersama Pak Jazi, ada Pak Kurtubi tentang teknologi yang sangat maju
dari PLTB..Hari Selasa di Bogor, mengenai Baterai, dan advanced material
(material maju). Jadi banyak yang belum tahu juga bahwa iptek nuklir
manfaatnya tidak hanya untuk energi, bahkan mendukung riset baterali,
pengembangan baterai yang justru hulunya adalah dengan iptek nuklir.
Jepang melakukan penelitian baterai dengan menggunakan 70% sumber
neutron yang dihasilkan reaktor penelitiannya. Reaktor penelitian kita di
Serpong memiliki sumber neutron yang besar dan sudah mulai digunakan,
tetapi masih perlu dilipatgandakan lagi penggunaannya sehingga saya
mengundang mahasiswa-mahasiswa dari universitas mana saja yang mau
menggunakan reaktor riset kami di Serpong, memanfaatkan berkas neutron-
nya, silahkan datang di Serpong. Hari ini bicara tentang Infrastruktur Energi
Nuklir, sebelumnya pagi tadi Subuh sudah bicara di hadapan Majelis Sajadah
Fajar, saya tidak memberikan tausiah agama tetapi didaulat untuk
memberikan hal tentang iptek nuklir. Saya senang sekali ternyata banyak juga
yang bertanya. Dari yang bertanya tentang molekul itu apa, nuklir itu apa
sampai kemudian masuk ke pertanyaan tentang PLTN.

Salah satu aspek dalam penyiapan infrastruktur energi nuklir adalah
Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Apabila berbicara tentang
pembangunan PLTN, tidak bisa hanya satu organisasi, satu kementerian, satu
Lembaga tetapi harus melibatkan banyak kementerian, banyak lembaga,
banyak organisasi sehingga harus ada dirigen-nya. Yang sering ditanya tentu
BATAN, terus BATAN bagaimana ini Pak? Kapan BATAN membangun PLTN?
dan sebagainya. Sering kali yang dilihat hanya BATAN, padahal banyak sekali
Lembaga yg menentukan bisa tidaknya suatu PLTN itu dibangun. BATAN
sendiri sebagai Lembaga litbang yang diberi tugas melakukan penelitian,



pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir dalam kaitan ini tugasnya
adalah yang utama sebagai Technical Support Organization-TSO, pemberi
dukungan teknis, apa saja konkritnya? Konkritnya 1. Membantu melakukan
studi tapak, 2. Membantu menyiapkan dokumen-dokumen untuk studi
kelayakan, 3. Membantu melakukan pemilihan teknologi, 4. Membantu
melakukan transfer teknologi, pada saat proyek itu benar-benar dilakukan dan
yang lain adalah penyiapan SDM. ltulah tugas-tugas BATAN yang sesuai
dengan kewenangan BATAN. Misalkan melakukan studi tapak, kita sudah
melakukan dibeberapa tempat seperti di Jepara dan di Bangka studi tapak
sudah selesai bahkan, kemudian kita juga melakukan pra-survei tapak di Nusa
Tenggara Barat-NTB, Kalimantan Timur dan juga di Kalimantan Barat, kita
sudah lakukan itu. Dan sekali lagi, BATAN akan mendukung Pemerintah
Daerah yg memang memiliki niat untuk mengintroduksi nuklir sebagai salah
satu pembangkit energinya.

Perlu didiskusikan kembali apa saja infrastrukturnya, bagaimana
menyiapkannya dan lain sebagainya. Selain itu juga ada paper-paper yang
mungkin secara lebih teknis akan mengupas banyak hal terutama dari teman-
teman BATAN dan mitra BATAN yang lain. Harapan saya tentunya seminar
ini jadi salah satu cara untuk mendesiminasikan dan juga untuk
mendiskusikan, Pak Suparman (Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir —
BATAN) tadi menyampaikan bahwa, mungkin ada yang tidak setuju ada yang
setuju, semuanya silakan tetapi tujuan kita mudah-mudahan tetap satu, semua
itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dan BATAN sudah sesuai dengan
mandatnya melakukan litbang iptek nuklir untuk perdamaian dan
kesejahteraan.

Saya kira itu saja, saya tidak ingin berpanjang lebar dan nanti saya masih
ada waktu untuk bicara lagi. Dan sesuai dengan permintaan panitia, dengan
mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa,
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saya menyatakan Seminar
Infrastruktur Energi Nuklir Tahun 2019 di Universitas Tanjungpura ini dibuka.
Saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Universitas
Tanjungpura, Provinsi Kalimantan Barat, seluruh panitia dan seluruh hadirin
yang di sini.

Terima kasih,
WabillahiTaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pontianak, 10 Oktober 2010

Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Antariksawan


http://www.batan.go.id/index.php/id/home/kepala-batan

KATA PENGANTAR

Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir — Badan Tenaga Nuklir Nasional bekerja
sama dengan Universitas Tanjungpura menyelenggarakan Seminar Nasional
Infrastruktur Energi Nuklir (SIEN) tahun 2019. Seminar ini merupakan SIEN yang
kedua kalinya. Seminar ini dimaksudkan sebagai wadah tukar menukar hasil
kajian dan penelitian dan informasi dari para pemangku kepentingan PLTN di
Indonesia.

Sebagaimana diketahui keterlibatan pemangku kepentingan sangat
diperlukan dalam rangka untuk mengelola dan memecahkan masalah sosial,
politik dan budaya yang mungkin terjadi akibat pembangunan PLTN pada seluruh
tahapan kegiatan. Melalui pelibatan pemangku kepentingan diharapkan dapat
mempengaruhi perubahan sosial ke arah peningkatan pemahaman dan
penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan dan pengoperasian
PLTN

Panitia SIEN 2019 menerima 79 makalah. Setelah melalui evaluasi oleh
Dewan Editor, diputuskan 76 makalah dapat diterima untuk dipresentasikan,
sedang 3 makalah dinyatakan ditarik oleh penulis. Makalah yang diterima
tersebut kesemuanya berasal dari 6 (enam) instansi yakni BATAN, BAPETEN,
Universitas Tanjung Pura, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pertahanan dan
Komunitas Pegiat Energi Baru dan Terbarukan Pontianak.

Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya Seminar Nasional ini
khususnya bagi Civitas Akademika Universitas Tanjungpura juga Pemerintah
Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bantuan dan
dukungan demi terselenggaranya acara ini.

Akhir kata, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam
penyelenggaraan acara ini.

Pontianak, 10 Oktober 2019

Ketua Panitia SIEN 2019

Dedy Priambodo, ST, MT
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KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KAJIAN SISTEM ENERGI NUKLIR

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR: 80/SEN/V/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
SEMINAR NASIONAL INFRASTRUKTUR ENERGI NUKLIR (SIEN)
PUSAT KAJIAN SISTEM ENERGI NUKLIR
TAHUN 2019

KEPALA PUSAT KAJIAN SISTEM ENERGI NUKLIR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tukar menukar informasi dan
diskusi tentang infrastruktur dan energi nuklir, maka
dipandang perlu untuk menyelenggarakan Seminar
Nasional Infrastruktur Energi Nuklir (SIEN);

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
Seminar tersebut dipandang perlu membentuk Panitia
Pelaksana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997;

Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2013;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 sebagai-
mana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN
Nomor 16 Tahun 20'14;

4. Keputusan Kepala BATAN Nomor 23/KA/1/2018.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Seminar Nasional Infrastruktur
Energi Nuklir (SIEN), yang selanjutnya disebut Panitia
Pelaksana, dengan susunan seperti tersebut pada lampiran

Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menyelenggarakan Seminar Nasional Infrastruktur Energi
Nuklir (SIEN) dengan tema “Keterlibatan Pemangku
Kepentingan dalam Rangka Penyiapan Pembangunan PLTN
di Kalimantan Barat” bertempat di Universitas Tanjungpura,
Kalimantan Barat pada bulan Oktober 2019.

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Seminar
tersebut dibebankan pada dana DIPA Pusat Kajian Sistem
Energi Nuklir tahun 2019 dan Universitas Tanjungpura,
Kalimantan Barat.

Panitia Pelaksana wajib membuat laporan tertulis mengenai
pelaksanaan Seminar tersebut kepada Kepala Pusat Kajian
Sistem Energi Nuklir dan Universitas Tanjungpura,
Kalimantan Barat.

Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Mei 2019

KEPALA PUSAT KAJIAN SISTEM ENERGI NUKLIR,
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PUSAT KAJIAN SISTEM ENERGI NUKLIR
TAHUN 2019
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3. Ir. Ansfridus J. Andjioe, ME (DINAS ESDM KALBAR)
4. Ir. H. Adi Yani, MH (DINAS PERKIM LH KALBAR)

Penanggungjawab : Dr. Suparman
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ABSTRAK

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS PENYIAPAN PEMBANGUNAN PLTN DI
KALIMANTAN BARAT UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI INDONESIA.
Perencanaan manajemen ketahanan energi melalui analisis lingkungan strategis ketahanan
energi Indonesia yang mencakup ketersediaan jenis energi (availability), kemudahan akses
menjangkau energi (accessibility), penerimaan masyarakat terhadap energi (acceptability),
keterjangkauan harga (affordability) serta keberlanjutan energi (sustainability) diperlukan
dalam pengambilan keputusan strategis energi untuk mengatasi Kelangkaan Energi.
Kegagalan dalam memilih energi akan berakibat pada krisis pangan, air bersih dan
kesehatan. Indonesia dalam mengambil keputusan strategis energi membuat dilema pilihan
Go Nuclear atau Daur Mix Energi. Metode penelitian kualitatif Analytical Hierarchy Process
(AHP) untuk mencari keputusan yang baik dalam memanfaatkan energi nuklir melalui
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), pengumpulan data dari literatur
terdahulu. Hasil keputusan berupa diperolehnya prioritas kebijakan melalui kajian analisis
AHP dengan pembobotan dikali kriteria untuk peningkatan sistem manajemen koordinasi
lintas sektoral birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan PLTN
dengan keterlibatan masyarakat setempat sejak awal perencanaan, proses dan
implementasi, salah satunya di Kalimantan Barat dalam pembangunan PLTN skala kecil
(Small Modular Reactor) untuk mengatasi kelangkaan energi demi tercapainya tujuan
nasional

Kata kunci: Ketahanan Energi, Pengambilan Keputusan, PLTN

ABSTRACT

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF PREPARATION FOR THE
DEVELOPMENT OF NUCLEAR POWER PLANT IN WEST KALIMANTAN TO ACHIEVE
INDONESIA’S ENERGY SECURITY. Energy security management planning through an
analysis of Indonesia's strategic energy security environment that includes the availability of
types of energy (availability), easy access to reach energy (accessibility), community
acceptance of energy (acceptability), affordability and the sustainability of energy
(sustainability) needed in taking energy strategic decisions to overcome Energy Scarcity.
Failure to choose energy will result in food, clean water, and health crisis. Indonesia in
making energy strategic decisions makes a choice dilemma Go Nuclear or Energy Mix.
Qualitative Analytical Hierarchy Process (AHP) research methods to find good decisions in
utilizing nuclear energy through the construction of Nuclear Power Plants (PLTN), collecting
data from previous literature. The results of the decision in the form of obtaining policy
priorities through AHP analysis study by weighting multiplied by the criteria for improving the
cross-sectoral bureaucratic coordination management system between the central and
regional governments in the development of nuclear power plants with the involvement of
local communities since the beginning of planning, processes and implementation, one of
them in West Kalimantan in the development of nuclear power plants small scale (Small
Modular Reactor) to overcome the scarcity of energy for the achievement of national goals

Keywords: Energy Security, Decision Making, NPP

PENDAHULUAN

Setiap negara akan mengamankan ketersediaan pasokan logistik energi jangka
panjang untuk mewujudkan ketahanan energinya, termasuk Indonesia melalui
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDG)) untuk penggunaan
energi bersih dan terjangkau serta mendukung perubahan iklim yang ramah lingkungan
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melalui penggunaan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) [1]. Meskipun kondisi

keenergian Indonesia dalam mewujudkan ketahanan energi memiliki banyak tantangan.

Seperti, masih rendahnya pemanfaatan EBT yang berkisar 8% hingga Maret 2019 [2] dari

target pencapaian EBT sebesar 23% pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) [3].
Tabel 1. Target Bauran Energi Nasional) [3].

Sasaran KEN Satuan 2015 2020 2025 2050
Penyediaan energi primer MTOE >400 >1000
Target bauran energi :
a) EBT % 5 >23 >31
b) Minyak bumi % 46 <25 <20
c) Batu bara % 26 >30 >25
d) Gas Bumi % 23 >22 >24
Penyediaan Pembangkit tenaga Listrik GWh >115 >430
Rasio Elektrifikasi % 85 100
Pemanfaatan energi primer perkapita TOE 1,4 3,2
Pemanfaatan energi listrik perkapita KWh 2.500 7.000
Elastisitas energi <1
Penurunan intensitas energi % 1 % pertahun
Rasio penggunaan gas rumah tangga % 85

Salah satu penyebab masih rendahnya pemanfaatan EBT karena kondisi lingkungan
strategis yang belum mendukung seperti dalam pengembangan EBT untuk pembangkit
listrik yakni regulasi yang belum menarik investasi, permasalahan lahan dan tata ruang,
proses perizinanan yang rumit dengan waktu panjang yang lama, belum optimalnya
kapasitas energi yang telah terpasang yang masih terbatas dengan ketersediaan sumber
energi yang melimpah, belum adanya insentif pemanfaatan EBT [3]. Nuklir sebagai salah
satu jenis energi baru yang pemanfaatannya memiliki potensi besar untuk ketercapaian
target EBT dalam skala besar. Akan tetapi, dalam PP No 79/2014 Tentang Kebijakan Energi
Nasional tercantum bahwa energi nuklir sebagai pilihan terakhir, namun masih memberikan
mandat untuk target EBT 23% Tahun 2025, serta Peraturan Presiden (Perpres) No 2/2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk
menyusun roadmap dan pengembangan kelembagaan PLTN untuk pilot project PLTN 10
MW [4]. Padahal, perencanaan maupun proses persiapan pembangunan tapak PLTN di
Indonesia sudah dimulai masa awal tahun 1970. Berbagai studi kelayakan dari aspek
ekonomi, teknis dan lingkungan pembangunan PLTN sudah dilakukan. Selain itu, beberapa
infrastruktur penting sudah disiapkan diantaranya penetapan Badan Pengawas Tenaga
Nuklir (BAPETEN) sebagai Badan Pengawas yang independen untuk menyelenggarakan
peraturan, perizinan dan inspeksi. Badan Pelaksana seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN) yang bertugas melaksanakan pemanfaatan nuklir meliputi penyiapan basis sains
dan teknologi nuklir, Sumber Daya Manusia (SDM) bidang ketenaganukliran melalui
pendidikan dan penelitian Namun hingga kini, Indonesia masih belum memiliki Pembangkit
Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk memenuhi kebutuhan energi dari sumber EBT Indonesia.

Dilain sisi, kebutuhan energi Indonesia terus meningkat termasuk di Wilayah
Kalimantan Barat sebesar 8,2% pertumbuhan pelanggan listrik [5]. Kebutuhan energi untuk
sektor rumah tangga, sektor transportasi, sektor industri, sektor komersial terus meningkat
dari 541 MW pada Tahun 2018 menjadi 3.783 MW untuk Tahun 2027. Selama ini
Kalimantan Barat masih memenuhi kebutuhan energinya secara impor sekitar 30% pasokan
energi (200 MW) dari Serawak, Malaysia. Kondisi demikian yang dapat melemahkan
ketahanan energi nasional karena belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya
dari sumber dalam negeri. Sedangkan potensi sumber energi lokal Kalimantan Barat
memperoleh deposit uranium sebesar 45.730 ton yang merupakan bahan bakar PLTN [6]

Indonesia melalui Undang-Undang No 17/2007 RPJM ke 3 (2015-2019) telah
mengamanahkan pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan
mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat dan Perpres No 2/2015 mengenai
RPJMN 2015-2019 untuk penyiapan pembangunan PLTN termasuk meningkatkan
penerimaan publik yang menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia belum
memprioritaskan pembangunan PLTN [5]. Oleh karenanya, perlu kajian analisis
pengambilan keputusan strategis dengan pilihan alternatif dan solusi terbaik untuk
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memanfaatkan energi nuklir agar kebutuhan energi masyarakat di Kalimantan Barat dapat
terpenuhi dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.

TEORI
Ketahanan Energi

Pemerintah mengatur pengelolaan energi nasional melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Regulasi tersebut memiliki
visi misi untuk pengembangan ketahanan energi yang didasarkan atas dimensi 4A+1S yang
bersifat dinamis, yaitu dimensi availability mencakup ketersediaan sumber energi, seperti
bahan bakar fosil, energi alternatif maupun energi terbarukan yang berasal dari domestik
maupun non domestik, accessibility yakni kemampuan untuk mengakses sumber energi,
infrastruktur jaringan energi termasuk tantangan geografik dan geopolitik terhadap energi,
affordability mencakup keterjangkauan harga dan biaya energi mulai dari tahap eksplorasi,
produksi dan distribusi hingga ke konsumen, acceptability yaitu penerimaan terhadap energi
dan sustainability mencakup penggunaan sumber energi yang berkelanjutan dan peduli
lingkungan yang terdapat pada Gambar 1 [7]. KEN menjadi pedoman dan arah pengelolaan
energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan

sustainability

acceplability affordability

availability accessability

Gambar 1. Konsep Ketahanan Energi [7]

Sistem Manajemen Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Dalam mewujudkan swakelola pengembangan EBT secara optimal untuk
mewujudkan ketahanan energi, perlu adanya sistem manajemen pengembangan EBT, yang
sesuai dengan potensi sumber daya lokal daerah setempat tersebut sebagaimana terdapat
pada Gambar 2 berikut ini.

[Plan)
Perencanaan

Energi
Sistem | (Do)
Implementasi

[Action]

Perbaikan dan
Penyesuaia n

Manajemen

Energi
[Check]
Monitoring
dan Evaluasi

Gambar 2. Sistem Manajemen Energi [8]

Sistem manajemen energi mencakup: (a) Perencanaan Energi (Plan), meliputi
pemilihan atau penetapan target tujuan manajemen energi yang akan digunakan, penentuan
strategi untuk rencana tujuan Identifikasi situasi kebutuhan penggunaan energi , dana yang
diperlukan teknologi yang diperlukan, organisasi yang diperlukan ; (b) Implementasi (Do)
meliputi penyusunan program yang terdiri atas target program yang akan dilaksanakan,
strategi yang ingin digunakan, struktur organisasi dan personel yang diperlukan; (c)
Monitoring dan Evaluasi (Check), meliputi kegiatan pengelolaan energi yang efektif dan
efisien, menumbuhkan kesadaran setiap pihak pengembangan EBT dari potensi sumber
daya ditempat; (d) Perbaikan dan Penyesuaian (Action), terdiri atas grade prioritas dari hasil
monitoring dan perlakuan, sera fokus monitoring dan analisis implementasi pemenuhan
kebutuhan energi yang tercukupi untuk daerah yang membutuhkan energi. Sistem
manajemen ini akan melibatkan semua komponen termasuk pemerintah, masyarakat,
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investor pengembangan, lembaga penelitian energi untuk daerah yang akan dikembangkan
EBT sehingga menunjang keberlanjutan energi [8]

Aspek yang Mempengaruhi Kondisi Lingkungan Strategis

Dalam pengembangan EBT, aspek yang mempengaruhinya mencakup; (1) aspek
teknis mencakup operasional dan infrastruktur yang mempengaruhi pengembangan EBT,
seperti kondisi sistem yang sesuai dengan kondisi alam wilayah (topografi); (2) aspek
pendanaan mencakup pembiayaan yang diperlukan selama pengembangan energi
terbarukan seperti studi potensi sumber energi terbarukan, pembangunan infrastruktur
penunjang, pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan,
pemeliharaan dan persiapan investasi baru untuk pengembangan energi terbarukan di masa
mendatang; (3) aspek sumberdaya manusia mencakup peningkatan kualitas SDM yang
berkompeten; (4) aspek manajemen dan kelembagaan mencakup kelembagaan pengelola
EBT berupa organisasi maupun manajemen yang dibentuk berdasarkan rembug desa,
paguyuban, koperasi unit desa maupun lembaga lain yang telah ada dan berbadan hukum.
Tujuannya agar memperoleh dukungan kelembagaan dan pengawasan kelembagaan dari
internal dan eksternal seperti pemangku kepentingan (stakeholders).

Peningkatan produktivitas
dan teknologi bahan baku
pengembangan EBT

il T
ﬁ\ \ Peningkatan kualitas SDM:
Pendanaan < Pengelolaan :> Lembaga Pendidikan-
Partisipatif bersama- Penelitianfinvestor
w pengembang

=/

Manajemen dan kelembagaan:
1. Pemerintah Daerah-Pusat
2. Lembaga pendidikan dan pengembang
energi
3. Masyarakat Lokal

Gambar 3. Aspek yang Mempengaruhi Kondisi Lingkungan Strategis Energi

o S -

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini meliputi pengumpulan data dan informasi
dari berbagai pustaka, jurnal dan publikasi lainnya yang terkait dengan persiapan
pembangunan PLTN di Indonesia dan dianalisis dengan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP). AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan
untuk  menyelesaikan permasalahan dengan memecah solusi permasalahan,
mengelompokkan dan kemudian menyusunnya ke dalam suatu struktur hirarki seperti
terdapat dalam Gambar 4.

Tujuan

< b

Gambar 4. Penilaian Pengambilan Keputusan Lingkungan Strategis dengan AHP

Tingkat |

Tingkat [l

Penggunaan metode AHP dalam proses pengambilan keputusan memiliki 3 prinsip
kerja antara lain: (a) penyusunan hierarki dengan mendefinisikan atau menyederhanakan
masalah yang kompleks menjadi masalah yang jelas dan rinci, selanjutnya disusun
berdasarkan pandangan dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang terkait; (b)
penentuan prioritas yang dilakukan berdasarkan pendapat para ahli dan pikah-pihak yang
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berkepentingan memalui diskusi maupun memalui kuisioner. Prioritas dari elemen-elemen
pada hierarki dapat dipandang sebagai bobot/kontribusi elemen tersebut terhadap tujuan
yang ingin dicapai dalam pengambilan keputusan; (c) konsistensi logika dengan
menentukan kesesuaian antara konseptual dengan operasional data serta konsistensi
jawaban para responden. Hal tersebut dapat dilihat penilaian elemen dan
membandingkannya secara berpasang-pasang. Untuk memperoleh kriteria yang
diprioritaskan, metode ini menggunakan perbandingan kriteria berpasangan dengan skala
pengukuran yang telah ditentukan. Input utama dari metode AHP adalah persepsi para
pakar atau ahli, sehingga terdapat faktor subjektifitas dalam pengambilan keputusan.
Metode ini juga memperhitungkan validitas data dengan adanya batas inkonsistensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberlanjutan pembangunan PLTN ditentukan dari pengambilan keputusan
lingkungan strategis yang mendukung ketahanan energi Indonesia yang dipengaruhi aspek
4A, yakni Availability, Accesibility, Affordability serta Acceptability. Inilah yang menjadi
kriteria yang digunakan untuk memberikan petunjuk dalam kebijakan pembangunan PLTN
agar dijalankan. Kriteria availability mengacu pada peningkatan pemanfaatan cadangan dan
sumberdaya energi nuklir. Kriteria accessibility mengacu pada peningkatan penyediaan
bahan baku nuklir. Kriteria acceptability mengacu pada penerimaan masyarakat terhadap
pengembangan infrastruktur energi, affordability mengacu pada efisiensi pemanfaatan
sumber energi nuklir

Opsi alternatif pertama melalui peningkatan sistem manajemen koordinasi lintas
sektoral birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan PLTN dengan
keterlibatan masyarakat setempat sejak awal perencanaan, proses dan implementasi
pembangunan PLTN skala kecil (Small Modular Reactor). Opsi alternatif kedua dengan
melanjutkan program pelaksanaan pilot project reaktor daya PLTN dengan gagasan Reaktor
Daya Eksperimental (RDE) sebagai cikal bakal PLTN Indonesia. Opsi alternatif ketiga
dengan mengembangkan industri domestik nuklir Indonesia yang sesuai dengan mutu, kode
dan standar PLTN yang dipersyaratkan untuk komponen non nuklir sehingga berkontribusi
aktif dalam pembangunan PLTN. Indonesia memiliki potensi besar dalam penyediaan bahan
baku uranium

Tujuan dari analisis pengambilan keputusan lingkungan strategis dengan kriteria
Availability, Accesibility, Affordability dan Acceptability dari tiga alternatif pilihan yang ingin
direkomendasikan pada pembangunan PLTN guna mengatasi masalah pemerataan
pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kalimantan Barat. Alternatif yang dihasilkan diproses
dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sehingga diperoleh alternatif terbaik yang
dihasilkan dalam rekomendasi analisis lingkungan strategis pembangunan PLTN yang
ditunjukkan pada Gambar 5.

Keberlanjutan Pembangunan
PLTN

]
[ [ [ |

availability accessibility | | acceptability affordability

D=
V-t — S

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3

Gambar 5. Penilaian Pengambilan Keputusan Lingkungan Strategis
Pembangunan PLTN dengan AHP

Langkah penentuan bobot kriteria dan validitas alternatif analisis AHP melalui: (1)
tahapan pembuatan matriks pairwise comparison (matriks perbandingan berpasangan); (2)
Penentuan kriteria utama dalam bentuk vektor prioritas (priority vector); (3) pembobotan
berdasarkan skala; (4) penentuan nilai eigen maksimum; (5) indeks konsistensi (Cl), nilai
pembangkit random (RI) serta rasio konsistensi (CR).

Adapun pembuatan matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria ditunjukkan
pada Tabel 2 dan penentuan kriteria utama dalam bentuk vektor prioritas pada Tabel 3.
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Tabel 2. Pembuatan Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria

Kriteria Availability Accessibility  Acceptability  Affordability
Availability 1.00 2.00 3.00 4.00
Accessibility 0.50 1.00 2.00 3.00
Acceptability 0.33 0.50 1.00 3.00
Affordability 0.25 0.33 0.33 1.00
Jumlah 2.08 3.83 6.33 11.00

Tabel 3. Penentuan Kriteria Utama dalam Bentuk Vektor Prioritas (Priority Vector)

Kriteria Availabil Acces Acce Afford Jumlah Priority Hasil Hasil
ity sibility  ptabil ability Vector kali kali/pri
ity ority
Availability 0.48 0.52 0.47 0.36 1.84 0.46 190 4.12
Accessibility 0.24 0.26 0.32 0.27 1.09 0.27 1.13 4.13
Acceptability 0.16 0.13 0.16 0.27 0.72 0.18 0.73 4.06
Affordability 0.12 0.09 0.05 0.09 0.35 0.09 0.35 4.03
Jumlah 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 Rata-
rata=
4.09

Kriteria yang menjadi prioritas utama adalah availability karena memiliki nilai priority
vector terbesar yaitu 0,46. Nilai eigen maksimum (A maksimal) sebesar 4,09 dan indeks
konsistensi (Cl) sekitar 0,03 dan nilai pembangkit random (RI) untuk n= 4 sebesar 0,89
(ketentuan tabel Random Index (Saaty & Kearns) [9] serta rasio konsistensi (CR) yang
diperoleh 0,03 (3%) sehingga respon cukup konsisten karena CR<10%.

Pembuatan matriks pairwise comparison (matriks perbandingan berpasangan) untuk
menghasilkan bobot relatif antar kriteria dan alternatif
a) Sub-kriteria Availability
Sub-kriteria availability disusun dalam matriks perbandingan pada Tabel 4 dan
penentuan vektor prioritas pada Tabel 5.
Tabel 4. Matriks Perbandingan Berpasangan

Availability Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3
Alternatif 1 1.00 3.00 4.00
Alternatif 2 0.33 1.00 3.00
Alternatif 3 0.25 0.33 1.00
Total 1.58 4.33 8.00

Tabel 5. Penentuan vektor prioritas (priority vector)

Availaibility  Alternatif  Alternatif ~ Alternatif ~ Jumlah  priority Hasil Hasil

1 2 3 vector  Kkali kali/priority
Alternatif 1 0.63 0.69 0.50 1.82 0.61 1.90 3.13
Alternatif 2 0.21 0.23 0.38 0.82 0.27 0.83 3.07
Alternatif 3 0.16 0.08 0.13 0.36 0.12 0.36 3.02
Total 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 Rata-rata=
3,07
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Hasilnya menunjukkan bahwa nilai eigen maksimum (A maksimal) sebesar 3,07 dan
indeks konsistensi (Cl) sekitar 0,04 dan nilai pembangkit random (RI) untuk n= 3 sebesar
0,52 (ketentuan tabel Random Index [9] serta rasio konsistensi (CR) yang diperoleh 0,07
(7%) sehingga respon cukup konsisten karena CR<10%.

b) Sub-kriteria Accessibility
Sub-kriteria accessibility disusun dalam matriks perbandingan pada Tabel 6 dan
penentuan vektor prioritas pada Tabel 7.
Tabel 6. Matriks Perbandingan Berpasangan

Accesibility Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3
Alternatif 1 1.00 2.00 4.00
Alternatif 2 0.50 1.00 3.00
Alternatif 3 0.25 0.33 1.00
Total 1.58 4.33 8.00

Tabel 7. Penentuan vektor prioritas (priority vector)

Accesibility  Alternatif  Alternatif ~ Alternatif  Jumlah  priority Hasil Hasil

1 2 3 vector  Kkali kali/priority
Alternatif 1.~ 0.57 0.60 0.50 1.67 0.56 1.69 3.03
Alternatif 2 0.29 0.30 0.38 0.96 0.32 0.97 3.02
Alternatif 3 0.14 0.10 0.13 0.37 0.12 0.37 3.01
Total 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 Rata-rata=
3,02

Nilai eigen maksimum (A maksimal) sebesar 3,02 dan indeks konsistensi (CI) sekitar
0,01 dan nilai pembangkit random (RI) untuk n= 3 sebesar 0,52 (ketentuan tabel Random
Index [9] serta rasio konsistensi (CR) yang diperoleh 0,02 (2%) sehingga respon cukup
konsisten karena CR<10%.

c) Sub-kriteria Acceptability
Sub-kriteria acceptability disusun dalam matriks perbandingan pada Tabel 8 dan
penentuan vektor prioritas pada Tabel 9.
Tabel 8. Matriks Perbandingan Berpasangan

Acceptability Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3
Alternatif 1 1.00 3.00 5.00
Alternatif 2 0.33 1.00 3.00
Alternatif 3 0.20 0.33 1.00
Total 1.53 4.33 9.00

Tabel 9. Penentuan vektor prioritas (priority vector)

Acceptabilit  Alternatif  Alternatif ~ Alternatif  Jumlah  priority Hasil Hasil

y 1 2 3 vector  Kkali kali/priority
Alternatif 1. 0.65 0.69 0.56 1.90 0.63 1.95 3.07
Alternatif 2 0.22 0.23 0.33 0.78 0.26 0.97 3.03
Alternatif 3 0.13 0.08 0.11 0.32 0.11 0.32 3.01

Total 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 Rata-rata=

3,04
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Nilai eigen maksimum (A maksimal) sebesar 3,04 dan indeks konsistensi (CI) sekitar
0,02 dan nilai pembangkit random (RI) untuk n= 3 sebesar 0,52 (ketentuan tabel Random
Index [9] serta rasio konsistensi (CR) yang diperoleh 0,04 (4%) sehingga respon cukup
konsisten karena CR<10%.

d) Sub-kriteria Affordability

Sub-kriteria affordability disusun dalam matriks perbandingan pada Tabel 10 dan
penentuan vektor prioritas pada Tabel 11.

Tabel 10. Matriks Perbandingan Berpasangan

Affordability Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3
Alternatif 1 1.00 2.00 4.00
Alternatif 2 0.50 1.00 3.00
Alternatif 3 0.25 0.33 1.00
Total 1.75 3.33 8.00

Tabel 11. Penentuan vektor prioritas (priority vector)

Affordabilit  Alternatif ~ Alternatif ~ Alternatif  Jumlah  priority Hasil Hasil

y 1 2 3 vector  Kkali kali/priority
Alternatif 1.~ 0.57 0.60 0.50 1.67 0.56 1.69 3.03
Alternatif 2 0.29 0.30 0.38 0.96 0.32 0.97 3.02
Alternatif 3 0.14 0.10 0.13 0.37 0.12 0.37 3.01

Total 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 Rata-rata=

3,02

Nilai eigen maksimum (A maksimal) sebesar 3,02 dan indeks konsistensi (CI) sekitar
0,01 dan nilai pembangkit random (RI) untuk n= 3 sebesar 0,52 (ketentuan tabel Random
Index [9] serta rasio konsistensi (CR) yang diperoleh 0,02 (2%) sehingga respon cukup
konsisten karena CR<10%. Keseluruhan kriteria dan opsi kebijakan di
Tabel 12. Solusi Alternatif

Kriteria Availability Accessibility  Acceptability  Affordability
Opsi Kebijakan 0.46 0.27 0.18 0.09
Alternatif 1 0.61 0.56 0.63 0.56
Alternatif 2 0.27 0.32 0.26 0.32
Alternatif 3 0.12 0.12 0.11 0.12

Tabel 13. Prioritas kebijakan melalui pembobotan x kriteria

Opsi Availability Accessibility Acceptability  Affordability  Total
Kebijakan

Alternatif 1 0.28 0.15 0.11 0.05 0.59
Alternatif 2 0.13 0.09 0.05 0.03 0.29
Alternatif 3 0.06 0.03 0.02 0.01 0.12

Dengan demikian, diperoleh prioritas kebijakan utama melalui pembobotan yang
dikali kriteria sebesar 0,59 sehingga pemilihan kebijakan prioritas terpilih yaitu peningkatan
sistem manajemen koordinasi lintas sektoral birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah
dalam pembangunan PLTN dengan keterlibatan masyarakat setempat sejak awal
perencanaan, proses dan implementasi, salah satunya di Kalimantan Barat dalam
pembangunan PLTN skala kecil (Small Modular Reactor).
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Gambar 6. Parameter Lingkungan Strategis Pembangunan PLTN Kalimantan Barat

Pada Gambar 6, menunjukkan dari sisi availability, Kalimantan Barat memiliki
ketersediaan potensi bahan baku nuklir yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Desa Air
Besar, Kecamatan Kendawangan, Desa Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan,
Desa Sungai Kanan, Kecamatan Muara, dan Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan
Kabupaten Ketapang, satu lokasi di Kabupaten Kayong Utara di Desa Sie, Kecamatan
Simpang Hili, dan satu lokasi diKabupaten Sambas di Desa Matang, Kecamatan Paloh [10].
Lokasi Kalan, Kalimantan Barat merupakan satu-satunya lokasi terbukti dengan kandungan
uranium sebesar 24 kilo ton sehingga memenuhi secara studi kelayakan [11,12].

Dari sisi affordability, penggunaan PLTN modular daya kecil (Small Modular
Reactor) memiliki harga konstruksi yang lebih terjangkau, fitur keselamatan pasif SMR lebih
baik, desain komponen lebih sederhana, kompak, dan fleksibel untuk dipindahkan, bahkan
lebih mudah diproduksi oleh industri dalam negeri. SMR tipe HTGR (High Temperature Gas-
Cooled Reactor yang penguasaan teknologi nasional sudah tinggi dengan peluncuran
desain PLTN PELUIT dimana desain teknis dibuat oleh BATAN, yang memerlukan investasi
lebih terjangkau sekitar IDR 10 Trilyun untuk daya 100 MWe dan IDR 13 Trilyun untuk 210
MWe [11].

Dari sisi accessibility dan acceptability,karena kondisi seringnya pemadaman listrik
dan belum meratanya pemenuhan kebutuhan listrik di Kalimantan Barat, membuat sebagian
masyarakat menganggap nuklir pilihan yang membawa kesejahteraan bagi kebutuhan listrik
mereka [12]. Dengan sistem manajemen koordinasi lintas sektoral birokrasi dimulai dengan
sistem manajemen top-down dimana pemerintah provinsi dan daerah memiliki ketertarikan
besar terhadap PLTN seperti Badan Perencana dan Penelitian Daerah (Bappeda) yang
merupakan stakeholder potensial yang sudah menyatakan keterbukaannya terhadap studi
calon tapak dan rencana PLTN. Bappeda diharapkan menjembatani rekayasa sosial
maupun keamanan yang dibutuhkan jika rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat
berindikasi positif. Untuk sistem manajemen bottom-up, masyarakat dan perguruan tinggi
yang intens melakukan sosialisasi nuklir seperti Universitas Tanjungpura (UNTAN) dan
Komunitas Muda Nuklir Nasional (Kommun). UNTAN melakukan sosialiasi karena
ketertarikan yang besar terhadap teknologi dan semangat kemajuan daerah. Selain UNTAN
ada kelompok masyarakat lain yang optimis terhadap rencana pengembangan energi nuklir,
yaitu Komunitas Muda Nuklir Nasional (Kommun). Kommun merupakan komunitas penggiat
nuklir yang independent dan memilki semangat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan
nuklir secara berimbang ke masyarakat lokal. Elemen penggerak Kommun merupakan
generasi muda lokal (sebagian besar dari kalangan Mahasiswa) yang memiliki image netral
dimasyarakat, sehingga diharapkan aktifitas yang dilakukan lebih dipercaya masyarakat.
Sejak tahun 2016 telah dilakukan kegiatan sosialisasi nuklir yang diprakarsai oleh UNTAN,
dan pada bulan Januari 2017 UNTAN bersama dengan embrio Kommun Wilayah Kalbar
menyelenggarakan seminar GO Bright yang berisikan sosialisasi nuklir dan PLTN dengan
mengundang pembicara dari instansi lain. Selain itu pendekatan ke tokoh masyarakat yang
masih dianggap ketutunan sultan/raja melayu, kepala suku juga menjadi pendekatan yang
efektif untuk penerimaan pembangunan PLTN oleh masyarakat lokal. Karenanya, hanya
menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk memiliki dukungan yang sama [10].
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KESIMPULAN

Hasil keputusan berupa diperolehnya prioritas kebijakan alternatif 1 untuk

peningkatan sistem manajemen koordinasi lintas sektoral birokrasi antara pemerintah pusat
dan daerah dalam pembangunan PLTN dengan keterlibatan masyarakat setempat sejak
awal perencanaan, proses dan implementasi, salah satunya di Kalimantan Barat dalam
pembangunan PLTN skala kecil (Small Modular Reactor) untuk mengatasi kelangkaan
energi demi tercapainya tujuan nasional.
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DISKUSI/TANYA JAWAB
PERTANYAAN (M. Arief Fathony-UNTAN):
Bagaimana bentuk peran masyarakat sejak awal dalam pembangunan PLTN?

1.

10

JAWABAN:
Peran masyarakat diwujudkan dari kesadaran bahwa SDA lokal yang dimilki harus
bermanfaat bagi mereka.

PERTANYAAN (Khairul Handono-PRFN BATAN):
Bagaimana penentuan parameter?

JAWABAN:
Penentuan parameter berdasarkan expert judgment berupa pendapat dari para expert
dengan bobot penilaian yang meliputi:

a.

b.

C.

Penyederhanaan opsi alternative dengan penyusunan hierarki berdasarkan
pandangan dari pihak yang memilki kompetensi di bidang terkait

Penentuan prioritas yang dilakukan oleh para ahi (expert judgment) melalui diskusi
maupun malalui kuesioner

Konsistensi logika dengan menentukan kesesuaian antara konseptual dengan
operasional data serta konsistensi jawaban para responden.
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ABSTRAK

PERKEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI BEBERAPA NEGARA. Energi mempunyai
peranan yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi. Sementara itu jumlah sumber
daya energi di dunia ini semakin berkurang, sedangkan populasi penduduk dunia terus
bertambah. Sifat energi terbarukan terus menerus bisa diperbaharui sumber dayanya dan
ramah lingkungan. Oleh karena itu pengembangan energi terbarukan semakin penting,
mengingat seluruh dunia sudah berkomitmen pada tahun 2015 untuk mengurangi emisi
karbon, menerapkan ekonomi hijau, dan mengurangi kemiskinan yang berujung pada
pembangunan berkelanjutan. Makalah ini menyajikan perkembangan energi terbarukan dari
beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia sampai tahun 2018. Tujuan penulisan
makalah adalah untuk memaparkan jumlah kapasitas terpasang penggunaan/pemanfaatan
sumber energi terbarukan terkini dari beberapa negara yang ada di dunia, termasuk
Indonesia.. Metodologi yang digunakan pada makalah ini adalah penelusuran literatur
melalui internet, baik berupa artikel, makalah maupun laporan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sumber energi terbarukan di dunia yang terbanyak
adalah jenis energi/tenaga air (47,9%), energi angin di daratan (Onshore) sebanyak 23,0%
dan energi surya photovoltaic sebanyak 20,4%, dan sisanya adalah energi lainnya, seperti
energi biomassa padat, energi pasang surut, energi panas bumi, energi biogas, dan lain-lain.
Negara pengguna energi terbarukan terbesar di dunia adalah Cina dengan kapasitas
terpasang sebesar 695,9 GW. Amerika Serikat menduduki urutan kedua dengan kapasitas
terpasang 245,3 GW. Sumber energi terbarukan yang dimiliki Indonesia adalah jenis energi
panas bumi (terbesar nomer 2 di dunia) dengan kapasitas terpasang 1,9 GW pada tahun
2018. Pemanfatan sumber energi lainnya yang dikembangkan Indonesia adalah sumber
energi air, matahari, bioenergi dan angin.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Cina, Energi Terbarukan, Indonesia

ABSTRACT

RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENTS IN SOME COUNTRIES. Energy has a very
important role in life on the earth. Meanwhile the amount of energy resources in the world is
decreasing, while the world's population continues to grow. The nature of renewable energy
can be continuously renewed and environmentally friendly. Therefore the development of
renewable energy is increasingly important, considering that the whole world has committed
in 2015 to reduce carbon emissions, implement a green economy, and reduce poverty that
will lead to sustainable development. This paper presents the development of renewable
energy from several countries in the world, including Indonesia until 2018. The purpose of
the paper is explained the installed capacity of the use/utilization of the latest renewable
energy sources from several countries in the world, including Indonesia. The methodology
used in this paper is literature search through the internet, whether in the form of articles,
papers or reports. The results showed that in 2018 the most renewable energy sources in
the world were hydropower 47.9%, wind (Onshore) 23.0% and photovoltaic solar energy
20.4%, and the other energy, such as solid biomass, ocean, geothermal, biogas, and others.
The country ranking in the world is China with an installed capacity of 695.9 GW. The United
States is runner up with an installed capacity of 245.3 GW. Indonesia's renewable energy
source is a type of geothermal energy (the second largest in the world) with an installed
capacity of 1.9 GW in 2018. Utilization of other energy sources developed by Indonesia is a
source of water, solar, bioenergy and wind energy.

Key words: United State, China, Renewable Energy, Indonesia
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PENDAHULUAN

Energi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi.
Sementara itu jumlah energi di dunia ini semakin berkurang, sedangkan populasi penduduk
dunia terus bertambah. Energi juga berperan sebagai faktor esensial dalam pembangunan
berkelanjutan dan mengatasi kemiskinan [1].

Negara-negara di dunia masih bergantung pada sumber energi fosil, yang
merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui (non renewable energy), sementara
persediaanya semakin menyusut. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan energi
terbarukan (renewable energy). Pengembangan energi terbarukan semakin penting,
mengingat seluruh dunia sudah berkomitmen pada tahun 2015 untuk mengurangi emisi
karbon, menerapkan ekonomi hijau, dan mengurangi kemiskinan yang berujung pada
pembangunan berkelanjutan [1], [2].

Ekonomi merupakan hal yang penting bagi bangsa dan negara. Menyadari hal ini
maka bangsa-bangsa maju yang ada di dunia, khususnya Eropa, Amerika Serikat maupun
negara-negara Asia, seperti Jepang dan Korea, sudah mulai mencari solusi untuk mengatasi
krisis energi di negeri mereka. Negara maju dan berkembang telah bekerja keras melakukan
penelitian untuk memiliki teknologi yang mampu menciptakan energi baru dan terbarukan
atau energi yang tidak lagi mengeksplorasi kekayaan alam yang terkandung dalam perut
bumi yang ada di negerinya secara terus menerus [3].

Makalah ini memberikan data dan informasi mengenai perkembangan energi
terbarukan yang ada di dunia. Tujuan penulisan makalah adalah untuk memaparkan jumlah
kapasitas terpasang penggunaan/pemanfaatan sumber energi terbarukan terkini dari
beberapa negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Makalah juga menampilkan 10
negara pengguna energi terbarukan terbanyak di dunia dengan kapasitas terpasang
terbesar di tahun 2018. Sumber data yang digunakan dalam penulisan makalah sebagian
besar diperoleh dari badan sumber energi terbarukan internasional (International Renewable
Energy Agency, IRENA) [4].

DASAR TEORI
Secara umum terdapat dua jenis sumber energi di dunia ini, yaitu energi yang tidak
terbarukan (energi fosil) dan energi terbarukan [4], [5], [6].

Energi Tidak Terbarukan [5]

Energi tidak terbarukan disebut juga sebagai energi yang tidak dapat diperbaharui.
Sumber energi jenis ini jumlahnya sangat terbatas dan tidak bisa diperbarui meskipun ada
yang bisa diperbaharui tetapi memerlukan waktu yang sangat lama.

Saat ini sumber energi ini masih menjadi sumber energi utama yang banyak
digunakan walaupun banyak pihak yang sudah beralih menggunakan sumber energi
alternatif. Contoh sumber energi tidak terbarukan yaitu :

a. Sumber energi yang berasal dari fosil
Sumber energi ini sebenarnya bisa diperbaharui tetapi memerlukan banyak waktu hingga
jutaan tahun, yaitu berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah
hingga jutaan tahun. Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara.

b. Sumber energi yang berasal dari mineral alam
Mineral alam bisa dimanfaatkan menjadi suatu sumber energi setelah melalui beberapa
proses, misalnya uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir.

Energi Terbarukan [4], [5], [6]

Pengertian sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang ramah lingkungan
dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global yang
disebabkan oleh kandungan karbon dioksida yang tinggi. Jenis-jenis energi terbarukan yang
saat ini banyak dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. Energi Surya atau Matahari [4], [5], [6]

Energi dapat dimanfaatkan langsung dari matahari, bahkan di cuaca berawan. Energi
matahari digunakan di seluruh dunia dan semakin populer untuk menghasilkan listrik atau
memanaskan dan desalinasi. Energi matahari tidak akan habis sampai dunia ini berakhir,
pemanfaatan sinar matahari yaitu dengan menggunakan sel surya yang fungsinya
mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga pemanfaatan lain dari sinar matahari
untuk memasak dengan menggunakan kompor bertenaga sinar matahari, contohnya di
negara India.
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Energi atau tenaga surya dihasilkan dalam dua cara utama [4]:

1. Photovoltaics (PV) atau disebut juga sel surya, adalah perangkat elektronik yang
mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik. Sel surya modern yang banyak
dikenal dalam masyarakat adalah berupa panel surya yang dipasang di atap rumah dan
pada kalkulator. Sel surya ditemukan pada tahun 1954 di Bell Telephone Laboratories di
Amerika Serikat. Saat ini, PV adalah salah satu teknologi energi terbarukan yang tumbuh
paling cepat, dan siap untuk memainkan peran utama dalam bauran pembangkit listrik
global di masa depan.

Instalasi PV dapat dikombinasikan untuk menyediakan listrik pada skala komersial, atau
diatur dalam konfigurasi yang lebih kecil untuk jaringan mini atau penggunaan pribadi.
Menggunakan PV untuk menyalakan mini-grid adalah cara yang sangat baik untuk
membawa akses listrik ke orang-orang yang tidak tinggal di dekat saluran transmisi listrik,
terutama di negara-negara berkembang dengan sumber daya energi matahari yang
sangat baik.

Biaya pembuatan panel surya telah menurun drastis dalam dekade terakhir,
menjadikannya tidak hanya terjangkau tetapi seringkali merupakan bentuk listrik
termurah. Panel surya memiliki umur sekitar 30 tahun, dan tersedia dalam berbagai
warna tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan.

2. Tenaga surya terkonsentrasi (Concentrated Solar Power, CSP), menggunakan cermin

untuk memusatkan sinar matahari. Sinar ini adalah fluida panas, yang menciptakan uap
untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. CSP digunakan untuk
menghasilkan listrik pada pembangkit listrik skala besar.
Pembangkit listrik CSP biasanya memiliki bidang cermin yang mengarahkan sinar ke
menara tipis yang tinggi. Salah satu keuntungan utama dari pembangkit CSP
dibandingkan pembangkit tenaga surya PV adalah bahwa ia dapat dilengkapi dengan
garam cair di mana panas dapat disimpan, memungkinkan listrik dihasilkan setelah
matahari terbenam.

b. Energi Panas Bumi [4], [5], [6]

Energi panas bumi (geothermal) adalah panas yang berasal dari dalam sub-
permukaan bumi. Air dan/ atau uap membawa energi panas bumi ke permukaan bumi.
Bergantung pada karakteristiknya, energi panas bumi dapat digunakan untuk tujuan
pemanasan dan pendinginan atau dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang bersih.
Namun, untuk listrik, diperlukan sumber daya bersuhu tinggi atau sedang, yang biasanya
terletak dekat dengan daerah aktif tektonik.

Sumber terbarukan utama ini mencakup bagian besar dari permintaan listrik di
negara-negara seperti Islandia, El Salvador, Selandia Baru, Kenya, dan Filipina dan lebih
dari 90% permintaan pemanas di Islandia [4]. Selain jumlahnya yang melimpah sumber
energi panas bumi ramah terhadap suatu lingkungan. Selain itu juga keuntungan utama dari
energi panas bumi adalah tidak tergantung pada kondisi cuaca dan memiliki faktor kapasitas
yang sangat tinggi; untuk alasan ini, pembangkit listrik tenaga panas bumi mampu memasok
listrik beban-dasar, serta menyediakan layanan tambahan untuk fleksibilitas jangka pendek
dan jangka panjang dalam beberapa kasus. Indonesia juga merupakan salah satu negara di
dunia yang kaya akan energi panas bumi, karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi

aktif yang menjadi keuntungan tersendiri bagi negara kita.
c. Energi/Tenaga Angin [4], [5], [6]

Tenaga angin adalah salah satu teknologi energi terbarukan yang tumbuh paling
cepat, Pemanfaatan sumber energi angin sedang gencar dilakukan oleh banyak negara di
seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini
menggunakan sebuah kincir angin yang dihubungkan dengan sebuah generator atau turbin
untuk menghasilkan tenaga listrik.

Turbin angin pertama kali muncul lebih dari seabad yang lalu. Mengikuti penemuan
generator listrik pada tahun 1830-an, para insinyur mulai mencoba untuk memanfaatkan
energi angin untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin terjadi di Inggris dan
Amerika Serikat pada tahun 1887 dan 1888, tetapi tenaga angin modern dianggap pertama
kali dikembangkan di Denmark, di mana turbin angin sumbu horisontal dibangun pada tahun
1891 dan turbin angin 22,8 meter mulai beroperasi pada tahun 1897 [4].

Kapasitas pembangkit listrik tenaga angin terpasang di darat dan lepas pantai telah
meningkat hampir 75 kalinya dalam dua dekade terakhir, melonjak dari 7,5 GW pada tahun
1997 menjadi sekitar 564 GW pada tahun 2016, menurut data IRENA. Produksi listrik tenaga
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angin meningkat dua kali lipat antara tahun 2009 dan 2013. Banyak bagian dunia memiliki
kecepatan angin yang kuat, tetapi lokasi terbaik untuk menghasilkan tenaga angin kadang-
kadang jauh. Tenaga angin lepas pantai menawarkan potensi luar biasa.

Angin digunakan untuk menghasilkan listrik menggunakan energi kinetik yang
diciptakan oleh udara saat bergerak. Energi ini diubah menjadi energi listrik menggunakan
turbin angin atau sistem konversi energi angin. Angin pertama-tama mengenai bilah turbin,
menyebabkannya berputar dan memutar turbin yang terhubung dengannya. Hal itu
mengubah energi kinetik menjadi energi rotasi, dengan menggerakkan poros yang
terhubung ke generator, dengan demikian menghasilkan energi listrik melalui
elektromagnetisme.

Jumlah daya yang dapat dipanen dari angin tergantung pada ukuran turbin dan
panjang bilahnya. Outputnya sebanding dengan dimensi rotor dan kubus kecepatan angin.
Secara teoritis, ketika kecepatan angin meningkat dua kali lipat, potensi tenaga angin
meningkat menjadi delapan kalinya.

Kapasitas turbin angin meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 1985, turbin tipikal
memiliki nilai kapasitas 0,05 MW dan diameter rotor 15 meter. Proyek tenaga angin baru
saat ini memiliki kapasitas turbin sekitar 2 MW di darat dan 3-5 MW di lepas pantai. Turbin
angin yang tersedia secara komersial telah mencapai kapasitas 8 MW, dengan diameter
rotor hingga 164 meter. Kapasitas rata-rata turbin angin meningkat dari 1,6 MW pada 2009
menjadi 2 MW pada 2014 [4].

d. Energi Biomassa/Bioenergi [4]

Energi Biomassa terdiri dari suatu tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu.
Biomassa memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan pasokan energi di negara-
negara berpenduduk padat dengan meningkatnya permintaan, seperti Brasil, India dan Cina.
Jenis energi ini dapat langsung dibakar untuk pemanasan atau pembangkit listrik, atau dapat
dikonversi menjadi pengganti minyak atau gas. Biofuel cair, pengganti bensin yang mudah
diperbarui, sebagian besar digunakan di sektor transportasi.

Brasil adalah pemimpin dalam biofuel cair dan memiliki armada kendaraan bahan
bakar fleksibel terbesar, yang dapat beroperasi dengan bioetanol - alkohol yang sebagian
besar dihasilkan dari fermentasi karbohidrat dalam gula atau tanaman pati, seperti jagung,
tebu atau sorgum manis [4].

e. Energi (Tenaga) Air [4], [5], [6]

Tenaga air adalah energi yang berasal dari air yang mengalir. Energi yang bersumber dari
tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan
pasokannya sangat berlimpah. Lebih dari 2.000 tahun yang lalu, orang-orang Yunani kuno
menggunakan kekuatan air untuk menjalankan roda untuk menggiling biji-bijian; saat ini hal
itu merupakan salah satu cara yang paling hemat biaya untuk menghasilkan listrik dan
seringkali merupakan metode yang lebih disukai jika tersedia. Di Norwegia, misalnya, 99%
listrik berasal dari tenaga air.

Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu contoh pemanfaatan sumber
tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia
adalah Dam Tiga Ngarai 22,5 GWdi Cina, yang menghasilkan 80 hingga 100 terawatt-jam
per tahun, cukup untuk memasok antara 70 - 80 juta rumah tangga [4].

Proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala kecil dapat membuat perbedaan
besar bagi masyarakat di lokasi terpencil. Prinsip dasar pembangkit listrik tenaga air adalah
menggunakan air untuk menggerakkan turbin. Pembangkit listrik tenaga air terdiri dari dua
konfigurasi dasar: dengan bendungan dan waduk (reservoir) atau disebut juga mix plants,
atau tanpa bendungan dan waduk. Bendungan PLTA dengan waduk dapat menyimpan air
dalam periode pendek atau panjang untuk memenuhi permintaan puncak. Fasilitas ini juga
dapat dibagi menjadi bendungan yang lebih kecil untuk tujuan yang berbeda, seperti
penggunaan malam atau siang hari, penyimpanan musiman, atau instalasi penyimpanan
reversibel yang dipompa, baik untuk pemompaan maupun pembangkit listrik. Tenaga air
tanpa bendungan dan waduk berarti berproduksi dalam skala yang lebih kecil, biasanya dari
fasilitas yang dirancang untuk beroperasi di sungai tanpa mengganggu alirannya. Karena
alasan ini, banyak yang menganggap PLTA skala kecil sebagai pilihan yang lebih ramah
lingkungan.

f. Energi Pasang Surut [4]

Energi pasang surut air laut dianggap lebih menjanjikan karena hasilnya yang

maksimal bila dibandingkan dengan sumber energi tenaga surya dan tenaga angin. Namun
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demikian, pemanfaatan energi pasang surut ini masih sedikit karena biayanya yang sangat
mahal.

Pasang surut, gelombang, dan arus dapat digunakan untuk menghasilkan listrik.
Energi pasang surut, dihasilkan baik oleh teknologi rentang-pasang surut menggunakan
bendungan (atau penghalang lainnya) untuk memanen daya antara pasang dan surut;
teknologi arus pasang surut; atau aplikasi hybrid.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan pada makalah ini adalah penelusuran literatur melalui
internet, baik berupa artikel, makalah maupun laporan. Sebagian besar data diperoleh dari
data base IRENA yang diolah ulang menggunakan spredsheet exel..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data statistik dari International Renewable Energy Agency (IRENA) dari
tahun 2010 sampai 2018, wilayah yang paling banyak mengembangkan energi terbarukan
adalah Asia, diikuti Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, benua Eurasia (wilayah Eropa
dan Asia) dan lainnya (Gambar 1) [4].

Penggunaan energi terbarukan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010
sampai 2018. Kapasitas terpasang energi terbarukan di Benua Asia tahun 2010 sebanyak
386.908 MW atau sekitar 387 GW (31,61% dari total kapasitas terpasang di dunia) dan
meningkat menjadi 1.023.533 MW atau sekitar 1.023,5 GW (43,54%) pada tahun 2018
(Gambar 1) [4].

Gambar 2. menampilkan persentase penggunaan teknologi energi terbarukan yang
ada di dunia. Berdasarkan Gambar 2., energi terbarukan di dunia didominasi oleh sumber
energi/tenaga air sebanyak 47,9%, kemudian energi angin di daratan (Onshore) sebanyak
23,0% dan energi surya photovoltaic sebanyak 20,4%. Sisanya dikembangkan energi
lainnya, seperti energi biomassa padat, energi pasang surut, energi panas bumi, energi
biogas, dan lain-lain [4].Garis pada grafik harus secara jelas terlihat perbedaan satu dengan
yang lain apabila terdapat lebih dari satu kurva. Gambar contoh pada Gambar 1 harus
menggunakan resolusi tinggi dan dipertimbangkan kondisi pencetakan menggunakan tinda
warna abu-abu atau gray color, Arial 10. Penggunaan tanda panah bila diperlukan untuk
memperjelas bagian tertentu [5].

Kapasitas Terpasang [MW)
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Gambar 1. Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan di Beberapa Wilayah di Dunia Tahun
2010-2018 [4]
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Gambar 2. Persentase Teknologi Energi Terbarukan di Dunia [4]

Sepuluh negara yang mengembangkan pemanfaatan sumber energi terbarukan

terbanyak di dunia pada tahun 2018 ditampilkan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Sepuluh Negara Terbanyak yang Memiliki Sumber Energi Terbarukan di

Dunia [4]

Pada Gambar 4., ditampilkan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang
dikembangkan oleh Indonesia. Pemanfatan sumber energi terbanyak adalah energi air
dengan total kapasitas mencapai 58,6% dari total energi terbarukan, panas bumi (20,5%),
energi bioenergi jenis teknologi biomassa (padat) mencapai 20,5% dan sisanya adalah jenis
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energi lainnya seperti energi angin, matahari dan teknologi bioenergi lainnya (biogas dan
energi limbah biomassa).

B Energ Air

w Energi Panas Bumi

 Energi Biomassa Padat
Energi Anpindi Daratan

¥ Energ Matahar Phobovotsic

» Energ Biogas

W Energi Limbah Biomassa

Gambar 4. Energi Terbarukan di Indonesia [4]

a. Energi Matahari

Penggunaan energi matahari (kapasitas terpasang) di dunia dapat dilihat pada
Gambar 4. Kapasitas terpasang energi matahari di dunia dari tahun 2010 sampai 2018 terus
mengalami peningkatan untuk jenis teknologi photovoltaic, yaitu dari 39.603 MW (39,6 GW)
pada tahun 2010 meningkat menjadi 480.357 MW (480,4 GW) di tahun 2018. Sedangkan
untuk jenis teknologi CSP cenderung tidak mengalami kenaikan yang signifikan, di tahun
2010 kapasitas terpasang sebesar 1.269 MW (1,3 GW) menjadi 5.469 MW (5,5 GW) di
tahun 2018 (Gambar 5. a.) [4].

Gambar 5. b. menampilkan 10 negara terbanyak yang memiliki sumber energi
matahari pada tahun 2018. Negara Cina memiliki sumber energi matahari terbanyak,
dengan kapasitas terpasang sekitar 175.000 MW (175 GW). Negara kedua dan ketiga
terbanyak adalah Jepang (di atas 50 GW) dan Amerika Serikat (kurang dari 50 GW).
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Gambar 5. Sumber Energi Matahari di Dunia [4]

Indonesia tidak termasuk dalam urutan 10 negara terbanyak yang mengembangkan
energi matahari, namun pengembangan dan pemanfaatan energi matahari di Indonesia
mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2018. Kapasitas terpasang energi matahari
Indonesia pada tahun 2010 sebesar 14,58 MW dan menjadi 60,27 MW pada tahun 2018 [4].
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b. Energi Panas Bumi

Pemanfatan sumber energi panas bumi di dunia tidak mengalami peningkatan yang
cukup berarti, pada tahun 2010 kapasitas terpasang sebesar 9.998 MW atau sekitar 10 GW
dan pada tahun 2018 sebesar 13.329 MW atau 13,3 GW (Gambar 6.a.). Sepuluh negara
terbanyak yang mengembangkan sumber energi panas bumi tahun 2018 dapat dilihat pada
Gambar 6.b. Sumber energi panas bumi terbanyak dimiliki oleh Amerika Serikat dengan
kapasitas terpasang 2.545,500 MW (2,5 GW), Indonesia di urutan kedua dengan kapasitas
terpasang 1.945,500 MW (1,9 GW), dan di urutan sepuluh adalah Jepang dengan kapasitas
terpasang 535,990 MW (0,5 GW).
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Gambar 6. Sumber Energi Panas Bumi di Dunia [4]

c. Energi Angin

Kapasitas terpasang energi angin di dunia terus mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun, baik yang terpasang di darat maupun yang berada di lepas pantai. Jenis sumber
energi angin yang terpasang di darat lebih banyak jumlahnya daripada yang terpasang di
lepas pantai (Gambar 7.a.). Dari 10 negara terbanyak yang mengembangkan sumber energi
angin di dunia, Cina merupakan negara terbanyak yang mengembangkan pemanfatan
energi angin, dengan kapasitas terpasang sebesar 184.698,337 MW (sekitar 184,7 GW).
Italia menduduki urutan ke-10 dengan kapasitas terpasang sebesar 10.310,000 MW (sekitar
10,3 GW).
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Gambar 7. Sumber Energi Angin di Dunia [4]

Indonesia belum temasuk dalam 10 urutan negara terbesar yang memanfaatkan
sumber energi angin. Namun demikian bukan berarti Indonesia tidak mengembangkan
pemanfatan sumber energi angin. Perkembangan pemanfaatan energi angin di Indonesia
mengalami kenaikan kapasitas terpasang yang sangat melonjak pada tahun 2018
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kapasitas terpasang energi angin Indonesia pada
tahun 2018 sebesar 76,12 MW sementara dari tahun 2011 sampai 2017 rata-rata kapasitas
terpasang sekitar 0,34 sampai 1,12 MW (Gambar 8).
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Gambar 8. Kapasitas Sumber Energi Angin di Indonesia Jenis Lepas Pantai [4]

d. Energi Biomassa
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Gambar 9. Sumber Energi Biomassa di Dunia [4]

Pemanfatan energi biomassa di dunia juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun
(dari tahun 2010 sampai 2018). Jenis teknologi biomassa yang dikembangkan di dunia
terbanyak dari teknologi biomassa padat (Gambar 9.a.). Sepuluh negara terbanyak di dunia
yang mengembangkan pemanfatan energi biomassa pada tahun 2018 dapat dilihat pada
Gambar 9.b. Negara yang memiliki kapasitas terpasang energi biomassa terbanyak adalah
Brasil dengan jumlah kapasitas terpasang sebesar 14.781,872 MW (14,7 GW), diikuti oleh
Cina, Amerika Serikat, India dan yang terakhir adalah Kanada dengan kapasitas terpasang
2.510,500 MW (2,5 GW).

Indonesia juga mengembangkan sumber energi biomassa dari jenis biomassa padat,
biogas dan limbah terbarukan. Pada tahun 2018 jumlah kapasitas terpasang energi
biomassa Indonesia adalah 1.800 MW (jenis biomassa padat), 23 MW (jenis biogas) dan 18
MW (jenis limbah biomassa).

e. Energi Air

Sumber energi air di dunia yang terbanyak dari jenis teknologi PLTA. Pemanfaatan
energi air ini juga terus mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu tajam kenaikannya.
Gambar 10.a. menunjukkan bahwa kapasitas terpasang energi air di dunia dari tahun 2010
sampai 2018. Kapasitas energi air jenis PLTA pada tahun 2018 sebesar 1.126,466 MW (1,1
GW) dan jenis pembangkit dengan bendungan (waduk) sebesar 45,146 MW. Gambar 10.b.
menunjukkan 10 negara terbanyak yang mengembangkan pemanfatan energi air di tahun
2018. Cina menduduki urutan pertama dengan jumlah kapasitas terpasang 322.871,434 MW
(322,9 GW). Negara Perancis menduduki urutan ke-10 dengan kapasitas terpasang
23.967,355 MW (23,9 GW).
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Indonesia juga mengembangkan sumber energi air walaupun belum termasuk dalam
urutan 10 negara terbanyak di dunia. Sumber energi air (PLTA) yang dimiliki Indonesia pada
tahun 2018 sebanyak 5.548 MW atau sekitar 5,6 GW.
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Gambar 10. Sumber Energi Air di Dunia [4]
f. Energi Pasang Surut
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Gambar 11. Sumber Energi Pasang Surut di Dunia [4]

KESIMPULAN

Pemanfaatan energi terbarukan di dunia selalu mengalami peningkatan dari tahun
2010 sampai 2018. Sumber energi terbarukan paling banyak adalah sumber energi air
(tenaga air) yaitu sebanyak 47,9% dari total sumber energi di tahun 2018. Wilayah yang
paling banyak menggunakan sumber energi terbarukan adalah Asia, dengan kapasitas
terpasang mencapai 1.023.535 MW (1.023,5 GW) atau sekitar 43,54% dari total sumber
energi terbarukan. Wilayah yang menempati urutan kedua adalah Eropa (kapasitas
terpasang 536.392 MW (536,9 GW) atau sekitar 22,82 %, sedangkan Amerika Utara
menempati urutan ketiga dengan kapasitas terpasang 366.500 MW (366,5 GW sekitar
15,59%.

Secara keseluruhan, Cina merupakan negara dengan sumber energi terbarukan
terbanyak dengan total kapasitas terpasang hampir mencapai 700.000 MW (700 GW)
dengan jenis sumber energi matahari, angin dan air pada tahun 2018. Negara yang
menempati urutan kedua adalah Amerika Serikat dengan kapasitas terpasang energi
terbarukan mencapai sekitar 250.000 MW (250 GW) diikuti oleh Brasil dengan kapasitas
terpasang sekitar 136.000 MW (136 GW), Jerman (120 GW), dan negara lainnya.

Indonesia masuk ke dalam urutan 10 negara terbanyak yang mengembangkan
pamanfatan energi terbarukan, khusus untuk energi panas bumi (urutan kedua dengan
kapasitas terpasang 1.945,5 MW sekitar 1,9 GW) pada tahun 2018. Pemanfaatan energi
terbarukan lainnya yang dikembangkan di Indonesia adalah sumber energi air, matahari,
biomassa dan angin. Khusus untuk energi angin mengalami peningkatan yang sangat
tajam, sejak tahun 2010 belum mencapai 1 MW sampai tahun 2017 (1,12 MW) meningkat
tajam menjadi 76,12 MW di tahun 2018.
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STUDI ALIRAN DAYA SINKRONISASI GRID PADA SISTEM
CATU DAYA DARURAT PLTN PWR 100 MWe

Khairul Handono, Indarzah, dan Tukiman
Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kawasan Puspiptek gd.71 Serpong Tangerang Selatan

ABSTRAK

STUDI ALIRAN DAYA SINKRONISASI GRID PADA SISTEM CATU DAYA DARURAT
PLTN PWR 100 MWe. Telah dilakukan simulasi aliran daya sinkronisasi grid pada sistem
catu daya darurat PLTN tipe PWR 100 MWe. Sistem catu daya darurat yang didesain pada
PLTN 100 MWe merupakan dua buah genset identik dengan kapasitas masing masing
sebesar 800 kVA. Generator darurat ini harus harus dapat mensuplay kebutuhan Reaktor
Protection System (RPS) dan pompa primer (pompa sirkulasi pendingin) ketika terjadi
kecelakaan kehilangan catu daya (stasiun blackout). Dari hasil simulasi mengunakan
software ETAP menunjukkan bahwa sistem catu daya darurat dapat memasok kebutuhan
RPS dan pompa primer 400 kVA. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui
desain yang tepat pada spesifikasi generator dan komponen proteksi pada sistem catu daya
darurat PLTN tipe PWR 100 MWe.

Kata kunci: aliran daya, catu daya darurat, PWR 100 MWe

ABSTRACT

STUDY OF GRID SYNCHRONIZATION POWER FLOW IN EMERGENCY POWER
SUPPLY SYSTEM OF NPP 100 MWe. A grid synchronization load flow simulation has been
carried out on supply emergency system of 100 MWe PWR type nuclear power plant. The
emergency power supply system designed at the 100 MWe nuclear power plant is two
identical generators with a capacity of 800 kVA. The emergency generator must be able to
supply the needs of the Reactor Protection System (RPS) and primary pump (cooling
circulation pump) in the event of an accident of loss of power supply (blackout station). From
the simulation results using ETAP software shows that the emergency power supply system
can supply the needs of RPS and primary pump 400 kVA. This research is very important to
be carried out to determine the exact design of the generator specifications and the
protection components and system of the 100 MWe PWR type Nuclear power supply
system.

Keywords: power flow, emergency power supply, PWR 100 MWe

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas mulai dari pulau besar,
sedang dan kecil, pulau-pulau besar adalah: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan
Papua. Berdasarkan hal tersebut, di masa depan Indonesia membutuhkan pasokan energi
yang besar. Selanjutnya energi nuklir akan menjadi bagian dari sumber energi bauran
nasional berdampingan dengan sumber energi fosil, gas, air dan energi terbarukan lainnya.
Kebutuhan energi nuklir di Indonesia melalui Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) akan
memegang peran penting dalam mencukupi kebutuhan energi listrik.

Pemilihan teknologi, jenis dan kapasitas PLTN menjadi penting dan menarik untuk
dikaji dan dibahas secara komprehensif dikarenakan kompleksitas permasalahan negara
kepulauan tersebut. Dari segi besarnya kapasitas daya PLTN, ada pilihan yang menarik
untuk dipertimbangkan menggunakan opsi PLTN kecil, dan medium yang dikenal dengan
SMR modular. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mendefinisikan kecil di bawah 300
MWe, sampai dengan sekitar 700 MWe sebagai medium. [1,2]

Oleh karena tingginya biaya modal reaktor daya besar yang menghasilkan listrik
melalui siklus uap dan sebagian karena kebutuhan untuk melayani jaringan listrik kecil ada
langkah untuk mengembangkan unit yang lebih kecil. Ini dapat dibangun secara mandiri atau
sebagai modul di wilayah yang lebih besar, dengan kapasitas yang ditambahkan secara
bertahap sebagaimana diperlukan secara kekonomian dipertimbangkan karena jumlah yang
dihasilkan. PLTN kecil dan independen lebih sesuai untuk wilayah terpencil. Oleh karena itu,
dalam kajian lebih lanjut pemilihan PLTN jenis Small Medium Reactor (SMR) modular LWR
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(Light Water Reactor) menjadi menarik. PLTN Unit kecil dipandang relatif sebagai investasi
yang jauh lebih mudah dikelola daripada yang besar yang biayanya sering menyaingi
kapitalisasi utilitas yang bersangkutan. [3] Jenis SMR yang dikembangkan didunia antara
lain SMART jenis PWR kapasitas 100 MWe yang dikembangkan oleh Korea. Westinghouse
juga mengembangkan 100 s/d 335 MWe jenis PWR dengan nama IRIS. Demikian juga di
China telah mengembangkan PWR 100 MWe dengan nama ACP 100. [4]

Pada makalah ini penelitian hanya difokuskan untuk studi aliran daya untuk
sinkronisasi daya pada PLTN 100 MWe dengan grid yang ada. Tujuan penelitian ini adalah
studi aliran daya sinkronisasi menggunakan simulasi software ETAP 12.6 sehingga dapat
diketahui aliran daya sinkronisasi antara catu daya yang digunakan oleh PLTN 100 MWe
dengan grid. Input data awal yang digunakan menggunakan catu daya darurat yang ada di
Kawasan Gedung 71, dan reaktor GA Siwa Bessy Kawasan PUSPIPTEK Serpong yang
dipadukan dengan data tipikal data desain yang akan digunakan untuk kebutuhan catu daya
darurat PLTN 100 MWe. [4]

DESKRIPSI SISTEM

Sistem catu daya untuk data yang diacu di diesel generator Gedung 71, Kawasan
Puspiptek, Serpong, sebaiknya ditambahkan yang menyediakan pasokan cadangan dalam
bentuk generator yang ditetapkan sebagai pasokan cadangan jika ada pemadaman listrik
dari jaringan PLN. Sehingga pemodelan catu daya darurat PLTN diletakkan pada grid yang
ada Bersama aliran daya beban sebagai kebuutuhan RPS dan pompa sirkulasi yang
mencatu kebutuhan beban penerangan. Sistem cadangan dengan menggunakan generator
set saat ini masih hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan sistem pencahayaan dan
persyaratan laboratorium penting yang memiliki daya sangat terbatas.

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data seperti: mencari diagram garis tunggal,

data transformator, beban transformator, panjang konduktor dan jenis konduktor, dan
gangguan data yang terjadi dalam sistem catu daya, dan relay data dipasang. Penelitian ini
cukup membantu dalam pengalaman analisis aliran daya beban dalam hal pasokan daya
listrik untuk pembangkit listrik tenaga nuklir kecil. [3].
Analisis aliran beban adalah pendekatan yang paling penting dan esensial untuk investigasi
masalah dalam operasi dan perencanaan sistem tenaga. Berdasarkan pembangkit yang
ditentukan negara dan struktur jaringan transmisi, analisis aliran beban memecahkan
stabilitas status operasi dengan tegangan simpul dan aliran daya cabang di sistem daya.
Analisis aliran beban dapat menghasilkan kondisi operasi daya yang stabil dan seimbang
pada sistem jaringan (grid), tanpa mempertimbangkan proses transien sistem. Karena itu,
model matematika masalah aliran beban adalah sistem persamaan aljabar non linier
sederhana.
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Gambar 1. Diagram Segaris Sistem Catu daya Darurat Gedung 71
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Aliran daya beban adalah alat penting yang digunakan oleh para designer listrik untuk
perencanaan, untuk menentukan operasi terbaik untuk analisis sistem tenaga dan
pertukaran daya antar pemasok beban antar catu darurat beberapa diesel generator. Untuk
memiliki sistem daya operasi yang andal dan efisien, perlu untuk menentukan metode mana
yang cocok dan efisien untuk analisis aliran beban sistem. Makalah ini menyajikan analisis
masalah aliran daya beban dalam studi perencanaan sistem tenaga untuk disain system
catu daya darurat PLTN 100 MWe. Metode numerik yang digunakan adalah Newton-
Raphson untuk solusi analisis aliran daya menggunakan software ETAP. Hasil simulasi
untuk jumlah iterasi, waktu komputasi, nilai toleransi dan konvergensi untuk menganalis
aliran daya beban.

Studi Aliran Daya Optimun

Studi optimasi aliran daya dianggap penting dalam erencanaan untuk membangun
sistem daya dan dapat mencapai operasi sistem daya pada stabil dari seluruh tegangan,
daya aktif dan reaktif. Pada kestabilan dalam sistem tenaga, pembangkit tenaga disamakan
dengan nilai beban dengan pertimbangan rugi-rugi saluran. Selain itu, daya permintaan
adalah nilai konstan untuk beban, yang mengalir melalui saluran transmisi Optimalisasi
aliran daya dapat memperoleh sudut tegangan terhadap arus dan magnitudo di semua bus
dalam sistem pada operasi kondisi tunak. Juga, aliran daya aktif dan reaktif melalui masing-
masing saluran dapat dihitung. Studi ini dapat menghitung kondisi tunak (steady state),
beban berlebih dan beban bawah. Para peneliti mempelajari banyak solusi yang berbeda
untuk memecahkan masalah optimalisasi daya selain perhitungan analisis aliran daya.
Penggunaaan teknologi konverter daya automatis (menggunakan peralatan elektronik) dan
dan juga pengunaan software kecerdasan buatan yaitu metode algoritma Particle Swarm
Optimization (PSO), penggunaa sistem Static Var Compensation (SVC).[5,6]. Makalah ini
membahas perhitungan aliran daya aktif dan reaktif mengenai aliran beban yang dapat
disimulasikan oleh bus IEEE bus yang digunakan untuk studi aliran beban menggunakan
metoda Metode Newton Rapson pada ETAP 12.6.

<
<

Gambar 2. Konsep model sistem bus
Dari Gambar 2 dapat ditulis persamaan:
n
L=V,
j=1
Dari persamaan (1) diatas ditulis dalam bentuk polar sebagai berikut:

n )
“:;MWV%+@

Persamaan daya pada bus i dapat ditulis:
Pi_jQi:Vi*Ii ®)

Dengan mensubstitusikan persamaan (2) ke persamaan (3), akan diperoleh persamaan:

. n (4)
P-JQ == Ni‘é_é‘i;‘Yij ij‘l‘gij +0;

1)
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Bagian riil dan imajiner persamaan (4) kemudian dipisahkan sehingga diperoleh daya aktif P
(riil) dan daya Reaktif (imajiner) sebagai berikut:

P = Zn“[\/i Vi[Y;| cos(e; -5, +5)) (5)
j=1

Q :JZ::MM

Y,

sis(6; — 6, +9)) (6)
METODOLOGI

Langkah perhitungan dilakuan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemodelan Sistem menggunakan Software ETAP 12.6.0

2. Input data, yaitu: data Sumber PLN, Trafo, Saluran, dan beban yang diperoleh dari
sistem yang terkait dengan catu daya Kawasan Gl PUSPIPTEK dalam hal ini
menggunakan catu daya darurat diesel Generator pada Gedung 71 dan dalam
pengembangan perencanaan selanjutnya dan data bias di update untuk kebutuhan
sistem catu daya darurat PLTN.

3. Menghitung aliran daya dengan metode Newton-Raphson

4. Mengevaluasi aliran daya dan tegangan bus di setiap bus yang ada dalam sistem.

Diagram alir (flowchart) perhitungan aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson

diperlihatkan pada gambar 3

Pemodelan sistem Tenaga Listrik

v

Baca Data
Bus, Saluran Trafo

v

Bentuk Matrik Ybus

A 4

Baca Tegangan bus awal
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|

Gambar 3. Diagram alir perhitungan aliran daya
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil running program ETAP dapat ditampilkan untuk model diagram segaris
sistem yang Digambar dalam ETAP yaitu tambahan untuk pemodelan beban untuk catu
RPS PLTN sebesar 50 kVA dua pompa sirkulasi primer PLTN sebesar sebesar 300 kW
yang redundancy dan dua buah Generator 1 dan 2 yang berupa diesel generator identik

yang berfungsi sebagai catu daya darurat masing masing sebesar 800 kW.

P
800 kW (")

£ _teLTH Ay
)
-
Basl2 / I )
0.4 kv | |
, I ) )
| $ Cabled2
Cables Cable§
able 18|
Buald U 04
0.4 kv | 1.4 kY
) ) ) | Pompa,_sick_bum_
J . 300 ke
cableld]| cablell Ccablel? :
cablet || cable ‘ cablens
Tus
5 00 k-
0.018 "‘”0 " MR 014 wen 1 o1 wen
)] y DJ’U C Cableld
Busdl
0.4 kv
Bua(s Buals
4 kv R
|. |‘ = Ar3_load
J o ° . Cable2s v -
~able22 Fakle 50 kva
.ll-\au of] Cable2l | Cab, |
)N A\ o &
3 ¢ & "?' ‘;’ ?
Tampt oa Lamp? 4 0.018 MA L
0.022 wn D02 MVR L TLn wea 0.002 MVA 0. 12 win 0. 324 VR

Gambar 4. Diagram segaris sistem sinkronisasi grid

o K08y 256 uvase cota a ¢ o 2
atu_darura
0.4 kv gatu d ,

redundunc

. .0% PF
800 ki liss A .
Catu_darurat _!PLIN T1 1358 A
2500 kva
1506 kva 1506 kva
Bus02 730.3 2 730.3 & -
0.4 kv 492.6% PF ‘2 +92.63% PR 10
26 kva ¥107 kva ‘&15 kva b |+31 kv |¥24 wvm ¥50 kv382 kva|¥382 kva
P11 153.7 & 21.1 2 44.4 & JETIC I 1.5 @552 )55z a
58,24 pF Ja1.54 pr 90.2% PF gs.u 23 95.2¢ pr | 100.08%AE6% PF S1.6% BE
Cablels
Cables Ccablels Cabley cableld =
Bus04 % Bus0s 9% Bus06 o
Bus03 9 9- 127
s kv 8% | 0.4 KV 99 0.4 kv ° 0.4 KV ®
er— = L R ‘*15 WA |f14 kv |*14 A [#11 55 XA
33.4 2 4.3 A 17.3 B 4.3 2 Jz0. PER si*xk"’pﬁmﬁvéeaundunc
S5 2% pF 100.0% [eE, 85.0% PP J100.0% PF 3. 18 ref 105,08 o 55 Ier |'Too-ch oe
0.5 wa 0.7 34 071 ava 0.1 %vd 0.1 %vd
cabled Cable? Cableld]]  Cablell Cablel2 [|Cablel3 || Cablelé [| Cablel?
4L 18%H a6 L 2™ AL setl Cable3s
33_11 99- 99- 99 unh 99 &3 99 98- EY
L
¥23 kva ¥3 kva ¥12 kva E— 18 kVA *14 kVA s kva 11 R 212
33.4 2 432 17.3 & 132 26 24 gl 202a 15.8
pmp2 5.0% BF 00.0% e 5.0% BF 00.0% PF asaczvpf 1 E| msowwr | W 55 A
0.023 /A &Vd  LoadZ zompd "0 oaqs 000 ¥V si‘:k{hgsi"ﬁnm
0.003 1vA 0.012 Mva  0.003 Mva poads Loads
Buso? 01078 w0’ U5I0R o e 001t
+18 kva 28 kva *1g kva +42 xva
28 a 20.2 2 26.1 2 £0.7 2 )
37.8% PF 27.0% PF 89.18 £ ge 8% PF
) ) Bus0ll ly - o 3 Cable34
oot kv ) 5 s 238
e et XY ¥
Bus08 3‘5‘3 98 3%
8 kv -3y ES 26.1a |20 kva  |¥24 kva § s
)85.1% prly28.9 A 342 A 9
s kva |¥2 kva ‘*25 VA ‘*2 k on1a'ze Vi00-08 pr 49 v
5.6 hzoa 7.7 2 1 P TlodH 4vd
85.1% PF/100.0% PF 85 1% PR 100 &?1‘-13-?23 cable25 100.04 pF
Cable24 R
Cable22
cablels [| capiezel] GCable2l e . oo™ . .
% 8 «
o g% 993 18 %Rva 58,91 98,86
9817 6.1 2 | 420 kva .
7 kVR kVA e k“ kVA 5.0% 28.9 a VR
5.6 By0@-0 A 5. tmpe0-2 SVEVEC LA Ta4.2 0.5 v
Lump6 . :9’*;:.?@ 5 0.018 uva Lumps - 2dd00.0% PF
021 03, EEme 0y O T MR
0.022 uw. &%ﬂ el 026 s, %é"'ooza% MVA  0.02% MVA

Gambar 5. Hasil running aliran daya sinkronisasi grid
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Dari hasil simulasi aliran daya menggunakan software ETAP 12.6.0 di atas dapat
dilihat daya yang mengalir pada tiap-tiap bus. Besarnya daya yang mengalir tergantung
pada beban yang terpasang pada bus tersebut.

Pada gambar 5 Aliran daya aktif yang mengalir dari bus panel 2 sebesar 937 kW dan
daya reaktif sebesar 382 kVAR untuk aliran daya aktif pada sistem RPS sebesar 49 kVA.
Sementara daya reaktif yang mengalir masing-masing sebesar 382 kVAR, sehingga perlu
dipasang kapasitor bank yang dipasang parallel dengan beban atau denga sistem Static Var
Compensation (SVC) dan Static Synchronous Compensator (STATCOM).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Laporan dari Load Flow

LOAD FLOW REPORT

Bus Voltage Generation Load Load Flow
jir] W %Mz ane MW Mrar MW Mar D MW Mrar Amp  WPF
* Bus02 0400 100.000 00 0837 0382 0 o Bus3 0.023 0.012 71 882
Bus04 0.013 0.006 A1 802
Bus03 0.029 0.009 44 81
Bus06 0.023 0.007 47 852
Bus07 0.097 0.043 1557 915
Bus27 0.050 0.000 715 1000
Bus29 0351 0.152 5520 518
Bus33 0351 0152 5520 918
Bus2 0.000 0.000 00 00
Bus03 0400 99.809 00 0 0 0 0 Bwd 0023 012 371 882
Busl0 0.020 0.012 34 852
Busll 0.003 0.000 43 1000
Bus04 0400 59.908 00 0 0 0 0 Busl2 0013 -0.006 W1 802
Busl2 0.010 0.006 173 850
Busl3 0.003 0.000 43 1000
Bus0S 0400 99.900 00 0 0 0 0 Buwlé 0.015 0.009 260 851
Busl$ 0014 0.000 201 1000
Bus02 0028 -0.009 #4851
Bus0é 0400 99.922 00 0 0 0 0 Bwd 0023 0007 47 852
Busl§ 0.012 0.007 02 851
Busl7 0011 0.000 158 1000
KESIMPULAN

Dari hasil simulasi mengunakan software ETAP menunjukkan bahwa sistem catu
daya darurat dapat memasok kebutuhan RPS dan pompa primer 400 kVA. Penelitian ini
sangat penting dilakukan untuk mengetahui desain yang tepat pada spesifikasi generator
dan komponen proteksi pada sistem catu daya darurat PLTN tipe PWR 100 MWe. Aliran
daya aktif yang mengalir dari bus panel 2 sebesar 937 kW dan daya reaktif sebesar 382
kVAR untuk aliran daya aktif pada sistem RPS sebesar 49 kVA. Sementara daya reaktif
yang mengalir masing-masing sebesar 382 kVAR, sehingga perlu dipasang kapasitor bank
yang dipasang parallel dengan beban atau denga sistem Static Var Compensation (SVC)
dan Static Synchronous Compensator (STATCOM).
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ABSTRAK

KAJIAN ASPEK PERTAHANAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PLTN DI
KALIMANTAN BARAT. Pembangunan PLTN di wilayah Kalimantan Barat akan mengubah
aspek pertahanan dalam menjaga objek vital nasional. Sebagai wilayah perbatasan Kalbar
menghadapi ancaman nyata yang dapat membahayakan obvitnas. Dalam mendukung
keamanan dan keselamatan nuklir terhadap pembangunan PLTN, pendekatan ketahanan
nuklir penting untuk dikaji. Metodologi yang digunakan ialah metode hermeneutika filosofis,
dengan unsur-unsur: interpretasi dan deskripsi dari literatur dan data sekunder yang
diperoleh. Ketahanan dibentuk berdasarkan faktor pembentuk infrastruktur, institusi, dan
Social readiness. Sistem yang terbentuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan
PLTN dengan memperkuat Keamanan dan Keselamatan Nuklir dalam konteks pertahanan
wilayah Kalimantan Barat.

Kata kunci: ketahanan, PLTN, obvitnas, Kalbar.

ABSTRACT

ASSESMENT ON DEFENSE ASPECTS TO SUPPORTING NUCLEAR POWER PLANT IN
WEST KALIMANTAN. Indonesia planning on Nuclear Power Plant (NPP) will change
defense aspect to protect National Vital Object (obvitnas). As a border area, Kalbar face the
real threat which endanger Obvitnas. The methodology uses philosophical hermeneutics
through interpretation and descriptive aspect from literature and secondary data. Resilience
approached has been performed to supporting nuclear security and safety of Nuclear Power
Plant. Resilience formed by infrastructure, institution, and social readiness. The system will
aid the execution of NPP in with strengthening the nuclear safety and security through
defense strategic in West Kalimantan.

Keyword: resilience, NPP, obvitnas, West Kalimantan.

PENDAHULUAN

Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di wilayah
Kalimantan Barat menjadi isu strategis yang perlu dikaji. PLTN yang akan menjadi objek vital
nasional baru menjadi potensi dan tantangan tersendiri terhadap dinamika strategi
pertahanan. Hal tersebut menjadikan pergelaran kekuatan pertahanan di Kalimantan Barat
harus dikaji ulang dan ditingkatkan. PLTN akan menjadi objek vital nasional (obvitnas)
dengan nilai strategis yang berbahaya. Dikarenakan potensi ancaman dan bahaya
keselamatan terhadap ruang dan publik.

Dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
pasal 7 menjelaskan bahwa Tugas Pokok TNI adalah untuk mengamankan objek vital
nasional yang bersifat strategis. Melindungi dari adanya sabotase dari pihak tertentu yang
merusak instalasi penting dan objek vital nasional. Objek vital nasional yang dimaksud
adalah yang bersifat strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan
martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah.
Pengamanan Objek Vital Nasional dilakukan untuk mencegah semakin meningkatnya
ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme[1].

Wilayah Kalimantan Barat yang memiliki luas sekitar 146.807 Km2 atau 7,53 % dari luas
Indonesia. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km
dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur[2]. Sebagai wilayah perbatasan, Kalimantan Barat
merupakan wilayah paling rawan terhadap ancaman jika ada gejolak yang muncul antar
negara yang berada di daerah perbatasan negara Malaysia dan lautan China Selatan.
Ancaman-ancaman itu meliputi sengketa beberapa negara terkait wilayah Laut Cina Selatan,
perang dagang antara Amerika-Cina, pelintas batas, penyelundupan barang karena belum
adanya batas yang jelas, penebangan kayu ilegal, penangkapan ikan oleh pihak asing,
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penyebaran narkoba, sampai ancaman teror ISIS. Inilah ancaman nyata yang dapat
meruntuhkan Negara Republik Indonesia[3][4][5].

Dalam perkembangannya, dimensi ancaman dan gangguan keamanan semakin
beragam. Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obyek vital nasional secara
langsung maupun tidak langsung berdampak pada sistem perekonomian nasional, stabilitas
politik, serta keamanan nasional. Dari kondisi wilayah Kalimantan Barat, dengan adanya
rencana pembangunan PLTN menjadikan objek vital nasional tersebut menjadi rawan akan
ancaman dan gangguan dari eksternal. Obvitnas memiliki peranan penting ditinjau dari
aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Dalam mendukung keamanan dan keselamatan nuklir dalam pembangunan PLTN
dibutuhkan adanya dimensi ketahanan nuklir atau nuclear resilience. Makalah ini mengkaji
dimensi ketahanan nuklir dalam mendukung pembangunan PLTN di wilayah Kalimantan
Barat. Resilience yang dimaksud adalah istilah yang digunakan dalam keilmuan disaster
management untuk menjembatani sebuah aspek ketahanan. Ketahanan adalah proses
beradapatasi atau penyesesuaian menghadapi ancaman. Ketahanan bersifat dinamis dan
relatif berkembang berdasarkan apa yang dihadapi. Faktor utama dalam ketahanan adalah
struktur dan hubungan yang menyusunnya.

Dimensi ketahanan nuklir dapat dilihat dari aspek pertahanan yang dimiliki dari
wilayah di Kalimantan Barat, yaitu TNI AD, AL dan AU. Ketiga matra tersebut mendukung
perlindungan dan keamanan objek vital nasional yang ada di Kalimantan Barat dan
mewujudkan ketahanan nuklir. Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk
memproyeksikan aspek pertahanan Kalimantan Barat dalam mendukung keamanan nuklir
dari rencana pembangunan PLTN.

TNI AD sebagai poros kekuatan pertahanan di wilayah daratan dikembangkan melalui
upaya pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan yang ditujukan untuk
meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional. Dapat disintesakan bahwa terdapat
hubungan antara ketahanan nuklir dengan keamanan nuklir. Dalam pengembangannya jika
ketahanan nuklir dicapai, diharapkan dapat mengantisipasi ancaman internal maupun
eksternal terhadap PLTN. Dengan demikian, rencana pembangunan PLTN yang akan
menjadi objek vital nasional akan mengubah proyeksi pergelaran kekuatan pertahanan TNI
AD terutama Komando Daerah Militer atau Kodam Xll/Tanjungpura dalam mendukung
keamanan nuklir di wilayah Kalimantan Barat.

TEORI
a. Resilience (Ketahanan)

Ketahanan dari aspek ilmu sosial dan humaniora adalah karakteristik dari manusia
yang memiliki kapabilitas dalam merespon dinamika perubahan yang berlangsung di
lingkungan. Ketahanan dalam perspektif ini berkaitan erat dengan sosial dan kapasitasnya
dalam proses pemulihan atau recovery dan rekontruksi dalam tatanan struktur dan
hubungan sosial.

Sedangkan ketahanan dalam aspek teknik dan ilmu sains adalah ketahanan dalam
dimensi fisik atau material. Ketahanan muncul dalam permasalahan teknik yang
membutuhkan solusi dari aspek teknik pula. Dalam perspektif ini, ketahanan memiliki fokus
pada penyempurnaan sistem, saling keterkaitan antara infrastruktur. Hal ini bertujuan
mengembangkan susunan dan model untuk memprediksi dan meningkatkan sistem
ketahanan.

Berdasarkan buku “The Sociotechnical Constitution of Resilience” oleh Sulfikar
Amir[6], dapat disintesakan bahwa ketahanan dalam aspek sociotechnical disusun dari
infrastruktur, institusi, politik, budaya dan epistemologi atau pengetahuan tentang nuklir itu
sendiri. Sehingga elemen kebaharuan yang muncul atau emergent properties dari interaksi
seluruh komponen sistem diatas adalah berupa ketahanan. Dalam kasus pengembangan
ilmu dan teknologi nuklir, bagian yang menjadi penting dalam pembangunan PLTN di
masyarakat dengan stereotip negatif yang tinggi terhadap kata nuklir ialah ketahanan nuklir.
Dalam penelitian ini, komponen sistem dalam mewujudkan ketahanan nuklir hanya disusun
dari infrastruktur, institusi dan human behaviour. Komponen tersebut diambil karena
dianggap dapat memiliki hubungan adaptif dalam membangun ketahanan terhadap
keamanan dan keselamatan nuklir serta ancaman nuklir.
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b. Komponen Dasar Keamanan

Teori Giovanni Manunta menjelaskan mengenai komponen dasar keamanan.
Komponen kemanan tersebut terdiri dari aset (asset), pelindung (protector), dan ancaman
(threat)[7]. Pada Gambar 1 ditunjukkan komponen dasar keamanan.

Gambar 1. Komponen Dasar Keamanan[7]

Keterangan:

= Asset

= Protector

= Threat

= vulnerability

= protection of Asset by Protector

/r = protection/respons (action taken against perceived threat)

—7T>

T T <

Aset didefinisikan sebagai komponen benda fisik (material) seperti gedung, reaktor
dan sebagainya atau benda non fisik berupa nilai-nilai dan budaya keamanan, integritas dan
lainnya. Dengan kata lain aset dalam penelitian ini adalah PLTN berupa obvitnas. Protector
atau pelindung adalah sesuatu atau yang melindungi. Misalnya TNI, baju anti radiasi,
shielding dan lainnya. Sedangkan ancaman adalah sesuatu yang menjadi sumber bahaya
yang dapat berasal dari internal dan eksternal. Contohnya dari dalam internal dapat
disebabkan karena kelalaian, sabotase dari pegawai internal dan lainnya. Ancaman
eksternal dapat berasal dari terorisme, serangan dari perang atau negara lain dan
sebagainya.

c. Strategi Pertahanan

Teori menurut John M. Collins (2002) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan
pertahanan harus mampu mengevaluasi ancaman dengan tiga pertimbangan yang
berpengaruh yaitu: pertama, dengan cara menilai kemampuannya (capabilities); kedua,

intensitasnya (intensions); dan ketiga, kemudahan untuk dapat diserang (vulnerabilities) [8].

Pertahanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertahanan militer dan non militer.

1. Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan
dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama
serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis
pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer.

2. Pertahanan non militer merupakan kekuatan pendukung pertahanan negara yang
dibangun untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi
ancaman non militer. Lapis pertahanan non militer tersusun dalam fungsi keamanan
untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi
kemanusiaan lainnya, ekonomi, psikologi pertahanan, dan sosial budaya, yang pada
intinya berkaitan dengan pengembangan teknologi, dan pemikiran kesadaran bela
negara.

METODOLOGI

Makalah ini merupakan penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode hermeneutika filosofis, dengan unsur-unsur: interpretasi dan
deskripsi dari literatur dan data sekunder yang diperoleh.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana pembangunan PLTN di wilayah Kalimantan Barat menjadikan aspek
pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut harus didesain ulang. Hal ini dikarenakan
PLTN akan menjadi obvitnas yang memiliki nilai strategis dan potensial sebagai sumber
bahaya pula. Opsi lokasi potensial rencana pembangunan PLTN yang akan dibangun
berada di daerah Sambas, Bengkayang, Mempawah dan Ketapang, lihat Gambar 2[9].

Bintul 3
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‘ Darussalam
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RIAU
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Pontianak

Rasau
. .
Balal Berkuak

.

KALIMANTAN
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»
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Gambar 2. Citra Satelit Provinsi Kalimantan Barat [10]

Pada gambar peta Kalimantan Barat di atas, letak posisi kabupaten yang diopsikan
terletak di daerah yang dekat laut atau langsung menghadap laut yang terhubung dengan
jalur ALKI | Indonesia. Jalur pada ALKI I ini difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina
Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera
Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan
sebaliknya[11]. Kawasan ALKI 1 ini rawan dari adanya konflik kawasan serta berbagai
bentuk kejahatan transnasional seperti intervensi asing, pencurian dan pembajakan kapal,
illegal fishing, serta terorisme. Munculnya ketegangan dan konflik antar negara besar dan
perilaku claiments yang agresif, terutama Tiongkok dan Filipina, di Laut Tiongkok Selatan,
dan aksi-aksi terorisme global yang dilancarkan para aktor non-state sangat rawan memicu
instabilitas wilayah di Indonesia, terutama di wilayah terdekat ALKI [12].

Batas-batas wilayah bagi daerah provinsi Kalimantan Barat ditunjukkan pada Tabel 1.
Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan
dengan negara Jiran yaitu; Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur
sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.
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Tabel 1. Batas Wilayah Kalbar
No Batas Daerah

1. Utara Sarawak (Malaysia)

Laut Jawa dan

2. Selatan Kalimantan Tengah

3. Timur Kalimantan Timur

Laut Natuna dan Selat

4. Barat Karimata

Dari wilayah yang berbatasan dengan Laut, dari sisi pertahanan TNI AL terdapat
Lantamal Xll atau Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Lantamal Xl melaksanakan
operasi keamanan laut di wilayahnya dan meningkatkan daya guna serta hasil guna unsur-
unsur secara optimal dalam pelaksanaan Operasi Keamanan Laut. Lantamal Xl Pontianak
saat ini sedang melaksanakan pembangunan pengembangan pangkalan yang membawahi
dua Pangkalan Angkatan Laut (Lanal Type C) Kerangka (Sambas dan Ketapang) dan empat
Pos Pangkalan Angkatan Laut (Posal) yaitu Posal Temajuk, Posal Paloh, Posal Pulau
Serutu, Posal Mempawah, Posal Mempawah, Posal Ketapang, Posal Kendawangan dan
enam Pos Pengamat (Posmat) yaitu Posmat Kuala Karang, Posmat Sei Kakap, Posmat
Padang Tikar, Posmat Melano, Posmat Pemangkat, Posmat Natai Kuini[13]. Berdasarkan
hal tersebut, rencana pembangunan PLTN terutama pada opsi daerah Mempawah, Sambas
dan Ketapang yang memang berbatasan dengan laut dapat didukung dari sisi pertahanan
terhadapa ancaman eksternal oleh Lantamal XII.

Tabel 2. Satuan Kodam XII/TPR
Nama Satuan Jenis Satuan
Korem 102/Panju Panjung:
[0 Kodim 1011/Kuala Kapuas
[l Kodim 1012/Buntok
[l Kodim 1013/Muara Teweh
[0 Kodim 1014/Pangkalan Bun
[0 Kodim 1015/Sampit
[0 Kodim 1016/Palangkaraya
[J  Yonif Raider 631/Antang
Satuan Kewilayahan | Korem 121/Alambhana Wanawai
0
0
0
0
0
0
0

Kodim 1201/Mempawah

Kodim 1202/Singkawang

Kodim 1203/Ketapang

Kodim 1204/Sanggau

Kodim 1205/Sintang

Kodim 1206/Putussibau

Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti
Kodim 1207/Kota Pontianak (BS)
Satuan Tempur dan | Brigif 19/Khatulistiwa

Bantuan Tempur 0 Yonif 642/Kapuas

(1 Yonif Raider Khusus 644/Walet Sakti
[J Yonif 645/Gardatama Yudha
Yonif Raider 641/Beruang
Yon Armed 16/Tumbak Kaputing
Yon Kav 12/Beruang Cakti
Yon Zipur 6/Satya Digdaya
Kikav 12/Macan Dahan Cakti
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Selanjutnya dari wilayah darat Kalbar, dimensi pertahanan dijalankan oleh Komando
Daerah Militer Xll/Tanjung Pura (Kodam XllI/Tpr). Tabel 2 menjelaskan kekuatan satuan
yang dimiliki oleh Kodam XII/Tpr. Satuan kewilayahan dan Satuan tempur dan bantuan
tempur dari Kodam XII/Tpr ini diupayakan dalam mendukung wilayah pertahanan
Kalimantan Barat yang tersebar dalam satuan daerah di tiap-tiap unit. Namun dalam
mendukung dan mewujudkan pertahanan di Kalimantan Barat, Kodam XII/Tpr belum memilki
satuan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud). Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
merupakan kecabangan TNI AD dan sebagai kekuatan menjalankan fungsi tembakan dan
perlindungan dalam pertempuran darat. Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Yonarhanud)
sebagai salah satu fungsi teknis militer umum TNI AD, menyelenggarakan pertahanan udara
aktif guna melindungi titik rawan obvitnas dan satuan manuver dibantu dengan
menggunakan sistem senjata Meriam dan Rudal darat ke udara dari segala bentuk ancaman
udara musuh dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD[14]. Keberadaan
Yonarhanud sebagai bagian integral dari TNI AD akan meningkatkan kemampuan
pertahanan wilayah Kalbar untuk memberikan perlindungan udara terhadap obvitnas, dalam
hal ini PLTN yang akan direncanakan.

Selain itu, dari matra TNI AD belum terbentuknya satuan cabang Zeni Nubika. Kompi
Zeni Nubika merupakan satuan pelaksana yang dibina dan dipersiapkan Direktorat Zeni
Angkatan Darat untuk menyelenggarakan dan melaksanakan penyelidikan Nubika (Nuklir,
Biologi, Kimia) dan dekontaminasi dalam rangka perlindungan dan pengamanan pasukan
dan masyarakat terhadap bahaya Nubika karena musuh atau pencemaran lingkungan oleh
limbah/kecelakaan suatu industri dan/atau persitiwa alam[15]. Terutama dalam mendukung
rencana pembangunan PLTN, maka dalam aspek strategis TNI AD perlunya membentuk
Yonarhanud dan Zeni Nubika di Wilayah Kalimantan Barat.

Dari wilayah udara, Kalimantan Barat memiliki satuan pertahanan udara berupa
Wings 1, Denhanud 473 Paskhas yang berada di Lanud supadio. Lanud Supadio, Pontianak
bertugas membawahi wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, yang sedemikian strategis,
karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan merupakan alur kepulauan terluar,
terutama di laut Cina Selatan. Dalam mendukung tugasnya sebagai penjaga wilayah udara
Kalimantan Barat, Denhanud 473 Paskhas didukung dengan alutsista yang tercanggih
seperti Oerlikon Skyshield dengan radar/ sensor unit, serta dilengkapi dengan rudal Chiron.
Dalam meningkatkan dan memperoleh data tentang pengamanan wilayah Kalimantan Barat,
lanud supadio juga diisi dengan Skadron 51, dimana skadron ini memiliki Pesawat Terbang
Tanpa Awak (PTTA) atau UAV (Unmaned Aerial Vehicle) yang dirancang untuk melakukan
berbagai ragam misi: Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) dan mendukung misi
medan perang di level taktis dan strategis[14].

Mempertimbangkan bahwa keamanan PLTN baik dari internal maupun eksternal
bersifat strategis dan High-risk. Maka aspek pertahanan yang dijelaskan diatas dalam
mendukung keamanan terhadap pembangunan PLTN dapat ditinjau dengan sistem
pertahanan yang dibentuk berdasarkan:

Shielding

Preventif
TNFAD by otektif
Protect TNFAL Mitigatif
rotector TNI AU g

Objek Vital Nasional sebagai Physical object Asset
Social object Asset ialah Budaya Kemanan dan Keselamatan Nuklir

Eksternal —— > Ancaman

Threat

Gambar 3. Sistem Pertahanan terhadap Obvitnas PLTN[16]

36



Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir 2019 ISSN: 2621-3125
Pontianak, 10 Oktober 2019

Dari aspek pertahanan dan keamanan, ketiga matra TNI dapat melakukan tindakan
preventif dan protektif PLTN sebagai obvitnas (asset) dari ancaman eksternal. Ancaman
eksternal ini yang diprediksikan berasal dari jalur ALKI 1 Indonesia, wilayah perbatasan,
terorisme dan sabotase. Ancaman tersebut adalah nyata dan keamanan adalah hal yang
penting. Kemudian berkaitan dengan nuclear resilience, sistem ketahanan dikaji dan
diperoleh dengan berbasis skenario terburuk (scenario building) dari ancaman yang
menyerang Indonesia. Ketahanan dibentuk berdasarkan faktor pembentuk infrastruktur,
institusi, dan social readiness yaitu SDM dan budaya safety, security serta zero tolerance
dalam pengembangan PLTN. Aspek infrastruktur dalam pembangunan PLTN tentunya akan
mengacu pada standar IAEA, namun dalam makalah ini yang akan dibahas ialah
infrastruktur pendukung dalam perspektif pertahanan.

Hal tersebut adalah sebuah pelindung atau bankers seperti yang dikembangkan oleh
negara Swiss dalam upaya mitigasi dari ancaman nuklir dari PLTN. Selain itu dari
infrastruktur digital seperti sistem data dan internet cyber, instalasi nuklir harus diamankan
dari cyber threat yang dengan mengendalikan instalasi nuklir tersebut untuk keperluan
kejahatan. Komponen Institusi mencakup lembaga atau badan yang berhubungan dengan
nuklir. Menurut pemakalah institusi penting yang menjadi pendukung pengembangan
ketahanan nuklir ialah TNI AD (Zeni Nubika), Bapeten dan Batan.

Kompi Zeni Nubika dari fungsi pertahanan akan menjalankan fungsi penangkalan dan
pengawasan dari ancaman dan bahaya Nubika. Dukungan moral lain dari kompi Zeni
Nubika dalam mendukung ketahanan nuklir adalah dengan kemanunggalan TNI bersama
rakyat, dapat membantu meningkatkan kepercayaan terhadap penggunaan nuklir di
Indonesia. Berdasarkan sejarah, bahwa TNI memiliki sifat dekat dengan rakyat. Hubungan
antara institusi tersebut ditunjukkan dengan melakukan shared situational awareness system
(sharing technical data) and Decision support system. Sehingga dari fungsi penangkalan
dan pengawasan tersebut dapat dioptimalkan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan
keamanan dan keselamatan nuklir dalam mendukung pembangunan PLTN di Indonesia.
Aspek lain yang berkaitan dengan Social readiness yaitu SDM dalam perspektif pertahanan
maka SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas terkait ilmu dan teknologi nuklir serta
memaknai nilai-nilai Bela Negara. Menurut Kementerian Pertahanan, Bela negara dalam
pendekatan soft mencakup aspek psikologis (psychological) dan aspek fisik (physical).

Aspek psikologis mencerminkan kondisi jiwa, karakter dan jati diri setiap warganegara
yang dilandasi oleh pemahaman nilai — nilai luhur bangsa, Ideologi Pancasila dan UUD NRI
tahun 1945. Goals dari kondisi psikologis ini akan direpresentasikan oleh pola pikir dan pola
sikap yang mencerminkan solidaritas wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesadaran bela negara. Aspek fisik pada dasarnya merupakan implementasi
dan perwujudan bela negara aspek psikologis yang tercermin dari pola tindak secara nyata.
Contohnya pengabdian sesuai profesi, partisipasi aktif dalam penanganan permasalahan
sosial maupun bencana hingga kewaspadaan individual dalam menghadapi ancaman non
fisik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, SDM yang dibekali
dengan pendekatan soft mengenai bela negara dapat mengoptimalkan nilai dan budaya
keamanan serta keselamatan nuklir dalam mendukung pembangunan PLTN.

KESIMPULAN

Ancaman yang dihadapi Indonesia melalui daerah perbatasan dan ALKI | adalah
ancaman yang nyata sehingga keamanan adalah hal yang penting diwujudkan. Ketahanan
nuklir dapat didukung dan dicapai dengan membangun sistem ketahanan dengan
berdasarkan pada aspek Infrastruktur, institusi dan social readiness. Sistem yang terbentuk
akan mendukung pelaksanaan pembangunan PLTN di wilayah Kalimantan Barat dengan
memperkuat Keamanan dan Keselamatan Nuklir yang diwujudkan dalam ketahanan nuklir
berdasarkan konteks Pertahanan di wilayah Kalimantan Barat.
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PERTANYAAN (Adityo-UNTAN):
Bagaimana ketahanan nuklir dari sel-sel tidur teroris yang ada di Kalbar?

JAWABAN:

Ancaman terorisme nuklir adalah nyata dengan banyaknya kejadian penggunaan nuklir
sebagai dirty bomb. Berkaitan dengan sel tidur di wilayah Klabr atau paham radikalisme
yang menyebar saat ini (situasi terkini) memang belum dipastikan. Tetapi sel tidur ini
harus diantisipasi dengan pengajaran nilai-nilai bela negara.

PERTANYAAN (Adityo-UNTAN):
Bagaimana pengamanan dan pertahanan dihadapkan isu konektivitas ASEAN yang
mendorong peningkatan perpindahan/arus manusia ke daerah lain di Asia Tenggara?

JAWABAN:

Isu konektivitas ASEAN adalah sebuah usaha untuk mengamankan wilayah ASEAN.
Hal tersebut diwujudkan pada ZOPFAN, nuclear non proliferasi, dll. Namun dalam
mewujudkan keamanan, kekuatan/pertahanan sendiri harus diwujudkan oleh negara
sendiri. selain itu, wilayah ASEAN sudah tergabung dalam usaha ASEAN our eyes
terkait sharing informasi yang berkaitan isu potensi ancaman dalam mendukung
pertahanan dan keamanan.
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ABSTRAK

POTENSI KEKUATAN INDONESIA DENGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kekuatan Indonesia jika memiliki
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Nuklir merupakan salah satu alternatif energi
terbarukan yang dianggap lebih hemat dari batu bara. Indonesia sebagai salah satu negara
di Asia Tenggara yang memiliki potensi uranium yang besar dan berkualitas baik di
Kalimantan Barat, program pengembangan teknologi nuklir yang telah dilakukan sejak tahun
1964, dan ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten mengoperasikan reaktor
nuklir seharusnya membuat Indonesia dapat mengeksekusi rencana pembangunan PLTN.
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menjelaskan potensi kekuataan
Indonesia setelah memiliki PLTN. Peneliti menggunakan konsep power dan keamanan
energi untuk melakukan analisis. Jika PLTN berhasil dibangun oleh Indonesia, maka akan
berdampak pada pemenuhan energi listrik domestik. Indonesia akan menjadi negara
pertama di Asia Tenggara yang memiliki PLTN. Kondisi strategis tersebut akan berdampak
positif pada nilai tawar Indonesia dalam hubungan internasional sekaligus mempertegas
posisi Indonesia sebagai salah satu negara hegemoni di kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci: energi nuklir, keamanan energi, power; nilai tawar

ABSTRACT

POTENCY INDONESIA’S POWER WITH NUCLEAR POWER PLANTS. This research aims
to analyze the potential of Indonesia's power if it has a Nuclear Power Plant (NPP). Nuclear
is one of the renewable energy alternatives that are considered more efficient than coal.
Indonesia as one of the countries in Southeast Asia that has the great potential uranium and
good quality in West Kalimantan, a program of developing nuclear technology that has been
done since 1964, and supported by qualified human resources operates nuclear reactor
should make Indonesia able to execute the construction plan of NPP. The study was
conducted with qualitative methods to explain the potential power of Indonesia after having
nuclear power plants. Researchers used the concept of power and energy security as an
analysis tool. If the NPP successfully built by Indonesia, it will have an impact on the
fulfilment of the domestic electrical energy. Indonesia will be the first country to have PLTN
in South East Asia. The strategic conditions will have a positive impact on the value of
Indonesia's bargaining position in their international relations and also strengthening
Indonesia’s role as one of hegemonic state in Southeast Asia.

Keywords: nuclear energy, energy security, power, bargaining position

PENDAHULUAN

Perkembangan studi keamanan global mengalami perluasan dari yang tadinya
hanya membahas ancaman bersifat militeristik. Isu non-tradisional, selain dari aspek militer,
mampu memberikan ancaman bagi aktor hubungan internasional. Isu seperti kesehatan,
lingkungan, identitas nasional, perkembangan teknologi, terorisme, dan lain sebagainya
dapat menjadi ancaman bagi negara. Perluasan studi keamanan global juga tidak lepas dari
perkembangan aktor Hubungan Internasional. Perluasan aktor Hubungan Internasional yang
berpusat pada negara, kini sudah lebih longgar dan bahkan tidak sedikit aktor non-negara
justru mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan aktor negara. Meskipun
beberapa penstudi Hubungan Internasional masih meyakini bahwa negara masih
merupakan aktor yang penting di dunia internasional.

Perebutan kekuasaan antar aktor negara mengikuti perluasan isu-isu yang sudah
peneliti sebutkan tersebut. Negara bersaing untuk mampu memberikan pengaruh dalam
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setiap aspek kehidupan dunia internasional. Prinsip-prinsip realisme yang menjelaskan
mengenai kemampuan bertahan hidup dan berusaha sendiri menjadi instrumen yang
mendorong sikap negara. Hal itu juga terjadi pada salah satu isu yang merupakan bagian
dari tantangan isu keamanan era abad 21, yaitu isu energi.

Referensi yang peneliti temukan ditulis oleh Bernstein, Caves, Jr., dan Reichart
menjelaskan bahwa ketertarikan pada energi nuklir semakin meningkat di abad ke-21 [8].
Nuklir dianggap sebagai salah satu energi masa depan karena efisiensi yang baik serta
potensinya yang sangat besar bagi pemenuhan energi dalam jangka panjang. Banyak
negara berlomba melakukan pengembangan nuklir. Namun, pengembangan energi nuklir
juga memiliki mata pedang yang lain, yaitu perkembangan senjata nuklir. Sebagai salah satu
ancaman bersama, senjata nuklir di dunia disepakati untuk dibatasi jumlahnya. Berdasarkan
pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir tahun 1968 harusnya hanya beberapa negara saja,
seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Tiongkok, dan Perancis. Namun, pada
perkembangannya perjanjian tersebut tidak sukses mencegah negara lain, seperti India,
Pakistan, Israel, dan Korea Utara untuk mempunyai senjata nuklir.

Permasalahan kepemilikan senjata nuklir memang merupakan salah satu isu
keamanan yang belum selesai dibahas oleh komunitas internasional. Pada penelitian ini,
peneliti tidak melakukan telaah terhadap senjata nuklir. Tapi, lebih memfokuskan pada
pengembangan nuklir sebagai sumber energi, khususnya di Indonesia.

Perkembangan energi nuklir juga tidak lepas dari kontroversi. Peristiwa Chernobyl
1986 dan Fukushima 2011 menjadi momen dimana para pengembang energi nuklir
melakukan riset lebih jauh mengenai keamanan energi nuklir. Hal ini juga menjadi
peringatan bagi negara yang akan membangun Pembangkit Listrik Energi Nuklir (PLTN).
Indonesia juga tentunya mesti mempertimbangkan aspek keamanan dari pembangunan
PLTN. Karena Indonesia telah mencantumkan rencana pembangunan PLTN yang terdapat
dalam UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025 [24]. Meskipun dari data yang peneliti temukan, keputusan eksekusi
pembangunan PLTN tergantung pada kebijakan presiden.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)
pada tahun 2025 Indonesia sangat membutuhkan tambahan energi berupa energi nuklir
[28]. Hal ini disebabkan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi diikuti dengan
pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan energi yang sangat besar. Penelitian tersebut
menjelaskan bahwa sejak tahun 2000 hingga 2025 akan terjadi peningkatan 3 kali lipat
kebutuhan energi listrik yang tidak akan mampu dikejar jika hanya mengandalkan sumber
batu bara, gas, dan minyak bumi [28]. Belum lagi tambahan kajian mengenai kelangkaan
sumber daya batu bara di masa depan karena merupakan sumber daya yang butuh waktu
sangat lama untuk diperbarui.

Krisis sumber energi ini menunjukkan bahwa kebutuhan Indonesia untuk
membangun PLTN cukup tinggi. Alasan lain dalam perspektif studi kawasan menunjukkan
bahwa kawasan Asia Tenggara belum ada negara yang memiliki PLTN. Bahkan Vietnam,
Filipina, dan Thailand mengurungkan niat pasca ledakan di Fukushima. Sementara
kebutuhan energi listrik di kawasan Asia Tenggara cukup tinggi, di mana terdapat negara-
negara seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Vietnam yang memiliki konsumsi
listrik per kapita yang tinggi [25]. Alasan tersebut dapat menjadi salah satu pendorong
perlunya kebijakan pengeksekusian pembangunan PLTN di Indonesia.

Peneliti tertarik melakukan kajian terhadap potensi power Indonesia jika telah
berhasil memiliki PLTN. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penelitian ini
memiliki pertanyaan penelitian: Bagaimana manfaat kepemilikan PLTN terhadap power yang
dimiliki oleh Indonesia? Tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian penjelasan, yaitu
manfaat energi nuklir bagi negara-negara maju, perkembangan energi nuklir di Asia
Tenggara dan Indonesia, PLTN dan keamanan energi Indonesia, dan potensi kekuataan
Indonesia dengan pembangunan PLTN.

TEORI
KEAMANAN ENERGI

Istilah keamanan energi baru mulai dimunculkan pada awal tahun 2000an. Ditandai
dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, yang menyebutkan bahwa
“Energy security should be a priority of our foreign policy” [27]. Pernyataan tersebut juga
didukung oleh pejabat tinggi dari negara-negara industri lainnya yang mengedepankan isu
energi sebagai inti kehidupan manusia [27]. Klare lebih lanjut menjelaskan bahwa manusia
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primitif membutuhkan energi mulai dari kegiatan berburu, membangun rumah, dan kota.
Semakin kompleks perkembangan kehidupan masyarakat, semakin tinggi juga tingkat
kebutuhan mereka atas energi [27]. Di dunia modern dengan banyaknya industri semakin
membuat kebutuhan akan energi meningkat.

Diantara beberapa definisi yang dirangkum oleh Klare ternyata belum terdapat suatu
standar pengertian yang baku mengenai konsep keamanan energi tersebut [27].
Berdasarkan temuan Klare sebagian besar analis menjelaskan bahwa keamanan energi
adalah memastikan pemenuhan kebutuhan energi yang penting bagi kehidupan manusia,
bahkan saat terjadi krisis atau konflik internasional [27]. Definisi lain yang Klare sajikan
berdasarkan pendapat dari the Council on Foreign Relations, yaitu penyediaan energi yang
aman dan mencukupi secara terus menerus [27]. Pengertian lain disampaikan oleh Klare
mengacu pada upaya negara dalam mencari sumber-sumber energi yang tidak memberikan
dampak buruk bagi lingkungan hidup [27]. Yaitu, upaya transisi penggunaan energi yang
menyebabkan perubahan lingkungan menjadi energi yang memiliki dampak lebih kecil
terhadap kerusakan lingkungan.

Pengertian terakhir yang disampaikan oleh Klare didukung dengan fenomena di
banyak negara barat di mana tugas-tugas produksi dan pengiriman energi kepada
konsumen dilakukan oleh perusahaan swasta, yang mencari keuntungan, bahkan termasuk
yang paling menguntungkan di dunia [27]. Tetapi, diakibatkan oleh suplai energi dianggap
sangat vital bagi perekonomian negara membuat negara juga ikut memegang peranan
penting dalam proses penyediaan energi [27]. Kondisi seperti ini yang kemudian oleh Klare
termasuk dalam kategori keamanan energi, ketika negara menjamin insentif dan kebijakan
yang memastikan penyediaan energi sesuai dengan kebutuhan negara [27]. Negara
menurut Klare melalui pembuat kebijakan juga mempertimbangkan peningkatan
ketersediaan energi sesuai dengan kebutuhan masa depan [27]. Di samping itu, pembuat
kebijakan juga memastikan negara tidak bergantung pada satu atau dua sumber energi agar
di kemudian hari tidak membuat negara mengalami krisis jika sumber energi tersebut hilang
atau berkurang [27]. Alternatif yang ditawarkan oleh Klare kepada pembuat kebijakan dalam
menyikapi masalah tersebut adalah menyediakan kebijakan diversifikasi sumber energi.

Terdapat beberapa elemen yang menjadi unit analisis dalam konsep keamanan
energi, yaitu keterlibatan aktor negara, ketersediaan sumber-sumber energi, dan kebijakan
merespon kelangkaan energi. Ketiga elemen ini akan digunakan untuk menjelaskan pilihan
Indonesia untuk mengembangkan energi nuklir sebagai sumber energi listrik alternatif untuk
mengatasi ketersediaan bahan baku batu bara yang selama ini menjadi andalan utama.
Peneliti juga akan menggunakan konsep keamanan energi untuk menjelaskan keterlibatan
pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan energi listrik dengan kebijakan
pembangunan PLTN.

POWER

Power atau kekuatan merupakan suatu alat kepemilikan yang masuk ke dalam
bagian komponen nasional [16]. Selain itu, power juga merupakan suatu paying konsep
yang menunjukkan segala sesuatu yang bisa menentukan dan memelihara kekuasaan aktor
A terhadap aktor B. Terdapat tiga unsur yang dimiliki power. Pertama, kekuatan atau force.
Kekuatan merupakan unsur pertama dari power yang didefinisikan sebagai ancaman
eksplisit atau aktor A dengan menggunakan alat-alat paksa seperti dengan menggunakan
militer, ekonomi, dan lain-lain terhadap aktor B untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang
dimiliki oleh aktor A [3].

Kedua, pengaruh atau influence. Unsur power yang kedua yaitu pengaruh yang
didefinisikan sebagai penggunaan instrumen-instrumen persuasi oleh aktor A dengan tujuan
untuk menjaga perilaku aktor B menggunakan langkah-langkah berdasarkan kehendak dari
aktor A [3]. Ketiga, kekuasaan atau authority. Unsur power yang ketiga atau yang terakhir
yaitu kekuasaan didefinisikan sebagai kemauan dari aktor B untuk memenuhi perintah-
perintah yang dikeluarkan atau dibuat oleh aktor A, yang mana, hal tersebut dijaga dalam
persepsi aktor B terkait aktor A, sebagai contoh sikap hormat, solidaritas, rasa kasih sayang,
kepemimpinan, dan lain-lain [3].

Namun, power tidak hanya sesuatu yang bersifat destruktif, primitif, dan statis.
Power dapat didefinisikan sebagai perpaduan atau penggabungan antara pengaruh
persuasif dan kekuatan koersif [19]. Richard Ned Lebow dalam karyanya yang berjudul, “The
Long Peace, The End of the Cold War, and the Failure of Realism”, berpendapat bahwa
power sebagai fungsi dari banyaknya penduduk, teritorial, kapabilitas ekonomi, kekuatan
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militer, stabilitas politik, dan ahli dalam berdiplomasi internasional. Power dari suatu negara
juga mencakup tingkat teknologi yang dikuasai, sumber daya alam, bentuk pemerintahan
dari suatu negara, dan kepemimpinan politik serta ideologi [19].

Terdapat dua jenis power dalam power politics, yakni hard power dan softpower.
Berdasarkan definisi power di atas, secara tersirat telah dijelaskan terkait penggunaan
power dari suatu aktor terhadap aktor lainnya. Hard power merupakan salah satu jenis
power berupa paksaan dan sanksi [19]. Gagasan mengenai hard power pertama kali
diperkenalkan oleh Joseph Nye lebih dari dua dekade lalu. Menurut Nye, secara umum hard
power merupakan suatu kekuasaan untuk menguasai atau mempengaruhi seseorang untuk
mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Hard power berupa paksaan yang dipegang melalui
bujukan ataupun ancaman, dan hal ini didasarkan pada intervensi militer, diplomasi koersif,
dan sanksi ekonomi [44]. Dalam artikel yang berjudul, “Hard Power vs Soft Power”, Daryl
Copeland menjelaskan mengenai definisi, tujuan, teknik, nilai, dan etos dari hard power.
Berikut penjelasan dari Copeland mengenai hard power:

“Definitions: Hard power is about compelling your adversary to comply with
your will through the threat or use of force. Objectives: Hard power seeks
to kill, capture, or defeat an enemy. Techniques: Hard power relies
ultimately on sanctions and flows from the barrel of a gun. Values: Hard
power is macho, absolute, and zero sum. Ethos: Hard power engenders
fear, anguish, and suspicion.” [19].

Selain hard power, jenis power yang kedua yakni soft power. Soft power juga
dikenal dengan istilah smart power. Jenis power ini lebih kea rah yang lebih baik dengan
menggunakan pendekatan melalui sosial-budaya yang akhirnya dapat mempengaruhi
kebijakan dari suatu negara [41]. Soft power sendiri merupakan ‘co-optive power’. Hal
tersebut terletak pada kemampuan untuk membuat suatu preferensi orang lain dengan cara
melakukan lobby daripada paksaan atau ancaman. Sebagian besar soft power beroperasi
melalui budaya, cita-cita politik dan kebijakan luar negeri, terutama ketika hal ini terlihat
menjadi sesuatu yang mengandung otoritas moral [16].

Beberapa kaum feminis, perbedaan kekuatan dilihat dari faktor yang lebih dalam, hal
ini terkait hubungan antara kekuasaan dan gender. Dalam pandangan ini berarti bahwa
‘gagasan atas’ atau jika dikaitkan dengan ‘hard’, strategi pemaksaan dan penggunaan
ancaman dinilai mencerminkan pandangan ‘maskulin’, yang mana, hal ini umumnya
mendukung ke arah teori realis politik kekuasaan. Di sisi lain, pandangan feminis lebih
menekankan terkait sejauh mana dalam hubungan sosial domestic dan transnasional,
terutama kekuasaan yang dilakukan melalui penjagaan, kerjasama, dan berbagi. Soft power
lebih mengutamakan alternatif gagasan kekuasaan sebagai kolaborasi daripada konflik dan
kapasitas konsepsi kekuasaan [16]. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan dunia saat
ini, terdapat tantangan yang dihadapi oleh seluruh aktor hubungan internasional untuk
menggabungakn ketiganya yang kemudian dikenal dengan istilah smart power.

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan soft power sebagai salah satu
instrument yang digunakan oleh Indonesia melalui diplomasi kesehatan. Konsep soft power
sendiri merujuk dari pendapat Nye, yang mana, merupakan kemampuan untuk
mendapatkan sesuatu yang kita inginkan denan cara menarik perhatian lawan [31]. Secara
konkrit, unsur dari soft power adalah budaya, ide politik, dan kebijakan. Nye menjelaskan
bahwa jika kebijakan kita dianggap sah dan baik di mata orang lain, maka soft power yang
kita miliki dapat meningkat. Indikator tercapainya soft power adalah berdasarkan
kemampuan membentuk preferensi pihak lain [31]. Menurut Nye, salah satu unsur lainnya
dari soft power yaitu mampu memberikan contoh yang baik [31]. Agar dapat mengetahui
seseorang atau pihak lain berhasil diberikan soft power yakni saat mereka ingin melakukan
sesuatu yang ingin kita capai tanpa adanya perasaan ancaman ada paksaan [31]. Cara
yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian tersebut yaitu dengan mempraktikkan nilai
bersama dan memastikan nilai tersebut tercapai [31].

Merujuk dari pendapat yang telah disampaikan oleh Nye di atas, dapat ditarik
beberapa poin penting dari konsep soft power, yaitu upaya tanpa ancaman, bersumber pada
budaya, nilai, dan kebijakan, praktiknya melalui penerapan nilai, dan mampu menarik minat
pihak lainnya agar dapat mengikuti keinginan kita [31]. Selain itu juga dapat memberikan
arahan mengenai cara menganalisis soft power dengan melihat dari tiga sumber yang
dimilikinya. Sumber pertama yaitu budaya, ketika budaya tersebut dapat menarik perhatian
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negara atau pihak lain. Sumber kedua adalah nilai politik, yang mana, melekat pada dirinya,
baik di dalam maupun di luar negeri. Peneliti mengartikannya sebagai citra politik. Sumber
ketiga yaitu kebijakan luar negeri yang sah dan mempunyai kewenangan moral.

BARGAINING POSITION

Dalam hubungan internasional, negosiasi antara negara dan aktor lain merupakan
salah satu proses berulang yang dianggap inti dari hubungan internasional. Negosiasi
merupakan suatu tindakan yang konsekutif, di mana, beberapa pihak menangani tuntutan,
argumen, dan proposal satu sama lain agar tujuan yang dibuat dapat dicapai. Dalam sebuah
negosiasi, pihak-pihak yang terlibat akan merasa lebih baik dan akan mencapai tujuan yaitu
sebuah win-win agreementtanpa adanya paksaan. Tidak sedikit negosiasi yang melibatkan
upaya-upaya yang bertujuan untuk menciptakan keuntungan bersama dan mengklaim nilai
dari pihak lain, dan mendistribusi upaya dalam beberapa kasus. Negosiasi berbagi
preferensi dengan tujuan untuk berteori mengenai mengamati perilaku negosiator di tingkat
individu atau delegasi secara langsung, khususnya melalui studi kasus di lapangan dan
eksperimen. Sebagian besar elemen teoritis merupakan konsep dan tipologi, seperti tahap
negosiasi, masalah, peran, strategi, dan taktik [32].

Salah satu taktik dalam bernegosiasi yaitu taktik integratif atau pemecahan masalah
yang termasuk dalam usulan suatu item agenda yang kemungkinan menguntungkan kedua
belah pihak, melakukan komunikasi agar mendapatkan informasi yang lebih banyak,
melakukan penelitian bersama, melakukan pencarian bersama untuk mengatur segala
sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di luar posisi dari para pihak. Integratif di sini
berarti tidak menyerah pada permintaan tanpa adanya kompensasi. Hal tersebut belum
tentu meningkatkan keuntungan bersama, dan mencakup cara-cara untuk membuat
keuntungan kepada pihak yang bertindak [32].

Semua negosiasi akan menghasilkan dua kemungkinan, perjanjian atau jalan buntu.
Kedua kemungkinan tersebut megacu kepada keuntungan dan kerugian pada seluruh pihak
yang terlibat. Setiap gagasan mengenai keuntungan memberikan beberapa titik referensi,
dan dapat membuat analisis negosiasi dengan cara titik referensi yang tiap waktunya
berbeda-beda. Salah satu dari negosiasi dengan cara titik referensi berbeda di tiap
waktunya adalah nilai status quo sebelum terjadinya tawar-menawar [32]. Konsep ini akan
digunakan dalam menjelaskan proses negosiasi dan hasil tawar Indonesia dalam
perundingan dan pengadaan PLTN.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian ini
bertujuan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan potensi power yang akan didapat oleh
Indonesia dengan kepemilikan PLTN. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi
literatur dengan menggunakan sumber dari buku-buku, artikel dalam jurnal, dokumen, dan
sumber artikel online. Validitas data dilakukan peneliti dengan triangulasi terhadap sumber
data literatur yang berbeda. Penelitian ini juga dilakukan dengan mencari penerapan baik
dari pengembangan PLTN pada beberapa negara di dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PLTN DAN KEAMANAN ENERGI INDONESIA

Mengacu kajian literatur pada sub-poin keamanan energi, terdapat beberapa hal
yang dapat peneliti elaborasi lebih lanjut. Pertama, aspek keterlibatan negara dalam isu-isu
energi. Sebagai negara yang menempatkan isu-isu vital ke dalam kewenangan pemerintah?,
Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa negara ikut andil dalam pengelolaan energi. Hal
ini terealisasi dengan dibentuknya beberapa Badan Usaha Milik Negara, seperti Pertamina
dan Perusahaan Listrik Negara, dan juga kerja sama dengan beberapa perusahaan swasta
di bidang energi, seperti Exxon Mobil dan Chevron, dan dengan beberapa negara, seperti
Jepang, Denmark, Amerika Serikat, Libya, dan Tiongkok. Namun, meskipun terdapat skema

1 Pada UUD 1945, pasal 33 ayat 2 dan 3 dengan tegas menjelaskan bahwa negara memiliki penguasaan yang
mutlak atas sumber-sumber daya alam dan cabang produksi yang vital. Bunyi pasal 33 ayat 2 adalah “Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
Sementara bunyi pasal 33 ayat 3 adalah “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
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kerja sama dengan pihak swasta atau negara lain, pemerintah Indonesia tetap memegang
kuasa penuh atas pengelolaan energi-energi tersebut.

Kasus terkini yang menarik adalah ketika Pemerintah Indonesia berhasil membuat
Perjanjian Pendahuluan (Head of Agreement/HoA) terkait divestasi 51 persen saham PT
Freeport Indonesia [18]. Padahal sudah menjadi rahasia umum selama puluhan tahun
pengelolaan sumber daya tambang emas yang dilakukan oleh PT. Freeport tidak
memberikan kontribusi yang signifikan bagi keuntungan negara apalagi masyarakat
Indonesia. Kasus lain yang mempertegas keterlibatan negara dalam isu energi adalah
dengan penyerahaan izin pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas)
Rokan di Riau kepada Pertamina yang sebelumnya dikuasai oleh Chevron [18]. Bahkan
Pertamina mendapatkan 100 persen hak pengelolaan Blok Rokan selama 20 tahun sejak
Agustus 2021 hingga 2041 [18].

Pada sektor nuklir sendiri, pemerintah Indonesia sudah sangat aktif terlibat baik
dalam penyusunan grand design hingga tahap kajian serta sosialisasi ke masyarakat.
Reaktor nuklir di Indonesia juga tercatat sudah dioperasikan sejak tahun 1964 dengan nama
Reaktor Tiga Mark Il di Bandung dengan daya 250 kW dan ditingkatkan daya menjadi 2000
kW pada tahun 2000 [25]. Kemudian di Jogjakarta, Indonesia juga memiliki Reaktor Kartini
dengan daya 100 kW [25]. Lalu, di Serpong, Tangerang, terdapat reaktor RSG G.A.
Siwabessy yang memiliki daya reaktor lebih besar, yaitu 30 MW [25]. Ketiga reaktor ini
memiliki fungsi yang sama sebagai alat penelitian, tetapi juga memiliki perbedaan, di mana
reaktor Tiga Mark Il dan RSG G.A. Siwabessy berfungsi untuk produksi isotop [25].
Sementara Reaktor Kartini berfungsi untuk pelatihan operator reaktor [25].

Untuk kasus di Kalimantan Barat sendiri, di tahun 2019 tercatat sudah terdapat
beberapa kali kegiatan yang melibatkan publik atau akademisi, mulai dari seminar
internasional melibatkan kedutaan Perancis hingga kegiatan-kegiatan kajian akademik dan
tinjauan langsung ke lokasi di Bengkayang bersama dengan Tim dari Universitas
Tanjungpura bekerja sama dengan BATAN. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, pada
bulan Juni 2019 menyatakan dukungan atas kegiatan pembangunan PLTN di Kalimantan
Barat. Selain Gubernur, Ketua DPD RI, yang juga merupakan putra daerah Kalimantan
Barat, Oesman Sapta Odang, juga menyatakan dukungan atas rencana pembangunan
PLTN di Kalimantan Barat. Namun, menurut penulusuran data literatur masih terdapat warga
masyarakat dan juga lembaga swadaya masyarakat yang menolak rencana tersebut.
Menurut peneliti, hal ini perlu diadakan dialog untuk kemudian mampu menemukan jalan
tengah antara kepentigan negara dan masyarakat. Tentunya peneliti berharap dialog dapat
berjalan dengan baik tanpa ada upaya penekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki
kepentingan dengan adanya pembangunan PLTN. Dialog juga perlu diadakan untuk mampu
menampung keresahan masyarakat atas penolakan tersebut. Sehingga solusi bersama
dapat dicapai dalam proses tersebut.

Pada September 2013, kebutuhan listrik di Indonesia mencapai sekitar 40 GW, dan
tahun 2030 diperkirakan akan meningkat menjadi 160 GW, serta akan semakin meningkat
kembali tahun 2050 menjadi 450-550 GW. Hal tersebut dilihat dari catatan kebutuhan listrik
yang meningkat sekitar 9% per tahun. Jika potensi energi terbarukan yang dapat dikatakan
sangat besar tersebut dikembangkan dengan serius maka, pasokan energi di Indonesia
dapat dipenuhi dan akan menyamai bahkan ratusan kali dapat melebihi pasokan energi
yang berasal dari PLTN [1]. Konsumsi listrik yang masih rendah di Indonesia menurut Irawan
menjadi salah satu pendorong dalam pemanfaaat energi nukli di Indonesia [25]. Selain itu,
terdapat pula beberapa faktor pendorong lainnya, yaitu terbatasnya energi fosil, isu
pemanasan global, keberhasilan negara pembangun PLTN, dan permintaan pemerintah
daerah. Poin penting yang perlu dikaji berkaitan dengan rencana pembangunan PLTN di
Indonesia adalah terbatasnya energi fosil. Pada kajian literatur yang sudah kami sampaikan,
permasalahan energi dapat menjadi isu keamanan jika menyangkut ketersediaan sumber-
sumber energi di masa depan.

Indonesia selama ini banyak bergantung pada sumber energi batu bara dan minyak.
Ketergantungan ini tampak dari data yang dipaparkan oleh Irawan yang menyatakan bahwa
kebijakan energi nasional pada tahun 2010 terbagi dengan komposisi 49 persen bersumber
dari minyak, 22 persen dari gas, dan 24 persen dari batu bara, dan hanya 5 persen
bersumber dari energi alternatif [25]. Sementara jika tidak dikelola dengan perencanaan
yang matang untuk masa depan, tiga sumber energi tersebut akan habis pada masa-masa
tertentu. Ditambah dengan belum mampunya Indonesia mengolah sendiri sumber minyak
yang mengharuskan minyak mentah diekspor terlebih dahulu ke Singapura. Masalah ini
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yang menurut kami, menunjukkan bahwa isu nuklir sebagai energi alternatif baru di
Indonesia layak dikaji dalam perspektif keamanan. Tentunya dengan mengingat bahwa
karakter negara Indonesia menempatkan pengelolaan sumber daya yang vital bagi
masyarakat di tangan pemerintah. Sehingga dalam konteks menyikapi kelangkaan yang
akan terjadi di masa akan datang, pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan luar biasa
sebagai rangka mengamankan keamanan nasional di bidang energi.

Salah satu yang peneliti temukan sebagai bentuk langkah menyikapi kelangkaan
energi tersebut adalah dengan menyiapkan rencana pembangunan PLTN di Indonesia.
Salah satu lokasi yang kemungkinan besar dapat menjadi tempat realisasi PLTN adalah
Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Sebagai salah satu daerah yang masih
mengalami masalah pasokan listrik, tentu menjadi solusi yang sangat baik jika
menempatkan PLTN di sana. Selain itu faktor cadangan uranium juga ditemukan oleh para
peneliti di daerah Melawi, Kalimantan Barat. Namun, seperti yang sudah peneliti paparkan
sebelumnya bahwa perlu pertimbangan yang matang dalam pelaksanaan tahap
pembangunan PLTN di Kalimantan Barat.

Faktor kesiapan teknologi dan juga masyarakat harus menjadi hirauan. Meskipun
BATAN meyakinkan bahwa teknologi terkini terkait keselamatan reaktor nuklir terus
meningkat, tapi membangun di daerah dengan IPM 66,26 (peringkat 30 dari 34 provinsi di
Indonesia) tentunya menjadi tantangan tersendiri [25]. Di samping itu, pemerintah juga harus
bisa memastikan bahwa kerja sama dengan pihak asing (hegara-negara atau perusahaan
maju yang sudah sukses mengembangkan PLTN) tidak kemudian menjadi sentimen negatif
di masyarakat. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi negara mengingat sudah cukup
banyak perusahaan asing yang beroperasi di Kalimantan Barat, khusus di bidang
pertambangan dan perkebunan. Gejolak pasca Pilpres 2019 terhadap pekerja asing tentu
harus menjadi salah satu bahan pertimbangan.

POTENSI KEKUATAN INDONESIA DENGAN PEMBANGUNAN PLTN

Pada bagian ini, peneliti akan lebih membahas dalam lingkup regional dan
internasional setelah sebelumnya pembahasan lebih didominasi analisis domestik. Dalam
kasus di Indonesia sendiri, perundingan atau diskusi mengenai PLTN atau energi nuklir
sendiri sudah tidak asing lagi diangkat dalam forum regional ASEAN. Pada tanggal 1-4 Juli
2019, The Office of Atoms for Peace (OAP) Thailand mengadakan The 6" Annual Meeting of
ASEAN Network of Regulatory Boodies on Atomic Energy (ASEANTOM) and Technical
Security in ASEAN di Krabi, Thailand. Pertemuan ini bertujuan untuk bertukar informasi dan
meningkatkan keamanan terkait nuklir, dan forum ini juga diikuti oleh IAEA dan United
States Department of Energy (US DOE) [6].

Negara-negara di kawasan ASEAN berupaya mencari cara untuk mengatasi
kelangkaan sumber energi, dan mengembangkan energi bebas polusi. Beberapa negara
seperti Thailand, Vietnam, dan Indonesia berharap energi nuklir dapat beroperasi di tahun
2020. Berbagai persiapan untuk membangun PLTN mulai dipersiapkan oleh masing-masing
negara seperti, menawarkan kepada investor asing untuk mendapatkan dana
pembangunan. Namun, sebelum pembangunan secara nyata, masing-masing negara harus
melakukan negosiasi dengan berbagai pihak dalam negeri agar pembangunan PLTN dapat
berjalan dengan baik. Indonesia sendiri masih sulit dalam mendapatkan izin dari presiden
untuk dapat membangun PLTN karena Indonesia dinilai masih dapat memanfaatkan energi
lain selain nuklir [36]. Peneliti melihat bahwa Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang
Yudhoyono masih ragu untuk beralih kepada PLTN. Hal ini mengingat bahwa masih kuatnya
doktrin mengenai bahaya nuklir atau bom nuklir. Bahkan di era Joko Widodo, pemerintah
Indonesia juga masih belum benar-benar menjadikan PLTN sebagai prioritas utama.

Indonesia berpotensi dalam membangun PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik
dalam negeri. Hal ini dapat memberikan bantuan kepada sektor perekonomian dan industri.
Sejumlah lokasi di Indonesia telah dieksplorasi oleh pihak BATAN terkait mineral radioaktif.
Lokasi tersebut berada di daerah Kalan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Beberapa
lokasi lainnya yang diprediksi mengandung uranium yaitu Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, dan Biak, Papua. BATAN
memperkirakan bahwa total jumlah uranium yang ditemukan sekitar 7.000 ton [10]. Ini
merupakan potensi yang besar yang dimiliki oleh Indonesia untuk membangun PLTN dalam
negeri, dan memberikan nilai tawar yang besar bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Ketersediaan bahan utama PLTN tentu menjadi modal berharga bagi rencana
pengembangan energi di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika Indonesia
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berhasil menjadi yang pertama memiliki PLTN di Asia Tenggara. Indonesia dapat
mengungguli negara tetangga dalam hal pasokan energi. Selain itu, dalam hal pasokan
uranium Indonesia juga dapat menjadi pemain utama dalam ekspornya jika negara lain di
Asia Tenggara juga telah memiliki PLTN. Menurut peneliti jika Indonesia dapat
menghasilkan energi listrik sendiri, yang mana, energi tersebut dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat Indonesia tanpa membeli listrik dari Malaysia, tentunya hal tersebut menjadikan
Indonesia negara yang lebih mandiri dari segi sumber daya dan energi.

Indonesia, khususnya Kalimantan Barat masih mengimpor listrik dari Sarawak,
Malaysia. Menurut Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara
PLN, Djoko Raharjo Abumanan, terdapat tiga alasan dilakukannya impor listrik dari Malaysia
ke Kalimantan Barat. Pertama, Kalimantan Barat tidak mempunyai infrastruktur yang
memadai, khususnya transmisi dan pembangkit. Hal ini diperparah dengan tidak adanya
sumber energi primer yang signifikan agar dapat mengembangkan pembangkit listrik pada
taraf skala besar [21]. Dalam keadaan yang terjadi, peneliti melihat bahwa hal tersebut
karena konsumsi akan listrik dalam rumah tangga dan industri di Kalimantan Barat belum
berada pada taraf besar. Sehingga, pembenahan infrastruktur, khususnya pembangkit listrik
pada taraf skala besar belum terlalu mendesak untuk dibenahi.

Kedua, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian dua arah, yaitu
antara PLN Indonesia dan BUMN listrik Malaysia, Sarawak Electricity Supply Corporation
(SESCO). Perjanjian dua arah ini berisikan bahwa selain impor listrik, Indonesia dapat
melakukan ekspor listrik ke Malaysia. Hal tersebut dapat dilakukan jika PLTU mulut tambang
yang dibangun, di mana, PLTU tersebut berkapasitas 1.000 MW masuk ke dalam sistem
listrik Kalimantan Barat pada 2020-2022 [21]. Namun, dampak yang ditimbulkan oleh PLTU
yaitu berdasarkan Greenpeace International Energy Agency, emisi yang ditimbulkan oleh
PLTU batu bara stroke, penyakit jantung iskemik, kanker paru-paru obstruktif kronis, bahkan
kematian. Perkiraan korban emisi PLTU berjumlah 21.200 jiwa/tahun dan sebanyak 3 juta
orang/tahun mengalami kematian dini akibat dari polusi udara [20].

Jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh PLTN, energi ini
sepenuhnya dapat mengatasi limbah yang dihasilkan dengan biaya yang sangat kecil.
Penawaran tersebut bahkan tidak berdampak pada harga listrik. Limbah yang dikeluarkan
dapat disimpan dalam repositori abadi, di mana, repositori tersebut disimpan di dalam tanah
[13]. Selain itu, limbah tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat senjata dan
sebagai energi. Energi baru tersebut kemudian menjadi siklus lingkaran dalam PLTN [45].
Menurut peneliti, adanya siklus lingkaran tersebut tentunya menjadi keuntungan tersendiri
bagi PLTN. Limbah yang dihasilkan tidak akan mencemari lingkungan sekitarnya dan tidak
berdampak terhadap masyarakat sekitar.

Ketiga, tarif impor listrik dari Malaysia dinilai murah yaitu US$7,5 sen per KWh. Jika
dibandingkan dengan harga High Speed Diesel (HSD) atau PLTD Kalimantan Barat yang
mempunyai beban puncak mencapai US$ 20 sen per KWh. Hal ini dilakukan agar tidak
menciptakan ketergantungan dan dinilai lebih murah [21]. Penawaran harga yang murah
menjadi hal yang sangat diminati oleh semua kalangan masyarakat. Namun, bahaya yang
ditimbulkan jauh lebih dari kata ‘aman’. Sekitar 20-30 persen polusi udara di Jakarta
disebabkan oleh batu bara [29].

Saat ini, PLTU di berbagai dunia sudah tidak dikembangkan dan beberapa sudah
ditutup. Amerika Serikat tidak mempunyai rencana untuk membangun PLTU baru. Saat ini,
PLTN merupakan energi utama yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk memenuhi
kebutuhan listrik dalam negeri, dan diikuti pula negara-negara maju lainnya [14]. Dalam
ulasan di atas, peneliti menarik garis besar bahwa penawaran terhadap PLTN sebagai
energi yang ramah lingkungan merupakan pilihan yang dianggap tepat dan diharapkan
beberapa negara berkembang. Selain murah, PLTN dapat mendorong sektor perekonomian,
industri, pertahanan dan keamanan agar lebih kuat, dan tentunya menambah power
Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah peneliti sampaikan sebelumnya dapat ditarik
beberapa kesimpulan penting dalam kajian ini. Pertama, Indonesia melalui pemerintah
menempatkan isu kelangkaan energi sebagai tolak ukur dikeluarkannya kebijakan
pembangunan PLTN pertama di Asia Tenggara. Kedua, keberhasilan negara-negara maju
dalam pengembangan energi nuklir dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam
pembangunan PLTN. Ketiga, Indonesia sangat berpotensi meningkatkan nilai tawar
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terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara karena akan menjadi negara pertama
yang memiliki PLTN, merupakan negara dengan potensi uranium yang besar, dan mampu
menjadi negara mandiri dalam pasokan energi listrik. Meskipun demikian, Indonesia juga
menghadapi beberapa tantangan, yaitu keamanan dan keselamatan penggunaan PLTN,
persepsi masyarakat yang masih belum sepenuhnya mendukung rencana pembangunan,
kesiapan masyarakat setempat di lokasi pembangunan PLTN. Sehingga menurut peneliti,
selain melakukan kajian akademik yang semakin masif, pemerintah Indonesia juga perlu
melakukan edukasi yang baik dan berkesinambungan kepada masyarakat. Didukung
dengan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan hingga mengeliminasi korupsi yang akan
memberikan persepsi positif di mata masyarakat terhadap aparat pemerintah.
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ABSTRAK

EFEK DATA NUKLIR WIMS PADA PARAMETER SEL BAHAN BAKAR REAKTOR
GARAM CAIR. Makalah ini menyajikan hasil penelitian tentang efek data nuklir WIMS,
ENDF/B-VI.8 dan —VII.1 pada parameter sel bahan bakar reaktor garam cair (molten salt
reactor). Penelitian ini merupakan tahap awal dalam kegiatan desain awal aspek neutronik
untuk reaktor garam cair berdaya kecil. Tujuan penelitian adalah mengetahui efek data
nuklir WIMS, khususnya ENDF, pada parameter sel yang akan dipakai dalam analisis
sensitivitas parameter teras akibat perbedaan data nuklir. Parameter sel yang dihitung
adalah faktor perlipatan tak-hingga, k-inf. Sel bahan bakar dan komposisi bahan bakar
masing-masing mengacu pada reaktor MSRE (Molten Salt Reactor Experiment) dan
TMSR500 (ThorCon). Penelitian dilakukan dengan paket program WIMSD-5B dengan
memvariasi fraksi volume bahan bakar dalam rentang 0,2 — 0,5. Pustaka WIMS yang dipilih
menggunakan 69 kelompok energi neutron. Hasli perhitungan menunjukkan bahwa terjadi
penurunan nilai k-inf saat fraksi volume bahan bakar dinaikkan, yaitu -3,47 dan -3,49 (Ak-inf
/Afvol) untuk ENDF/B-VI.8 dan VII.1. Perbedaan relatif kedua data nuklir juga semakin
meningkat dengan meningkatnya fraksi volume bahan bakar. Perbedaan ini dikontribusi dari
nuklida U-235 terutama pada tampang lintang produksi neutron (vXr). Konfigurasi dan
komposisi bahan bakar yang dipilih telah memenuhi kriteria keselamatan.

Kata kunci: reaktor garam cair, bahan bakar garam, ENDF/B, WIMS, perhitungan sel

ABSTRACT

EFFECT OF THE WIMS NUCLEAR DATA ON THE MOLTEN SALT FUEL CELL
PARAMETERS. This paper presents the effects of the WIMS nuclear data, ENDF / B-VI.8
and —VII.1, on the parameters of molten salt reactor fuel cell. This research is the first step
for the neutronic design of the small power molten salt reactor. The objective of this research
is to determine the effect of WIMS nuclear data on the cell parameters and to be used in the
sensitivity analysis of core parameters due to the differences in nuclear data. The calculated
cell parameter is the infinite multiplication factor, k-inf. Fuel cell configuration and fuel
composition refer to the MSRE (Molten Salt Reactor Experiment) and TMSR500 (ThorCon)
reactors, respectively. The study is carried out by using with WIMSD-5B code with the 69
neutron energy groups library. The volume fraction of salt fuel is varied in the range of 0.2 -
0.5. The calculation results show that there is a decrease in the k-inf value when the salt fuel
volume fraction is increased, about -3.47 and -3.49 (Ak-inf / Afvol) for ENDF / B-VI.8 and
VII.1, respectively. The relative difference between the two nuclear data is also increasing
with the increase of the salt fuel volume fraction. This difference is contributed by the U-235
nuclide, especially in the cross-section of neutron production (vXr). The configuration and
composition of the selected fuel fulfill the safety criteria.

Keyword: molten salt reactor, salt fuel, ENDF/B, WIMS, cell calculation

PENDAHULUAN

Paket program WIMS merupakan paket program kalkulasi sel yang sangat luas
dipakai meganalisis kritikalitas bahan bakar reaktor, khususnya untuk reaktor termal (1-5).
IAEA telah selesai melakukan proyek pembaharuan pustaka data nuklir WIMS melalui
proyek WLUP (WIMS Library Update Project) agar negara member state IAEA dapat
menggunakannya lebih akurat (6). Hasil proyek WLUP telah menyediakan beberapa
pustaka WIMS berdasarkan data nuklir terbaru seperti data nuklir ENDF/B-VII.1.

Karya tulis ini menyajikan hasil penelitian tentang efek data nuklir WIMS pada
parameter sel bahan bakar reaktor garam cair (molten salt reactor, MSR). Pustaka data
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nuklir WIMS yang dibandingkan adalah ENDF/B-VI.8 dan ENDF/B-VII.1 (7-9). Maksud dari
perhitungan sel adalah untuk mendapatkan parameter sel yang memenuhi kriteria
keselamatan. Dengan demikian teras yang disusun dengan bahan bakar tersebut juga akan
memiliki parameter yang memenuhi kriteria keselamatan. Tujuan penelitian ini mengetahui
efek data nuklir pada karakteristik nilai k-inf (faktor perlipatan tak-hingga) sel bahan bakar
garam cair dengan konfigurasi dan komposisi dari reaktor acuan. Hasil ini akan digunakan
untuk analisis sensitivitas parameter teras reaktor yang sangat penting untuk desain reaktor.

Reaktor bahan bakar cair yang menjadi acuan adalah reaktor MSRE (Molten Salt
Reactor Experiment).dengan daya 8 MW (termal) (10), dioperasikan mulai 1965-1969 yang
berada di Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Reaktor ini menggunakan grafit sebagai
moderator dan selama beroperasi ada banyak penelitian dilakukan seperti kendali
reaktivitas, perbaikan material mengatasi korosi dan sifat bahan bakar garam cair. Reaktor
ini berhasil menggunakan bahan bakar U-235 dan U-233 dalam garam berbasis Li. Reaktor
MSRE menjadi acuan pengembangan desain reaktor garam cair yang menggunakan torium
(Th), seperti reaktor TMSR500 (ThorCon) (11).

Keunggulan reaktor garam cair adalah memiliki tingkat keselamatan yang tinggi dan
biaya listrik yang murah, membuat beberapa perusahaan telah melakukan desain untuk
masing-masing keperluan, bukan saja pembangkit listrik tetapi juga berfingsi lain, seperti
sebagai fasilitas pembakar limbah (12). Reaktor ini juga dapat didesain untuk beroperasi
kontinyu karena dapat melakukan on-line refueling dan sistem keselamatannya dapat
bekerja secara otomatis (walk away safety). Berdasarkan pertimbangan itu, telah dimulai
untuk melakukan kajian desain neutronik reaktor garam cair berdaya kecil, < 50 MW
(elektrik). Reaktor ini cocok di daerah yang terpencil listrik terpasangannya terbatas dan
dapat dioperasikan dengan sederhana. Kegiatan penelitian ini, yaitu perhitungan sel,
merupakan tahap awal dalam kegiatan tersebut sebelum masuk ke perhitungan teras.

Parameter sel bahan bakar MSRE, k-inf, dihitung dengan WIMSD-5B menggunakan 2
data nuklir WIMS, yaitu ENDF/B-VI.8 dan —-VII.1. Fraksi volume bahan bakar garam cair
divariasi untuk melihat karakteristik k-inf sebagai fungsi perubahan volume bahan bakar.
Kedua data nuklir dibandingkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan tentang pengaruh
data nuklir terhadap nilai k-inf sel bahan bakar serta unjuk kerja keselamatannya.

DESKRIPSI SINGKAT REAKTOR MSRE

Reaktor MSRE memiliki spektrum neutron termal dan menggunakan grafit sebagai
moderator. Daya termal sebesar 8 MW digenerasi dari bahan bakar garam yang terdiri dari
U (U-235 atau U-233), Li, Be, Zr floride (F). Reaktor MSRE adalah reaktor dengan zat alir
tunggal dengan spesifikasinya tersaji di Tabel 1 dan Gambar 1 (10,13). Aliran fluida bahan
bakar garam masuk ke bejana teras melalui distributor aliran, kemudian turun ke bawah di
daerah anular yang sering disebut downcomer di antara bejana teras dan can teras. Setelah
mencapai daerah bagian bawah bejana, akan naik ke atas melalui kisi perangkat moderator
grafit untuk selanjutnya keluar menuju penukar panas melalui pompa dengan laju alir 173
kg/detik (10).

Tabel 1. Parameter desain dan operasi reaktor MSRE (10)

Parameter MSRE

Daya termal reaktor, MW 8

Bahan bakar, (% mol) - Tipe 1: LiF-BeF2-ZrFs-ThFs-UF4 (64-31-0-4-1)
- Tipe 2: LiF-BeF2-ZrFs-ThFs-UF4 (64-31-4-0-1)
- Tipe 3: LiF-BeF2-ZrFs-ThFs-UF4 (70-23-5-1-1)

Komposisi bahan bakar Th, % mol 70-23-5-1-1

Pengkayaan U-235,% 93

Teras Reaktor

Diameter (D), m 1,4097

Tinggi (H), m 1,626

Kerapatan panas rerata, MW/m?3 14

Temperatur inlet, °C 635

Temperatur outlet, °C ~ 663

AT, °C 28

Tekanan, MPa 0,3

Sistem primer

Laju alir, kg/detik 173
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Gambar 1. Bejana dan teras reaktor MSRE (10)

Gambar 2 menyajikan celah diantara kisi bahan bakar untuk tempat mengalirnya
bahan bakar garam. Ada sebanyak 1.140 celah bahan bakar yang terdapat dalam teras.

AN

Gambar 2. Celah aliran bahan bakar di antara kisi moderator grafit (10)

METODOLOGI

Bahan bakar yang digunakan dalam desain reaktor garam cair berdaya kecil adalah
berbasis natrium (Na). Bahan bakar ini dipilih untuk menghindari timbulnya tritium (T) yang
banyak seperti yang terjadi di reaktor MSRE. Bahan bakar garam berbasis lithium (Li)
digunakan di reaktor MSRE telah menghasilkan T yang sangat besar dari 2 isotop Li, 6Li dan
7Li. Nuklida 6Li jika bereaksi dengan neutron akan menimbulkan T, begitu juga 7Li dengan
energi neutron dapat menimbulkan T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaktor MSR
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melepaskan T sebesar 2.500 Ci untuk setiap 1 hari operasi daya penuh (8 MWday) atau
sebanyak 95 g T dalam setahun (14). Jumlah ini sangat tinggi, jauh melebihi dibanding
reaktor yang beroperasi saat ini. Penggunaan Na sebagai pengganti Li akan mengurangi
sangat signifikan jumlah T.

Bahan bakar garam yang digunakan dalam penelitian ini adalah U-235
berpengkayaan rendah serta memakai torium. Komposisi %molar masing-masing penyusun
bahan bakar garam NaF-BeF2-ThF4-UF4 adalah 76-12-9,5-2,5. Komposisi ini diambil dari
desain TMSR500 (11). Perhitungan sel bahan bakar garam cair, k-inf, dilakukan dengan
paket program WIMSD-5B, yaitu menggunakan langkah perhitungan sebagai berikut:

1. Sel bahan bakar yang tersusun seperti Gambar 2 dibuat menjadi ¥4 bagian dengan
saluran bahan bakar berbentuk silinder dengan grafit berbentuk bujur sangkar, seperti
terlihat pada Gambar 3..

Gambar 3. Sel bahan bakar garam

2. Sel kisi grafit memiliki sisi sebesar 4,572 cm dengan jari-jari celah bahan bakar sebesar
1,153576 cm. Jari-jari ini untuk fraksi volumen bahan bakar 0,2.

3. Fraksi bahan bakar divariasi masing-masing untuk 0,20, 0,22, 0,24, 0,26, 0,28, 3,0, 4,0
dan 5,0. Tabel 2 menyatakan jari-jari celah bahan bakar untuk masing-masing fraksi
volume bahan bakar. Rentang variasi disekitar 0,20 -0,30 dibagi 5 mengingat fraksi
volume bahan bakar di MSRE adalah 0,225. Sebagai catatan, fraksi bahan bakar
adalah perbandingan volume bahan bakar dan volume total sel, dengan volume sel
adalah jumlah volume bahan bakar dan moderator.

Tabel 2. Nilai fraksi volume dan jari-jari celah bahan bakar untuk masing-masing kasus

Fraksi volume Jari-jari, cm
Kasus-1 0,2 1,15358
Kasus-2 0,22 1,20988
Kasus-3 0,24 1,26368
Kasus-4 0,26 1,31528
Kasus-5 0,28 1,36493
Kasus-6 0,3 1,41284
Kasus-7 0,4 1,63140
Kasus-8 0,5 1,82396

4. Perhitungan sel dilakukan dengan 69 kelompok energi neutron untuk setiap fraksi
volume bahan bakar, masing-masing dengan data nuklir ENDF/B-VI1.8 dan —VII.1.

5. Hasil perhitungan dinyatakan dalam prosentase perbedaan relatif, selisih nilai kedua
data nuklir dibagi dengan nilai dari ENDF/B-VII.1
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Gambar 4 dan Tabel 3 menyajikan nilai k-inf untuk setiap kasus fraksi volume bahan
bakar garam NaF-BeF2-ThFs-UF4. Tampak jelas untuk setiap data nuklir, peningkatan fraksi
volume bahan bakar akan menurunkan nilai k-inf. Hal ini menunjukkan bahwa kritikalitas
reaktor berkurang dengan berkurangnya volume moderator grafit di teras. Besarnya
penurunan nilai k-inf untuk setiap peningkatan fraksi volume (Afvol) bahan bakar adalah -
3,47 dan -3,49 (Ak-inf/Afvol) masing-masing untuk data nuklir ENDF/B-VI.8 dan -VII.1. Hal
ini menunjukkan bahwa besarnya penurunan nilai k-inf hampir sama untuk kedua data nuklir
tersebut.

Tabel 3. Perhitungan nilai k-inf untuk setiap fraksi volume bahan bakar garam

Fraksi volume k-inf Perbedaan
bahan bakar ENDF/B-VI.8 | ENDF/B-VII.1 relatif (%)
Kasus-1 0,20 1,71819 1,71847 -0,016
Kasus-2 0,22 1,70689 1,70776 -0,051
Kasus-3 0,24 1,69550 1,69688 -0,082
Kasus-4 0,26 1,68423 1,68607 -0,109
Kasus-5 0,28 1,67304 1,67528 -0,134
Kasus-6 0,30 1,66196 1,66457 -0,157
Kasus-7 0,40 1,60814 1,61218 -0,251
Kasus-8 0,50 1,55788 1,56289 -0,320
1.73
1.71 . ——ENDF/B-V1.8
1.69 \\ ENDF/B-VII.1
« 167 N
c
T 165
:r_E 1.63
Z 161
1.59
1.57
1.55
0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

Fraksi volume bahan bakar

Gambar 4. Hubungan nilai k-inf terhadap fraksi volume bahan bakar

Hasil perhitungan sel menunjukkan bahwa nilai k-inf untuk fraksi volume bahan bakar
0,9 adalah sebesar 1,39848 (ENDF/B-VII.1). Hal ini menunjukkan bahwa komposisi bahan
bakar NaF-BeFz-ThFs-UFs.dengan %molar masing-masing 76-12-9,5-2,5 masih dapat
dioptimasi untuk mengurangi biaya bahan bakar dan massa U-235 diperkaya, dengan cara:

- mengurangi % molar U-235 akan tetapi mempertahankan pengkayaan U-235, atau
- mengurangi pengkayaan U-235 akan tetapi mempertahankan % molar U-235, atau
- mengurangi % molar dan pengkayaan U-235.

Perbedaan relatif kedua data nuklir tersebut akan meningkat dengan bertambahnya
fraksi volumen bahan bakar garam (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa untuk nuklida
grafit, kedua data nuklir tidak memiliki perbedaan yang besar. Akan tetapi, data nuklir untuk
nuklida penyusun bahan bakar memiliki perbedaan yang besar, sehingga saat fraksi volume
bahan bakar meningkat maka perbedaan relatif kedua data nuklir meningkat.

Hasil perhitungan sel menunjukkan perbedaan kedua data nuklir didominasi oleh
nuklida U-235 terutama pada tampang lintang nu-fission (v&r). Gambar 5 menunjukkan
bahwa perbedaan kedua data nuklir terjadi pada daerah termal dan cepat. Perbedaan yang
maksimum terdapat pada daerah cepat. Jika fraksi volume bahan bakar dinaikkan,
mengakibatkan efek nuklida U-235 semakin besar untuk berkontribusi pada nilai perbedaan
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relatif yang besar. Demikian juga, berkurangnya grafit membuat spektrum neutron sel
bahan bakar garam bergeser ke energi cepat sehingga mengakibatkan perbedaan relatif
kedua data semakin besar.

4.00

3.00 (<]

2.00 %00

1.00 éﬁ‘mb

%) (6]
0.00 (€] [61¢)
s ° (Sp 00 0 0 ©o ) o OO
-1.00 M @ (6} °
-2.00

-3.00

-4.00

Perbedaan relatif nu-fission, %

-5.00 )

-6.00
1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00E+00 1.00E+01 1.00E+02 1.00E+03 1.00E+04 1.00E+05 1.00E+06 1.00E+07

Energi neutron, eV

Gambar 5. Perbedaan relatif nu-fission (vZs) (%) vs energi neutron (eV)

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek data nuklir WIMS akan meningkat jika fraksi
volume bahan bakar ditingkatkan. Perbedaan kedua data nuklir terjadi pada nuklida U-235
yaitu pada energi neutron termal dan cepat. Dimensi dan komposisi sel bahan bakar yang
dipilih telah memenuhi kriteria keselamatan, karena saat fraksi volume bahan bakar
meningkat maka nilai k-inf menurun. Meskipun demikian optimalisasi sel bahan bakar perlu
dilakukan dalam penelitian selanjutnya,
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DISKUSI/TANYA JAWAB

1.

PERTANYAAN (Khairul Handono-PRFN BATAN):
Sudah ada tidak kajian tetap LOCA?

JAWABAN:
Kejadian LOCA diantisipasi dengan turunnya bahan bakar cair ke tangka tamping yang
ada di sistem primer dan sekunder,

PERTANYAAN (Khairul Handono-PRFN BATAN):
Material apa untuk bisa menahan korosif dan garam?

JAWABAN:

Material reakto yang tahan terhadap garam terbuat dari Inconel, akan tetapi manajemen
material dapat di wakili dengan penggantiannya.

55



Efek Data Nuklir WIMS pada Parameter Sel .... ISSN: 2621-3125
Tagor Malem Sembiring dkk.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

56



Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir 2019 ISSN: 2621-3125
Pontianak, 10 Oktober 2019

PRODUKSI BIODIESEL PADA MINI PLANT DENGAN PEMANAS AIR
SURYA MENGGUNAKAN KATALIS HOMOGEN

Syaifurrahman, Usman A. Gani, Rinjani R. R., Muaddina
Universitas Tanjungpura, JI. Prof. Dr H. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124
email: syaifur_rahman@yahoo.com

ABSTRAK
PRODUKSI BIODIESEL PADA MINI PLANT DENGAN PEMANAS AIR SURYA

MENGGUNAKAN KATALIS HOMOGEN. Energi baru terbarukan biodiesel dapat diperoleh
dari reaksi transesterifikasi minyak nabati berkatalis pada suhu 45-60°C. Kebutuhan panas
untuk reaksi dapat peroleh dari energi panas matahari. Kalimantan Barat dilalui Garis
Khatulistiwa dimana matahari bersinar selama 10-15 jam/hari. Produksi Minyak Kelapa
Sawit mencapai 2,2 juta ton di Kalimantan Barat menjadikan biodiesel berpotensi besar
untuk dihasilkan. Implementasi dari gagasan di atas yaitu berupa teknologi mini plant
dengan pemanas air surya untuk produksi biodiesel. Pemanas surya sebagai sumber energi
panas air digunakan sebagai fluida pemanas pada reaktor di mini plant. Teknologi ini
sederhana, tanpa memerlukan energi listrik, biaya operasi murah dan ramah lingkungan.
Tujuan penelitian memproduksi biodiesel dengan mengguankan katalis homogen 1% KOH
di mini plant dengan pemanas air surya. Pemanas surya dirancang bertipe datar dengan
media pemanas berupa air. Pemanas surya yang mampu menghasilakan air bersuhu 65°C
ini terdiri dari kolektor panas dan tangki penampung air yang terbuat dari bahan stainlees
steel dan polistiren sebagai isolator. Reaksi transesterifikasi dilakukan selama 1 jam pada
suhu 60°C penggunakan katalis 1%- massa KOH. Biodiesel yang diperoleh 94, 88%,
memenuhi syarat sesuai SNI dalam variabel Angka Asam yaitu 0,21 mg KOH/g dan kadar
metil ester sebesar 98,26%.

Kata kunci: biodisel, khatulistiwa, homogen, metil ester, transesterifikasi.

ABSTRACT

MINI BIODIESEL PLANT WITH SOLAR WATER HEATING SYSTEM USING HOMOGEN
CATALYST. New renewable energy, biodiesel can be generated by the catalytic vegetable
oil- transesterification at 45-60°C. The heat requirement for a reaction can be obtained from
solar thermal energy. West Kalimantan is crossed by the Equator where the sun shines for
10-15 hours / day. Palm Oil Production reaches 2.2 million tons making biodiesel has great
potential to be produced. Implementation from the ideas is mini plant technology with solar
water heaters for biodiesel production. Solar water heaters as a source of thermal energy
are used as heating fluid in reactor plant. This technology is simple, without the need for
electrical energy, low operating costs and environmentally friendly. The purpose of this
research is to produce biodiesel by using a homogeneous catalyst of 1% KOH in a mini plant
with solar water heaters. Solar heaters are designed flat which is capable of producing hot
water at 60°C, consists of a heat collector and a water storage tank made of stainless steel
and polystyrene as an insulator. Transesterification is carried out for 1 hour at 65°C using
homogenous catalyst of 1% - KOH mass. The biodiesel yield obtained 94,88%, fulfills the
requirements according to SNI in the Acid Number which is 0.21mg KOH/g and the Methyl
Ester content is 98.26%.

Keyword: biodiesel, equator, homogeneous, methyl ester, transesterification.

PENDAHULUAN

Mandatori program B20 adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No. 12 Tahun 2015 tentang penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati
(Boifuel) sebagai bahan bakar lain. Program B20 adalah program Pemerintah untuk
mewajibkan pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis solar.
Program ini mulai diterapkan sejak Januari 2016.

Biodiesel merupakan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, diperoleh dari
proses transesterifikasi minyak nabati dengan metanol menggunakan katalis homogn KOH.
Biodiesel dari minyak kelapa sawit memilki nilai kalor yang tinggi yaitu 37-38 MJ/Kg
mendekati nilai kalor solar (41 MJ/Kg). Pembakaran biodiesel lebih sempurna dan efisien
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dibanding diesel dan gasoline dari bahan bakar fosil. Hal ini disebabkan karena pembakaran
biodiesel tidak menghasilkan gas hujan asam (SO2z dan NOz2) dan hanya sedikit polutan CO,
jelaga, dan hidrokarbon polisiklik aromatik yang bersifat karsinogenik (Wesley, 2006).

Berdasarkan data Statistika Perkebunan pada tahun 2016, Kalimantan Barat masih
mendominasi hasil produksi minyak kelapa sawit. Total produksi minyak kelapa sawit hasil
lahan perkebunan rakyat, pemerintah maupun pihak swasta sebesar 2,2 juta ton. Data Ditjen
Listrik dan Pengembagan Energi menyatakan bahwa kapasitas terpasang listrik tenaga
surya di Indoensia mencapai 0,88 MW dari potensi yang tersedia 1,1 x 10° MW. Produksi
biodiesel melalui proses transesterifikasi dapat menggunakan pemanas yang bersumber
energi terbarukan sinar matahari. Implementasi dari ide di atas adalah teknologi pemanas
surya dengan medium pemanas adalah air. Pemanas air surya bertipe datar memiliki 2
bagian, yaitu panel kolektor dan tangki penyimpan yang saling terhubung dengan dua pipa.
Pada panel kolektor yang ditutup oleh kaca, didalamnya terdapat serangkaian pipa tembaga
sebagai jalannya air dengan sirip-sirip sebagai penyerap panas. Tangki penyimpanan untuk
menyimpan air setelah dipanaskan agar panasnya bertahan lama. Panel harus berjarak
dekat dengan tangki air.

Tujuan penelitian ini adalah Produksi Biodiesel mengguankan mini plant dengan
pemanas air surya. Parameter yang diuji adalah nilai kadar metil ester biodiesel yang
dihasilkan sebagai indikator keberhasilan konversi reaksi. Aplikasi teknolog ini diharapkan
dapat mendukung mandatori Pemerintah dan masyarakat mandiri dalam memenuhi
kebutuhan bahan bakar, khususnya masyarakat perbatasan yang sering terjad krisis bahan
bakar. Selain itu pula, pemanfaatan teknologi ini dapat mengurangi ketergantungan
masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar fosil.

TEORI
Proses Pengolahan Biodiesel

Transesterifikasi adalah proses konversi trigliserida menjadi alkil ester/biodiesel
melalui reaksi dengan alkohol dan menghasilkan produk samping yaitu gliserin. Alkohol yang
sering digunakan sebagai sumber gugus alkil adalah methanol.

Teknologi Pemanas Panel Surya Pasif

Alat ini hanya murni mengandalikan panas matahari dan tidak menggunakan
listrik. Komponen pendukung alat ini terdiri 2 bagian, yaitu panel kolektor dan tangki
penyimpan yang saling terhubung dengan dua pipa. Pada panel kolektor yang ditutup
oleh kaca, didalamnya terdapat serangkaian pipa tembaga sebagai jalannya air dengan
sirip-sirip sebagai penyerap panas. Tangki penyimpanan untuk menyimpan air setelah
dipanaskan agar panasnya bertahan lama. Panel harus berjarak dekat dengan tangki air.

Panel surya dapat digunakan sebagai pemanas penghasil kukus untuk kebutuhan

steam reforming gas alam dan pembangkit listrik tenaga uap. Suhu kukus yang dapat
dicapai berkisar
5500C (Philibert Cedric, 2011).

Mobile Biodiesel Plant

Proses dan dilanjutkan ke tangki penampungan biodiesel. Sistem ini dilengkapi
dengan aliran balik dan unit pemurnian gliserin sebesar 95% (Keady, 2007). Penggunaan
pemanas panel surya telah diujicoba dan diterapkan beberapa negara berkembang.
Kebutuhan panas yang dihasilkan dari panel surya untuk reaksi transesterifikasi dan
penguapan air sisa pengeringan disuplai dari panel berukuran 4m2 untuk kapasitas 19
liter/hari (Wesley, 2006)

METODOLOGI

Tahapan dalam proses produksi biodiesel secara berurutan yaitu:

1. Pemanas Air Surya
Pemanas air surya diisi air dengan volume 20 Liter. Arahkan mini plant ke area yang
terpapar radiasi matahari secara optimal hingga indikator temperatur menunjukan suhu
60°C.
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Gambar 1.  Mini Biodiesel Plant dengan Pemanas Air Surya

2. Persiapan Bahan Baku
Syarat bahan mentah minyak kelapa sawit yaitu memiliki angka asam <1 atau 0.5%-b
minyak dan kadar air < 0.3%-b. Metode penyingkiran air dengan dalam minyak kelapa
sawit
4 Uapkan fasa akuatik/alkohol, adsorpsi air (molecular sieves)
4 Adsorpsi air dengan garam anhidrat yang membentuk padatan berhidrat (CacClz,

CaS0a)
4+ Ekstraksi air dengan suatu cairan penyeret (entraining agent) gliserol, etilen glikol

Metanol yang digunakan harus murni dan kering. Kandungan air yang terdapat
dalam metanol menyebabkan basa yang digunakan sebagai katalis akan habis bereaksi
menjadi sabun selama proses transesterifikasi berlangsung.

Katalis Basa KOH yang digunakan harus kering dan murni. KOH merupakan
komponen yang bersifat higroskopis sehingga dibutuhkan wadah penyimpanan yang
kering dan tertutup serta terhindar dari sinar matahari secara langsung.

3. Proses Transesterifikasi
Sebelum dilakukan proses transesterifikasi, minyak kelapa sawit terlebih dahulu
dipanaskan pada suhu 60-65°C untuk selama 1-1,5 jam untuk melepaskan/menguapkan
air yang terkandung didalammnya. Transesterifikasi menggunakan katalis basa KOH
Minyak dimasukkan ke dalam tangki transesterifikasi, direaksikan dengan metanol dan
katalis NaOH sambil diaduk sehingga suhu 65°C hingga =1 jam. Pemanas dimatikan
dan pindahkan hasil reaksi ke tangki pemisah gliserin. Diamkan hingga terbentuk dua
fasa yaitu fasa atas (biodiesel) dan fasa bawah gliserin). Buang fasa bawabh.

4. Proses Pencucian
Pencucian dilakukan untuk menghilangkan pengotor yaitu sisa-sisa katalis, metanol, air
dan gliserin. Metode pemurnian paling sederhana dan hemat adalah dengan
menggunakan air. Air dan produk biodiesel diaduk dalam tangki pencucian selama 30
menit sebanyak 5 kali, massa air pencucuian sebanyak 10%-b biodiesel. Pengotor akan
terbawa bersama air. Jika pH air hasil cuci sudah netral berarti pencucian telah
selesai.Biodiesel kemudian dialirkan ke tangki pemisah air.

5. Proses Pemurnian
Biodeisel beserta campuran air dari tangki pencucuian kemudian didiamkan selama 30
menit untuk memisahkan fasa bawah yaitu berupa air hasil cucian yang mengandung
pengotor terlarut. Fasa atas merupakan biodiesel yang telah kering. Akan tetapi
sebelum digunakan, produk biodiesel yang dihasilkan harus dianalisis terlebih dahulu.
Untuk menentukan kelayakan produk.

6. Uji Biodiesel
Uji analisis yang dilakukan adalah parameter angka asam, gliserol bebas dan kadar
metil ester.
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1. Hasil Uji Mini Biodiesel Plant
Bahan yang digunakan untuk membuat pemanas air surya merupakan material yang
ringan, ekonomis serta mudah diperoleh. Spesifikasi pemanas air surya tipe
thermosyphone disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi pemanas air surya

Bagan Bahan Dimensi
(pxh) cm
. Tabung: Stainlees
pen-)l/-i?r?g:rlw air steel . 70x 7,62
Isolator : Polistiren
Pipa kolektor  Stainless steel 70x 2,5
Penutup Kaca akrilik 70 x 100
Absorber Polistiren hitam 70 x 100
Pipa aliran Stainless steel 150x 2,5

Pemanas air surya yang dirancang terdiri dari surya kolektor dan tangki penyimpanan air.
Surya kolektor terdiri atas beberapa bagian yaitu:
1. Pipa perpindahan panas dibuat dari bahan stainless steel sehingga dapat
mengurangi laju korosi dan panas dapat diserap dengan baik oleh pipa.
2. Penutup luar dibuat dari bahan kaca akrilik, sehingga dapat mengoptimlakan energi
surya yang diserap.
3. Lapisan hitam dibuat dari bahan polistiren yang dicat hitam dimaksudkan untuk
meningkatan penyerapan energi panas oleh air dalam pipa pada pemanas air surya
(emitivitas lapisan hitam = 1).

Gambar 2. Pemanas air surya tipe thermosyphone

Tangki penyimpanan air dibuat dari bahan stainless steel dan lapisan isolator yang
terdiri dari busa dan alumunium foil. Lapisan isolator diharapkan dapat meredam panas air
sehingga mengurangi energi panas yang hilang ke lingkungan. Air dalam pipa menyerap
panas dari matahari sehingga temperatur air naik. Perbedaan densitas antara air panas dan
air dingin, sehingga air panas mengalir ke atas dan air dingin mengalir ke bawah. Air panas
kemudian dialirkan ke reaktor biodiesel. Hal ini berkelanjutan sehingga membentuk sirkulasi.
Sehingga tanpa bantuan tenaga pompa air dapat mengalir.

Temperatur maksimal air yang dicapai adalah 65 °C. Beberapa hal yang dapat
mempengaruhi tidak optimumnya temperatur air yang diperoleh adalah:

1. Sinar matahari yang menyinari bumi tidak stabil selama waktu percobaan

2. Panas yang diserap dan tersimpan di reaktor sebagian hilang ke lingkungan (Q

loss).
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2. Hasil Uji Biodiesel

Biodiesel yang dihasilkan dengan menggunakan katalis KOH 1 %-massa memiliki yield

sebesar 94,88%. Perolehan ini dapat ditingkatkan dengan memperbaiki proses

pencucian dan pemisahan. Parameter penting yang mendukung keberhasilan reaksi

adalah angka kasam dan kadar metil ester.

Tabel 2. Data Hasil Uji Biodiesel
Parameter Satuan Kit(;:'s Syarg:\lll\/lutu Metode

Kadar Metil Ester %- massa 98.26 96,5 min SNI 7182:2015
Angka penyabunan mg KOH/g 175.51 - SNI 7182:2015
Total Acid Number mg KOH/g 0.21 0,5 mak ASTM D 664
Gliserol Total %- massa 0.22 0,24 mak SNI 7182:2015

Berdasarkan hasil uji diperoleh bodiesel yang dihasilkan memenuhi persyaratan

mutu SNI dengan nilai kadar metil ester sebesar 98,26%.

KESIMPULAN

Biodiesel yan dihasilkan di mini plant dengan pemanas air surya dengan katalis

KOH 1%-massa menghasilkan yield sebesar 94,88% dengan kadar metil ester memenubhi
standar mutu SNI yaitu sebesar 98,26%.
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ABSTRAK

ANALISIS DEKOMPOSISI DATA TEMPERATUR UDARA DI PULAU BANGKA. Analisis
dekomposisi dilakukan untuk data temperatur udara di stasiun pengamatan di calon tapak
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Bangka. Data temperatur didapatkan dari
stasiun pengamatan pada ketinggian 10 meter selama periode 2012-2016 menggunakan
stasiun cuaca otomatis (Automatic Weather Station - AWS) yang mencatat data dengan
interval satu jam. Data yang telah dilakukan pemilahan, interpolasi dan pererataan selanjutnya
diolah menggunakan metode dekomposisi dan uji statistik untuk mendapatkan parameter
trend, siklus, dan residual serta stasioneritas. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa
pada periode Maret 2012 hingga Juli 2016, pola temperatur udara berada pada kategori
stasioner dan fenomena pemanasan global tidak tercermin dari data. Data temperatur udara
bulanan di pulau Bangka tidak menunjukkan beda temperatur rerata yang signifikan dari tahun
ke tahun dan temperatur rerata yang relatif lebih tinggi tercatat pada sekitar bulan Mei dan
Juni. Catatan temperatur yang dianggap sebagai outliers kebanyakan berada dibawah batas
rerata temperatur minimum.

Kata kunci: dekomposisi, stasioneritas, siklus, outliers.

ABSTRACT

DECOMPOSITION ANALYSIS OF AIR TEMPERATURE DATA IN BANGKA ISLAND.
Decomposition analysis is performed for air temperature data from weather station in Nuclear
Power Plant (NPP) candidate site in Bangka Island. Air temperature data at the height of 10
meters is obtained from an hourly record using an Automatic Weather Station (AWS). Data
preprocessing is performed by selecting, interpolating and averaging and then analyzed using
decomposition method and statistical tests to obtain stationerity, periodicity and residual
parameters as well as stasionerity. The result of analysis shows that within the March, 2012
to July, 2016 monitoring period, the air temperature pattern is categorized as stationer.
Significant yearly change in average air temperature is not apparent and the manifestation of
global warming phenomena cannot be clearly identified from the data. In Bangka Island, there
is no significant average air temperature difference within one-year period and relatively high
average air temperature can be identified in the months of May and June. Outliers in the air
temperature data are mostly below the lowest average temperature.

Keyword: decomposition, stationerity, cycle, outliers

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi yang tumbuh dengan laju
sekitar 1,08% dan pada tahun 2030 akan mencapai 294,1 juta [1] dengan laju pertumbuhan
ekonomi yang diperkirakan juga cukup tinggi, yaitu pada angka sekitar 5%. Pertumbuhan
kebutuhan energi, khususnya listrik, juga diproyeksikan akan tinggi dan mencapai rata-rata
sekitar 7,1% hingga tahun 2050 [2]. Untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik,
pemerintah telah mencanangkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.
Sebagian besar dari pembangkit yang akan dibangun adalah pembangkit energi berbahan-
bakar fosil, yang masih akan menjadi komponen bauran energi utama Indonesia dan
menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Dalam rangka kegiatan pemanfaatan penelitian dan pengembangan di bidang iptek
nuklir, telah dilakukan evaluasi tapak PLTN di Pulau Bangka yang berlangsung pada periode
tahun 2011 sampai dengan 2013 untuk mengevaluasi tingkat keselamatan/kemanan daerah
tersebut dari sisi bahaya eksternal alamiah apabila dibangun PLTN. Sebagai hasilnya telah
ditentukan dua lokasi calon tapak PLTN di Pulau Bangka, yaitu Pantai Tanah Merah-Teluk
Menggris, Kabupaten Bangka Barat dan Tanjung Berani-Tanjung Kerasak Desa Sebagin di
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Kabupaten Bangka Selatan. Paska kegiatan evaluasi tapak tersebut, pemantauan di calon
tapak PLTN tetap dilakukan hingga tahun 2019 ini, utamanya untuk aspek kegempaan (gempa
mikro) dan meteorologi, untuk mengumpulkan data spesifik tapak sebanyak mungkin yang
kemudian disusun dalam sebuah pangkalan data tapak yang merupakan penyusun utama
dari Laporan Data Tapak (Site Data Report — SDR). Data meteorologi diperoleh dari menara
pemantauan berketinggian hingga 80 meter menggunakan Automatic Weather Station (AW S)
yang mencatat setiap parameter meteorologi setiap 1 jam. Data spesifik tapak (site specific
data) sebagaimana dalam SDR sendiri disyaratkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN) [4] dan Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency,
IAEA) [5] untuk diperoleh dan dikumpulkan sebagai bahan masukan evaluasi tapak.
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Gambar 1. Stasiun Pemantau Meteorologi di Pulau Bangka
(dengan kode MTK dan SBG)

Tabel 1. Lokasi Stasiun Pemantau Meteorologi

No Nama Daerah Lintang Bujur
1 Muntok 2°0'55,836" LS 105° 7'11,892" BT
2 Sebagin 2°38'3,623"LS 105° 53' 32,317" BT

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau bagaimanakah perilaku temperatur udara di
beberapa titik pantau di pulau Bangka dalam rentang waktu pemantauan antara bulan Maret
2012 hingga Juli 2016, terutama untuk mengetahui apakah terdapat kecenderungan tertentu
terhadap nilai yang dipantau serta parameter-parameter lainnya yang perlu diperhatikan
terkait aspek keselamatan tapak bagi PLTN di beberapa lokasi di Pulau Bangka ini.

POKOK BAHASAN

Suatu trend atau kecenderungan dapat diamati ketika secara grafik terlihat adanya
pelerengan yang menandakan peningkatan atau penurunan dari nilai yang diamati dalam
time-series (t-s) dalam jangka panjang. Indikasi musiman atau siklik dapat pula diamati ketika
terdapat pola berulang dalam interval tetap tertentu karena faktor musim yang dapat berupa
harian, mingguan dan bulanan atau periode waktu lainnya.

Data meteorologi dapat dikategorikan sebagai data t-s, yang besaran nilai
pengukurannya bergantung pada waktu, sehingga teknik analisis t-s dapat diterapkan untuk
mendapatkan beberapa indikator seperti kecenderungan (trend), siklus dan nilai residual
melalui proses dekomposisi [6], baik secara aditif maupun multiplikatif. Dalam tulisan ini,
analisis dekomposisi dilakukan untuk parameter temperatur udara yang diperoleh dari
kegiatan pemantauan meteorologi di Pulau Bangka, yaitu di daerah Muntok, Kabupaten
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Bangka Barat dan di daerah Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan dengan asumsi bahwa
komponen data bersifat aditif:
Ve =S, +T,+R,

Parameter y, adalah data itu sendiri dengan komponen musiman S;, komponen trend
T, dan komponen residual R;.

Data yang digunakan dalam analisis memiliki durasi sekitar 4 tahun (2012-2016) yang
merupakan data primer hasil pencatatan setiap jam untuk temperatur udara rata-rata pada
ketinggian 10 meter yang sebagian diperoleh pada saat pelaksanaan Studi Kelayakan PLTN
di Pulau Bangka pada periode 2011-2013 dan hasil pemantauan oleh Badan Tenaga Nuklir
Nasional pada periode setelahnya. Kelengkapan data yang digunakan mencapai masing-
masing 92,76% dan 100% untuk stasiun Muntok dan Sebagin.

Untuk mengetahui bagaimanakah perilaku temperatur udara di pulau Bangka
berdasarkan beberapa titik pengamatan yang ada selama periode 2012-2016, perlu dilakukan
analisis yang dapat dengan jelas memberikan indikator perilaku tersebut.

METODOLOGI

Stasioneritas merupakan karakteristik dari t-s yang berarti bahwa parameter statistik
sepert rerata, simpangan baku, dan kovarian bernilai tetap terhadap waktu. Jika rerata dari
suatu t-s berubah dengan waktu, maka rerata tersebut dikatakan tidak stasioner dan hal yang
sama berlaku untuk simpangan baku dan kovarian. Salah satu uji statistik yang umumnya
digunakan untuk menentukan stasioneritas adalah Augmented Dickey-Fuller test (ADF) [7].
ADF adalah sejenis uji akar satuan (unit root test) yaitu ketika terdapat akar satuan maka
suatu t-s dikatakan tidak stasioner. Suatu t-s dikatakan sebagai stasioner ketika terdapat
pergeseran sebanyak satu satuan, maka karakteristika statistiknya tidak berubah.

Sebelum uiji statistik dapat dilakukan, perlu dilakukan pemrosesan awal terhadap data
sehingga data yang hilang dapat diatasi dengan metode interpolasi dan kemudian resampling
dilakukan untuk mendapatkan rerata temperatur harian dari rerata temperatur per-jam untuk
mereduksi efek siklus harian dalam analisis.

Uji statistik ADF dilakukan dengan hipotesis nol atau HO (null hypothesis) bahwa t-s
yang ditinjau bersifat non-stasioner. Hipotesis alternatifnya (H1) adalah bahwa t-s yang
ditinjau bersifat non-stasioner. Apabila nilai uji statistik yang dihasilkan oleh ADF lebih kecil
dari nilai kritis pada signifikansi yang umum digunakan, dalam hal ini sebesar 0,05 atau 5%
(tingkat keyakinan 95%), maka hipotesis tersebut ditolak dan dengan demikian t-s dinyatakan
stasioner. Nilai lain yang dapat menjadi indikator dalam ADF adalah p-value, yang
mengindikasikan kebolehjadian memperoleh nilai seperti dalam data bila hipotesis nol (HO)
terbukti benar. Dalam hal tes ADF, apabila p-value lebih kecil dari signifikansi tertentu, dalam
hal ini 0,05, maka semakin kecil pula kemungkinan HO dapat diterima.

Uji statistik selanjutnya yang digunakan adalah uji Kwiatkowski—Phillips—Schmidt—
Shin (KPSS)[8] yang digunakan untuk menguiji hipotesis seperti halnya ADF namun dengan
HO yang berkebalikan dengan ADF yaitu bahwa t-s yang ditinjau bersifat stasioner. Hipotesis
alternatifnya (H1) adalah bahwa t-s bersifat non-stasioner. Apabila nilai uji lebih tinggi dari nilai
kritis pada signifikansi 0,05 dan p-value juga bernilai lebih dari 0,05 maka HO dapat diterima
atau t-s tersebut bersifat stasioner.

Hal lain yang dapat digunakan untuk meninjau stasioneritas adalah fungsi
autokorelasi (Autocorrelation Function — ACF) dan fungsi autokorelasi parsial (Partial
Autocorrelation Function - PACF).

Berdasarkan beberapa indikator dan uji statistik yang dilakukan diharapkan dapat
ditarik kesimpulan apakah data parameter temperatur udara di dua lokasi di Pulau Bangka
bersifat stasioner ataukah memiliki kecenderungan tertentu berupa berubahnya rerata
temperatur yang mengindikasikan perubahan nilai temperatur rata-rata di wilayah ini dalam
jangka panjang. Keseluruhan pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi Python dan
jupyter notebook serta modul/libraries seperti pandas, statmodels, matplotlib, dan seaborn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pra-pengolahan berupa
pencuplikan ulang dari rerata jam-jaman ke rerata harian. Hal ini dilakukan untuk
memperhalus data dengan menghilangkan efek siklus harian. Selanjutnya, apabila terdapat
data hilang, perlu dilakukan interpolasi menggunakan data sebelum dan setelahnya agar
pengolahan dapat dilanjutkan. Grafik t-s hasil pra-pengolahan diberikan dalam Gambar 2.
Dapat diamati bahwa pada bulan Juli 2014 terdapat anomali data atau outlier pengukuran
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yang bernilai sekitar 15 °C. Namun demikian, karena jumlah anomali datanya yang sangat
kecil, kemungkinan besar dampaknya terhadap kecenderungan data tidak akan signifikan.
Temperatur di kedua stasiun pemantauan umumnya berada pada jangkauan antara 24-30 °C
dan dari gambar tidak tampak adanya siklus dengan pola tertentu.
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Gambar-2. Time-series temperatur udara (h=10 m) di Muntok dan Sebagin

Analisis selanjutnya yang perlu dilakukan adalah analisis stasioneritas. Suatu t-s yang
stasioner berarti bahwa beberapa parameter seperti rerata dan simpangan baku akan
cenderung berada di sekitar sekitar nilai tertentu serta kovariannya tidak bergantung waktu.
Indikasi awal bisa didapatkan dari bentuk distribusi nilai yang digambarkan oleh histogram
yang biasanya berbentuk distribusi Gauss atau distribusi normal. Dari histogram untuk data
Muntok dan Sebagin dalam Gambar 3 tampak bahwa data terdistribusi disekitar nilai rerata
dengan simpangan baku tertentu serta distribusi frekuensinya tampak berbentuk Gaussian
atau normal dengan kecenderungan sedikit condong ke kiri untuk data temperatur udara di
Muntok.
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Gambar-3. Histogram Data Temperatur Udara di Muntok dan Sebagin

Nilai rerata dan simpangan baku untuk setiap stasiun pemantauan selanjutnya
dihitung dengan membagi data menjadi 3 bagian dengan porsi yang berbeda, yaitu masing-
masing 25%, 37,5% dan 37,5% (Sampel 1, Sampel 2 dan Sampel 3). Hal ini bertujuan untuk
mendapatkan indikasi konsistensi dari kedua parameter tersebut dan hasilnya diberikan
dalam Tabel 2. Tampak bahwa nilai rerata dan simpangan baku yang didapatkan cukup
konsisten antar sampel dan tidak didapatkan perbedaan yang signifikan, baik untuk data dari
stasiun Muntok maupun Sebagin. Rerata temperatur harian berada pada jangkauan antara
26-27 °C dengan simpangan baku yang relatif lebih kecil di stasiun Sebagin yang berada di
sekitar 0,5 °C dibandingkan dengan stasiun Muntok yang bernilai sekitar 1 °C.

Tabel 2. Rerata dan Simpangan Baku dari Sampel

66



Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir 2019 ISSN: 2621-3125
Pontianak, 10 Oktober 2019

Stasiun/parameter Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3
Muntok

Rerata (i) 26.894 26.918 26.830
Simpangan baku (s) 0.837 0.998 1.174
Sebagin

Rerata (i) 26.459 26.478 26.469
Simpangan baku (s) 0.616 0.481 0.554

Selanjutnya, distribusi temperatur bulanan digambarkan dalam bentuk boxplot. Dalam
boxplot, sebuah boks menggambarkan nilai Q1 (25%), Q2 (50%), dan Q3 (75%) serta garis di
sisi atas dan bawah yang masing-masing menggambarkan nilai maksimum dan minimum dari
rerata hasil pengukuran. Pencilan data (outliers) akan digambarkan sebagai titik-titik diatas
dan di bawah garis data maksimum dan minimum.
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Gambar-5. Box-plot Tahunan Rerata Temperatur Udara

Dalam Gambar 4 diberikan boxplot bulanan dari data temperatur udara sedangkan
Gambar 5 adalah boxplot tahunannya. Rentang data antara Q1 dan Q3 (50% dari keseluruhan
data) berkisar 1 °C dan berlangsung konsisten selama periode Januari hingga Desember.
Temperatur yang relatif lebih tinggi tercatat dalam bulan-bulan Mei hingga Juni, baik di stasiun
Muntok maupun di Sebagin. Dapat diamati pula bahwa pencilan data sebagian besar
merupakan data pengukuran yang lebih kecil dari rerata minimumnya.

Dari boxplot dalam Gambar 5 didapatkan bahwa median dari rerata temperatur udara
tahunan tidak mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu meskipun jangkauannya
mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun.

Pada tahap berikutnya, dekomposisi dilakukan terhadap data untuk memisahkan
pengaruh-pengaruh kecenderungan (Trend), pengaruh musiman (Seasonal) dan residual
(Residual) seperti diberikan dalam Gambar 6 dan Gambar 7 masing-masing untuk stasiun
Muntok dan Sebagin.
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Gambar-7. Hasil Dekomposisi Data Stasiun Sebagin

Secara visual tidak tampak adanya kecenderungan jangka panjang dari rerata
temperatur harian di Muntok maupun Sebagin sebagaimana ditunjukkan oleh grafik Trend.
Kecenderungan yang diamati bersifat jangka pendek dan berfluktuasi disekitar nilai rerata
sebagaimana diberikan dalam Tabel 2. Pengaruh siklus tampak ada tetapi tidak dominan dan
kontribusinya terhadap nilai pengamatan sangat kecil, dengan rentang sekitar 0,5 °C. Selain
itu, pola siklusnya juga tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Pengaruh dominan didapatkan
dari faktor yang bersifat acak sebagaimana ditunjukkan dalam grafik nilai residual dengan
rentang sekitar 5 °C.

Parameter lain yang dapat menjadi indikator apakah suatu t-s bersifat stasioner
adalah fungsi autokorelasi (Auto-Correlation Function, ACF) dan fungsi autokorelasi parsial
(Partial Auto-Correlation Function, PACF). ACF adalah korelasi antara sebuah nilai t-s dengan
semua nilai hingga lag hingga jedal/jarak tertentu sedangkan PACF adalah korelasi antara
sebuah nilai dalam t-s dengan nilai lag dengan jeda tertentu saja, setelah pengaruh dari jeda
sebelumnya dihilangkan. T-s yang non-stasioner biasanya memiliki peluruhan yang sangat
lambat sebelum mencapai tingkatan di bawah batas signifikan tertentu sebagaimana ditandai
dengan daerah berwarna biru seperti pada Gambar 7 dan 8. Dalam hal ini, tampak bahwa
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temperatur udara pada ketinggian 10 meter di Muntok dan Sebagin memiliki nilai ACF dan
PACF yang meluruh relatif cepat sehingga kemungkinan kedua t-s tersebut memiliki sifat
stasioner.
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Gambar-7. Grafik ACF dan PACF Temperatur Udara di Muntok
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Gambar-8. Grafik ACF dan PACF Temperatur Udara di Sebagin

Indikator kuantitatif stasioneritas umumnya didapatkan melalui uji statistik ADF dan
KPSS. Berdasarkan hasil uji ADF untuk temperatur udara di kedua stasiun pengamatan
seperti diberikan dalam Tabel 3 didapatkan bahwa nilai uji ADF berada di bawah nilai kritis
5% (tingkat kepercayaan 95%) dan p-value berada di bawah 0,05 dan dengan demikian HO
yang menyatakan bahwa data yang ditinjau bersifat non-stasioner ditolak dan hipotesis
alternatifnya, yaitu H1, dapat diterima sehingga berdasarkan uji ADF temperatur udara di
ketinggian 10 meter di stasiun Muntok dan Sebagin untuk periode yang ditinjau bersifat
stasioner. Dengan demikian, rerata nilai dan simpangan bakunya cenderung tetap dari waktu
ke waktu selama periode pengamatan 2012-2016. Hal ini konsisten dengan indikasi nilai
rerata dan simpangan baku dari beberapa sampel data seperti diberikan dalam Tabel 2.

Konfirmasi berikutnya didapatkan melalui uji KPSS dengan HO dan H1 serta
interpretasi p-value yang berkebalikan dengan uji ADF. Nilai hasil uji KPSS untuk data di
kedua stasiun berada di bawah nilai kritis dengan tingkat signifikasi 5% dengan p-value untuk
uji KPSS yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa HO yang menyatakan bahwa t-s yang
ditinjau bersifat stasioner dapat diterima.
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Tabel 3. Hasil Uji Statistik ADF dan KPSS

Uji Statistik Muntok Sebagin
ADF -7,876 -12,446
Nilai kritis 5% -2,863 -2,863
p-value 0,000 0,000
KPSS 0,259 0,452
Nilai kritis 5% 0,463 0,463
p-value 0,100 0,054

KESIMPULAN

Analisis dekomposisi data temperatur udara dari ketinggian 10 meter di pulau Bangka
yaitu stasiun pemantauan Muntok dan Sebagin menunjukkan bahwa selama periode
pemantauan 2012-2016 nilai rerata temperatur harian adalah stasioner. Konfirmasi
menggunakan uji statistik menggunakan metode ADF dan KPSS memperkuat kesimpulan
bahwa perilaku temperatur udara di kedua stasiun bersifat stasioner dan kondisi ini sebaiknya
dipertahankan dengan menjaga tingkat emisi gas rumah kaca, terutama dari proses
pembangkitan energi listrik dan transportasi. Faktor siklus atau musiman tidaklah dominan
dan data yang ada lebih dikendalikan oleh fenomena acak yang sifatnya alamiah. Sifat
stasioner dari data seperti data temperatur ini akan sangat membantu dalam membuat
prakiraan atau proyeksi perilaku temperatur udara di daerah ini pada masa mendatang dan
untuk melakukan prediksi ataupun estimasi terhadap data yang hilang melalui proses
interpolasi.

Sebagai tambahan didapatkan bahwa kejadian temperatur rerata yang relatif tinggi
dalam periode satu tahun terpantau dalam periode bulan Mei-Juni baik di stasiun Muntok
maupun Sebagin dan pencilan data (outliers) umumnya memiliki nilai lebih kecil dari rerata
temperatur minimum serta sedikit sekali didapati pencilan di atas nilai rerata maksimum.
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DISKUSI/TANYA JAWAB :
I. Ade Awalludin - Bapeten:
1. Pada halaman 8 presentasi, terlihat adanya cutlier (pencilan) data pengukuran
suhu, apakah disebabkan oleh kesalahan alat atau fonomena alam?
Jawab:
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ABSTRAK

IDENTIFIKASI PATAHAN DI PULAU BANGKA BERDASARKAN PEMANTAUAN
GEMPABUMI DARI JARINGAN SEISMOMETER BANGKA. Berdasar hasil studi kelayakan
tapak, dua calon tapak PLTN di Pulau Bangka telah ditetapkan, yaitu di Muntok, Bangka
Barat dan Sebagin, Bangka Selatan. Meskipun demikian, studi lebih lanjut guna konfirmasi
kelayakan calon tapak tersebut perlu dilakukan. Salah satu kriteria keberterimaan tapak
adalah bebas dari patahan kapabel dalam radius 5 km, sehingga potensi kapabilitas patahan
harus dikaji. Kajian potensi kapabilitas patahan tersebut dapat dilakukan setelah
mendapatkan indikasi adanya patahan dalam radius tersebut. Pemantauan gempabumi
dalam kurun waktu tertentu akan menghasilkan sebaran lokasi gempabumi yang dapat
mengindikasikan aktivitas atau keberadaan patahan di suatu wilayah. Pada tahun 2018,
telah dipasang Seismometer Lennartz yang terhubung ke dalam sistem akuisisi Quanterra
Q330 di Tempilang, Jebus, Sungai Liat, dan Muntok secara bertahap. Pemasangan alat
tersebut adalah untuk memantau gempabumi di wilayah Pulau Bangka. Data seismik yang
direkam oleh alat tersebut diidentifikasi kejadian gempanya dan difragmentasi menggunakan
perangkat lunak Cimarron. Hasil fragmentasi seismik gempa diolah menggunakan perangkat
lunak Seisan untuk mendapatkan episenter gempa. Hasil studi menunjukkan bahwa pada
bulan Agustus 2018 hingga Juli 2019 terdapat seismisitas yang cukup tinggi di area Jebus
dan sebelah tenggara Bangka Selatan. Sebaran gempa di area Jebus dan di sebelah
tenggara Bangka Selatan mengindikasikan patahan dengan tren barat daya-timur laut.
Penelitian lebih lanjut dengan metode lain diperlukan untuk mengkonfirmasi aktivitas atau
keberadaan patahan tersebut.

Kata kunci: patahan, gempabumi, calon tapak PLTN, Pulau Bangka

ABSTRACT

FAULT IDENTIFICATION IN BANGKA ISLAND BASED ON EARTHQUAKE
MONITORING FROM BANGKA SEISMOMETER NETWORK. Based on the results of the
site feasibility study, two candidates of the NPP sites on Bangka Island have been
established, namely in Muntok, West Bangka and Sebagin, South Bangka. Nevertheless,
further studies in order to confirm the feasibility of the candidate site need to be carried out.
One of the criteria for site acceptance is free from capable fault in 5 km radius, so potential
of fault capability must be assessed. Potential study of fault capability can be carried out
after getting an indication of fault existence in that radius. Earthquake monitoring within a
certain time will result a distribution of earthquake locations that can indicate activity or the
fault existence in an area. In 2018, Lennartz seismometer connected to a Quanterra Q330
acquisition system was installed in Tempilang, Jebus, Sungai Liat, dan Muntok gradually.
The installation of these tools is to monitor earthquakes in the Bangka Island region. Seismic
data recorded by the device was identified the earthquake event and was fragmanted using
Cimarron Software. The results of seismic fragmentation are processed using Seisan
Software to obtain earthquake epicenter. The results of the study show that from August
2018 to July 2019 there was a high seismicity in jebus area and southeast South Bangka.
The earthquake distribution in Jebus area and southeast South Bangka indicate faults with
southwest-northeast trend. Further research using other methods is needed to confirm the
activity or the existence of the fault.

Keyword: fault, earthquake, candidate of NPP, Bangka Island
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PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil studi pra kelayakan tapak di Pulau Bangka yang kemudian
dilanjutkan dengan studi kelayakan tapak, telah ditetapkan dua calon tapak PLTN yaitu
Pantai Tanah Merah - Teluk Menggris, Desa Air Putih - Tanjung, Kecamatan Muntok,
Kabupaten Bangka Barat dan Tanjung Berani - Tanjung Krasak, Desa Sebagin, Kecamatan
Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan [1, 2]. Meskipun studi kelayakan telah
dilakukan, pemantauan data tapak dan lingkungan terus dilakukan sampai sekarang.

Salah satu pemantauan data tapak yang dilakukan yaitu berdasarkan aspek
kegempaan. Pengumpulan informasi dan investigasi kegempaan dilakukan untuk
meyakinkan keamanan dari calon tapak PLTN. Pengumpulan informasi dan investigasi
kegempaan dapat membantu untuk mengidentifikasi keberadaan patahan di area studi.
Indikasi patahan ini penting sebagai informasi awal kelayakan calon tapak PLTN dari aspek
geologi. Indikasi patahan tersebut selanjutnya dapat dikaji potensi kapabilitasnya untuk
menentukan apakah patahan tersebut termasuk patahan kapabel. Patahan kapabel
merupakan patahan yang berpotensi signifikan mengalami pergeseran di atau dekat
permukaan tanah. Sehingga patahan tersebut dapat menimbulkan kegagalan atau
kerusakan pada bangunan. Hal ini sesuai dengan Perka BAPETEN nomor 8 tahun 2013
bahwa salah satu kriteria keberterimaan tapak adalah bebas dari patahan kapabel dalam
radius 5 km [3].

Investigasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi ada atau tidaknya
potensi sesar kapabel dan atau fenomena geologi lainnya yang dapat membahayakan
kelayakan tapak. Investigasi tersebut berupa pemantauan kegempaan di wilayah calon
tapak Informasi kegempaan sebaiknya terus dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut untuk
mengidentifikasi keberadaan patahan di calon tapak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keberadaan patahan di Pulau
Bangka khususnya yang berada di dekat dengan calon Tapak PLTN. Hal ini dilakukan untuk
mengkonfirmasi kelayakan calon tapak PLTN dari sisi kegempaan dan patahan atau struktur
geologi di area tersebut.

POKOK BAHASAN

Geologi Regional Pulau Bangka

Berdasarkan peta geologi Kepulauan Bangka dan Belitung yang dimodifikasi dari
peta geologi Bangka lembar utara dan lembar selatan (Gambar 1) [4, 5, 6], formasi batuan
tertua di Pulau Bangka berasal dari Komplek Pemali yang berada di Bangka Utara kemudian
ditutupi oleh Formasi Tanjunggenting yang diikuti dengan terobosan Granit Klabat. Granit
Klabat ini menerobos mulai dari Komplek Pemali hingga Formasi Tajunggenting. Formasi
batuan tersebut ditutupi oleh Formasi Ranggam secara tidak selaras. Batuan termuda
adalah quartz sandstone.

Struktur geologi daerah Bangka memperlihatkan area yang terlipatkan dan
tersesarkan. Di Pulau Bangka terdapat sesar naik, sesar mendatar, sesar normal, serta
lipatan dengan arah barat laut - tenggara dan timur laut — barat daya hingga utara-selatan [4,
5, 7, 8]. Hal ini sebanding dengan interpretasi struktur geologi di Pulau Bangka berdasarkan
citra SRTM dimana arah relatif kelurusan dominan dari diagram rose berarah barat laut-
tenggara serta lipatan yang meliputi Formasi Tanjunggenting dan Formasi Ranggam yang
berarah timur laut-barat daya [9]. Sesar utama daerah ini adalah sesar mendatar dengan
arah hampir utara-selatan dan searah [10].
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Gambar 1.  Peta geologi Kepulauan Bangka dan Belitung (Modifikasi dari [2, 3, 4])

Gempabumi
Gempabumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi karena secara tiba-tiba terjadi

pergeseran/pergerakan lapisan batuan pada kulit bumi yang diakibatkan oleh pergerakan
lempeng-lempeng tektonik [11]. Gempabumi yang berasal dari aktivitas tektonik disebut
dengan gempabumi tektonik sedangkan yang berasal dari aktivitas vulkanik disebut dengan
gempabumi vulkanik. Interaksi antar lempeng tektonik akan menghasilkan energi yang dapat
menimbulkan goncangan dan merubah struktur batuan di permukaan. Gempabumi tektonik
umumnya berada di sekitar batas lempeng dan sekitar patahan.

Sunarjo dkk menyatakan bahwa bidang batas antara dua fraksi kulit bumi yang
umumnya daerah yang lemah dan terdapat retakan yang mengalami gerakan relatif disebut
dengan patahan [11]. Patahan dapat terjadi ketika tekanan cukup besar pada suhu yang
rendah. Patahan dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan arah gerakannya yaitu
patahan turun, naik, geser, dan oblique. Pengumpulan energi akibat pergeseran atau
pertemuan batuan atau lempeng akan mengakumulasikan energi pada suatu bidang sampai
melebihi batas ketegangan sehingga energi tersebut perlu dilepaskan. Lepasan tegangan
yang seketika ini menyebabkan gerakan di sepanjang patahan sehingga menyebabkan
gempabumi.

Getaran gempabumi akan menimbulkan gelombang elastik gempabumi yang
disebut dengan gelombang seismik. Gelombang gempabumi dapat dideteksi dengan
menggunakan seismometer. Pengolahan rekaman seismik dari seismometer dapat
digunakan untuk menentukan parameter penting gempabumi seperti waktu asal kejadian
(origin time), episenter, kedalaman sumber, dan besar kekuatan gempa. Salah satu cara
untuk menentukan waktu asal kejadian gempabumi dapat menggunakan diagram Wadati
(Gambar 2) [12].

Ts-Tp
&

g

o1 * 15

Te
Gambar 2. Diagram Wadati, Ts-Tp sebagai sumbu y menunjukkan selisih waktu
gelombang S dan gelombang P sedangkan waktu tiba gelombang P sebagain
sumbu x [12].

73



Identifikasi Patahan di Pulau Bangka... ISSN: 2621-3125
Yuni Indrawati, dkk

dengan menggunakan perhitungan
Vp
tanf=1=—-1 1
an Vs ()

sedangkan jika jumlah data banyak maka persamaan yang digunakan
mn

Wt %)

Dengan Tp adalah waktu datang gelombang P (detik), Ts adalah waktu datang
gelombang S (detik), To adalah waktu kejadian asal (detik), Tpo adalah Tp-To (detik), Tso
adalah Ts-To (detik), dan Tsp adalah Ts-Tp (detik), dan | adalah notasi stasiun.

Parameter gempabumi lainnya yaitu hiposenter. Hiposenter merupakan pusat
terjadinya gempa yang direpresentasikan dalam koodinat kartesian (x,y, dan z). Sedangkan
titik di permukaan bumi tepat di atas kejadian gempabumi disebut dengan episenter.
Hiposenter, episenter, dan kelaman sumber gempa diilustrasikan pada gambar 3. Adapun

jarak hiposenter dapat dihitung berdasarkan persamaan

T #V
D=T E sp SL_r (3)
po o) il
Vu -V
Episenter E Stasiun
Permukaan
Kedalaman
D
Hiposenter
Gambar 3.  llustrasi parameter gempa jarak hiposenter D, jarak episenter E, dan

kedalaman (focal depth).

Parameter penting ketiga dalam identifikasi gempabumi adalah magnitudo yaitu
ukuran kekuatan gempabumi. Magnitudo terbagi menjadi beberapa tipe yaitu magnitudo
lokal (MI), magnitudo coda (Mc), magnitudo gelombang badan (Mb), magnitudo gelombang
permukaan (Ms), dan momen magnitudo (Mw).

Magnitudo coda dapat ditentukan hanya jika terdapat fase P yang dipilih [13].
Perhitungan magnitudo coda mengikuti persamaan

Mc = a * log1l0(coda) + b * dist + ¢ 4)

dimana coda adalah panjang coda dalam detik, dan a,b adalah konstanta. Jika a bernilai
negatif maka persamaan yang digunakan adalah

Mc = abs(a) * logio(coda) * logio(coda) + b * dist + ¢ ()

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data gempa hasil pemantauan kegempaan di Pulau
Bangka untuk mengidentifikasi keberadaan patahan. Pemantauan kegempaan di Pulau
Bangka menggunakan enam stasiun (Gambar 4). Akan tetapi, pada penelitian ini rekaman
seismik yang diolah hanya dari empat stasiun pengamat gempa yang telah terpasang
seismometer Lennartz karena sinyal gempa sulit untuk dideteksi di dua stasiun lainnya.
Pemantauan kegempaan dilakukan dari bulan Agustus 2018 hingga Juli 2019 menggunakan
seismometer Lennartz yang terhubung dengan sistem akuisisi Quanterra Q330. Peralatan ini
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merekam data seismik yang menjalar dari 3 komponen yaitu komponen vertikal (2),
komponen utara-selatan (N-S), dan komponen timur-barat (E-W). Pada awal tahun 2018,
alat tersebut dipasang di empat stasiun pengamatan kegempaan yaitu Tempilang, Jebus,
Sungai Liat, dan Muntok secara bertahap. Lokasi masing-masing stasiun gempa di Pulau
Bangka ditunjukkan pada tabel 1.

1IMCE 105°E 106°E 10E

z
EH
"

S
i
5
:
=
&
2
£

Legenda

Kedalaman Radius Stasiun

® =7 Skm

2 Jo-300 25 kmi
=300 e T T

Magnitudo & Stasiun Bangka

4 Swslan BMKG
¥ =30

# 3050
@ 5070
@ 720

14°E 105°E 106°E 107°E

Gambar 4.  Lokasi Stasiun Pemantau Gempabumi di Pulau Bangka.

Tabel 1. Stasiun pengamatan gempa di Pulau Bangka
No Nama Stasiun Lintang (°) Bujur (°)  Wilayah Administratif

1 Tempilang -2.10928 105.66532 Bangka Barat
2  Jebus -1.59382 105.4443 Bangka Barat
3 Sungai Liat -1.8066 106.11733 Bangka

4 Muntok -2.0136 105.1224 Bangka Barat

Pengolahan data seismik hasil pemantauan dilakukan menggunakan perangkat
lunak Cimarron dan Seisan yang dijalankan pada sistem operasi Windows. Perangkat lunak
Cimarron digunakan untuk memfragmentasi rekaman data seismik dari keempat stasiun
pengamatan menjadi data seismik harian. Selanjutnya identifikasi sinyal seismik gempa
dilakukan di setiap data harian tersebut. Jika keberadaan sinyal gempa terdeteksi maka file
data seismik tersebut difragmentasi kembali menjadi data seismik dalam kurun waktu 1 jam.

Hasil fragmentasi per jam dari Cimarron selanjutnya diolah menggunakan perangkat
lunak Seisan untuk mendapatkan episenter gempa. Informasi parameter stasiun gempa di
masing-masing stasiun harus tersedia dalam direktori di Seisan. Parameter tersebut berupa
data lokasi stasiun, model kecepatan, dan konstanta perhitungan lainnya yang dibuat dalam
file STATIONO.HYP. Proses pengolahan data pada Seisan menggunakan command prompt.
Data seismik dari keempat stasiun gempa dikonversi terlebihi dahulu menjadi format seisan
menggunakan WAVETOOL. Setelah dikonversi, keempat file data seismik tersebut
disatukan agar dapat ditampilkan dalam satu layar plot. Untuk menggabung file-file tersebut
digunakan perintah SEISEI dengan memilih opsi MERGE.

Hasil gabungan file seismik gempa di plot menggunakan perintah MULPLT sehingga
sinyal seismik empat file stasiun akan tertampil. Sinyal seismik yang menunjukkan kejadian
gempa diidentifikasi awal dan akhir kejadian gempa tersebut selanjutnya disimpan.
Potongan file gempa yang telah diidentifikasi dilakukan pencuplikan fase gelombang P dan
fase gelombang S jika dapat diidentifikasi. Pencuplikan fase gelombang P dilakukan pada
komponen vertikal, sedangkan pencuplikan fase gelombang S pada komponen horisontal.
Akhir durasi gempa ditandai secara otomatis atau manual menggunakan tanda C (Coda).
Perhitungan magnitudo dalam pengolahan ini sebagian besar menggunakan magnitudo
coda. Kejadian gempa yang telah diidentifikasi fase dan akhir durasi gempa ini dilakukan
pendaftaran berupa jenis gempa tersebut, operator, serta direktori database.
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Database Seisan berisi lokasi, kedalaman, dan magnitudo gempa. Selain itu data
lain berupa jenis kejadian (lokal, regional, distant), RMS, jumlah stasiun yang digunakan
pencuplik, dan informasi penyerta lainnya dapat dilihat di database tersebut. Hasil episenter
di setiap gempa yang terdeteksi di plot dalam peta menggunakan ArcGis. Analisis dilakukan
untuk melihat persebaran gempa di area Bangka kemudian dianalisis lebih lanjut untuk
mengidentifikasi keberadaan patahan.

HAS IL DAN PEMBAHASAN

Kinerja stasiun seismik Bangka dipantau berdasarkan kelengkapan rekaman data
tiap jam dalam satu bulan. Secara keseluruhan ketersediaan data selama bulan Agustus
2018 hingga Juli 2019 dalam kondisi baik. Hasil sebaran episenter menunjukkan bahwa
Jaringan seismometer Bangka dapat mendeteksi gempa yang berlokasi di Pulau Bangka
maupun di luar Pulau Bangka. Gambar 5 menunjukkan plot episenter gempabumi hasil
pengolahan data rekaman seismik jaringan seismometer Bangka. Jarak antar seismometer
berkisar puluhan kilometer sehingga terdapat kemungkinan adanya gempa yang tidak
terdeteksi pada alat tersebut.
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Gambar 5. Peta sebaran episenter gempabumi yang terdeteksi dari jaringan
seismometer Bangka.

Pengolahan data gempa bulan Agustus 2018 hingga Juli 2019 dilakukan untuk
mendapatkan sebaran lokasi episenter gempa. Kejadian gempa yang diperoleh selama
periode tersebut sebanyak 503 kejadian. Kejadian gempabumi yang terdeteksi di sekitar
Pulau Bangka sebagian besar memiliki magnitudo yang relatif kecil sehingga getarannya
tidak dirasakan. Rentang magnitudo terdeteksi yaitu sebesar 6,8 Skala Magnitudo yang
terjadi tanggal 5 Agustus 2018 pukul 11:46:32 GMT yang diperoleh dari perhitungan
Magnitudo Coda.

Peta sebaran episenter di Pulau Bangka menunjukkan bahwa terdapat seismisitas
cukup tinggi di Bangka Barat. Hal ini kemungkinan dikarenakan ke empat stasiun
pengamatan gempabumi berada di Bangka bagian Barat. Di dalam radius 25 km calon tapak
PLTN Muntok, Bangka Barat terdapat sebaran gempa dengan magnitudo relatif kecil yang
tidak menunjukkan tren suatu patahan. Di calon tapak PLTN Sebagin, Bangka Selatan
hanya terdapat satu catatan kejadian gempa yang terdeteksi dalam radius 25 km.
Berdasarkan data gempa Agustus 2018 hingga Juli 2019 menunjukkan tidak teridentifikasi
adanya patahan di calon tapak PLTN di Pulau Bangka. Akan tetapi, dari peta episenter
gempabumi tersebut terdapat dua tren atau pola sebaran gempa terdeteksi yaitu di area
Jebus (Gambar 6) dan sebelah tenggara Bangka Selatan (Gambar 7).
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Gambar 6. Peta sebaran episenter gempabumi area Jebus yang terdeteksi dari Jaringan
Seismometer Bangka

Sebaran gempa di area Jebus (Gambar 6) terdeteksi sebanyak 88 kejadian
gempabumi yang diolah menggunakan 1 hingga 4 stasiun pengamatan. Magnitudo
gempabumi di area Jebus relatif kecil, dengan nilai terbesar adalah 3,1 Skala Magnitudo
yang terjadi pada 18 Oktober 2018 pukul 20:19:37.8 GMT. Sebaran episenter gempabumi di
area Jebus menunjukkan tren barat daya-timur laut.
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Gambar 7. Peta sebaran episenter gempabumi sebelah tenggara Bangka Selatan yang
terdeteksi dari Jaringan Seismometer Bangka

Sebaran gempa di sebelah tenggara Bangka Selatan memanjang diantara Pulau
Liat dan Pulau Mendanau ke arah timur laut mendekati Pulau Lepar hingga sebelah
tenggara Bangka Selatan. Gempabumi yang terdeteksi pada Gambar 7 sebanyak 37
kejadian gempabumi yang diolah menggunakan 3 hingga 4 stasiun pengamatan. Magnitudo
gempabumi di area tersebut relatif kecil, dengan nilai terbesar adalah 3,2 Skala Magnitudo
yang terjadi pada 9 September 2018 pukul 19:40:35.6 GMT. Sebaran episenter gempa di
sebelah tenggara Bangka Selatan juga mempunyai tren barat daya-timur laut.

Tren atau pola gempabumi yang berada di area Jebus dan tenggara Bangka
Selatan dapat mengindikasikan keberadaan patahan. Pemantauan kegempaan perlu
dilakukan lebih lama lagi untuk melihat intensitas gempa di kedua indikasi patahan tersebut.
Patahan dapat diidentifikasi dari pola historis gempabumi akan tetapi perlu penelitian lebih
lanjut untuk mengkonfirmasi keberadaan patahan tersebut. Identifikasi berdasarkan citra
satelit, konfirmasi struktur geologi di lapangan, maupun metode geofisika lainnya seperti
geolistrik dapat digunakan untuk lebih meyakinkan kondisi struktur geologi permukaan
maupun bawah permukaan.
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KESIMPULAN

Pemantauan kegempaan di Pulau Bangka yang dilakukan menggunakan empat
stasiun gempa berhasil mendeteksi gempabumi yang terjadi di dalam maupun luar Pulau
Bangka. Berdasarkan data gempa terdeteksi dari jaringan seismometer Bangka pada bulan
Agustus 2018 hingga Juli 2019, sebaran episenter gempa di dalam radius 25 km dari calon
tapak PLTN Muntok, Bangka Barat dan Sebagin, Bangka Selatan tidak mengindikasikan
keberadaan patahan. Seismisitas cukup tinggi berada di area sekitar Jebus dan sebelah
tenggara Bangka Selatan. Sebaran gempa di area Jebus maupun sebelah tenggara Bangka
Selatan mengindikasikan patahan dengan tren barat daya-timur laut. Meskipun demikan
magnitudo gempabumi di Pulau Bangka relatif kecil sehingga sebagian besar tidak dapat
dirasakan oleh manusia. Pemantauan kegempaan perlu dilanjutkan untuk melihat intensitas
gempa di kedua indikasi patahan tersebut. Selain itu, penelitian lebih lanjut dengan metode
lain diperlukan untuk mengkonfirmasi keberadaan patahan tersebut.
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DISKUSI/TANYA JAWAB

1.

PERTANYAAN (Siti Alimahi-PKSEN BATAN):
Berapa jangkauan deteksi alat seismometer?

JAWABAN:

Jangkauan deteksi seismometer tidak dapat diketahui pasti sebab bergantung pada
banyak faktor misal magnitudo, jarak gempa, kondisi bawah permukaan dan
sebagainya. Sebagai contoh kondisi geologi bawah permukaan dapat melemahkan
atau menguatkan gelombang seismik yang datang sehingga dapat mempengaruhi
apakah gempa nanti dapat terdeteksi pada alat pengamat atau tidak. Akan tetapi jarak
tersebut dapat dikuantifikasi dengan menggunakan pendekatan persamaan Ground
Motion.
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HARGA JUAL LISTRIK PLTN DI KALIMANTAN BARAT
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Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir - BATAN, JI. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710
email: eloksa@batan.go.id

ABSTRAK

HARGA JUAL LISTRIK PLTN DI KALIMANTAN BARAT. Rencana pembangunan PLTN di
Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki nilai yang besar dari sekedar menyuplai kebutuhan listrik
di masa mendatang. Pembangunan PLTN akan meningkatkan capacity building sumber daya
manusia Indonesia, meningkatkan kemampuan industri nasional, dan memberikan sinyal
kuatnya komitmen Indonesia dalam menurukan emisi gas rumah kaca yang menjadi isu
global. Untuk menjadi bagian dari bauran energi nasional dalam jangka panjang, energi nuklir
harus menguntungkan ke dua arah, yakni feasible bagi investornya dan dapat diterima oleh
pasar. Agar kedua aspek ini memiliki titik temu, maka pilihan investasi PLTN yang tepat dan
keadaan pasar dimana PLTN akan dibangun perlu dipelajari. Makalah ini akan membahas
mengenai harga jual listrik PLTN yang optimal yakni memenuhi peraturan pembelian tenaga
listrik sekaligus memenuhi kelayakan investasi bagi owner. Dari perhitungan dan analisis yang
dilakukan diketahui bahwa hingga 10 tahun ke depan, kapasitas sistem baru mencapai 1100-
1200 MW, artinya pembangkit yang ditambahkan adalah pembangkit berkapasitas sekitar 100
MW (10% system). Dengan data yang tersedia, 3 SMR dengan cap < 100 MW semua memiliki
harga jual minimal lebih besar dari BPP-Pembangkitan Nasional maupun BPP-Pembangkitan
Kalbar, agar cukup profit. PLTN yang dibangun sebaiknya berkapasitas < 100 MW agar
memungkinan ruang untuk menegosiasikan harga jual listrik, tidak dibatasi oleh harga patokan
tertinggi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Kata kunci: harga jual tenaga listrik, PLTN, SMR, BPP, PLN

ABSTRACT

ELECTRIC POWER PLANT FOR SALE IN KALIMANTAN BARAT. The planned construction
of a nuclear power plant in West Kalimantan (West Kalimantan) has a greater value than just
supplying electricity needs in the future. The construction of nuclear power plants will increase
the capacity building of Indonesia's human resources, increase the ability of national
industries, and signal Indonesia's strong commitment to reduce greenhouse gas emissions
which is a global issue. To be part of the national energy mix in the long run, nuclear energy
must be beneficial in both directions, namely feasible to investors and acceptable to the
market. So that these two aspects have a meeting point, then the right choice of NPP
investment and the market conditions where the NPP will be built need to be studied. This
paper will discuss about the optimal selling price of NPP electricity, that is, meeting the
electricity purchase regulations while meeting the investment feasibility of the owner. From the
calculations and analysis carried out it is known that up to 10 years in the future, the capacity
of the new system reaches 1100-1200 MW, meaning that the power plant added is a generator
with a capacity of around 100 MW (10% system). With the available data, 3 SMRs with a cap
of MW 100 MW all have a minimum selling price greater than the National BPP-Generation
and West Kalimantan BPP-Generation, so that it is quite profitable. The nuclear power plant
that is built should have a capacity of < 100 MW to allow space to negotiate the selling price
of electricity, not limited by the highest benchmark price in accordance with applicable
regulations.

Keywords: the selling price of electric power, NPP, SMR, BPP, PLN

PENDAHULUAN

Rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki nilai yang besar
dari sekedar menyuplai kebutuhan listrik di masa mendatang. Pembangunan PLTN akan
meningkatkan capacity building sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan kemampuan
industri nasional, dan memberikan sinyal kuatnya komitmen Indonesia dalam menurukan
emisi gas rumah kaca yang menjadi isu global.

Untuk menjadi bagian dari bauran energi nasional dalam jangka panjang, energi nuklir
harus menguntungkan ke dua arah, yakni feasible bagi investornya dan dapat diterima oleh
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pasar. Agar kedua aspek ini memiliki titik temu, maka pilihan investasi PLTN yang tepat dan
keadaan pasar dimana PLTN akan dibangun perlu dipelajari.

Tujuan dari makalah ini adalah menghitung harga jual listrik yang layak bagi PLTN di
Kalbar dalam kondisi jaringan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

KONDISI KELISTRIKAN KALBAR [1]

Untuk melihat berapa kapasitas pembangkit baru yang dibutuhkan, perlu dilakukan
pengamatan terhadap kondisi sistem pembangkitan dan perkembangannya. Pembangkit baru
yang dimasukkan ke sebuah sistem sebaiknya berkapasitas tidak melebihi 10% dari kapasitas
sistem [2].

Kalbar memiliki sistem transmisi utama 150 kV yang disebut sistem Khatulistiwa. Sistem
Khatulistiwa ini melewati kota-kota di Kalbar seperti Pontianak, Sambas, Singkawang,
Bangkayang, Ngabang dan Tayan. Selain sistem Khatulistiwa, Kalbar juga memiliki beberapa
sistem yang tersebar seperti sistem Sanggau, sistem Sekadau, sistem Sintang, dan beberapa
lainnya. Ke depan, sistem-sistem kecil ini akan saling diinterkoneksikan dalam satu sistem,
bergabung dalam sistem Khatulistiwa. belum terinterkoneksi

Seiring bertambahnya penduduk, maka kebutuhan listrik pun akan meningkat. Selain
karena kebutuhan alami dari aktivitas hidup manusia, moderenisasi dan industrialisasi juga
mendorong pertumbuhan kebutuhan listrik. Gambar berikut memperlihatkan kebutuhan energi
listrik (direfleksikan oleh penjualan) dan beban puncak di Kalbar sesuai RUPTL 2019-2028.

Kebutuhan Listrik dan Beban Puncak Kalbar 2019-2028
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Gambar 1. Kebutuhan listrik dan beban puncak Kalbar 2019-2028

Keseluruhan sistem kelistrikan Kalbar memiliki kapasitas sebesar 662 MW. dimana 230
MW atau 35% nya adalah import dari SESCO Malaysia, dari sumber tenaga air'. Dengan kata
lain kapasitas terpasang dari pembangkit dalam negeri hanya 432 MW, yang komposisinya
ditunjukkan dalam Gambar 2. Tentu saja kapasitas terpasang ini tidak cukup untuk memenuhi
beban puncak Kalbar. Import listrik dipasok ke sistem Khatulistiva untuk mengatasi
kekurangan daya, mengantisipasi pembangunan PLTU yang terlambat sekaligus mengurangi
Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan (BPP-Pembangkitan?) mengingat separuh dari
kapasitas terpasang Kalbar berasal dari pembangkit diesel.

1 Pada saat beban dasar, suplai daya dari Serawak sebesar 100 MW; sedangkan tambahan
130 MW disuplai dari Serawak pada saat beban puncak.

2 Umumnya dikenal dengan istilah BPP saja, namun istilah dari Kepmen ESDM tentang
Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
yang terbit setiap tahun adalah BPP-Pembangkitan.
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Gambar 2. Kapasitas Terpasang Sistem Kalbar 2018

\BPP-Pembangkitan di Kalbar masih relatif tinggi dibanding BPP-Pembangkitan
Nasional yakni Rp 1.525/kWh3. Perbedaan ini diakibatkan masih banyaknya pembangkit
diesel yang dioperasikan di Kalbar. Dalam 10 tahun ke depan 2019-2028, PLN berencana
mengurangi pembangkit dieselnya dan memperbanyak porsi PLTU hingga 80% kapasitas
seperti tercermin dalam rekapitulasi rencana pengembangan pembangkit di Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Rencana Pembangunan Pembangkit [1]

Tahu PLN IPP Total
n PLTU PLTG/M PLTM Jumla PLTUPLTM PL_T Jumla PLTU PLTG/M PLTM PL_T Jumla
G h Lain h G Lain h

2019 178 - - oars | - - - - 187 ; ~ . 178
20 1 22 1

2020 28 - B R X ; %1

2021 - 100 - 100 | - 26 g 88 | - 100 26 g 178
10 10

2022 - ; S B U ; - - 100

2023 - - 3 3 1(? - - 100 1(? ; 3 - 103

2024 - ; 117 11 | - - - -] - ; 11 - 11

2025 100 - 8 18| - - - - 1(? ] 8 - 108

2026 100 - - 100 - - - - 1(? : ~ - 100

2027 - ) e ] L

2028 14 - - 14 - - - - 14 - - - 14

Jumi 40 6 81 6 1.03

iU o419 100 21 540 |7 26 o 495 O 100 47§ ¢
METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mempelajari peraturan yang berlaku terkait pembelian tenaga listrik oleh PLN.
2. Menentukan PLTN yang akan disimulasikan harga jualnya dalam sistem Kalbar

dengan kriteria.

8 BPP-Pembangkitan Nasional adalah Rp 1.119/kWh
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3. Menghitung harga jual listrik PLTN dalam poin 2, dengan memenuhi kriteria
kelayakan. Perhitungan harga jual listrik dilakukan menggunakan spreadsheet dari
PLN.

4. Mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, diketahui bahwa PLN adalah pembeli
tunggal seluruh tenaga listrik yang diproduksi oleh pembangkit listrik yang tersambung ke
jaringan nasional, mengingat keseluruhan jaringan nasional adalah milik PLN baik yang telah
terinterkoneksi maupun yang masih bersifat lokal. Namun Keadaan ini tidak berlaku bagi
kawasan industri tertentu yang mempunyai pengelolaan listrik tersendiri. Sementara itu,
entitas bisnis yang menjual tenaga listriknya ke PLN dapat dikelompokkan menjadi 3
kelompok yakni: anak perusahaan PLN seperti PT Indonesia Power (IP) dan PT
Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Unit Usaha Pembangkitan milik PLN sendiri, dan swasta
murni atau independent power producer (IPP).

Harga jual beli tenaga listrik yang terjadi antara entitas-entitas bisnis tersebut dengan
PLN baik di tingkat lokal (wilayah/sistem/subsistem) maupun di tingkat nasional membentuk
apa yang disebut dengan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan (BPP-Pembangkitan).
BPP-Pembangkitan adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PLN di sisi pembangkitan,
tidak termasuk biaya penyaluran (transmisi dan distribusi). Keadaan ini dapat digambarkan
melalui Gambar 1 di bawah. Pada level lokal atau wilayah/sistem/subsistem, harga pembelian
tenaga listrik dari berbagai pembangkit yang berada di bawah naungan entitas-entitas bisnis
yang berbeda-beda, dikumpulkan dan membentuk BPP-Pembangkitan wilayah. Begitu pula
di level nasional, pembangkit-pembangkit dari wilayah/sistem/subsistem di seluruh Indonesia
akan membentuk BPP-Pembangkitan Nasional.

T (Wilia
/ -\ Wilayah X - X
[ D cRpBRp? __3BPP-P Nasional
b_a - ~BPP-P _Ke W _
__—~Wilayah nsumen |

LF i

[ [] [

Anak: IP,PJB  Unit Bisnis Kit PLN  [PP/swasta

Gambar 1. Skema pembentukan BPP-Pembangkitan Wilayah dan Nasional.

Baik BPP-Pembangkitan lokal dan Nasional dihitung oleh PLN setiap tahun, kemudian
diusulkan dan ditetapkan oleh pemerintah yakni menteri ESDM melalui Keputusan Menteri.
Kepmen terakhir yang mengatur BPP-Pembangkitan ini adalah Kepmen ESDM No 55 Th 2019
tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) Tahun 2018 [3]. Kepmen yang keluar tahun 2019 ini adalah realisasi besaran BPP-
Pembangkitan selama tahun 2018. Gambar 2 di bawah ini memberikan BPP-Pembangkitan
dari Kepmen ESDM No 55 Th 2019. Bar merah serta garis melintang adalah besaran BPP-
Pembangkitan nasional yakni 7.86 sen/kWh, sedangkan bar kuning adalah besaran wilayah
propinsi Kalbar yakni 10,70 sen/kWh dengan nilai tukar Rp 14.246/US$.

w 691 1

Gambar 2. Besaran BPP-Pembangkitan wilayah/sistem/subsistem seluruh Indonesia [3].
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BPP-Pembangkitan ini akan dijadikan referensi/acuan oleh PLN dalam melakukan
pembelian tenaga listrik [4]. Hal ini karena PLN berkepentingan untuk menjaga agar BPP-
Pembangkitan baik nasional maupun wilayah/sistem/subsistem tidak cenderung naik dari
waktu ke waktu. Untuk melakukan hal itu, maka pemerintah menetapkan harga patokan
tertinggi untuk pembelian tenaga listrik oleh PLN yang tertuang dalam beberapa Peraturan
Menteri ESDM, seperti Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara
untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power) yang
diantaranya mengatur harga patokan pembelian tertinggi untuk pembelian tenaga listrik dari
PLTU konvensional dan PLTU mulut tambang [5]. Untuk jenis energi lain seperti energi
terbarukan, harga patokan tertingginya diatur dalam Permen ESDM Nomor 50 dan Nomor 53
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

Dalam Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk
Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power) pasal 8 ayat 1-2,
kasus PLTU konvensional dibedakan menjadi dua keadaan yakni kapasitas di atas 100 MW
dan kapasitas s/d 100 MW:

A. PLTU kapasitas > 100 MW

1. Jika BPP-Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat < BPP-
Pembangkitan nasional, harga patokan tertinggi = BPP-Pembangkitan di sistem
ketenagalistrikan setempat.
(Sebagai contoh, dengan mengacu pada Gambar 2, hanya ada 9
wilayah/sistem/sub-sistem yang BPP-Pembangkitannya < BPP-Pembangkitan
Nasional. Disini, jika akan dibangun PLTU di atas 100 MW, maka harga patokan
pembelian tertingginya adalah sama dengan BPP-Pembangkitan setempat.
Dengan cara ini PLN mampu mempertahankan BPP-Pembangkitan dari wilayah
tersebut tetap di bawah rata-rata Nasional. Namun, tentu saja, ruang negosiasi
dapat dibuka dengan beberapa pertimbangan, misalnya, teknologi PLTU yang
dipakai adalah teknologi bersih (clean coal technology) dimana harga pembelian
yang terlalu rendah tidak feasible bagi investor.

2. Jika BPP-Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat > BPP-

Pembangkitan nasional, harga patokan tertinggi = BPP-Pembangkitan nasional.
(Sebagai contoh, BPP-Pembangkitan Kalbar ialah 10,70 sen/kWh, lebih besar dari
BPP-Pembangkitan Nasional. Maka untuk PLTU di atas 100 MW yang dibangun
di Kalbar, harga patokan tertingginya adalah BPP-Pembangkitan Nasional.
Dengan cara ini, PLN mampu mempertahankan BPP-Pembangkitan Nasional
tidak naik.

B. PLTU kapasitas < 100 MW

1. Jika BPP-Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat < BPP-
Pembangkitan nasional harga patokan tertinggi = BPP-Pembangkitan di sistem
ketenagalistrikan setempat.

2. Jika BPP-Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat > BPP-
Pembangkitan nasional, harga pembelian tenaga listrik ditetapkan
berdasarkan lelang atau mekanisme yang saling menguntungkan (business to
business).

Dari aturan tersebut dapat dilihat bahwa untuk wilayah/sistem/subsistem yang BPP-
Pembangkitannya < BPP-Pembangkitan Nasional (di Indonesia hanya ada 9), seluruh kelas
kapasitas PLTU konvensional diberlakukan harga patokan tertinggi yang sama, yakni sama
dengan BPP-Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat (poin A.1 dan B.1).

Perbedaan terjadi pada kondisi dimana BPP-Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan
setempat > BPP-Pembangkitan nasional. Pada kondisi ini, jika kapasitas PLTU > 100 MW
(poin A.2), maka harga patokan tertingginya adalah BPP-Pembangkitan Nasional, namun jika
kapasitas PLTU < 100 MW (poin B.2), istilah yang dipakai bukan lagi harga patokan tertinggi,
melainkan harga pembelian tenaga listrik yang dicari dengan cara sebagaimana pada poin
B.2 di atas.

Sementara itu, karena belum ada regulasi yang mengatur harga pembelian oleh PLN
dari PLTN, maka untuk menyusun studi kasus dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa
regulasi pembelian tenaga listrik dari PLTN disamakan dengan PLTU konvensional
sebagaimana dalam Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2017 pasal 8 ayat 1-2 di atas. Hal ini
didasarkan pada tipe pembangkit PLTN yang sama dengan PLTU yakni pembangkit uap,
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dominan untuk pemakaian baseload, dan sekaligus untuk melihat pasar PLTN dalam regulasi
yang telah berlaku di Indonesia untuk tipe pembangkit yang sama.

Untuk memutuskan kapasitas PLTN yang akan dibangun, perlu untuk melihat keadaan
sistem kelistrikan di Kalbar. Saat ini kapasitas eksisting Kalbar ialah 662 MW dengan daya
mampu netto 633 MW. Dari rencana pengembangan pembangkit PLN dalam RUPTL, untuk
rencana COD (commercial operation date) sampai dengan tahun 2028, kebanyakan kapasitas
yang dibangun adalah kelas 50 MW dan 100 MW untuk PLTU, dan 1-unit PLTG kelas 100
MW. Kapasitas lain di bawah 10 MW yaitu berupa PLTU 7 MW, Biomass, Mikrohidro.

Karena sistemnya memang masih kecil, jadi penambahan pembangkit dalam sistem
juga memakai kapasitas yang tidak terlalu besar. Sesuai RUPTL 2019-2028, prediksi beban
puncak pada tahun 2028 adalah 878 MW. Jika reserve margin adalah 30%-40% maka
perkiraan kapasitas sistem Kalbar pada tahun 2028 adalah 1.141-1.230 MW. Dengan
mengingat suatu rule of thumb bahwa penambahan pembangkit baru sebaiknya sebesar 10%
dari kapasitas jaringan, maka hingga tahun 2028, penambahan pembangkit di sistem Kalbar
ialah sekitar 100 MW. Oleh karena itu, maka PLTN yang dibangun di sistem Kalbar juga
berukuran maksimal 100 MW agar tidak mengganggu kestabilan jaringan.

Karena PLTN yang dibangun berukuran maksimal 100 MW, maka yang berlaku
kepadanya adalah seperti regulasi untuk PLTU berukuran < 100 MW. Di bawah ini adalah tiga
PLTN yang dipilih dengan memperhatikan 1) ukuran < 100 MW, 2) LWR 3) landbase dan 4)
telah sampai di tahap detil desain.

Tabel 2. Parameter teknis dan ekonomi PLTN dengan kriteria < 100 MW, LWR,
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landbase dan detil desain [6] [7] [8] [9]

SMR-1 SMR-2 SMR-3

50 MW 100 MW 100 MW
Kapasitas, MW 50 100 100
Kapasitas netto, MW 47,5 95 95
*OC (pure), $/kW 5000 5000 10000
OC (15t unit+cont.), $/kW 6600 6600 13200
Total Investasi (-IDC), $ 388.491.154 760.251.154 1.498.021.154
Total Investasi (+IDC), $ 412.298.489 807.509.715 1.591.592.802
Eskalasi Rp 6,70% 6,70% 6,70%
Eskalasi $ 0,17% 0,17% 0,17%
Nilai Tukar Rp/$ 14.000 14.000 14.000
Debt 70% 70% 70%
Loan Interest 5% 5% 5%
Equity Interest 10% 10% 10%
Efisiensi 31% 32% 30%
Capacity Factor 85% 85% 85%
Burn Up, GWd/ton 40 40 40
Harga Nuclear Fuel, $/kg 1.390 1.390 1.390
Nuclear Liability Premi, $/yr 400.000 400.000 400.000
Life Cycle Maintenance Cost,
S/yr 584.018 1.167.209 1.203.674
Man Power Annual Cost, $/yr 1.308.042 1.308.042 1.308.042
\Variable O&M cost $/kWh 0,000212 0,000212 0,000212
Footprint, m2 140.000 200.000 90.000
Harga Tanah, Rp/m2 350.000 350.000 350.000
Investasi Transmisi (SUTT+GI),
S 14.731.154 14.731.154 14.731.154
Disc. Rate for LCOE 10% 10% 10%

*OC = overnight cost
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Hasil perhitungan untuk parameter kelayakan finansial ketiga PLTN dengan 4 macam
harga jual dapat dilihat dalam tabel berikut. Parameter kelayakan yang dimaksud antara lain
IRR equity dan IRR project, NPV, BCR, dan payback period. Parameter kelayakan finansial
tersebut digunakan untuk melihat keberterimaan investasi dengan harga jual listrik yang
ditentukan.

Tabel 3. Hasil Perhitunngan parameter kelayakan finansial ketiga PLTN dengan 4
macam harga jual listrik.

Sebagai Perbadingan: BPP-P Kalbar = 10.70 sen/kWh, Nas = 7,86 sen/kWh
iKeimen ESDM 55/2019i
SMR-1, 50 MW, 5000$/kW
1 Harga Jual Listrik, 11 12 13 14
senUS$/kWh
2 IRR Equity 6.21% 7.60% 9.10% 10.71%
3 IRR Project 5.86% 6.64% 7.39% 8.10%
4 Net Present Value (NPV), US$ |-28.06 Juta 6.24 Juta  39.53 Juta 71.87 Juta
5 Benefit Cost Ratio (BCR) 0.92 1.02 1.11 1.19
6 Payback Period (PB) 12y7m 10y9m 9y7m 8y10m
7 Payback Period (PB) n.a. 48y 4 m 28y 7m 21y6m
Discounted
SMR-2, 100 MW, 5000$/kW
1 Harga Jual Listrik, 10 11 12 13
senUS$/kWh
2 IRR Equity 6.00% 7.41% 8.94% 10.58%
3 IRR Project 5.72% 6.52% 7.29% 8.02%
4 Net Present Value (NPV), US$ |-66.91 Juta 2.01 Juta  68.91 Juta 133.93 Juta
5 Benefit Cost Ratio (BCR) 0.91 1.00 1.10 1.19
6 Payback Period (PB) 12y10m 10yllm 9y8m 8yllm
7 Payback Period (PB) n.a. 57y4m 29y1lm 21y12m
Discounted
SMR-3, 100 MW, 10000$/kW
1 Harga Jual Listrik, 20 21 22 23
senUS$/kWh
2 IRR Equity 7.21% 7.96% 8.75% 9.56%
3 IRR Project 6.40% 6.82% 7.18% 7.59%
4 Net Present Value (NPV), US$ |-17.76 Juta 54.27 Juta 116.79 Juta 187.46 Juta
5 Benefit Cost Ratio (BCR) 0.99 1.04 1.08 1.13
6 Payback Period (PB) 11y2m 10y3m 9y9m 9y4m
7 Payback Period (PB) n.a. 40y 6 m 31y9m 25y1lm
Discounted

Ketiga PLTN di atas membutuhkan harga jual listrik di atas minimal 12 sen/kWh,11
sen/kWh dan 21 sen/kWh untuk bisa mencapai kelayakan investasi. Seluruhnya di atas BPP-
Pembangkitan Kalbar yang 10,70 sen/kWh. Berdasarkan regulasi untuk PLTU, maka untuk
kelas kapasitas < 100 MW di wilayah/sistem/subsistem yang BPP-Pembangkitannya > dari
BPP-Pembangkitan Nasional, maka harga pembelian tenaga listrik ditetapkan berdasarkan
lelang atau mekanisme yang saling menguntungkan (business to business), artinya tidak
melihat BPP-Pembangkitan setempat sebagai acuan murni, namun justru menyediakan ruang
untuk negosiasi. Tentu saja ini adalah keadaan yang menguntungkan karena harga jual listrik
PLTN yang paling minim pun ada di angka 11 sen/kWh. Jika PLTN Kalbar dibangun di atas
kapasitas 100 MW, harga jualnya maksimal 7,86 sen/kwh, dibatasi oleh BPP-Pembangkitan
Nasional sebagaimana regulasi yang berlaku.

87



Harga Jual Listrik PLTN di Kalimantan Barat ISSN: 2621-3125
Elok S. Amitayani, dkk

KESIMPULAN

Hingga 10 tahun ke depan, kapasitas sistem baru mencapai 1100-1200 MW, artinya
pembangkit yang ditambahkan adalah pembangkit berkapasitas sekitar 100 MW (10%
system)

Dengan data yang tersedia, 3 SMR dengan cap < 100 MW semua memiliki harga jual
minimal > BPP-P Nas maupun BPP-P Kalbar, agar cukup profit.

PLTN yang dibangun sebaiknya berkapasitas < 100 MW agar memungkinan ruang untuk
menegosiasikan harga jual listrik, tidak dibatasi oleh harga patokan tertinggi sebagaimana
peraturan yang berlaku.
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PERTANYAAN (Citra Candranurani-PKSEN BATAN):
Apakah aturan ini nanti bisa diaplikasikan ketika PLTN sudah dibangun?

JAWABAN:

Bisa saja. Dalam makalah ini penetapan harga pembelian PLTN mengikuti aturan untuk
PLTU karena kesamaan dalam tipe pembangkitnya yaitu steam dan peruntukannya yaitu
untuk baseload. Kalau bahan bakar dan teknologinya jelas berbeda. Selain itu, case ini
untuk mencoba apakah PLTN yang dipilih dapat menyesuaikan dengan aturan yang
sedang berlaku.
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ABSTRAK

PENGEMBANGAN PLTU DAN PERHITUNGAN POTENSI DAMPAKNYA TERHADAP
PRODUKSI PADI KALIMANTAN BARAT MENGGUNAKAN SIMPATCS. Salah satu dampak
dari emisi pembakaran bahan bakar fosil terhadap lingkungan sekitar adalah menurunnya
produktivitas hasil pertanian akibat penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Penurunan
hasil pertanian di Provinsi Kalimantan Barat mungkin bisa disebabkan oleh berbagai macam
hal. Dalam makalah ini dilakukan analisis sebaran emisi PLTU yang beroperasi di Kalimantan
Barat dan mancari keterkaitannya terhadap penurunan hasil produksi padi yang terjadi sejak
awal PLTU beroperasi hingga saat ini. Kemudian dilakukan pula kajian potensi penurunan
produksi padi pada tahun 2028 akibat pengembangan pembangunan PLTU sebagaimana
yang terencana dalam RUPTL PLN 2019-2028. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu pendekatan analisis jalur dampak yang terintegrasi dalam program SIMPACTS. Hasil
menunjukan bahwa penurunan produksi padi sejak awal beroperasinya PLTU hingga tahun
2018 tidak nampak secara signifikan. Kalaupun terjadi penurunan terhadap produksi padi
pada tahun tersebut, penyebabnya belum dapat dipastikan berasal dari emisi PLTU. Hasil lain
mengenai potensi penurunan produksi padi pada tahun 2028 akibat dari emisi PLTU yang
direncanakan akan beroperasi hingga akhir tahun tersebut menunjukkan bahwa emisi PLTU
dengan total daya 975 MW pada tahun 2028 berpotensi menurunkan produksi padi
Kalimantan barat lebih dari 800 Ton per tahun dengan kerugian diperkirakan mencapai angka
di atas Rp 7.000.000.000.

Kata kunci: emisi PLTU, penurunan produksi padi, Kalimantan Barat, SIMPACTS

ABSTRACT

COALFIRED POWER PLANT DEVELOPMENT AND CALCULATION OF ITS POTENTIAL
IMPACT ON WEST KALIMANTAN RICE PRODUCTION USING SIMPACTS. One of the
impacts of fossil fuel combustion emissions on the surrounding environment is a decrease in
agricultural productivity due to a decrease in the ability of plant photosynthesis. The decline in
agricultural output in the province of West Kalimantan may be caused by various of things. In
this paper an analysis of the distribution of CPP emissions operates in West Kalimantan and
seeks to link them to the decline in rice production that has occurred since the start of the CPP
in operation until now. Then a study on the potential for a reduction in rice production in 2028
was also carried out due to the development of the CPP development as planned in the PLN
RUPTL 2019-2028. The method used in this research is the impact pathway analysis approach
that is integrated in SIMPACTS. The results show that the decline in rice production from the
start of the operation of the power plant until 2018 did not appear to be significant. Even if
there was a decrease in rice production in that year, the cause could not yet be ascertained
from CPP emissions. Other results regarding the potential decline in rice production in 2028
due to CPP emissions planned to be operational until the end of the year show that the
emissions of a power plant with a total power of 975 MW in 2028 has the potential to reduce
West Kalimantan rice production by more than 800 Tons per year with losses estimated at
more than Rp 7,000,000,000.

Keyword: CPP emission, reduction in rice production, West Kalimantan, SIMPACTS
PENDAHULUAN
Dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di Kalimantan Barat, pemerintah maupun

swasta telah membangun berbagai jenis pembangkit serta menetapkan kebijakan impor listrik.
Hingga tahun 2017 konsumsi listrik di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2.252 GWh yang

89



Pengembangan PLTU dan Perhitungan Potensi Dampaknya... ISSN: 2621-3125
Sufiana Solihat

meliputi kebutuhan listrik untuk rumah tangga, industri, bidang usaha, sosial, kantor
pemerintahan, dan penerangan jalan umum [1]. Adapun daya mampu yang dihasilkan untuk
membangkitkan listrik di sistem tenaga listrik Kalimantan Barat sampai bulan Desember 2016
sebesar 633,1 MW, diantaranya 225,2 MW berasal dari pembangkit milik PLN sendiri, 115
MW berasal dari pembangkit milik IPP, 230 MW merupakan impor listrik dari PLTA Malaysia,
serta sisanya berasal dari sewa pembangkit dan lainnya [2]. Pasokan listrik Kalimantan Barat
yang berasal dari PLN hingga saat ini masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
(PLTD) dengan daya yang relatif kecil, sehingga biaya pokok produksi (BPP) cukup tinggi.
Oleh karena itu, untuk menekan BPP serta meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik di
Kalimantan Barat, Pemerintah melakukan pengembangan pembangkit non-BBM yakni
dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Proyek ini juga
ditujukan untuk mengurangi besarnya ketergantungan impor listrik dari Malaysia. Dengan ini
pula, direncanakan bahwa PLTD nantinya hanya akan ditempatkan di daerah 3T (terluar,
terdepan, dan tertinggal) yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Berdasarkan data Rensis
PLN Kalbar, PLTU yang telah beroperasi di Kalimantan Barat diantaranya PLTU Sanggau 2x7
MW yang sudah beroperasi sejak tahun 2014, PLTU Ketapang 2x10 MW yang mulai
beroperasi pada akhir tahun 2016, PLTU Sintang 3x7 MW yang mulai beroperasi tahun 2018,
dan PLTU Kalbar 3 2x50 MW yang mana unit 1 mulai beroperasi pada tahun 2018 dan unit 2
baru beroperasi pada bulan Agustus 2019. Terkait rencana pengembangan PLTU di
Kalimantan Barat berdasarkan yang tertulis di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) PLN 2019-2028, pada tahun 2019 akan mulai beroperasi PLTU Parit Baru dan PLTU
Pantai Kura-kura milik PLN dengan jumlah daya 178 MW. Di tahun 2020 direncanakan PLTU
Kalbar-1 milik IPP berdaya 200 MW dan PLTU Pantai Kura-kura milik PLN berdaya 28 MW
akan mulai beroperasi. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2028
direncanakan akan dibangun pula unit baru untuk PLTU Kalbar-2, PLTU Kalbar-3, dan PLTU
Ketapang Ex Timika dengan daya masing-masing 200 MW, 200 MW, dan 14 MW [2].

Pengembangan PLTU meskipun memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan listrik,
namun perlu diperhatikan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya terhadap lingkungan.
Sebagaimana yang telah diketahui selama ini bahwa emisi yang dihasilkan dari pembakaran
batu bara mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan
lingkungan. Batu bara merupakan sumber pencemar udara yang menghasilkan emisi SOz,
partikulat, dan NOx masing-masing sebesar 80%, 69%, dan 65% dari pembakaran di dalam
pembangkit, boiler, furnace dan sistem pemanas [3]. Pencemar udara yang berkaitan dengan
perkembangan industri, seperti SO2, NOx, PM1o, dan Oz permukaan, dapat menyebabkan
kerusakan yang cukup serius tidak hanya bagi kesehatan manusia, tetapi juga berdampak
terhadap lingkungan alam dan sosial, termasuk tanaman pangan, hutan, sumber daya air,
ekosistem, bangunan, dan lain-lain [4][5][6]. Emisi SO2 dapat menyebabkan hujan asam yang
berdampak terhadap kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman pangan sehingga akan
menyebabkan penurunan hasil pertanian [7].

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar masyarakatnya
bekerja sebagai petani. Selain itu sektor pertanian memegang peranan penting di Indonesia
karena sebagian besar masyarakat mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Begitu pula
di Provinsi Kalimantan Barat dimana pertanian merupakan sektor yang mendorong ekonomi
daerah dari tahun ke tahun pada kisaran 20-24%, terlebih lagi jumlah tenaga kerja di sektor
pertanian mencapai 51,7% dari total penduduk yang berusia 15 tahun ke atas [8]. Maka dari
itu sektor pertanian harus mendapat perhatian yang serius, termasuk dalam hal-hal yang
dapat menjadi ancaman terhadapnya. Pencemaran udara dari hasil pembakaran batubara di
sektor ketenagalistrikan patut menjadi perhatian karena dapat berdampak buruk terhadap
hasil pertanian. Di dalam laporan statistik pertanian tanaman pangan Provinsi Kalimantan
Barat menyebutkan bahwa produksi padi Kalimantan Barat cenderung mengalami penurunan
selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2011-2015) [9].

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hongfa (1989), dosis SO: berkorelasi
positif terhadap penurunan produksi tanaman pangan, seperti gandum, kentang, padi, jagung,
kacang-kacangan, dan lain-lain [3]. Demikian pula dengan penelitian yang telah dilakukan di
tahun sebelumnya oleh Zhang (1988), bahwa paparan konsentrasi SOz dalam jangka panjang
terhadap tanaman pangan akan menurunkan produktivitas hingga 5% karena menurunnya
kemampuan berfotosintesis tanaman [10].

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi penurunan produksi padi sejak
beroperasinya PLTU di Kalimantan Barat, serta untuk mengetahui potensi penurunan
produksi padi pada masa mendatang setelah PLTU beroperasi dalam jumlah tertentu.
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Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya dengan melihat secara langsung
tingkat produktivitas padi selama beberapa tahun terakhir sejak PLTU beroperasi hingga saat
ini. Selain itu dilakukan pula perhitungan potensi penurunan jumlah produksi padi pada tahun
akhir studi dengan pendekatan analisis jalur dampak/Impacts Pathway Analysis (IPA) yang
terintegrasi dalam program SIMPACTS. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam upaya pengembangan
pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik
khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

TEORI

PLTU merupakan salah satu sumber pencemaran udara dari sektor industri, yang
menghasilkan nitrogen oksida (NOXx), sulfur dioksida (SO2) dan particulate matter (PM). Emisi
NOx, SOz dan PM berkorelasi positif dengan pembangkitan listrik [11]. Dalam hal dampaknya
terhadap sektor pertanian, penurunan produksi pertanian yang disebabkan oleh pencemaran
udara ditentukan oleh konsentrasi pencemar dan durasi paparan, juga dipengaruhi oleh
kondisi lingkungan, jenis tanaman, sensitivitas tanaman, umur, temperatur, kelembaban, dan
penyinaran. Oleh karena itu, untuk memperkirakan besarnya dosis dapat dihitung dari
perkalian antara waktu dan konsentrasi. Pada saat konsentrasi tinggi terjadi, perkiraan dosis
ini tidak bisa menjadi acuan penurunan hasil produksi pertanian, karena paparan singkat (1-2
jam) dengan tingkat polusi yang tinggi (>2 ppm) dapat menyebabkan nekrosis jaringan atau
kerusakan lain yang mungkin terjadi jika dosis yang sama diberikan dalam durasi yang lebih
lama. Akan tetapi, pada tingkat polusi yang tidak menimbulkan kerusakan yang nampak
terhadap tanaman, dosis dapat menjadi prediktor untuk penurunan produksi pertanian.
Adapun contoh kerusakan yang terjadi diantaranya penurunan kandungan enzim, gangguan
respon fisiologis (perubahan pada sistem fotosintesis), gangguan yang nampak secara visual
seperti chlorosis (perusakan zat hijau daun) dan flecking (daun berbintik), kematian tanaman,
hingga penurunan hasil produksi pertanian [12][13][14][15].

Untuk mengetahui besarnya dampak konsentrasi pencemar terhadap pertanian, perlu
diketahui terlebih dahulu suatu nilai fungsi respon yang menunjukkan perubahan yang dialami
reseptor per satuan konsentrasi pencemar. Nilai ini disebut dengan Exposure Response
Function (ERF). Adapun persamaan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

ERE. — {0.007 x (CES)” - 0.259 x CBS,  CBS <39ug/m® @
0241 x c5, CBS > 39ug/m?
dimana,

C&’  :konsentrasi SOz background di wilayah terdampak Ay (ug/m?3)

Kemudian dapat dihitung dampak terhadap reseptor di wilayah domain berupa jumlah
penurunan produksi hasil padi di setiap tahunnya (Ir, Ton/tahun) dengan persamaan berikut:

Ir = Z;Lc1=1 ;1-/1:1 Rrxy X ERFrxy X ny (2)

dimana,

Rry : total produksi tahunan dari tanaman pangan jenis tertentu r di wilayah terdampak Axy
(Ton/tahun)

ERFry : exposure response function dari reseptor jenis tertentu r (%operubahan hasil panen
per pug/m?)

Cy : konsentrasi SO2 tambahan di wilayah terdampak Axy (1g/mS3)

Secara umum perkembangan ekonomi berimbas terhadap peningkatan pencemaran
udara. Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi dan ancaman terhadap keamanan
pangan yang telah menjadi masalah yang memprihatinkan di kawasan global [16]. Tidak
menutup kemungkinan, kerugian ekonomi dan ancaman keamanan pangan dapat terjadi di
kawasan lokal maupun regional. Besarnya kerugian akibat penurunan produksi tanaman
pangan (ECY, Rp/tahun) di Kalimantan Barat dapat dihitung dengan persamaan berikut:

ECY, = Z;Lcl:l ;1:1 Irxy X Uy 3)

dimana,

Iy @ penurunan produksi tanaman pangan jenis tertentu r di wilayah terdampak Axy
(Ton/tahun)

Ur : biaya satuan dari reseptor jenis tertentu r (Rp/Ton)
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METODOLOGI

Wilayah penelitian dalam makalah ini meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan
Barat. Penelitian ini mengacu pada RUPTL PLN 2019-2028 yang direncanakan akan
dibangun PLTU berbahan bakar batubara di Provinsi Kalimantan Barat hingga tahun 2028.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua). Metode pertama dilakukan
untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan produksi padi sejak beroperasinya PLTU di
Kalimantan Barat hingga saat ini. Metode kedua dilakukan untuk mengetahui besaran potensi
penurunan produksi padi pada akhir tahun 2028 setelah jumlah PLTU bertambah.

1. Penentuan Ada/Tidaknya Penurunan Produksi Padi Selama Beberapa Tahun
Terakhir
Tahapan yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan produksi padi
sejak PLTU beroperasi selama beberapa tahun terakhir, yakni dimulai dari pengumpulan data
dan asumsi data yang tidak tersedia, pemetaan lokasi PLTU yang telah beroperasi di
Kalimantan Barat, serta pembuatan kurva untuk melihat secara langsung apakah terjadi
penurunan produksi padi atau tidak akibat beroperasinya PLTU di wilayah ini.

a. Pengumpulan Data dan Asumsi
Adapun data yang diperlukan pada tahapan ini diantaranya produksi padi, luas panen
tanaman padi, dan produktivitas padi per hektar di Provinsi Kalimantan Barat secara umum,
maupun per kabupaten/kota.

Tabel 1. Data Produksi, Luas Panen, dan Produksi Padi per hektar di Provinsi Kalimantan
Barat [9][17][18]

Tahun  Produksi Padi (Ton) Luas Panen (Ha) Rerata Produksi per Hektar (Kuintal/Ha)

2011 1.372.989 444,353 30,90
2012 1.300.100 427.798 30,39
2013 1.441.876 464.898 31.01
2014 1.372.695 452.242 30,35
2015 1.275.707 433.944 29,40
2016 1.364.524 496.358 27,49
2017 1.397.953 507.698 27,54
2018 622.041* 214.887* 28,95

Keterangan: * data sementara

Tabel 2. Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2011-2018
[9][18]

Rerata Produksi Padi (Kwintal/Hektar)
2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018

No. Kabupaten/Kota

1 Kab, Sambas 32,84 32,63 34,25 33,29 28,22 28,22 28,222 25,65
2 Kab, Bengkayang 32,95 34,80 32,94 31,72 24,69 24,68 24,68 27,71
3 Kab, Landak 3154 30,71 32,45 30,37 36,69 36,68 36,68 37,07
4 Kab, Mempawah 36,17 3505 35,75 3515 3596 3593 3592 32,85
5 Kab, Sanggau 26,56 24,53 27,35 26,25 32,63 32,62 32,61 23,70
6 Kab, Ketapang 30,06 28,99 3055 29,23 27,82 27,81 27,81 29,42
7 Kab, Sintang 25,83 28,61 26,69 26,77 24,91 24,90 24,90 22,06
8 Kab, Kapuas Hulu 27,03 23,23 24,87 24,68 22,33 22,32 22,31 23,87
9 Kab, Sekadau 20,81 19,99 2151 21,64 17,94 17,92 17,92 27,91
10 Kab, Melawi 23,11 21,92 22,32 20,71 21,19 21,17 21,17 24,28

11 Kab, Kayong Utara 31,70 31,68 32,18 31,60 25,19 2518 2517 26,35
12  Kab, Kubu Raya 34,09 34,15 34,26 34,25 34,25 34,24 34,24 29,52
13  Kota Pontianak 30,13 30,28 30,14 26,42 24,29 22,93 22,34 34,33
14  Kota Singkawang 33,72 31,83 32,00 30558 30,12 30,06 30,02 32,22

Keterangan: * hasil pengolahan data

Selain itu, diperlukan pula data PLTU yang sudah beroperasi di Kalimantan Barat
beserta waktu mulai beroperasi dan kapasitas daya yang dibangkitkan.
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Tabel 3. PLTU yang sudah beroperasi di Kalbar

No. PLTU Mulai Beroperasi Kapasitas (MW)

1 PLTU Sanggau Juli dan Desember 2014 2x7

2 PLTU Ketapang Akhir 2016 dan Maret 2017 2x10

3 PLTU Kalbar 3 Juni 2018 dan Agustus 2019 2 x50

4 PLTU Sintang Oktober 2018 3x7
Total Kapasitas 155

Sumber: Rensis PLN Kalbar

b. Pemetaan Lokasi PLTU Eksisting dan Pembuatan Kurva
Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pemetaan lokasi PLTU yang telah
beroperasi untuk mengetahui titik lokasi pembangkit dan wilayah pertanian di daerah
Kalimantan Barat. Tidak lupa juga untuk melakukan pemodelan arah dan kecepatan angin
rata-rata selama setahun di wilayah studi. Langkah selanjutnya dilakukan pembuatan kurva
yang menunjukkan produktivitas padi selama beberapa tahun sebelum dan setelah PLTU
beroperasi hingga tahun terakhir data tersedia.

2. Perhitungan Potensi Penurunan Padi pada Akhir Tahun 2028

Metode yang dilakukan diantaranya dengan melakukan pendekatan IPA yang terintegrasi
dalam program SIMPACTS. Adapun langkah pendekatan IPA yang dilakukan mulai dari
mengindentifikasi karakteristik dari sumber emisi. Kemudian melakukan perhitungan dispersi
dan transportasi pencemar dengan mempertimbangkan kondisi cuaca di wilayah studi.
Selanjutnya menganalisis proses paparan pencemar terhadap reseptor, dalam hal ini reseptor
yang dimaksud yaitu tanaman padi. Langkah selanjutnya yakni mengestimasi dampak dari
paparan pencemar terhadap tanaman padi dengan mengaplikasikan nilai fungsi respon
(ERF). Tahap terakhir yaitu mengkonversi dampak penurunan produktivitas yang dialami
tanaman padi ke dalam suatu nilai ekonomi [19].

a. Data dan Asumsi
Untuk melakukan identifikasi karakteristik sumber emisi diperlukan beberapa data.
Dalam penelitian ini, data yang diketahui diantaranya PLTU direncanakan akan beroperasi di
wilayah studi.

Tabel 4. Rencana Pembangunan PLTU di Provinsi Kalimantan Barat hingga tahun 2028 [2]

No. PLTU Tahun Operasi Kapasitas (MW)

1 PLTU Pantai Kura-kura (FTP1) 2019 28

2 PLTU Parit Baru (FTP2) 2019 100

3 PLTU Parit Baru (FTP1) 2019 50

4 PLTU Pantai Kura-kura (FTP1) 2020 28

5 PLTU Kalbar 1 2020 2 x 100

6 PLTU Kalbar 2 2022 100

7 PLTU Kalbar 2 2023 100

8 PLTU Kalbar 3 2025 100

9 PLTU Kalbar 3 2026 100

10 PLTU Ketapang (Ex Timika) 2028 2x7
Total Kapasitas 820

Dilakukan pula berbagai asumsi data sebagai bahan input dalam melakukan
perhitungan. Beberapa asumsi yang dilakukan diantaranya mengenai spesifikasi pembangkit
(tinggi dan diameter cerobong), temperatur dan kecepatan alir di ujung cerobong, serta jumlah
emisi SOz, NOx, dan PMio dari pembangkit dengan satuan Ton/tahun. Adapun asumsi-asumsi
tersebut mengacu pada berbagai referensi terkait PLTU yang telah beroperasi di Indonesia.

b. Pengelompokan Wilayah Domain
Sebagai input awal dalam program SIMPACTS, yang akan digunakan dalam penelitian
ini, diperlukan data domain pembangkit yang memuat titik koordinat dan penentuan ukuran
tiap sel yang mewakili sejumlah luas area terdampak. Ditentukan bahwa ukuran tiap sel
mewakili 50x50 km area terdampak. Pemodelan yang dilakukan SIMPACTS hanya dapat
menghitung dampak dari suatu sumber emisi, sementara dalam penelitian ini terdapat
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beberapa sumber emisi karena jumlah PLTU lebih dari satu. Oleh karena ini untuk
menyederhanakan maka dilakukan pengelompokan titik emisi, dimana PLTU yang berjarak
kurang dari 50 km dianggap sebagai satu titik emisi.

c. Proyeksi Data dan Asumsi
Data dan asumsi untuk tahun 2028 yang digunakan sebagai input program SIMPACTS
ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Data input dan asumsi yang diperlukan untuk tahun 2028 [20]

Data PLTUA PLTUB PLTU C PLTUD PLTUE PLTUF PLTU G
Daya (MW) 256 250 200 200 34 14 21
Titik Koordinat (°) 0°46'29" LU 0°3'35" LU 0°31'37" LU 0°23'56" LU 1°46'56" LS 0°1'50" LS 0°4'26" LS

108°54'57" BT ~ 109°12'18” BT 109°9'22" BT 109°55'35" BT~ 109°56'32" BT ~ 110°33'20" BT 111°26'2" BT

Spesifikasi Cerobong:

Elevasi tanah (m) 30,3 21,4 59 1425 4,1 60 33,5
Tinggi cerobong (m) 107 107 107 107 107 107 107
Diameter cerobong (m) 4 4 4 4 4 4 4
Temperatur keluaran (K) 398 398 398 398 398 398 398
Laju alir (m/detik) 36 36 36 36 36 36 36
Tingkat emisi:

SO2 (Ton/tahun) 6.230 6.084 4.867 4.867 827 341 511
NOXx (Ton/tahun) 8.907 8.699 6.959 6.959 1.183 487 731
PM10 (Ton/tahun) 57.008 55.672 44.538 44.538 7.571 3.118 4.676

Dalam perhitungan dampak penurunan produksi padi pada tahun 2028, diperlukan
data produksi padi di Provinsi Kalimantan Barat yang telah diproyeksikan ke tahun tersebut.
Untuk melakukan proyeksi ini, maka diasumsikan laju peningkatan per tahun produksi padi di
setiap Kabupaten/Kota menggunakan rerata laju peningkatan produksi padi dari tahun 2011
hingga 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penentuan Ada/Tidaknya Penurunan Produksi Padi Selama Beberapa Tahun

Terakhir

Adapun pemetaan lokasi PLTU eksisting ditampilkan pada Gambar 1. Berdasarkan hasil
pemodelan arah dan kecepatan angin yang dihasilkan oleh program SIMPACTS, arah angin
dominan selama setahun di wilayah Kalimantan Barat berhembus dari arah selatan ke utara.

Pada mulanya diperkirakan akan terjadi penurunan produksi padi di beberapa lahan padi
di Kabupaten/Kota yang berada di sebelah utara PLTU yang beroperasi. Akan tetapi setelah
dilakukan kompilasi data dan pengamatan langsung pada kurva yang ditampilkan pada
Gambar 2, ternyata perkiraan awal tersebut tidak bisa dibuktikan. Dalam kurva tersebut tidak
nampak adanya penurunan produksi padi yang signifikan. Hingga tahun 2018, dari 14
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan
produksi padi. Sedangkan 9 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan produksi padi.

Sejalan dengan ini, berdasarkan berbagai referensi terkait disebutkan bahwa belerang
merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Paparan SO: tingkat rendah akan
berdampak positif terhadap tanaman. SO atmosfer ditangkap oleh tanaman melalui stomata,
kemudian berasimilasi dan digunakan untuk mensintesis asam amino yang mengandung
sulfur, seperti methionine dan cycteine. Senyawa yang mengandung belerang sangat penting
untuk pertumbuhan tanaman, dan berbagai proses fisiologis dan biokimiawi [15]. Penelitian
pun telah dilakukan oleh European Comission dalam laporan ExternE Project yang
menyatakan bahwa ERF SO: terhadap tanaman tidak linier, sebagaimana ditampilkan
Gambar 3. Hal ini disebabkan dalam dosis kecil, paparan SO. dapat bersifat sebagai pupuk
terhadap tanaman, sehingga produktivitas dari tanaman akan meningkat [22].
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Gambar 1. PLTU yang Sudah Beroperasi di Kalimantan Barat
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Gambar 2. Fluktuasi Produksi Padi Hingga Tahun 2018
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2. Perhitungan Potensi Penurunan Padi pada Akhir Tahun 2028
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Gambar 4. Rencana dan Pengelompokan Titik Emisi PLTU Kalimantan Barat 2028

Berdasarkan data PLTU yang telah diperoleh, untuk diinputkan ke dalam program
SIMPACTS perlu dilakukan pengelompokan PLTU yang berjarak kurang dari 50 km. PLTU
yang direncanakan akan beroperasi di Kalimantan Barat pada tahun 2028 berjumlah 14 unit
dengan total daya 975 MW, 4 diantaranya merupakan PLTU yang telah beroperasi, dan 10
PLTU akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2028. Terdapat beberapa PLTU yang
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berjarak kurang dari 50 km, sehingga titik emisi dapat dikelompokan menjadi 7 titik emisi
PLTU, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4. Ketujuh titik emisi PLTU tersebut masing-
masing menjadi input domain dalam SIMPACTS sehingga akan diperoleh 7 hasil pemodelan
yang kemudian diagregasi menjadi suatu hasil akhir perhitungan dampak.

Tabel 6. Proyeksi Kepadatan Penduduk dan Produksi Padi per Kabupaten/Kota Tahun 2028

Laju Peningkatan Produksi Padi

No. Kabupaten/Kota Produksi Padi (Ton)
1 Kab, Sambas 3,73 488.245
2 Kab, Bengkayang -5,77 49.799
3 Kab, Landak 2,85 322.170
4 Kab, Mempawah 2,33 109.253
5 Kab, Sanggau 14,32 555.030
6 Kab, Ketapang 6,27 178.383
7 Kab, Sintang -0,41 83.960
8 Kab, Kapuas Hulu -2,99 32.354
9 Kab, Sekadau 8,20 70.006
10 Kab, Melawi 2,89 43.234
11 Kab, Kayong Utara -1,79 73.837
12 Kab, Kubu Raya 0,75 278.213
13 Kota Pontianak -6,39 688
14  Kota Singkawang 3,93 27.969

Total Produksi Padi 2.313.140

Setelah semua data dan asumsi telah tersedia sebagai bahan masukan untuk program
SIMPACTS, maka program dapat dijalankan. Adapun hasil akhir yang diperoleh dari hasil
pemodelan yaitu berupa suatu nilai penurunan jumlah produksi padi dalam satuan ton per
tahun dengan dasar perhitungan mengacu pada persamaan (2). Penurunan jumlah produksi
tersebut kemudian dikonversikan menjadi suatu nilai kerugian dalam satuan Rupiah per tahun,
dengan dasar perhitungan mengacu pada persamaan (3). Untuk menghitung kerugian
diperlukan data biaya produksi per ton beras yang dihasilkan. Berdasarkan studi referensi,
diketahui biaya produksi padi per hektar per musim tanam di daerah Kalimantan Barat pada
tahun 2014 sebesar Rp 16.718.182 [21]. Dari jumlah tersebut dapat dihitung besarnya biaya
produksi padi untuk setiap ton beras setelah diproyeksikan ke tahun 2028 menjadi Rp
9.281.406/Ton.

Diasumsikan akan terjadi penurunan produksi padi di Kalimantan Barat setelah PLTU
beroperasi sejak tahun 2014 hingga 2028 karena jumlah PLTU bertambah sehingga emisinya
pun semakin besar. Dari hasil pemodelan dan perhitungan yang telah dilakukan dengan
bantuan SIMPACTS, dihasilkan besaran nilai potensi penurunan produksi padi pada tahun
2028 beserta nilai ekonomi yang menyatakan kerugiannya, sebagaimana ditampilkan pada
Tabel 7.

Tabel 7. Potensi Penurunan Produksi Padi dan Kerugian Ekonominya
PLTU Potensi Penurunan Produksi (Ton/tahun)  Kerugian (Rp/tahun)

PLTU A 98,11 910.553.490
PLTUB 155,47 1.442.962.780
PLTUC 71,43 662.927.240
PLTU D 437,67 4.062.231.322
PLTUE 4,65 43.121.714
PLTU F 49,60 460.390.352
PLTU G 8,62 80.011.069

Total 825,54 7.662.197.968

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukan bahwa penurunan produksi padi yang
mungkin terjadi pada tahun 2028 sebesar 0,04% dari jumlah produksi padi yang semestinya.
Persentase penurunan jumlah produksi padi tersebut memang dapat dikatakan relatif kecil,
bahkan tidak mencapai 1%. Namun besarnya kerugian ekonomi yang berpotensi terjadi tidak
bisa diabaikan. Jika nantinya hal ini terbukti dan pengembangan PLTU tetap berlanjut, maka
tidak menutup kemungkinan kerugian ekonomi dari penurunan produksi padi akibat paparan
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emisi PLTU bisa lebih besar lagi. Selain itu, dampak lain dari emisi PLTU juga dapat berimbas
terhadap kesehatan manusia tidak dapat dianggap remeh. Oleh karena itu, pemerintah perlu
mempertimbangkan jenis pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan dan dapat
menghasilkan daya yang besar, salah satu contohnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
(PLTN).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
pembangunan PLTU sejak tahun 2014 hingga saat ini belum berdampak signifikan terhadap
produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi untuk jangka panjang, emisi PLTU
berpotensi akan berdampak terhadap sektor pertanian. Adapun besarnya penurunan produksi
padi yang berpotensi terjadi pada tahun 2028 akibat emisi PLTU bisa mencapai lebih dari 800
Ton dalam satu tahun, dengan kerugian dapat mencapai lebih dari Rp 7 miliar per tahun.
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DISKUSI/TANYA JAWAB:

1. PERTANYAAN (Siti Alimah-PKSEN BATAN):
Apakah hasil perhitungan sudah pernah dibandingkan dengan metode lain atau dengan
data sekunder lain?

JAWABAN:

Hasil perhitungan belum pernah dibandingkan dengan metode lain ataupun data
sekunder lain karena belum ada yang melakukan studi yang sama, atau mungkin
penulis tidak menemukan data tersebut.

2. PERTANYAAN (Elok Satiti Amitayani-PKSEN BATAN):
Apakah penurunan produksi padi hanya diakibatkan oleh emisi PLTU? Bagaimana
kalau itu ternyata akibat dari hama wereng atau kemarau? Bagaimana model
menjelaskannya?

JAWABAN:

Penurunan produksi padi bisa disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena
pengaruh cuaca, hama, kondisi tanah, polusi lingkungan, bencana, irigasi, dan lain
sebagainya. Akan tetapi dalam studi ini hanya difokuskan pada dampak pembakaran
bahan bakar fosil (khususnya batu bara) terhadap tanaman pangan (padi) di wilayah
studi Kalimantan Barat, di mana di dalamnya tidak memperhitungkan faktor-faktor lain
seperti yang telah disebutkan di atas.

3. PERTANYAAN (Edwaren Liun-PKSEN BATAN):
PLTU yang dibahas dalam makalah ini jenis apa? Berapa luas wilayah terdampak?
Bagaimana pengaruh cuaca dalam perhitungan potensi dampak dalam makalah ini?

JAWABAN:

PLTU yang dibahas dalam makalah ini adalah yang berbahan bakar batu bara,
sebagaimana yang direncanakan dalam RUPTL PLN akan beroperasi di Kalimantan
Barat hingga tahun 2028. Luas wilayah terdampak yang diperhitungkan dalam studi ini
meliputi seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Pengaruh cuaca dalam perhitungan
potensi dampak dalam makalah ini sebagaimana hasil pemodelan meteorologi yang
terintegrasi dalam program SIMPACTS, yakni diantaranya arah angin rata-rata tahunan
dominan ke arah utara.
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DI INDONESIA MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN
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ABSTRAK

PENILAIAN KINERJA FINANSIAL PROYEK PLTN TEKNOLOGI APR-1400 DI
INDONESIA MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN. Masalah finansial merupakan
masalah yang sangat krusial dalam proyek pembangunan PLTN, mengingat proyek PLTN
dicirikan sebagai proyek yang padat modal dan padat teknologi serta dengan persyaratan
keamanan dan keselamatan yang tinggi. Oleh karena itu calon investor perlu diyakinkan
untuk mengambil keputusan investasi pada proyek PLTN tersebut. Keyakinan investasi ini
dapat dibangun melalui kinerja finansial proyek yang antara lain dapat diketahui melalui
analisis rasio keuangan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis rasio
keuangan dari proyek PLTN teknologi APR1400 berdaya 2 x 1400 MW dari Korea yang
telah dibangun di Uni Emirat Arab — UEA (PLTN Barakah) jika diimplementasikan di
Indonesia. Dalam penelitian ini difokuskan pada liquidity ratio dan leverage ratio.
Perhitungan menghasilkan nilai liquidity ratio masing-masing sebesar: current ratio sebesar
99,26 dan acid test ratio sebesar 99,12. Nilai current ratio menunjukkan bahwa besarnya
aktiva lancar adalah 99,26 kali hutang lancarnya. Sedangkan nilai acid test ratio
menunjukkan bahwa perusahaan akan dapat membayar kewajiban lancarnya dalam waktu
yang singkat. Sedangkan nilai leverage ratio yang diperoleh masing-masing sebesar: debt
ratio sebesar 0,37 dan times interest earned sebesar 17,87. Nilai ini menunjukkan bahwa
perusahaan mampu membayar beban bunga di masa depan. Berdasar nilai-nilai rasio
keuangan yang diperoleh dari perhitungan (baik rasio likuiditas maupun rasio leverage)
diketahui bahwa perusahaan PLTN yang diajukan dalam proposal proyek dapat diterima,
sehingga hasil ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor maupun kreditor untuk
mengambil keputusan investasi maupun keputusan memberikan pinjaman pada proyek.

Kata kunci: APR-1400, kinerja finansial, liquidity ratio, leverage ratio.

ABSTRACT

FINANSIAL FEASIBILITY ANALYSIS: IMPLEMENTATION OF APR-1400 TECHNOLOGY
PROJECT IN INDONESIA. Financing issue is a crucial problem in nuclear power plant
(NPP) projects, given that nuclear power projects are characterized as capital-intensive and
technology-intensive projects with high security and safety requirements. Therefore
prospective investors need to be convinced to make investment decisions on the NPP
project. This investment confidence can be built through the financial performance of the
project which, among others, can be identified through project financial ratio analysis. This
study aims to analyze the financial ratios of the 2 x 1400 MW APR1400 nuclear power plant
project from Korea that has been built in the United Arab Emirates - UAE (Barakah nuclear
power plant) if implemented in Indonesia. In this study focused on the liquidity ratio and
leverage ratio. The calculation produces a liquidity ratio value of: current ratio of 99.26 and
an acid test ratio of 99.12. The value of the current ratio shows that the amount of current
assets is 99.26 times the current liability. While the acid test ratio value indicates that the
company will be able to pay its current liabilities in a short time. While the leverage ratio
obtained is: debt ratio of 0.37 and times interest earned of 17.87. This value indicates that
the company is able to pay interest expense in the future. Based on the values of financial
ratios obtained from calculations (both liquidity ratios and leverage ratios) it is known that
NPP company submitted in project proposals can be accepted, so these results can be a
consideration for investors and creditors to make investment decisions and decisions to lend
to the projects.

Keywords: APR-1400, financial performance, liquidity ratio, leverage ratio
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PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) No 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
(KEN) mengamanatkan peningkatan target porsi energi terbarukan (EBT) pada bauran
energi nasional, yaitu dari sebesar 5% pada tahun 2015 menjadi 25% pada tahun 2025 dan
31% pada tahun 2050[1]. Amanat Peraturan Pemerintah ini tentu akan mendorong
penyediaan teknologi pembangkitan listrik yang lebih ramah lingkungan sehingga sejalan
dengan amanat PP Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional
(RUEN). Dalam PP No. 22 tahun 2017 disebutkan bahwa salah satu dari 11 kriteria yang
diamanatkan dalam penyediaan teknologi pembangkitan yang diusulkan adalah kemampuan
pembangkit untuk mereduksi emisi CO2 [2],[3].

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat menjadi salah satu opsi teknologi
yang dapat diusulkan dalam mengemban amanat KEN dan RUEN tersebut, disamping
pembangkit listrik energi terbarukan yang lain. PLTN dinilai sebagai teknologi yang handal,
mengingat karakteristiknya sebagai pembangkit yang kontinyu dimana tingkat
availabilitasnya tinggi, yakni di atas 90% serta memasok daya secara konstan. Selain itu,
pembangunan PLTN diharapkan dapat menjadi loncatan penguasaan teknologi tinggi,
meningkatkan kemampuan industri kawasan dan nasional, akan menambah diversifikasi
bahan bakar di dalam sistem sehingga meningkatkan ketahanan energi, serta mengurangi
potensi bertambahnya emisi karbon [4],[5].

Proyek PLTN merupakan suatu mega proyek yang padat teknologi, padat modal,
persyaratan keamanan dan keselamatan yang tinggi serta waktu konstruksi yang cukup
lama. Karakteristik ini menyebabkan tidak mudah bagi pemilik proyek untuk memperoleh
pendanaan guna membiayai pembangunan PLTN. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi
pemilik proyek untuk dapat meyakinkan calon investor dalam mengambil keputusan
investasi pada proyek PLTN yang dimiliki. Oleh karena itu menjadi penting untuk membantu
program energi nuklir pertama kali di negara-negara yang sedang berkembang sehingga
dapat membangun PLTN secara efektif, aman serta damai dengan memberikan informasi
yang detail, mudah dipahami serta terstruktur yang dikenal sebagai milestone IAEA [6].

Keyakinan calon investor untuk berinvestasi pada proyek PLTN antara lain dapat
dibangun melalui kinerja finansial proyek dari studi kelayakan finansial yang telah dilakukan.
Kinerja finansial proyek antara lain dapat diketahui melalui nilai-nilai indikator kelayakan
seperti Nilai kini bersih (Nett Present Value — NPV) serta tingkat pengembalian internal
(Internal Rate of Return — IRR) [7]. Selain itu, kinerja finansial proyek juga dapat diketahui
dengan melakukan analisis rasio keuangan dari proyeksi laporan keuangan yang diusulkan.
Melalui analisis rasio keuangan ini, calon investor dapat mengetahui kondisi keuangan
perusahaan PLTN (NPP Company)[8].

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis rasio keuangan dari proyek PLTN
teknologi APR 1400 dari Korea yang telah dibangun di Uni Emirat Arab — UEA (PLTN
Barakah) jika diimplementasikan di Indonesia. Terdapat empat jenis rasio keuangan yang
dapat dianalisis dari suatu laporan keuangan, antara lain: liquidity ratio, leverage/ solvabilitas
ratio, activing ratio dan profitability ratio. Dalam penelitian ini difokuskan pada liquidity ratio
dan leverage ratio. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu calon pemilik proyek
maupun stakeholders (pemerintah, calon investor, dll) dalam pengambilan keputusan
investasi pada proyek PLTN secara lebih komprehensif.

TEORI/ POKOK BAHASAN
Alur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah yang dinyatakan dengan diagram
alir pada Gambar 1.

Rasio Keuangan

Analisis Rasio Keuangan adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk
mengevaluasi berbagai aspek kinerja operasi dan keuangan. perusahaan berdasarkan
informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan seperti laporan neraca
(balance sheet), laporan aliran kas (cash flow statement) dan laporan laba-rugi (income
statement). Rasio Keuangan ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan, kreditur
atau pemberi pinjaman serta investor dan para pemegang saham. Rasio Keuangan ini juga
digunakan oleh para analisis sekuritas dan lembaga pemeringkat kredit untuk menilai
kekuatan dan kelemahan berbagai perusahaan yang akan dianalisisnya.
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Studi Pustaka "Analisis Kelayakan
Finansial Proyek"
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Pengumpulan parameter & data teknis
maupun ekonomi dari PLTN yang dikaji

v

Melakukan perhitungan rasio keuangan
dengan model kelayakan finansial
berbasis spreadsheet

)

Analisis Hasil & Menarik Kesimpulan

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Liguidity Ratio (Rasio Likuiditas)
Rasio Lancar

Rasio Lancar atau Current Ratio adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan
necara likuiditas perusahaan. Rasio lancar dihitung dengan membagikan Aktiva Lancar
(current assets) dengan kewajiban atau Hutang Lancar (current liabilities). Rumus Rasio
lancar dinyatakan dalam persamaan 1).

Rasio Lancar = Aktiva Lancar/ Hutang Lancar (1)

Acid Test Ratio

Rasio Cepat (Quick Ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan
menggunakan aset yang paling likuid atau aset yang paling mendekati uang tunai (aset
cepat). Yang termasuk sebagai Aset Cepat (Quick Asset) adalah Aktiva Lancar atau Aset
lancar yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dan mendekati nilai bukunya.
Rumus rasio cepat dinyatakan dalam persamaan 2).

Rasio Cepat = (Aktiva Lancar — Persediaan)/ Kewajiban Lancar (2)

Leverage Ratio

Leverage Ratio atau Rasio Solvabilitas (Solvency Ratio) adalah suatu rasio
keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka
panjangnya seperti pembayaran bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang
dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya

Debt Ratio

Rasio Hutang (Debt Ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa
besar perusahaan mengandalkan hutang untuk membiayai asetnya. Rasio Hutang ini dapat
menunjukan proporsi hutang perusahaan terhadap total aset yang dimilikinya. Rumus rasio
hutang dinyatakan pada persamaan 3).

Rasio Hutang = Total Hutang/ Total Aset 3)
Times Interest Earned Ratio

Times Interest Earned adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam
membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Rasio ini sering juga disebut dengan
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Interest Coverage Ratio. Rumus Times Interest Earned Ratio ini dinyatakan dalam
Persamaan 4).

Times Interest Earned = Laba Sebelum Pajak dan Bunga (EBIT)/ Beban Bunga (4)

Teknologi PLTN APR 1400

Teknologi PLTN APR-1400 dikembangkan oleh industri nuklir Korea dibawah
kepemimpinn KEPCO. Desain reaktor berbasis pada desain System 80+ yang disertifikasi
oleh Nuclear Regulatory Commission (NRC) di Amerika Serikat. Teknologi APR-1400
merupakan versi upgrade dari teknologi OPR1000 (Optimum Power Reactor) yang
merupakan PLTN PWR standar pertama di Korea[9].

Beberapa poin upgrade yang dimiliki oleh teknologi APR-1400 diantaranya meliputi:
desain maju, peningkatan keselamatan, peningkatan efektifitas biaya, operasi & perawatan
yang lebih nyaman, waktu operasi yang lebih panjang (mencapai 60 tahun) serta didesain
untuk tahan terhadap gempa dengan magnitude 7 skala Ritcher atau lebih. Reaktor ini telah
dilisensi oleh badan pengawas tenaga nuklir Korea (Korea Institute of Nuclear Safety —
KINS)[10].

Parameter Teknis PLTN yang Dikaji

Pada penelitian ini diasumsikan akan dibangun 2 unit PLTN dengan teknologi.
Parameter teknis dari PLTN APR1400 yang menjadi objek penelitian dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Teknis PLTN yang Dikaji

No Parameter Unit Nilai Referensi
1 | Kapasitas Pembangkit MW 2 x1.345
2 | Faktor Kapasitas % 93 [11]
3 Produksi  energi listrik MWh 21.914.892
tahunan
4 . MWd per metric
Derajat bakar ton U235 40.000 [12]
5 | Tahun Dasar 2015
6 | Waktu Konstruksi Tahun 6
7 | Umur Pembangkit Tahun 60

DATA & ASUMSI
Data Biaya dan Parameter Ekonomi

Komponen biaya-biaya yang membentuk biaya pembangkitan listrik antara lain
meliputi: biaya investasi, biaya operasi & perawatan (operation & maintenance — O&M Cost)
serta biaya bahan bakar. Biaya dekommisioning dan biaya pengelolaan limbah PLTN
diasumsikan termasuk dalam komponen biaya O & M. Untuk kasus PLTN Barakah, nilai
kontrak proyek PLTN APR 4 x 1400 MWe adalah sebesar 20,4 Milyar USD. Dengan kata
lain besarnya biaya investasi atau overnight cost adalah 3.792 USD/kWe. Karena nilai
kontrak tersebut adalah nilai tahun 2009, maka dalam penelitian ini biaya investasi tersebut
dikonversi ke tahun dasar (2015) dengan menggunakan Power Capital Cost Index (PCCI)
sehingga menjadi sebesar 4.068 USD/kWe. Adapun biaya tenaga kerja yang merupakan
bagian dari biaya O&M diasumsikan mengikuti standar penggajian PT PLN (Persero).
Proyek ini diasumsikan didanai dengan Rupiah (Rp) sebagai porsi Local currency dan
United State Dollar (USD) sebagai porsi Foreign Currency. Data komponen biaya
pembangkitan. listrik dan beberapa parameter ekonomi yang digunakan dalam penelitian
dinyatakan dalam Tabel 2.
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Tabel 2. Parameter Ekonomi Proyek

No Parameter Unit Nilai Referensi
1 |Biaya Investasi Juta USD 10.942,92 [13], [14]
2 |Biaya Fixed O & M Juta USD 157,42
3 |Biaya Variable O&M Juta USD 13,28 [15]

4 |Biaya Bahan bakar Juta USD 141,90
5 |Nilai Tukar Rp/USD 13.000 [16]
6 |Tingkat pajak perusahaan % 25
7 | Eskalasi Biaya Bahan bakar % 1,5 [17]

Skema Pendanaan

Kasus Indonesia tentu berbeda bila dibandingkan dengan UEA, mengingat
pemerintah Indonesia tidak memiliki dana yang cukup kuat untuk pembangunan
infrastruktur. Pada penelitian ini diasumsikan bahwa proyek didanai oleh 70% porsi pinjaman
dan 30% porsi ekuitas. Porsi pinjaman diasumsikan berasal dari kredit ekspor (Export Credit
Agency — ECA) dan bank komersial. ECA merupakan jenis pinjaman yang diberikan oleh
negara vendor PLTN dalam bentuk produk teknologi PLTN (equipment) kepada negara
yang ingin membangun PLTN tapi terkendala oleh dana dan negara yang bersangkutan
berkewajiban membayar dalam bentuk mata uang asing setelah proyek beroperasi. Skema
pendanaan proyek dinyatakan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Skema Pendanaan Proyek

Sumber Pinjaman Tingkat bunga porsi
Bank X, ECA-1 3,43 30,00%
Bank Y, ECA-2 3,43% 30,00%
Bank Z, ECA-3 3,43% 20,00%
Bank A', Commercial 5,79% 20,00%

Harga Jual Listrik

Berdasar penelitian [18], jika proyek PLTN APR1400 dibangun dengan
menggunakan biaya investasi dari proyek PLTN Barakah maka proyek baru dinilai layak
pada harga jual listrik minimal sebesar 9 cents USD/kWh. Maka pada penelitian ini, harga
jual listrik diasumsikan sebesar 9 cents USD/ kWh.

Tingkat Diskonto (Discount Rate)

Pada penelitian ini diasumsikan nilai discount rate sebesar 10%. Nilai ini sekaligus
menjadi MARR (Minimum Acceptable Rate of Return), yaitu tingkat pengembalian minimal
yang masih diterima oleh pelaku proyek [5].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4 menyatakan hasil analisis rasio keuangan pada proyek PLTN teknologi
APR-1400 dengan daya 2 x 1400 MW dengan biaya investasi mengadopsi dari proyek PLTN
Barakah.

Tabel 4. Hasil Analisis Kelayakan Finansial proyek PLTN APR-1400
dengan Biaya Investasi Mengacu proyek Barakah

No Jenis Rasio Keuangan Nilai
| | Liquidity Ratio
1 | Current Ratio 99,26
2 | Acid test Ratio 99,12
Il | Leverage Ratio
3 | Debt Ratio 0,37
4 | Times Interest Earned Ratio 17,87
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Liguidity Ratio

Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa nilai rasio lancar atau Current Ratio
sebesar 99,26. Rasio lancar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan necara likuiditas
perusahaan. Rasio Lancar ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban hutang jangka pendeknya pada 12 bulan ke depan. Calon kreditur umumnya
menggunakan rasio ini untuk menentukan apakah akan memberikan pinjaman jangka
pendek atau tidak kepada perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio lancarnya,
semakin likuid perusahaannya. Hasil Current Ratio atau Rasio Lancar yang diterima pada
umumnya adalah 2 kali. Rasio Lancar sebesar 2 kali ini dianggap sebagai posisi nyaman
dalam keuangan bagi kebanyakan perusahaan. Namun pada dasarnya, Rasio Lancar yang
dapat diterima ini bervariasi antara satu industri dengan industri lainnya. Bagi kebanyakan
industri, Rasio Lancar sebesar 2 kali sudah dianggap dapat diterima atau “Acceptable”. Hasil
perhitungan current ratio sebesar 99,26 menunjukkan bahwa besarnya aktiva lancar adalah
99,26 kali hutang lancarnya. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan
diharapkan tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi hutang lancarnya.

Namun ada hal yang perlu dicermati jika rasio lancar terlalu tinggi. Nilai rasio lancar
yang terlalu tinggi (lebih dari 2 kali) dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut
mungkin tidak menggunakan aset lancar atau fasilitas pembiayaan jangka pendeknya
secara efisien. Hal ini juga menunjukkan mungkin adanya masalah dalam pengelolaan
modal kerja. Namun bagi Kreditur/ pemberi pinjaman, Current Ratio yang tinggi lebih baik
daripada current ratio yang rendah, karena dengan current ratio yang tinggi berarti
perusahaan cenderung lebih dapat memenuhi kewajiban hutang yang jatuh tempo dalam 12
bulan ke depan.

Adapun nilai acid test ratio (quick ratio) tercatat sebesar 99,12. Rasio Cepat ini
biasanya dianggap sebagai tanda kekuatan atau kelemahan finansial perusahaan. Dengan
rasio ini, kreditur dapat mengetahui berapa banyak hutang jangka pendek perusahaan yang
dapat dipenuhi dengan menjual semua aset likuid perusahaan dalam waktu yang paling
singkat.

Quick Ratio atau Rasio cepat dihitung dengan mengurangkan persediaan
(inventory) dari aktiva lancar (current assets) dan sisanya dibagi dengan kewajiban lancar
(Current Liabilities). Dikurangkan Persediaan atau Inventori dari perhitungan Aktiva lancar
karena persediaan pada dasarnya merupakan aset lancar yang sulit dikonversi dengan uang
tunai dalam waktu singkat dan biasanya juga akan terjadi kerugian jika terjadi likuidasi.
Semakin tinggi quick ratio suatu perusahaan, semakin baik posisi keuangan perusahaan
tersebut. Rasio cepat yang dapat diterima umumnya adalah 1 kali, namun dapat bervariasi
antara satu industri dengan industri lainnya. Dengan nilai quick ratio yang sebesar itu,
menunjukkan perusahaan akan dapat membayar kewajiban lancarnya dalam waktu yang
singkat. Ini merupakan indikator yang baik bagi kreditur, mitra bisnis maupun investor.

Leverage Ratio

Hasil perhitungan Debt Ratio diperoleh sebesar 0,37. Rasio ini digunakan untuk
mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan hutang untuk membiayai asetnya.
Rasio Hutang ini dapat menunjukkan proporsi hutang perusahaan terhadap total aset yang
dimilikinya. Para Investor dapat menggunakan Rasio hutang atau Debt ratio ini untuk
mengetahui berapa banyak hutang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan
asetnya. Kreditur/ pemberi pinjaman juga dapat mengukur seberapa tinggi risiko yang
diberikan kepada suatu perusahaan. Semakin tinggi rasionya, semakin besar pula risiko
yang terkait dengan operasional perusahaan. Sedangkan rasio hutang yang rendah
mengindikasikan pembiayaan konservatif dengan kesempatan untuk meminjam di masa
depan tanpa risiko yang signifikan. Rendahnya Rasio hutang juga memiliki arti hanya
sebagian kecil aset perusahaan yang dibiayai dari hutang.

Jika debt ratio kurang dari 0,5 kali, berarti sebagian besar aset perusahaan dibiayai
melalui ekuitas. Jika rasionya lebih besar dari 0,5 kali, berarti sebagian besar aset
perusahaan dibiayai melalui hutang. Nilai normal rasio hutang biasanya adalah 0,6 hingga
0,7 kali. Tetapi setiap industri memiliki penilaian yang spesifik dan berbeda antara satu jenis
industri dengan industri yang lainnya. Karena rasio hutang pada hasil penelitian ini kurang
dari 0,5 kali berarti sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui ekuitas dan dapat
dikatakan bahwa risiko yang terkait dengan operasional perusahaan lebih kecil.
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Adapun nilai times interest earned yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebesar
17,87. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban
bunga di masa depan. Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan sebelum pajak
dan bunga (Earning before interest & tax - EBIT) adalah sebesar 17,87 kali beban bunga
yang harus ditanggung oleh perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu
membayar beban bunga di masa depan.

Berdasar nilai-nilai rasio keuangan yang diperoleh dari perhitungan (baik rasio
likuiditas maupun rasio leverage) diketahui bahwa perusahaan PLTN yang diajukan dalam
proposal proyek dapat diterima, sehingga hasil ini dapat menjadi bahan bagi investor maupun
kreditor untuk mengambil keputusan investasi maupun keputusan memberikan pinjaman pada
proyek.

KESIMPULAN

Hasil analisis rasio keuangan menghasilkan nilai-nilai rasio keuangan masing-masing
sebesar: rasio lancar sebesar 99,26 , acid test ratio sebesar 99,12 , debt ratio sebesar 0,37
dan times interest earned sebesar 17,87. Berdasar nilai-nilai rasio keuangan tersebut diketahui
bahwa kondisi keuangan perusahaan PLTN yang diajukan dalam keadaan sehat sehingga baik
calon investor maupun calon kreditur dapat mempertimbangkan untuk mengambil keputusan
investasi maupun memberikan pinjaman/ kredit.
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ABSTRAK

KAJIAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI ENERGI NUKLIR DI
INDONESIA. Dengan telah disahkannya UU No 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris
Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan
Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan
Iklim), Indonesia terikat secara hukum seperti halnya negara pihak lainnya untuk
melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam dokumen Nationally
Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia, Indonesia menargetkan untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi
41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada
tahun 2030. Pada skenario emisi GRK tahun 2030, diperkirakan sektor energi akan menjadi
kontributor utama penyumbang GRK. Perubahan penggunaan energi fosil menjadi energi
terbarukan menjadi upaya pengurangan emisi. Energi nuklir dapat menjadi bagian dari aksi
mitigasi karena tidak berdampak pada emisi GRK pada tahap pengoperasiannya. Makalah ini
bertujuan menguraikan aksi mitigasi perubahan iklim jika menggunakan energi nuklir dan aksi
adaptasi dalam melakukan evaluasi izin pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di
Indonesia. Indonesia tidak memiliki aturan secara khusus untuk adaptasi perubahan iklim
terkait pembanguan dan pengoperasian PLTN, akan tetapi peraturan yang ada sudah
mencakup proses adaptasi perubahan iklim terkait aspek meteorologi dan hidrologi.

Kata kunci: perubahan iklim, gas rumah kaca, opsi mitigasi dan adaptasi, energi nuklir

ABSTRACT
A STUDY OF MITIGATION AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE BY USING

NUCLEAR ENERGY IN INDONESIA. Indonesia has enacted Act No. 16 of 2016 on the
ratification of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate
Change. Indonesia is legally bound as well as other parties to carry out mitigation actions and
climate change adaptation. In the document of the First Nationally Determined Contribution
(NDC) of the Republic of Indonesia, Indonesia commits to reduce greenhouse gas (GHG)
emissions in 2030 by 29% alone and up to 41% with international support against business
as usual. According to GHG emission trajectory in 2030, it is estimated that the energy sector
is the principal driver of GHG emission. Changes in fossil energy use into renewable energy
have become an effort to reduce emissions. Nuclear energy can be part of mitigation options
because it does not emit GHG at the operational step. This paper aims to elaborate climate
change mitigation actions in case of using nuclear energy and adaptation actions in evaluating
an application for nuclear power plants license in Indonesia. Indonesia do not regulate how to
adapt to climate change in the development and operation of nuclear power plants, but existing
regulations already include adaption to climate change regarding meteorological and
hydrological aspects.

Keywords: climate change, greenhouse gas, mitigation and adaptation options, nuclear
energy

PENDAHULUAN

Konsentrasi uap air, Karbon Dioksida (CO2), Metana (CH4), dan Dinitrogen Oksida
(N20) berfluktuasi di atmosfir selama jutaan tahun yang dipengaruhi oleh orbital Bumi, sinar
matahari, dan aktivitas vulkanik. Gas tersebut memiliki sifat yang dapat meneruskan radiasi
dari matahari (gelombang pendek) sekaligus menyerap gelombang inframerah (termal) yang
dipantulkan kembali ke atmosfer oleh permukaan bumi. Gas-gas tersebut membuat energi
termal terperangkap sehingga menghangatkan permukaan bumi. Gas tersebut disebut Gas
Rumah Kaca (GRK).
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Tanpa adanya GRK, suhu permukaan bumi akan sangat dingin (—-18°C) dan ditutupi
oleh lapisan es. Sejak era industrialisasi yang dimulai tahun 1750 telah terjadi peningkatan
konsentrasi GRK di atmosfer akibat ulah manusia. Konsentrasi CO2 meningkat saat pra-
industri dari 278 ppm (parts per million) menjadi 400 ppm di tahun 2016 yang disertai juga
dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca lainnya. Akibat peningkatan konsentrasi
GRK menyebabkan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi sebesar 0,5-1,3°C dengan
rentang waktu 1951 dan 2010. Dampak lainnya ialah menghangatnya air laut, kenaikan tinggi
permukaan air laut karena pencairan es di kutub utara dan selatan, perubahan siklus hidrologi
air dunia, dan terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim yang semuanya berdampak
kepada kehidupan manusia [1].

Dalam upaya mengendalikan berlanjutnya perubahan iklim, Pemerintah Indonesia
bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional melalui Konferensi Para Pihak ke-
21 atau dikenal dengan COP 21 (Conference of Party ke-21) terkait United Nations Framework
Convention on Climate pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Perancis telah mengadopsi
Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change [2] . Hasil
konvensi yang dikenal dengan Persetujuan Paris ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia
dengan penandatanganan Persetujuan tersebut pada tanggal 22 April 2016 di New York,
Amerika Serikat [3]. Dalam rezim perubahan iklim, secara umum Indonesia telah berhasil
dalam memberikan kontribusi yang signifikan terutama Bali Action Plan 2007 [4].

Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang
bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C dan melanjutkan upaya
untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C dibandingkan suhu dan konsentrasi GRK saat pra-
industrialisasi. Selain itu, Persetujuan Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan
adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan
pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan, serta menyiapkan skema
pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim [3].

Dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris, Indonesia setiap negara pihak
telah menetapkan NDC (nationally determined contribution) Indonesia mencakup aspek
mitigasi dan adaptasi [5]. Dalam dokumen NDC, pada periode pertama, target Indonesia
adalah mengurangi emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan menjadi 41 % jika ada kerja
sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030, yang
akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah,
proses industri dan penggunaan produk (industrial process and product use/IPPU), dan
pertanian [3], [6].

Makalah ini bertujuan mengkaji penuruan emisi GRK melalui penggunaan energi
nuklir dilakukan sebagai bagian mitigasi perubahan iklim untuk mendukung implementasi
Persetujuan Paris dan adaptasi yang dilakukan jika Pemerintah Indonesia memilih energi
nuklir. Bahasan lain mencakup adaptasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas dalam
melakukan evaluasi perizinan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagi akibat
dampak perubahan iklim. Motodologi penelitian dilakukan dengan studi literatur terkait
terhadap hasil penelitian, regulasi ketenaganukliran dan rekomendasi dari International
Atomic Energy Agency (IAEA) sehingga didapatkan hasil kajian yang dapat diterapkan di
Indonesia.

POKOK BAHASAN

Sebagai dasar perhitungan untuk menurunkan emisi GRK, emisi gas karbon dioksida
(CO2) pada tahun 2010 dijadikan sebagai patokan (baseline). Emisi GRK yang dihasilkan
mencapai 1.334 MTon CO: yang didominasi oleh sektor kehutanan dan energi sebesar 48%
dan 34% (Gambar 1).

Emisi GRK ketika pembangunan di Indonesia tidak mempertimbangkan kebijakan
mitigasi perubahan iklim, maka pada tahun 2030 emisi gas karbon dioksida (CO:2) yang
dihasilkan akan mencapai 2.868 MTon CO2. Skenario ini dikenal BaU (business as usual).
Laju emisi CO: bidang energi yang sangat tinggi menyebabkan pada tahun 2030
menyumbang 58% emisi GRK disusul sektor kehutanan sebesar 25% (Gambar 2).
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Komposisi Penghasil Gas Rumah Kaca Komposisi Penghasil Gas Rumah Kaca
tahun 2010 (baseline) dengan total 1.334,7 tahun 2030 (Business as Usual) dengan
MTon CO2e total 2.868,3 MTon CO2e

Kehutanan

Energi 25%
34%
Kehutanan Pertanian

48% 4% - Energi
Limbah IPPU 56%
% 3% °

IPPU Limbah

Pertanian 3% 10%
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Gambar 1. Komposisi emisi GRK tahun 2010 (kiri) dan emisi GRK pada tahun 2030
tanpa adanya upaya pengendalian (kanan)

Perbandingan Emisi GRK: Baseline, Skenario 2030, dan Target Prosentasi Reduksi Emisi GRK Tahun 2030
Target Penurunan Emisi Dengan Upaya Mandiri dan Bantuan Internasional
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Gambar 2 Perbandingan emisi GRK pada tahun 2010, proyeksi 2030 tanpa adanya upaya
pengendalian (BaU 2030), dengan pengandalian mandiri (CM1 2030), dan
pengendalian dengan bantuan internasional (CM2 2030) (kanan) Target
penurunan emisi GRK pada tahun 2030 per-sektor dengan pengandalian
mandiri (CM1 2030), dan pengendalian dengan bantuan internasional (CM2
2030) (kiri)

Pada Gambar 2 disajikan perbandingan emisi GRK pada tahun 2010, proyeksi emisi
GRK tahun 2030 tanpa adanya upaya pengendalian, proyeksi emisi GRK dengan
pengandalian secara mandiri oleh pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan target
pembangunan sektoral, dan skenario emisi yang lebih ambisius dan mempertimbangkan
target pembangunan sektoral, jika dukungan internasional tersedia [5].

Dari target menurunkan 29% GRK, sektor energi diharapkan menyumbang
penurunan emisi GRK sebesar 10,9% dan 13,9% dengan pengandalian secara mandiri oleh
pemerintah Indonesia, dan pengendalian emisi GRK dengan bantuan internasional (Gambar
2). Indonesia telah mengambil kebijakan dalam upaya mitigasi untuk penurunan emisi GRK.
Kebijakan di bidang energi dilakukan dengan kebijakan bauran energi dan kebijakan nasional
mengenai pengembangan sumber energi bersih yang mengarah kepada penggunaaan energi
bebas karbon. Indonesia menetapkan ambisi untuk melakukan transformasi di bidang energi
pada tahun 2025 dan 2050 [7], [8]. Bauran penyediaan energi utama sebagai berikut: a) energi
baru terbarukan setidaknya sebesar 23% dan 31% di tahun 2025 dan 2050; b) minyak harus
lebih kecil dari 25% di tahun 2025 dan lebih kecil dari 20% di tahun 2050; c) batubara paling
sedikit 30% di tahun 2025 dan paling sedikit 25% di tahun 2050; dan d) gas setidaknya paling
sedikit 22% di tahun 2025 dan paling sedikit 24% di tahun 2050.

Dengan adanya pengurangan sumber energi berbahan fosil, diperlukan pengganti
sumber energi lain yang bebas karbon. Pembangkit energi tenaga nuklir (PLTN) dapat
memberikan kontribusi secara signifikan dapat upaya pemenuhan target penurunan emisi
dalam Persetujuan Paris karena secara virtual energi nuklir tidak menghasilkan emisi dan
mencemari udara selama pengoperasian PLTN [1]. Peraturan di Indonesia mensyatkan
bahwa energi nuklir dapat dimanfaatkan sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan
faktor keselamatan secara ketat, mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional
dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, dan tetap mendahulukan potensi energi baru
terbarukan (EBT) sesuai dengan nilai keekonomiannya [9].
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun pemanfaatan energi nuklir merupakan opsi terakhir dalam upaya
pemenuhan energi nasional [9], pembahasan berikut merupakan ulasan secara menyeluruh
mengenai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi GRK jika
menggunakan energi nuklir di Indonesia

Mitigasi

Mitigasi perubahan iklim ialah upaya untuk mengurangi emisi GRK sehingga laju
perubahan iklim dapat ditekan, semua intervensi manusia yang menurunkan sumber-sumber
gas rumah kaca atau yang meningkatkan penyerapannya. Contoh: penggunaan bahan bakar
fosil lebih efisien dalam suatu industry atau pembangkit listrik dengan cara misalnya
mengalihkan energinya bersumber dari tenaga air, tenaga matahari, tenaga angin, dll [10].

Indonesia telah melakukan upaya mitigasi perubahan iklim secara terintergrasi
dengan melibatkan berbagai sektor. Dalam bidang energi, mitigasi dilakukan salah satunya
dengan pengurangan energi berbahan bakar fosil dengan mengedepankan energi baru dan
terbarukan. Salah satu bentuk energi baru dan terbarukan dalam pemanfaatan bidang energi
adalah penggunaan pembangkit menggunakan bahan bakar nuklir. Akan tetapi, energi nuklir
menjadi pilihan terakhir dalam upaya tersebut padahal pemanfaatan energi nuklir dengan
mengoperasikan PLTN dapat mengurangi emisi GRK secara signifikan. Dengan tidak adanya
energi nuklir, atau terbatas pemanfaatan energi nuklir yang dikombinasikan dengan energi
dari angin dan sel surya, biaya mitigasi perubahan iklim akan menjadi sangat tinggi. Bahkan
penundaan mitigasi dapat berdampak pada kenaikan biaya mitigasi perubahan iklim [11].

Tidak seperti proses pembakaran pada pembangkit berbahan bakar fosil yang
menghasilkan energi, proses fusi nuklir yang panasnya dimanfaatkan untuk pembangkitan
daya tidak menghasilkan CO: atau emisi GRK lainnya secara langsung selama tahap operasi
[12]. Meskipun demikian terdapat emisi tidak langsung yang dihasilkan akibat penggunaan
energi berbahan bakar fosil dalam beragam siklus bahan bakar nuklir misalnya dalam tahap
pertambangan.

Studi terhadap data beberapa pembangkit listrik bebrbahan bakar batu bara yang ada
di pulau Jawa, yaitu PLTU Banten, PLTU Indramayu, dan PLTU Rembang menunjukan
bahwa faktor emisi untuk masing-masing pembangkit secara berurutan adalah 1,03, 1,00
kg/kwWh, dan 1,13 kg/kWh. Sedangkan PLTN jenis PWR 1000 MWe memiliki faktor emisi O
kg/kwh [13]. Dengan membangkitan daya sebesar 1700 MWtahun dari ketiga PLTU tersebut
akan menghasilkan CO2 sebesar 16 ribu kTon. Jika mitigasi dilakukan dengan opsi nuklir dan
pembangkitan daya tersebut diganti dengan 2 unit PLTN 1000 MWe, maka akan mengurangi
emisi CO2 sebesar 16 ribu kTon.

Jika opsi nuklir dipilih dengan membanguan PLTN di Provinsi Bangka Belitung
dengan kapasitas 400 MW (studi kasus RUPTL) dan 2700 MW (studi kasus industrialisasi),
maka pembangunan PLTN tersebut akan memberikan dampak pada penurunan emisi CO:2
di tahun 2030 sebesar 34,81% untuk kasus RUPTL dan 52,25% untuk kasus industrialisasi
[14].

Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, BAPETEN sebagai regulator ketenaganukliran
hanya berperan sebagai pengawas terkait aspek keselamatan nuklir yang menjamin
pembangunan PLTN dengan aman dan selamat.

Adaptasi

Adaptasi perubahan iklim ialah upaya yang dapat dilakukan untuk menekan dampak
negatif dari perubahan iklim, suatu inisiatif atau respon terhadap stimulus atau pengaruh iklim
nyata atau perkiraan yang dapat meringankan dampak buruknya atau memanfaatkan
peluang-peluangnya yang menguntungkan. Pada manusia, adaptasi dapat bersifat antisipatif
atau reaktif dan dapat dilaksanakan oleh sektor-sektor publik atau swasta dan bisa juga terjadi
secara otomatis atau direncanakan [10].

Pengoperasian PLTN memerlukan air dalam jumlah yang banyak untuk sebagai
pendingin untuk mendinginkan teras reaktor maupun memindahkan panas ke turbin. Air
tersebut disuplai dari air laut, danau yang luas dan sungai dengan debit air yang besar.
Perubahan iklim akan berdampak pada suhu lingkungan, kualitas dan ketersedian air
sehingga secara tidak langsung berdampak pada pengoperasian PLTN. Secara umum
perubahan iklim akan berdampak pada aspek meteorologi dan hidrologi. Indonesia tidak
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memiliki regulasi khusus yang mengatur perubahan iklim dalam pembangunan PLTN. Akan
tetapi aturan pembangunan PLTN terkait aspek meteorologi dan hidrologi sudah ada.

BAPETEN telah menerbitkan peraturan terkait evaluasi tapak instalasi nuklir untuk
aspek hidrologi dan meteorologi [15].Terdapat tiga tahapan dalam melakukan evaluasi
tersebuit yaitu: pemantauan dan pengumpulan data dan informasi meteorologi di tapak dan
luar tapak, evaluasi bahaya meteorologi, dan penentuan nilai parameter dasar desain untuk
aspek meteorologi. Data dan informasi meteorologi yang dipantau dan dikumpulkan meliputi
fenomena cuaca ekstrem dan nilai ekstrem parameter meteorologi yang mencakup tekanan
udara, suhu udara, curah hujan dan kelembapan udara, arah dan kecepatan angin, dan
densitas dan frekuensi petir.

Fenomena cuaca ekstrem merupakan kejadian cuaca yang tidak normal yang dapat
mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Fenomena cuaca ekstrem
umumnya tidak tercatat pada alat pengamatan di tempat karena frekuensi kejadiannya
rendah. Fenomena cuaca ekstrem terdiri dari angin kencang yang terdiri dari siklon tropis
(badai), puting beliung, gelombang pasang akibat badai dan angin.

Evaluasi bahaya hidrologi di tapak dan di luar tapak untuk yang meliputi ketinggian air
tanah, tsunami, gelombang tegak, banjir karena lepasan seketika dari struktur pengendali air,
dan gelombang melawan arus dan ombak yang terjadi secara mekanik. Jika hasil evaluasi
tapak untuk aspek meteorologi dan hidrologi ditemukan potensi bahaya yang signifikan
terhadap keselamatan instalasi nuklir maka harus dilakukan solusi rekayasa. Jika rencana
solusi rekayasa tidak dilaksanakan atau tidak memenuhi persyaratan keselamatan, maka
BAPETEN menyatakan bahwa tapak tidak layak digunakan [16].

IAEA mengkategorikan dampak perubahan iklim menjadi dua bagian, yaitu perubahan
iklim secara gradual (gradual climate change) dan kejadian cuaca ekstrim (extreme weather
events). Dalam gradual climate change terjadi perubahan yang lebih lambat dalam jangka
waktu bisa mencapai beberapa dekade termasuk perubahan suhu rata-rata, curah hujan,
kecepatan dan arah angin, dan tinggi permukaan air laut. Untuk kejadian cuaca ekstrim yang
paling relevan dengan pengoperasian pembangkit nuklir termasuk perubahan pola curah
hujan dan suhu yang sangat ektrim, kecepatan angin yang sangat kencang, badai (tropis,
cyclone, tornado), dan kebakaran hutan [1].

Berikut ini merupakan sebagian contoh dari dampak perubahan iklim dan aksi
adaptasi yang dapat dilakukan di Indonesia.

1. Suhu tinggi dan gelombang panas

Secara umum kenaikan temperatur rata-rata di wilayah Indonesia sebesar 0.5—
3.92°C pada tahun 2100 dari kondisi baseline tahun antara tahun 1981dan 2010. Suhu udara
minimum akan mengalami peningkatan sebesar 0.04 — 0.07°C [17]. Suhu tinggi dapat
mengakibatkan penurunan efisiensi termal dan pendinginan, jika suhu terlampau tinggi dapat
mengurangi produksi energi, memepercepat pertumbuhan mikroorganisme dan lumut yang
akhirnya dapat menyumbat aliran air [1] yang akhirnya dapat memaksa untuk menghentikan
operasi reaktor seperti pada kasus beberapa PLTN di Prancis [18].

Berdasarkan perkiraan terbaru dari IAEA, setiap kenaikan 1°C dalam suhu ambien
bulanan, output listrik PLTN akan berkurang 0,7% pada suhu rendah (sekitar 0°C) atau
berkurang 2,3% pada suhu relatif lebih tinggi (sekitar 20°C). Pengurangan output ini akan
berdampak pada sisi ekonomi [1].

Adaptasi yang dapat dilakukan di Indonesia dengan cara memilih tapak pada daerah
tidak memiliki suhu lingkungan ekstrim. Cara lain ialah dengan menggunakan desain
pendinginan yang berbeda, menurunkan daya untuk menghindari kenaikan suhu, merubah
sistem pendinginan atau resirkulasi untuk menurunkan air buangan, switch dari pendinginan
basah ke kering dan meningkatkan perawatan untuk memastikan tidak adanya penyumbatan
oleh tumbuhan [1].

2. Curah hujan

Berdasarkan data pengamatan curah hujan di lapangan telah terjadi pergeseran bulan
basah dan kering. Intensitas curah hujan yang lebih tinggi dan durasi hujan yang lebih pendek
terjadi di Sumatera bagian utara dan Kalimantan, lebih lanjut curah hujan rendah dan durasi
hujan lebih panjang terjadi di bagian selatan Jawa dan Bali [17]. Hasil observasi terhadap
perubahan curah hujan di Malang Raya, Sumatera Selatan dan Kota Tarakan menunjukan
terjadinya curah hujan ekstrem yang lebih disebabkan oleh variabilitas iklim antartahunan
(inter-annual). Kota Tarakan memiliki curah hujan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek
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dan juga pernah mengalami kekeringan yang panjang pada sekitar tahun 1961-1970a.
Bahkan di bulan April — Agustus terjadi defisit curah hujan sekitar 100 mm dari nilai-ratanya.
Kekeringan di Kota Tarakan merupakan potensi bahaya iklim yang banyak dipengaruhi oleh
fenomena EI-Nino [17].

Kurangnya curah hujan dan lebih hangatnya air pendingin dapat berpotensi
mengurangi output bahkan dapat menyebabkan berhentinya pembangkit listrik. Adanya curah
hujan yang tinggi ini akan dapat menyebabkan bahaya banjir membawa bahan yang dapat
menghalangi asupan air pendingin.

IAEA merekomendasikan adaptasi terhadap curah hujan dengan cara penggunaan
kembali air dalam sistem resirkulasi, pembangunan kolam pendingin, peningkatan
pendinginan basah, dan pembangunan pendinginan kering. Lebih lanjut Badan Pengawas
agar melarang pembangunan PLTN di daerah banjir. Untuk mengantisipasi luapan air, maka
disiapkan bendungan, reservoir, peningkatan sistem darinase, dan melindungi daerah
resapan air.

3. Peningkatan permukaan air laut

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.000 buah
dan garis pantai yang panjang serta luas total daratan 1,9 juta km persegi. Besar kemungkinan
PLTN pertama Indonesia akan dibangun di tepi pantai. PLTN tepi pantai rentan terhadap
badai, kenaikan permukaan air laut, sedangkan PLTN daratan rentan terhadap banjir dari
sungai. Masuknya air laut dan banijir dapat menyebabkan PLTN berhenti beroperasi, merusak
sistem keselamatan dan sistem interkoneksi, dan menjadi ancaman bagi penyimpanan bahan
bakar bekas. Adaptasi yang dilakukan dapat dilakukan mempertimbangkan resiko banjir
dalam pemilihan tapak, peningkatan kualitas pintu penahan banjir, meninggikan generator
diesel cadangan [1].

4. Kebakaran hutan

Indonesia mengalami kebakaran lahan dan hutan yang besar saat terjadinya El Nino
dan musim kemarau di tahun 1997 dan 2015. Kebakaran terakhir tersebut berlangsung lebih
besar dan telah menghanguskan lahan sebanyak 4.6 Juta Ha serta melepaskan emisi GRK
ke atmosfir sebanyak 0.89 gigatons CO:ze [19], [20]. Terjadinya kebakaran hutan di sekitar
tapak PLTN akan mengganggu akses pengiriman personil dan petugas kedaruratan menuju
PLTN. Pemilihan tapak pada lahan dengan potensi kebakaran hutan yang mungkin terjadi
terjadi di luar tapak dan berimbas pada tapak memerlukan perhatian lebih lanjut. Adaptasi
dapat dilakukan dengan mengembangkan akses darurat dalam program kesiapsiagaan nuklir.

Dalam menentukan nilai parameter dasar desain instalasi nuklir untuk aspek
meteorologi dan hidrologi meliputi nilai ekstrem parameter meteorologi dan fenomena cuaca
ekstrem. Evaluasi bahaya meteorologi maupun hidrologi merupakan kewajiban dalam
program evaluasi tapak

KESIMPULAN

Pada skenario emisi di tahun 2030, diperkirakan sektor energi akan menjadi
kontributor utama penyumbang emisi GRK. Perubahan penggunaan energi fosil menjadi
energi terbarukan menjadi upaya pengurangan emisi tersebut. Energi nuklir dapat menjadi
bagian dari aksi mitigasi karena tidak berdampak pada emisi peningkatan GRK pada tahap
pengoperasiannya. Namun, nuklir merupakan pilihan terkahir dalam upaya penurunan emisi
GRK dan pengembangan energi di Indonesia.

Jika opsi nuklir terpilih dalam agenda perubahan iklim di Indonesia, diperlukan upaya
adaptasi perubahan iklim dalam melakukan evaluasi dalam tahap perizinan tapak hingga
operasi PLTN. Indonesia tidak memiliki aturan secara khusus untuk adaptasi perubahan iklim
terkait pembanguan PLTN, akan tetapi aturan terkait evaluasi tapak instalasi nuklir dan
ketentuan keselamatan evaluasi tapak instalasi nuklir untuk aspek meteorologi dan hidrologi
yang ada sudah memadai dalam mengakomodasi proses adaptasi perubahan iklim melalui
energi nuklir.
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ABSTRAK

KAJIAN PRAKELAYAKAN INFRASTRUKTUR PLTN WILAYAH NTB. Introduksi tenaga
nuklir membutuhkan komitmen jangka panjang, baik secara nasional maupun internasional.
Kerangka waktu dalam 100 tahun harus dipertimbangkan pada sebuah PLTN, meliputi
skema penempatan limbah yang dapat diperpanjang lebih lama. Periode implementasi awal
berkisar 10-15 tahun, sehingga komitmen program jangka panjang harus dibuat. Ada 19
urusan infrastruktur pada program PLTN yang membutuhkan tindakan spesifik yang masing-
masing berada dalam tiga fase. Tiga dari 19 infrastruktur PLTN tersebut yang dicakup dalam
makalah ini adalah keterlibatan industri, keterlibatan pemangku kepentingan dan jaringan
listrik. Makalah ini bertujuan untuk mendiskusikan perihal ketiga infrastruktur tersebut terkait
wilayah interest calon tapak di NTB. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data
primer melalui survei lapangan yang diolah dengan hasil studi pustaka dan kajian aspek
risiko. Sebagai hasil kajian diperoleh bahwa kemampuan industri nasional telah dapat
mendukung partisipasi domestik pada level 30 persen atau lebih yang mendominasi pada
komponen sipil, mekanik dan elektrikal, sedangkan nuclear island didominasi oleh
komponen import. Keterlibatan pemangku kepentingan memberikan hasil cukup posirif yang
siap mendukung program PLTN di wilayah NTB, sedangakn dari aspek jaringan listrik untuk
tahun 2040 berdasarkan perkembangan saat ini akan dapat mendukung PLTN berskala 100
MWe.

Kata kunci: PLTN, infrastruktur, industry nasional, keterlibatan pemangku kepentingan,
jaringan listrik.

ABSTRACT

PREFEASIBILITY ASSESSMENT OF NPP INFRASTRUCTURES OF NTB REGION. The
introduction of nuclear power requires long-term commitments, both nationally and
internationally. The time frame in 100 years must be considered in a nuclear power plant,
including a waste placement scheme that can be extended for longer. The initial
implementation period ranges from 10-15 years, so long-term program commitments must
be made. There are 19 infrastructure matters in the NPP program that require specific
actions, each of which is in three phases. Three of the 19 NPP infrastructure covered in this
paper are industry involvement, stakeholder involvement and electricity networks. This paper
aims to discuss the three infrastructures related to the prospective site's area of interest in
NTB. The method used is the collection of primary data through field surveys that are
processed with the results of literature studies and studies of risk aspects. As a result of the
study it was found that the ability of the national industry has been able to support domestic
participation at a level of 30 percent or more that dominates the civil, mechanical and
electrical components, while the nuclear island is dominated by import components.
Stakeholder involvement gave quite positive results that are ready to support the NPP
program in the NTB region, while from the aspect of the electricity network for 2040 based
on current developments, it will be able to support 100 MWe scale of NPP.

Keyword: NPP, infrastructure, national industry, stakeholder involvement, electricity
network.

PENDAHULUAN

Program penerapan teknologi energi nuklir di sebuah negara membutuhkan dukungan
infrastruktur yang terkait dalam berbagai aspek. Ada 19 infrastruktur yang diperlukan dalam
mewujudkan pembangunan PLTN, tiga di antaranya yang termasuk dalam pembahasan di
sini adalah: 1) keterlibatan industri nasional untuk mendukung program partisipasi industri
nasional, 2) kesiapan jaringan listrik untuk menyalurkan energi listrik yang diproduksi dan
3) Keterlibatan pemangku kepentingan yang banyak berkaitan dukungan berbagai pihak
pemangku dalam melancarkan akseptabilitas program PLTN di negara atau wilayah
bersangkutan.
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Untuk mendukung keterlibatan industri nasional, perlu ada kerangka infrastruktur
umum di mana industri dapat beroperasi. Infrastruktur pendukung ini berpengaruh secara
langsung pada respons kemampuan nasional dalam penerapan teknologi energi nuklir.
Sektor industri tidak dapat berkembang jika tidak ada personil yang memenuhi syarat untuk
menjalankan fungsi yang diperlukan. Dengan demikian, industri tidak dapat beroperasi tanpa
kemampuan personil, kerangka hukum yang menetapkan peraturan, arahan, kode dan
standar, perizinan, jaminan kualitas dan penegakan hukum. Selain itu, komunikasi dan
transportasi sangat penting bagi industri, seperti halnya infrastruktur litbang dan kerangka
hukum untuk mengatur semua sektor[1].

Jaringan listrik adalah sistem kelistrikan yang terkoneksi secara luas ke pusat-pusat
konsumen, yang terdiri dari saluran transmisi dan saluran distribusi. Pembangkit listrik
tenaga nuklir paling efisien dan aman dijalankan sebagai pembangkit beban dasar, dan
sistem jaringan harus cukup besar. Selain itu, frekuensi sistem sulit dikendalikan jika lebih
dari 10% dari kapasitas grid tiba-tiba lepas dari sistem, seperti yang mungkin terjadi jika ada
operasi reaktor sebagai satuan pembangkit yang besar.[2] Akibatnya, jika reaktor nuklir baru
bertanggung jawab untuk daya lebih dari 10% dari total kapasitas jaringan pada saat
terhubung, maka kajian terperinci perlu menetapkan bahwa frekuensi sistem dapat dikontrol
dengan andal setelah generator PLTN berputar. Selain ukurannya, keandalan grid juga
penting, karena keluaran daya yang disediakannya untuk sistem keselamatan harus benar-
bener andal[3]. Oleh karena itu, langkah awal dalam mempertimbangkan introduksi PLTN
adalah penilaian terhadap ukuran dan keandalan jaringan listrik saat ini dan rencana ke
depan adalah dengan membahas hal-hal berikut: [1][4]

— Kemampuan grid yang ada sehubungan dengan teknologi PLTN yang tersedia,
termasuk kemampuannya untuk secara andal memikul beban dasar oleh PLTN,
kemampuannya untuk menahan kehilangan output PLTN dan kemampuannya untuk
secara andal memasok tenaga dalam keadaan darurat selama terjadi pemadaman
PLTN;

— Pertumbuhan kapasitas grid untuk mengantisipasi masa depan;

— Riwayat keandalan dari jaringan listrik;

— Potensi interkoneksi lokal atau regional untuk meningkatkan karakteristik jaringan.
Pemangku kepentingan meliputi masyarakat umum, legislator, lembaga pemerintah

dan pembuat keputusan, dan yang terpengaruh ketika program tenaga nuklir berlangsung,
seperti pemilik / operator, badan pengawas, calon pemasok, pekerja, masyarakat di dekat
lokasi yang mungkin, negara tetangga dan organisasi non-pemerintah.[5] Keterlibatan
pemangku kepentingan sebaiknya dicapai melalui dialog terbuka antara pemerintah, pemilik
/ operator dan semua pemangku kepentingan lainnya. Para pemangku kepentingan yang
paling berpengaruh dan para pemimpin opini masyarakat akan bervariasi di berbagai negara
dan dapat mencakup pejabat pemerintah nasional dan lokal, pemimpin bisnis dan industri,
media, dan pemimpin organisasi non-pemerintah. Namun, semua warga negara yang
bersangkutan harus diberi informasi dan peluang yang relevan untuk terlibat[6]. Sementara
program informasi terbuka penting, berkelanjutan, keterlibatan sosiopolitik yang berhasil
akan tergantung pada kompetensi dan kredibilitas organisasi dan individu yang bertanggung
jawab atas program tenaga nuklir. Kompetensi badan pengawas dan pemilik / operator
sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

POKOK BAHASAN

Peluncuran program tenaga nuklir adalah komitmen utama bagi suatu negara yang
harus direncanakan dengan cermat karena memerlukan investasi dan sumberdaya yang
besar serta melibatkan banyak pemangku kepentingan, yakni: pemerintah, badan penga-
was, utilitas listrik, operator jaringan listrik, lembaga penelitian, universitas dan masyarakat.
IAEA telah mengembangkan proses pedoman tahapan (mendokumentasikan "Tahapan
dalam Pengembangan Infrastruktur Nasional PLTN" No. NG-G-3.1) untuk membantu negara
terkait bekerja secara sistematis menuju introduksi PLTN. Secara khusus ini berfungsi untuk
menandai kemajuan selama tahap perencanaan, dan untuk menunjukkan kepada pemangku
kepentingan nasional dan internasional komitmen mereka terhadap keselamatan nuklir dan
kontrol bahan nuklir. [7].

Introduksi tenaga nuklir membutuhkan komitmen jangka panjang, baik secara
nasional maupun internasional. Kerangka waktu dalam 100 tahun harus dipertimbangkan
pada sebuah PLTN, meliputi skema penempatan limbah yang dapat diperpanjang lebih
lama. Periode implementasi awal akan setidaknya 10-15 tahun, sehingga komitmen program
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jangka panjang ini bahkan dibuat sebelum mempertimbangkan sebuah PLTN.[6]
[Pub1704_ web-infrastructure]. Masing-masing dari 19 masalah infrastruktur yang disajikan
dalam bagian ini membutuhkan tindakan spesifik selama masing-masing dari tiga fase.
Penyelesaian tindakan untuk fase mewakili pencapaian tonggak terkait. Tindakan tersebut
dijelaskan di sini pada tingkat yang relatif tinggi[6].

Penerapan energi nuklir tidak dapat dilepaskan masalah yang dihadapi di bidang
energi, kebijakan kondisi lingkungan dan ekonomi negara yang juga merupakan bagian
dalam menentukan posisi nasional. Posisi nasional di bidang energi nuklir adalah hasil dari
proses yang menetapkan strategi dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan, mene-
rapkan, dan memelihara program tenaga nuklir yang aman, terjamin, dan berkelanjutan.
Proses ini akan menghasilkan keputusan nasional yang dengan jelas mengomunikasikan
kebijakan nasional Negara, serta komitmen Negara untuk melanjutkan sesuai dengan
kewajiban internasional Negara dan norma dan standar internasional. Posisi nasional dapat
mempertimbangkan:[8]

— Tujuan politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan pembangunan Negara;

— Kebijakan energi nasional, termasuk peran potensial tenaga nuklir dalam bauran
energi;

— Perlunya keterlibatan pemangku kepentingan nasional, dikomunikasikan di tingkat
lokal, regional dan internasional,;

— Infrastruktur nuklir nasional yang diperlukan, termasuk perjanjian dan konvensi
hukum internasional yang relevan.

Pemetaan Industri untuk PLTN

Yang dimaksud dengan industri di sini adalah industri manufaktur yang merupakan
kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang
memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan
industri local adalah perusahaan yang berlokasi di dalam lingkungan sistem hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang menyediakan barang atau jasa. Industri local merujuk
pada bisnis dalam lingkup milik lokal, yang dapat menggambarkan waralaba atau cabang
perusahaan dari negara lain yang beroperasi didalam area lokal[9].

Gambar 1 menunjukkan hubungan industry local dengan industry energi nuklir. Ketika
program tenaga nuklir cukup matang, keterlibatan industri lokal meluas untuk mengambil
persentase yang lebih besar dari total keterlibatan industri (garis putus-putus). Perluasan ini
akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kebijakan pemerintah dalam mendukung
program tenaga nuklir, jumlah unit pembangkit listrik tenaga nuklir yang sedang dibangun
dan perjanjian transfer teknologi. Gambar 1 juga menunjukkan bahwa biasanya ada spin-off
untuk industri lokal sebagai hasil dari partisipasi dalam program daya nuklir.

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia
menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020
sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar
kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus
terwujud[10].

Keterlibatan
Industrilokal
untuk PLTN
pertama

Keterlibatan
Industri untuk
program PLTN . /*

Kapasitas
Industri

—/

Gambar 1: Kterlibatan industry local dalam industri

Keterlibatan industri lokal
tambahan untuk program
PLTN saat ekspansi dan
jatuh tempo
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Untuk membangun dan mendukung pengoperasian fasilitas nuklir, banyak komoditas,
komponen dan layanan diperlukan. Kegiatan pendukung dapat pula menjadi sumber
pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara. Selain itu kegiatan ini juga dapat
membantu upaya alih teknologi ke dalam negeri.

Pemetaan Jaringan Listrik

PLTN paling efisien dijalankan sebagai pembangkit beban dasar, untuk itu kapasitas
jaringan harus memadai. Frekuensi sistem sulit dikendalikan jika lebih dari 10% dari
kapasitas grid jatuh secara tiba-tiba, seperti yang mungkin terjadi jika ada sistem di unit yang
besar keluar sistem. Akibatnya, jika sistem nuklir baru bertanggung jawab lebih dari 10%
dari total kapasitas jaringan pada saat terhubung, studi terperinci perlu menetap-kan bahwa
frekuensi sistem dapat dikontrol dengan andal setelah perjalanan sistem[6]. Selain ukuran-
nya, keandalan grid juga penting, karena daya luar yang disediakannya untuk sistem
keselamatan harus sangat andal. Oleh karena itu, langkah awal dalam mempertimbangkan
pengenalan tenaga nuklir adalah penilaian terhadap ukuran dan keandalan jaringan listrik
saat ini dan yang direncanakan. Untuk sistem ini, operator grid harus diwakili dalam NEPIO.
[11]. Studi NEPIO Tahap 1 harus membahas hal-hal berikut sehubungan dengan jaringan
listrik:[6]

— Kemampuan dari grid yang ada sehubungan dengan teknologi pembangkit listrik
tenaga nuklir yang tersedia, termasuk kemampuannya untuk secara andal mengambil
output beban dasar pembangkit listrik tenaga nuklir, kemampuannya untuk menahan
kehilangan output pabrik dan kemampuannya untuk secara andal memasok off-
kekuatan situs selama pemadaman dan dalam keadaan darurat;

— Pertumbuhan kapasitas grid yang diantisipasi di masa depan;

— Ketepatan historis dari jaringan listrik;

— Potensi interkoneksi sistem atau regional untuk meningkatkan karakteristik grid[6].

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Untuk pembangunan PLTN terdapat 19 (sembilan belas) infrastruktur yang harus
dipersiapkan. Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah dengan melaksanakan survei
di wilayah terkait, yakni Pulau Lombok melalui kunjungan maupun mengundang berbagai
pihak yang terkait sebagai Pemangku Kepentingan, yang nantinya berperan dalam
pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan PLTN di Provinsi NTB. Survei
diadakan antara lain untuk mendengarkan paparan terkait dengan PLTN serta Kondisi dan
Rencana Kelistrikan kedepan dan dapat berdiskusi langsung dengan para narasumber dari
berbagai pihak instansi di wilayah tersebut meliputi PT. PLN. Pelaksanaan survei ini
bertempat di kantor Dinas ESDM Provinsi NTB.

Rencana pemenuhan kebutuhan listrik dimasa mendatang saat ini sedang dilakukan
berbagai kajian mengenai energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan, baik energi
Matahari, Panas Bumi, Ombak maupun Energi Nukir. Energi nuklir saat ini dilirik karena
kehandalan serta biaya O&M yang relatif lebih murah dibandingkan dengan energi lainnya,
akan tetapi hal ini masih dalam taraf studi. Pengembangan energi baru dan terbarukan ini
diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri di Provinsi NTB.

Keputusan tentang program PLTN dan fasilitas nuklir melibatkan pengeluaran besar

dan melibatkan kepentingan masyarakat. Keputusan demikian adalah milik para pemimpin
politik dan karena itu penting untuk memungkinkan mereka mencapai pemahaman yang
seimbang dan masuk akal dari banyak masalah yang terlibat. Anggota masyarakat mencari
perwakilan mereka untuk membuat penilaian yang baik berdasarkan informasi yang baik.
Masyarakat juga ingin melihat bahwa keputusan yang dibuat oleh para pemimpin pemerin-
tahan tersebut tanpa bias atau pengaruh yang tidak semestinya.
Introduksi tenaga nuklir membutuhkan komitmen jangka panjang, baik secara nasional
maupun internasional. Kerangka waktu dalam 100 tahun harus dipertimbangkan pada
sebuah PLTN, meliputi skema penempatan limbah yang dapat diperpanjang lebih lama.
Periode implementasi awal akan setidaknya 10-15 tahun, sehingga komitmen program
jangka panjang ini bahkan dibuat sebelum mempertimbangkan sebuah PLTN.
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PEMBAHASAN HASIL
Pemetaan Industri Nasional
Peran Industri Nasional

Keterlibatan industri adalah segala hal yang meliputi subset keterlibatan industri lokal,
yang disediakan oleh organisasi lokal atau nasional - mencakup beragam kegiatan teknik,
konstruksi, komisioning, operasi, dan pemeliharaan yang khas dari program pengembangan
infrastruktur bernilai tinggi, meliputi:[6]

— Semua layanan pendukung yang penting dalam desain, pengiriman, konstruksi,
operasi, pemeliharaan, dan peningkatan ekuipmen sepanjang masa pakai fasilitas, dan
pembongkaran akhirnya;

— Berbagai keterampilan teknik yang komprehensif, seperti mekanik, listrik, instrumentasi
dan kontrol, teknologi informasi, teknik sipil, ilmu terapan, manajemen dan manajemen
proyek, di mana semua tingkatan terwakili dari pengrajin, teknisi, hingga sarjana atau
profesional;

— Perhatian khusus pada penerapan kode dan standar, manajemen kualitas dan
pengendalian biaya dan jadwal untuk mencapai tingkat kualitas dan kinerja yang
diperlukan dari industri nuklir;

— Sistem kontrol untuk mengintegrasikan desain dan konstruksi dengan benar yang
mencakup penilaian kinerja, umpan balik peristiwa, dan analisis akar penyebab, dan
yang mampu merekomendasikan tindakan korektif yang efektif dan tepat waktu.

Kebijakan Industri Nasional
Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi
beberapa kriteria dasar antara lain:
1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional,
2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar,
3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam),
4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar,
5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing
internasional industri, dan
6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan
negara-negara APEC.

Pemetaan Industri untuk PLTN

Meluncurkan program tenaga nuklir adalah komitmen utama bagi suatu negara; harus
direncanakan dengan hati-hati karena memerlukan investasi sumber daya yang besar dan
melibatkan banyak pemangku kepentingan: Perencanaan energi adalah analisis sistematis
semua faktor yang memengaruhi evolusi sistem energi nasional dan akan menilai jenis,
jumlah, dan kualitas kebutuhan layanan energi di masa depan. Setelah penilaian ini,
kemudian akan menganalisis opsi pasokan, termasuk: (a) sumber daya energi asli suatu
Negara; (b) tautan ke pasar energi eksternal; (c) vintage dan kinerja infrastruktur energi yang
ada; (d) pembangkit listrik dan produksi bahan bakar; dan (e) sistem transmisi dan distribusi
untuk penggunaan akhir dan teknologi layanan. Analisis ini mengeksplorasi hubungan
sistem dan saling ketergantungan dan membandingkan risiko dan manfaat dari opsi
pasokan energi alternatif. Ini khususnya mempertimbangkan pertukaran antara keamanan
energi, pasokan energi paling murah, kesejahteraan[7].

Upaya untuk memasok peralatan dan layanan ke fasilitas nuklir memerlukan industri
yang dapat mematuhi kode, standar dan persyaratan kualitas nuklir, dan mungkin memerlu-
kan komitmen dan investasi pemerintah. Pada tahap awal pengembangan program tenaga
nuklir di sebuah negara, harus mengarah pada rencana dan implementasi akhirnya untuk
mengembangkan tingkat parisipasi industri yang diinginkan. Pemetaan potensi industri di
sini meliputi:

- Mengidentifikasi kemampuan dan potensi industri nasional dan lokal, termasuk
kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk merealisasikan potensi tersebut;

- Mengidentifikasi minat industri untuk berpartisipasi dalam program tenaga nuklir;

- Mengidentifikasi tingkat dan kemungkinan investasi yang diperlukan untuk mening-
katkan fasilitas dan program industri;

- Merekomendasikan target untuk partisipasi dan kebijakan industri jangka pendek dan
jangka panjang.
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Kapasitas industry nasional telah tercatat sebagai tertinggi di kawasan ASEAN
dengan berbagai jenis seperti manufaktur dan pengolahan. Berdasarkan penuturan Menteri
Perindustrian, dilihat kontribusi kemampuan industri Indonesia jauh di atas negara-negara
ASEAN lainnya. Bahkan ditambah industri turunannya, kontribusi manufaktur lebih dari
30%][12]. Kemampuan dukungan industry nasional untuk PLTN teridentifikasi dari kapasitas
atas beragam jenis industry di dalam negeri yang telah mencapai hampir seluruh komponen
PLTN selain nuclear island.

Untuk kasus wilayah NTB tersedia ragam industrik dalam skala dan kapasitas
terbatas tersebar pada kabupaten/kota di NTB. Kabupaten/kota yang ada di NTB ter di ri dari
Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa
Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. industri yang ada di provinsi NTB ter di ri
dari industri besar dan industri kecil menengah. Data industry untuk tahun 2017 dan 2018
masih belum di peroleh, sehingga data terkini jumlah industry besar dalam hal ini tidak
termasuk sentra industry kecil menengah untuk tahun 2016 maupun untuk data sampai
dengan tahun 2016 termasuk hasil rekapitulasi industri provinsi NTB dapat di lihat pada
Tabel 1 dan Tabel 2.

Pemetaan Jaringan Listrik
Berdasarkan data RaRUPTL, sistem kelistrikan provinsi NTB meliputi: Sistem Lombok
(150 kV), Sistem Sumbawa-Bima (70 kV) dan Sistem Skala Menengah (20 kV) serta
beberapa sistem kecil terisolasi (PLN, 2019). Sistem kelistrikan di NTB, untuk sistem besar
dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
(PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM/PLTMH). Sedangkan sistem
menengah dan sistem kecil dipasok dari PLTD dan sebagian kecil dari PLTMH. Sistem
interkoneksi di NTB terdiri dari (Gambar 1 dan Gambar ):
a. Sistem Lombok meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah,
Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.
b. Sistem Sumbawa meliputi Kota Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat.
c. Sistem Bima meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu.

% BT, PLA (Perasro)| November 2018 I 1 500 kV Eknisting Trans. 500 k¥ Ehsisting [0 kit 500 kv Reeearn
) 01500 kv Rencana Trana. 500 &V Rencana  © Kit. 150 k Ekasisting
® 01150 k¥ Eksisting —— Trans. 150 kV Eksisting @ Kit. 500 kV Rencana
Feta Kelistrikan @ 60150 kVRecana  seee Trans 150 k¥ Rercars @ Kit 150 1V Rerears
Sistem Lombok [NTB) A 0170 KV Eksisting Trans . 70 k¥ Eiaisting

Gambar 2: Peta Sistem Kelistrikan Pulau Lombok

Gambar 2 menunjukkan peta sistem kelistrikan di Pulau Lombok yang terdiri dari
PLTU, PLTD dan PLTM, dengan jaringan transmisi 150 kV (eksisting dan rencana) dan 70
kV (eksisting). Sedangkan peta kelistrikan sistem Sumbawa dapat dilihat pada Gambar 3
Peta sistem kelistrikan Sumbawa terdiri dari PLTU, PLTMG dan PLTD dengan jaringan
transmisi 150 kV (eksisting dan rencana) dan 70 kV (eksisting dan rencana). Pulau-pulau
kecil yang terdapat di NTB memiliki sistem iinterkoneksi kecil terisolasi dan tersebar di
seluruh wilayah NTB. Pulua-pulau kecil di provinsi ini juga memiliki pembangkit sendiri yang
terhubung ke beban melalui jaringan 20 kV, dan sebagian langsung ke jaringan 220 kV.
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Gambar 3: Peta Sistem Kelistrikan Pulau Sumbawa

Sebagai hasil dari forum dengar pendapat tersebut diperoleh berbagai masukan
bahwa masyarakat Lombok menginginkan agar terus dilakukan sosialisasi mengingat
dampak radioaktif dianggap sangat berbahaya apabila terjadi kecelakaan pada reaktor
nuklir. Bagi masyarakat awam kata “nuklir” terdengar menyeramkan, sehingga mungkin
perlu adanya penamaan untuk reaktor nuklir agar masyarakat dapat menerima. Dalam
rencana pembangunan PLTN perlu mempersiapkan studi terkait limbah radioaktif.

Ada berbagai cara untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan pemangku kepen-
tingan. Para pemangku kepentingan yang berbeda yang telah diakui penting dalam program
komunikasi PLTN akan berbeda dari satu negara ke negara lain dan dari tahap siklus umur
ke tahap siklus umur PLTN, tetapi diharapkan untuk memasukkan mereka. Kelompok ini
paling kurang adalah:

Para pemimpin pemerintahan - lokal dan nasional

Pembentukan komite lokal adalah cara yang efisien untuk berinteraksi dengan politisi
dan pejabat pemerintah lokal. Hal ini memungkinkan komunikasi yang teratur dan tepat
waktu mengenai masalah-masalah operasional. Dalam setiap forum terbuka perlu dipastikan
bahwa informasi dipahami dengan baik oleh perwakilan para pemangku kepentingan, dan
pada saat yang sama informasi tersebut disampaikan kepada pihak yang berwenang.[5]
Media berita

Dalam banyak kasus, masyarakat umum mengklaim kepercayaan yang lebih besar
pada media daripada pejabat pemerintah atau yang disebut 'pakar'. Perlu diketahui bahwa di
antara media mungkin memiliki pandangan tertentu untuk mereka komunikasikan, yang lain
hanya mencerminkan informasi yang diberikan kepada mereka. Pentingnya siklus berita
yang bergulir juga penting dalam merencanakan kegiatan komunikasi dengan audiens
khusus ini. Adalah sangat penting untuk memiliki komunikator yang kredibel dan terampil
untuk berinteraksi dalam waktu singkat dan menindaklanjutinya sesuai kebutuhan. Penting
pula untuk membedakan antara media nasional dan media lokal, yang mungkin memiliki
persyaratan dan harapan yang berbeda.

Akademisi / peneliti

Kelompok ini umumnya diidentifikasi memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dengan
masyarakat, dan sering didekati oleh media karena saran dan komentar mereka dipandang
independen dari regulator atau pemilik / operator. Mengembangkan metode komunikasi dua
arah dengan kelompok pemangku kepentingan ini dapat menjadi cara yang berguna untuk
menggabungkan diskusi berbasis ilmu yang diperdebatkan dengan baik ke dalam keputusan
bisnis kebijakan energi praktis yang dibuat dan dipertimbangkan oleh kelompok pemangku
kepentingan lainnya. Selain itu, hubungan dengan pendidik dapat memastikan bahwa
program akademik mendukung basis pengetahuan yang dibutuhkan anggota angkatan kerja
nuklir saat ini dan yang akan datang.

Profesional medis dan kesehatan

Kalangan profesional dan kesehatan adalah kelompok lain yang sering terlihat oleh

masyarakat sebagai sumber informasi yang paling dapat diandalkan. Pada kenyataannya,
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mereka sering tidak memiliki pengetahuan terperinci tentang dampak radiasi pada
kesehatan; khususnya mengingat sifat alami kesimpulan ilmiah tentang pertanyaan ini.
Karena itu penting untuk melibatkan kelompok ini agar mereka dapat mengembangkan
pengetahuan informasi dan kepercayaan diri dalam dan individu yang menyediakannya.
Profesional medis juga dapat memberi pemilik / operator wawasan tentang potensi
kekhawatiran yang harus dikelola untuk mencegah mereka dilebih-lebihkan dalam
pandangan masyarakat.
Kelompok kepentingan khusus dan masyarakat, kelompok konsumen, organisasi non-
pemerintah lainnya

Melibatkan kelompok-kelompok tersebut dalam diskusi dan meneruskankan komentar
mereka untuk disebarluaskan. Hal tersebut menawarkan peluang yang baik untuk klarifikasi
pernyataan dan asumsi yang salah sambil menunjukkan kesediaan mereka untuk
mempertimbangkan pandangan yang berlawanan. Selama exercise, identifikasi pemangku
kepentingan awal berguna untuk menentukan kelompok kepentingan khusus yang akan
mendukung tema utama program PLTN, seperti lapangan kerja, pajak, kemandirian energi;
dan terutama mereka yang menentang program PLTN berdasarkan tujuan mereka sendiri.
Sementara organisasi lingkungan secara historis masuk dalam kategori yang terakhir ini dan
dapat terus melakukannya. Dengan semakin banyaknya negara anggota yang prihatinan
terhadap perubahan iklim akan semakin menjadikan mereka pendukung pembangkit tenaga
nuklir yang aman.
Warga

Sepanjang siklus umur PLTN, komunitas lokal dapat menjadi pemangku kepentingan
yang paling penting. Anggota masyarakat setempat memberikan pengaruh pada politisi lokal
dan nasional, dan dapat menjadi kelompok paling penting dalam hal dukungan untuk
mengembangkan fasilitas baru atau memperluas yang sudah ada. Pembentukan kelompok
penghubung lokal memungkinkan adanya perwakilan dari pemangku kepentingan lokal
untuk diberikan informasi secara reguler.[13]
Karyawan dan pemasok

Karyawan biasanya adalah pemangku kepentingan yang sangat penting. Mereka tidak
hanya membantu untuk memastikan keberhasilan proyek, tetapi juga sebagai juru bicara
informal bagi proyek. Pemasok memiliki karakteristik yang sama dengan pemangku kepen-
tingan lainnya.[3]
Pembuat opini informal

Pembuat opini informal meliputi otoritas lingkungan setempat, pemuka masyarakat,
pengusaha, tukang cukur, penjaga warung, olahragawan, petugas pemadam kebakaran, dll
dapat secara signifikan mempengaruhi pendapat masyarakat.

KESIMPULAN

Kemampuan industri nasional telah dapat mendukung partisipasi domestik pada level 30
persen atau lebih yang mendominasi pada komponen sipil, mekanik dan elektrikal,
sedangkan nuclear island didominasi oleh komponen import. Keterlibatan pemangku
kepentingan memberikan hasil cukup posirif yang siap mendukung program PLTN di wilayah
NTB, sedangakan dari aspek jaringan listrik untuk tahun 2040 berdasarkan perkembangan
saat ini akan dapat mendukung PLTN berskala 100 MWe. Perencanaan energi adalah
analisis sistematis semua faktor yang memengaruhi evolusi sistem energi nasional dan akan
menilai jenis, jumlah, dan kualitas kebutuhan layanan energi di masa depan. Dalam kajian
keterlibatan pemangku kepentingan perlu penjelasan lebih mendalam mengenai teknologi
PLTN kepada masyarakat lokal, Pemda, maupun institusi lain. Dalam rangka introduksi
PLTN, kemampuan industri nasional untuk menyuplai kandungan lokal relatif cukup tinggi
(berkisar 30%). Kemampuan industri lokal NTB sendiri masih terbatas pada industri seder-
hana seperti produk beton, pekerjaan, besi, atap bangunan dan sebagainya yang bersiafat
pekerjaan sipil kasar. Dari hasil analisis sistem kelistrikan diperoleh tahun keluaran PLTN di
NTB pada tahun 2040 sejumlah 2 unit dengan kapasitas masing-masing 100 MW. Untuk
keterlibatan pemangku kepentingan perlu adanya sosialisasi secara berkala dan adanya
forum diskusi tentang rencana pembangunan PLTN di NTB. Perlu adanya koordinasi yang
berkualitas dan berlanjut antara BATAN dengan selingkung PEMDA NTB.
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DISKUSI/TANYA JAWAB:

1.

PERTANYAAN (Sufiana Solihat-PKSEN BATAN):
Mengapa KLH masuk ke dalam kelompok keteknikan? Tidak masuk ke kelompok
pemerhati atay kelompok yang lain?

JAWABAN:

KLH masuk ke dalam kelompok keteknikan berdasarkan peranannya sebagai
Lembaga teknis pemerintah, bekerja sebagai pelaksana teknis di sektor lingkungan,
perumus kebijakan dan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pembinaan.
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ABSTRAK

IDENTIFIKASI TANGGUNG-JAWAB PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN
PLTN DI INDONESIA. Saat ini Pemerintah Indonesia sedang berencana membangun
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Kalimantan Barat. Negara-negara yang
baru pertama kali akan membangun PLTN harus mempersiapkan berbagai infrastruktur
pendukung sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh IAEA. Pendekatan Milestone IAEA
(IAEA Milestone Approach) ini membantu negara-negara anggota yang sedang
mempertimbangkan atau merencanakan PLTN pertamanya untuk memahami komitmen,
kewajiban dan tanggungjawab pihak-pihak yang terkait dengan penyiapan program tenaga
nuklir. Pendekatan Milestone membagi kegiatan yang diperlukan untuk membangun
infrastruktur program tenaga nuklir menjadi tiga (3) fase, yaitu Fase 1: Pertimbangan
sebelum keputusan untuk meluncurkan program tenaga nuklir diambil, Fase 2: Pekerjaan
persiapan untuk pembuatan kontrak dan pembangunan PLTN setelah keputusan kebijakan
go nuklir diambil, dan Fase 3: Kegiatan untuk kontrak, perizinan dan membangun PLTN
pertama dilakukan. Penyelesaian setiap fase ditandai dengan "Milestone" tertentu di mana
kemajuan dapat dinilai dan keputusan dapat dibuat tentang kesiapan untuk melanjutkan ke
fase berikutnya. Milestone ini adalah Milestone 1: Siap membuat komitmen yang
berpengetahuan luas terhadap program tenaga nuklir, Milestone 2: Siap mengundang
penawaran (bid invitation)/ negosiasi/merundingkan kontrak untuk PLTN pertama, dan
Milestone 3: Siap komisioning dan mengoperasikan PLTN pertama. Saat ini, Indonesia
masih berada di Fase 1 dimana masih mempertimbangkan dan belum memutuskan untuk
membangun PLTN. Makalah ini akan mengidentifikasi komitmen, kewajiban dan
tanggungjawab pihak-pihak yang terkait dalam penyiapan dan pengembangan infrastruktur
pembangunan PLTN pada Fase 1.

Kata Kunci: komitmen, kewajiban, tanggungjawab, penyiapan infrastruktur, PLTN, Fase 1

ABSTRACT

THE IDENTIFICATION OF RESPONSIBILITIES FOR PREPARATION OF NPP
DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE IN [INDONESIA. Currently the Indonesian
government is planning to build the first Nuclear Power Plant (PLTN) in West Kalimantan.
Countries that will first build nuclear power plants must prepare various supporting
infrastructure in accordance with the guidelines issued by the IAEA. The IAEA Milestone
Approach helps member countries that are considering or planning their first nuclear power
plant to understand the commitments, obligations and responsibilities of the parties related to
the development of a nuclear power program. The Milestone approach divides the activities
needed to build a nuclear power program infrastructure into three (3) phases, namely Phase
1: Considerations before the decision to launch a nuclear power program is taken, Phase 2:
Preparatory work for the construction of contracts and construction of nuclear power plants
after a nuclear go policy decision is taken , and Phase 3: Activities for contracts, permits and
building the first nuclear power plant are carried out. The completion of each phase is
marked by a certain "milestone" in which progress can be assessed and decisions can be
made about readiness to proceed to the next phase. This milestone is Milestone 1: Ready to
make commitments that are knowledgeable about nuclear power programs, Milestone 2:
Ready to invite bid / negotiation / negotiate contracts for the first nuclear power plant, and
Milestone 3: Ready to commission and operate the first nuclear power plant. Currently,
Indonesia is still in Phase 1, where it is still considering and has not yet decided to build a
NPP. This paper will identify commitments, obligations and responsibilities of the parties
involved in preparation and development of NPP infrastructure.
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Keyword: commitments, obligations, responsibilities, infrastructure development, NPP,
phase 1

PENDAHULUAN

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di suatu negara tujuan
utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kesejahteraan masyarakat. Saat
ini Pemerintah Indonesia sedang berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
(PLTN) pertama di Kalimantan Barat. Hal yang paling penting dalam introduksi PLTN
pertama di suatu negara adalah kesiapan infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu,
negara-negara yang baru pertama kali akan membangun PLTN seperti Indonesia harus
mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung sesuai dengan panduan yang diterbitkan
oleh IAEA. Pendekatan Milestone IAEA (IAEA Milestone Approach) ini membantu negara-
negara yang sedang mempertimbangkan atau merencanakan PLTN pertamanya. Tujuannya
adalah untuk membantu negara anggota IAEA memahami komitmen, kewajiban dan
tanggungjawab pihak-pihak yang terkait (stakeholder atau pemangku kepentingan) dengan
pengembangan program energi nuklir.

Pendekatan Milestone seperti pada Gambar 1., membagi kegiatan yang diperlukan
untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur program tenaga nuklir menjadi tiga (3)
Fase. Tiga (3) fase dalam mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung
program tenaga nuklir adalah:
FASE 1: Pertimbangan sebelum keputusan untuk meluncurkan program tenaga nuklir
diambil.
Pada fase ini, studi Pra-Kelayakan akan membantu suatu negara membangun posisi
nasional yang kuat dan menjawab pertanyaan kunci: mengapa harus tenaga nuklir/PLTN.
Proses ini dimulai awal pada Tahap 1 setelah tenaga nuklir dimasukkan sebagai opsi dalam
strategi energi nasional.
FASE 2: Pekerjaan persiapan untuk pembuatan kontrak dan pembangunan PLTN setelah
keputusan kebijakan go nuclear diambil. Dalam fase ini, organisasi kunci serta kerangka
kerja hukum dan peraturan ditetapkan.

FASE 3: Kegiatan untuk kontrak, perizinan dan pembangunan PLTN pertama dilakukan.

MILESTONE 1 MILESTONE 2 MILESTONE 3
Ready to make a Ready to invite Ready to

Nuclear power knowledgeable bids/negotiate a commission and
option included commitment to a contract for the first operate the first
in national nuclear power nuclear power plant nuclear power plant
energy strategy programme
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3
Considerations Preparatory work Activities to
before a decision for the contracting implement the
to launch a and construction first nuclear
nuclear power of a nuclear power power plant
programme is plant after a policy
taken decision has been

taken

AT LEAST 10-15 YEARS

FIRST NUCLEAR POWER PLANT PROJECT

Final investment Commissioning

= = Brotect decision

re-projec roje . Operation

activities development Contracting . 2 o
Consirucion ecommissioning

Gambar 1. Pendekatan Milestone Pengembangan Infrastruktur Tenaga Nuklir

Penyelesaian setiap fase ditandai dengan "Milestone" tertentu di mana kemajuan
dapat dinilai dan keputusan dapat dibuat tentang kesiapan untuk melanjutkan ke fase
berikutnya. Terdapat 3 Milestone, yaitu:

Milestone 1: Siap membuat komitmen yang berpengetahuan luas terhadap program tenaga
nuklir atau adanya keputusan untuk membangun PLTN,
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Milestone 2: Siap mengundang penawaran (bid invitation)/negosiasi/perundingan kontrak
untuk PLTN pertama, dan
Milestone 3: Siap komisioning dan mengoperasikan PLTN pertama.

Pendekatan milestone mencakup 19 aspek infrastruktur (Gambar 2), yang
membutuhkan penyiapan, pengembangan dan tindakan khusus selama masing-masing fase
oleh pihak-pihak yang terkait (stakeholder atau pemangku kepentingan) yang mempunyai
komitmen, kewajiban dan tanggungjawab yang berbeda. Penyelesaian tindakan untuk setiap
fase mewakili pencapaian milestone yang terkait.

National Nuclear safety Management Funding and Legal Safeguards
position financing framework

Radiation Regulatory Electrical grid Human resource Stakeholder Site and supporting Environmental
protection framework development involvement facilities protection

Emergency Nuclear Nuclear fuel Radioactive waste Industrial Procurement
planning security cycle management involvement

Gambar 2. 19 Aspek Infrastruktur PLTN

Kesiapan 19 infrastruktur pada setiap fase akan sangat menentukan keberhasilan
program PLTN. Saat ini, Indonesia masih berada di Fase 1 dimana masih
mempertimbangkan dan belum memutuskan untuk membangun PLTN. Makalah ini
bertujuan untuk mengidentifikasi komitmen, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyiapan
infrastruktur pembangunan PLTN pada Fase 1, dan selanjutnya mengidentifikasi pihak-pihak
yang terkait (stakeholder atau pemangku kepentingan) yang berkewajiban dan
bertanggungjawab dalam menyiapkannya.

METODOLOGI
Metode yang digunakan adalah kajian pustaka, dan selanjutnya dilakukan analisis
deskriptif. Penyusunan makalah ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Mempelajari pendekatan Milestone IAEA (IAEA Milestone Approach)
2) Mengidentifikasi komitmen, kewajiban, tanggungjawab, tugas dan pekerjaan dalam
penyiapan infrastruktur program PLTN
3) Mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab (stakeholder) dalam
memenuhi dan menyiapkan infrastruktur program PLTN
4) Pembahasan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komitmen, Kewajiban, Tanggungjawab, Tugas dan Pekerjaan dalam penyiapan
infrastruktur PLTN Pada Fase 1

Untuk mencapai “milestone” Fase 1, yaitu siap membuat komitmen yang
berpengetahuan luas terhadap program PLTN atau adanya keputusan untuk membangun
PLTN, maka diidentifikasi komitmen, kewajiban, tanggungjawab, tugas dan pekerjaan apa
saja yang harus dilakukan untuk penyiapan dan pengembangan 19 aspek infrastruktur dasar
pembangunan PLTN sebagai berikut:

1. Aspek Posisi Nasional
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Indonesia yang telah mempertimbangkan tenaga nuklir sebagai salah satu opsi
pembangkitnya, perlu komitmen jangka panjang terhadap PLTN. Selain itu, Indonesia juga
perlu membentuk organisasi pelaksana program energi nuklir atau NEPIO (Nuclear Energy
Program Implementation Organization) yang fungsi utamanya meliputi:

- memastikan bahwa alasan keputusan nasional untuk berencana membangun PLTN

dipahami dengan baik oleh semua pemangku kepentingan

- mempertahankan momentum dan menyediakan forum Dberkelanjutan untuk

komunikasi dan kerja sama antar organisasi (mis. Pemilik / operator, operator
jaringan, badan pengatur, instansi pemerintah terkait, legislator dan pembuat
keputusan lainnya)

- memastikan peran dan tanggungjawab organisasi utama (yaitu pemerintah, badan

pengatur dan pemilik / operator) didefinisikan dan dipahami dengan baik oleh semua
pemangku kepentingan.

Untuk memutuskan bahwa suatu negara apakah perlu membangun PLTN, pada Fase 1
ini NEPIO perlu melakukan studi perencanaan energi.

2. Aspek Keselamatan Nuklir
Pada Fase 1, negara harus mempunyai komitmen jangka panjang terhadap pentingnya
keselamatan dan berpartisipasi dalam kerangka kerja internasional tentang keselamatan
nuklir. Pada Fase ini NEPIO melakukan studi dan menyusun laporan yang fokus pada:
- Standar keselamatan |IAEA;
- Tanggung jawab utama dari badan regulasi;
- Kerangka hukum dan peraturan yang efektif untuk keselamatan, termasuk badan
pengawas independen;
- Pembentukan kepemimpinan dan manajemen yang efektif untuk keselamatan;
- Pengelolaan jangka panjang bahan bakar bekas dan limbah radioaktif;
- Pengembangan budaya keselamatan dalam semua organisasi yang terlibat
dalam program nuklir
- Upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- Pengaturan untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat;
- Lokasi dan tapak
- Dan lain-lain

3. Aspek Manajemen

Pada Fase 1 NEPIO menyusun sistem manajemen program PLTN yang kompeten,
kuat, efektif di semua tahap program/proyek PLTN, dan menyusun persyaratan manajemen
program/proyek PLTN. Jika memungkinkan pada Fase 1 NEPIO sudah menentukan pemilik
(owner) atau operator PLTN yang akan dibangun.
4. Aspek Pendanaan dan Pembiayaan

Pada Fase 1 NEPIO melakukan studi menyeluruh terkait pendanaan dan pembiayaan,
mencakup tinjauan struktur pendanaan dan pembiayaan, tinjauan semua persyaratan
pendanaan dan opsi pembiayaan yang relevan, dan rekomendasi pembiayaan untuk
penyiapan dan pengembangan infrastruktur PLTN.

5. Aspek Kerangka Hukum
NEPIO dibantu lembaga lain bertugas menyiapkan infrastruktur kerangka hukum
ketenaganukliran yang meliputi:
- mengembangkan pemahaman mendasar tentang kebutuhan kerangka hukum
ketenaganukliran dan didiskusikan dengan lembaga pemerintah yang terkait
- memahami instrumen hukum internasional yang relevan dan implikasinya terhadap
perundang-undangan nasional terkait ketenaganukliran
- membentuk badan pengawas nuklir independen dengan SDM dan keuangan yang
memadai dan mempunyai kewenangan otorisasi, inspeksi dan penegakan
- menyusun dan menetapkan undang-undang nasional yang komprehensif yang
secara jelas menggambarkan tanggung jawab semua organisasi/otoritas yang
terlibat dalam program PLTN dan mencakup semua bidang hukum nuklir yaitu
keselamatan nuklir, keamanan nuklir, perlindungan dan tanggung jawab atas
kerusakan nuklir, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, penambangan, transportasi,
limbah radioaktif dan manajemen bahan bakar bekas, dekomisioning,
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pertanggunganjawaban nuklir dan cakupannya, perlindungan lingkungan,
kesiapsiagaan dan tanggap darurat, kesehatan dan keselamatan kerja, investasi
asing, kontrol ekspor dan impor jaminan keuangan atau undang-undang keuangan
lainnya.

6. Aspek Seifgard
Pada Fase 1 negara harus memiliki komitmen yang jelas terhadap kewajiban non-
proliferasi internasional dan perjanjian pengamanan bahan bakar nuklir dengan IAEA. Selain
itu, NEPIO harus menyusun laporan komprehensif yang memuat:
- Kerjasama antara negara, operator fasilitas dan IAEA dalam menerapkan
seifgard;
- Kelengkapan dan kebenaran deklarasi negara untuk memastikan verifikasi
independen yang efektif oleh IAEA,;
- Persiapan oleh entitas yang kemungkinan akan terlibat dalam program tenaga
nuklir untuk memenuhi kewajiban pelaporan penggunaan bahan bakar nuklirnya
kepada badan pengawas yang terbentuk.

7. Aspek Kerangka Regulasi
Pada Fase 1 NEPIO dibantu badan regulasi dan lainnya menyusun peraturan yang
sesuai dengan program PLTN yang diusulkan, yang diantaranya:

- Desain badan pengawas independen yang kompeten dan efektif dengan otoritas
yang jelas, SDM dan keuangan yang memadai, dan dukungan pemerintah yang
kuat;

- Penugasan fungsi-fungsi inti keselamatan, keamanan dan kerangka pengaman
untuk mengembangkan peraturan, tinjauan dan penilaian, otorisasi, inspeksi,
penegakan, dan informasi publik;

- Definisi yang jelas tentang hubungan badan pengawas dengan organisasi lain;

- Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban internasional, termasuk
pengamanan IAEA,

- Kewenangan untuk terlibat dalam kerja sama internasional.

- Peraturan-peraturan terkait ketenaganukliran

8. Aspek Proteksi Radiasi
Pada Fase 1 NEPIO bersama institusi terkait lainnya menyiapkan infrastruktur aspek
proteksi radiasi diantaranya adalah:

- Mengembangkan pemahaman tentang bahaya tambahan yang ditimbulkan oleh
operasi PLTN melebihi yang ditimbulkan oleh aplikasi medis, industri dan
penelitian radiasi pengion

- Mengidentifikasi bagaimana program proteksi radiasi yang ada perlu ditingkatkan
untuk mengatasi operasi PLTN, transportasi, penyimpanan dan pengelolaan
limbah radioaktif.

9. Aspek Jaringan Listrik
Pada Fase 1 NEPIO bersama institusi terkait seperti PT. PLN menyiapkan infrastruktur
aspek jaringan listrik diantaranya adalah:
= Penilaian terhadap ukuran dan keandalan jaringan listrik saat ini dan yang
direncanakan
= Studi terkait jaringan listrik, diantaranya:
- Kemampuan jaringan/grid yang ada sehubungan dengan teknologi PLTN yang
tersedia;
- Pertumbuhan kapasitas grid yang diantisipasi di masa depan;
- Ketepatan historis dari jaringan listrik;
- Potensi interkoneksi lokal atau regional untuk meningkatkan karakteristik grid.

10.Aspek Pengembangan SDM

Pada Fase 1 NEPIO dibantu institusi terkait seperti BATAN, BAPETEN, Perguruan
Tinggi dIl menyiapkan infrastruktur aspek pengembangan SDM diantaranya adalah:
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= Mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk program
tenaga nuklir, dari berbagai disiplin ilmu: teknis, manajerial dan administratif yang
akan dibutuhkan, dan menilai ketersediaannya di dalam negeri
Menyusun rencana pengembangan SDM nasional untuk program energi nuklir
Menilai ketersediaan pendidikan dan pelatihan khusus di dalam dan luar negeri
Menilai kemampuan penelitian dalam negeri yang mungkin perlu dikembangkan
Merencanakan untuk mengembangkan atau mengimpor SDM yang dibutuhkan oleh
pemilik / operator, badan pengawas, dan organisasi lain yang terlibat dalam
mengimplementasikan program tenaga nuklir
= Menyelaraskan rekomendasi tentang pengembangan SDM dengan rekomendasi
tentang kebijakan negara mengenai keterlibatan industri nuklir.

11.Aspek Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Pada Fase 1 NEPIO menyiapkan infrastruktur aspek keterlibatan pemangku
kepentingan, diantaranya adalah:
= menyusun strategi dan rencana program pelibatan pemangku kepentingan
(stakeholder involvement);
= melakukan survei untuk penerimaan publik terhadap PLTN;
= pelibatan pemangku kepentingan melalui dialog terbuka antara pemerintah,
pemilik/operator dan semua pemangku kepentingan berdasarkan transparansi dan
keterbukaan;
= menanggapi hasil survei dan menjelaskan minat pemerintah terhadap tenaga nuklir,
dan potensi manfaat dari tenaga nukilir;
= mengembangkan dan mulai menerapkan rencana interaksi dengan semua
pemangku kepentingan, termasuk negara tetangga, dunia dan Ilembaga
internasional;

12.Aspek Tapak dan Fasilitas Pendukung
Pada Fase 1 NEPIO dibantu pemilik/operator (jika sudah ada) menyiapkan infrastruktur
aspek tapak dan fasilitas pendukung PLTN, diantaranya adalah:

= Survei tapak, menyelidiki wilayah dan tapak potensial dan menolak tapak yang tidak
cocok melalui analisis penyaringan (screening analysis);

= Studi penentuan tapak dan lokasi untuk fasilitas lain, seperti penyimpanan bahan
bakar bekas sementara dan fasilitas pemrosesan limbah;

= Pertimbangan pilihan transportasi antar fasilitas, infrastruktur fisik untuk rumah
pekerja, akses untuk pengiriman peralatan, ketersediaan air dan listrik, akses
evakuasi dan cara-cara untuk meminimalkan dampak pada masyarakat lokal

= Meneliti elemen penting dan karakterisasi lokasi tapak PLTN, yaitu:
- Kemudahan integrasi ke dalam sistem listrik;
- Demografi;
- Penggunaan lahan;
- Geologi dan tektonik;
- Vulkanologi;
- Bahaya alam eksternal lainnya;
- Hidrologi;
- Meteorologi;
- Oceanografi;
- Keselamatan nuklir dan perlindungan radiasi;
- Keamanan nuklir;
- Dampak lingkungan dan pemantauan lingkungan;
- Risiko dari peristiwa yang disebabkan manusia;
- Ketersediaan infrastruktur lokal;
- Kemudahan akses;
- Batasan hukum;
- Interaksi publik;
- Perencanaan kedaruratan.
- Dan lain-lain

13.Aspek Proteksi Lingkungan
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Pada Fase 1 NEPIO bersama BATAN, Kementerian Lingkungan Hidup dan institusi
terkait lainnya menyiapkan aspek proteksi lingkungan di daerah sekitar tapak PLTN,
diantaranya adalah:

= membahas dampak pada manusia dan lingkungan dari pelepasan kecil limbah

radioaktif padat, cair dan gas selama operasi normal,

= mempertimbangkan penggunaan lahan, penggunaan air, kualitas air, dan dampak

terhadap manusia dan lingkungan dari limbah radioaktif tingkat rendah yang terkait
dengan operasi normal dan pemeliharaan PLTN dan fasilitas terkait;

= Meninjau kesesuaian kerangka negara yang ada untuk perlindungan lingkungan dan

kewajiban internasionalnya, dan harus mengumpulkan dan menganalisis informasi
lingkungan awal sehubungan dengan survei lokasi.

14.Aspek Rencana Kedaruratan
Pada Fase 1 NEPIO dibantu BATAN, BAPETEN, TNI/Palri dll mentiapkan aspek rencana
kedaruratan yang mungkin timbul ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama
pengoperasian PLTN, diantaranya:
= menyusun dan mengembangkan program untuk rencana kedaruratan yang
memastikan kemampuan untuk mengambil tindakan yang secara efektif akan
mengurangi konsekuensi dari keadaan darurat;
= mengevaluasi status kesiapsiagaan dan tanggap kedaruratan (Emergency
Preparedness and Response, EPR) dan memastikan bahwa pemerintah sadar akan:
- Setiap peningkatan kemampuan EPR yang akan diperlukan untuk mendukung
program tenaga nuklir
- Sumber daya yang akan dibutuhkan untuk mengembangkan, memelihara dan
menunjukkan kemampuan tanggap darurat
- Tanggung jawab untuk EPR dan kebutuhan untuk mendefinisikan tanggung
jawab yang jelas untuk semua organisasi yang terlibat.
= mengevaluasi rencana kedaruratan yang membahas setiap kebutuhan untuk
pengaturan baru di tingkat internasional, termasuk partisipasi dalam instrumen
hukum internasional dan kerjasama dengan negara-negara tetangga, IAEA dan
organisasi internasional lainnya;
= survei lokasi untuk melihat karakteristik tapak yang penting untuk kesiapsiagaan dan
tanggap kedaruratan.

15.Aspek Keamanan Nuklir
Pada Fase 1 NEPIO bersama BATAN, BAPETEN dll menyiapkan dan mengembangkan
aspek keamanan nuklir, diantaranya adalah:
= menyusun program keamanan nuklir, seperti pencegahan, deteksi, dan tanggapan
terhadap tindakan disengaja maupun tidak disengaja terkait dengan bahan nuklir,
bahan radioaktif lainnya, dan fasilitas serta kegiatan terkait;
= menyusun kerangka hukum dan peraturan serta tindakan administratif yang
mengatur keamanan nuklir, organisasi yang bertanggung jawab untuk keamanan
nuklir, dan lain lain;
= memberikan rekomendasi mengenai:
- kebijakan dan strategi nasional untuk keamanan nuklir
- peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah untuk keamanan nuklir, dan
- instrumen hukum internasional yang relevan dengan keamanan nukilir.

16.Aspek Daur Bahan Bakar Nuklir
Pada Fase 1 NEPIO bersama BATAN, BAPETEN dan Perguruan Tinggi menyiapkan
dan mengembangkan aspek daur bahan bakar nuklir (BBN), diantaranya adalah:
= mengembangkan pengetahuan yang luas tentang langkah-langkah dalam siklus
BBN dan memilih strategi siklus bahan bakarnya relatif lebih awal, karena pilihan itu
akan mempengaruhi pemilihan teknologi nuklir tertentu;
= menganalisis opsi alternatif yang memungkinkan untuk bahan bakar bekas dan
pengelolaan limbah radioaktif sehingga keputusan yang diambil pada akhir Fase 1
mendapat informasi tentang tantangan yang dihasilkan bahan bakar dan limbah
untuk program tenaga nuklir;
= menyusun kebutuhan & persyaratan SDM untuk penyiapan infrastruktur aspek ini.
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17.Aspek Pengelolaan Limbah Radioaktif
Pada Fase 1 NEPIO bersama BATAN, BAPETEN dan Perguruan Tinggi menyiapkan
dan mengembangkan aspek pengelolaan limbah radioaktif, diantaranya adalah
mengidentifikasi semua tanggung jawab untuk penanganan limbah radioaktif PLTN, dengan
mempertimbangkan:
- Kemampuan negara saat ini, kerangka kerja regulasi dan pengalaman dalam
penanganan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan limbah radioaktif;
- Volume tambahan limbah radioaktif tingkat rendah & menengah, dan variasi
isotop yang diharapkan dari fasilitas tenaga nuklir;
- Pilihan teknologi dan pembuangan akhir bahan bakar bekas dari proses olah
ulang;
- SDM dan pengembangan infrastruktur lainnya yang terkait dengan pengelolaan
limbah radioaktif untuk program tenaga nuklir.

18.Aspek Keterlibatan Industri
Pada Fase 1 NEPIO bersama BATAN, Kementerian Perindustrian dan Perguruan
Tinggi menyiapkan dan mengembangkan aspek pengelolaan limbah radioaktif, diantaranya
adalah:
= menilai peluang untuk keterlibatan industri nasional & lokal dalam program PLTN;
= menetapkan kebijakan tentang pengembangan kemampuan industri nasional dan
alih teknologi;
= Meyakinkan pemasok (vendor) PLTN bahwa industri dalam negeri mampu
memenuhi standar nuklir;
= Melakukan penilaian realistis atas kemampuan industri nasional;
= Mengkaji dan menilai kemampuan dan potensi industri nasional & lokal, termasuk
pelatihan dan pengembangannya;
= Mengkaji minat industri untuk berpartisipasi dalam program PLTN;
= Menilai tingkat dan kemungkinan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan
fasilitas dan program industri;
= Merekomendasikan sasaran untuk partisipasi dan kebijakan industri jangka pendek
dan jangka panjang untuk mencapai sasaran tersebut.

19.Aspek Pengadaan
Pada Fase 1 NEPIO menyiapkan dan mengembangkan aspek pengadaan, diantaranya
adalah:
= membahas mekanisme pengadaan peralatan khusus yang berbeda dengan
pengadaan biasa, seperti pengadaan untuk PLTN dan fasilitas nuklir lainnya;
= Menentukan persyaratan kualitas dan memverifikasi bahwa pemasok memenuhi
persyaratan tersebut;
= Menyusun dan merekomendasikan kebijakan pengadaan yang konsisten dengan
strategi program PLTN dan kebijakan keterlibatan industrinya.

Pihak Terkait Yang Bertanggungjawab dalam Penyiapan Infrastruktur PLTN

Setelah mengidentifikasi komitmen, kewajiban, tanggungjawab, tugas dan pekerjaan
dalam penyiapan dan pengembangan infrastruktur program PLTN Fase 1, selanjutnya
mengidentifikasi pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
dan pekerjaan tersebut.

Kegiatan Fase 1 untuk mencapai Milestone 1, diasumsikan bahwa suatu negara
telah menilai bahwa ia membutuhkan energi tambahan dan telah memasukkan tenaga
nuklir sebagai opsi yang memungkinkan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan ini.
Pada titik ini dalam proses pengambilan keputusan politik, ia akan memulai tahap pertama
dari program, yang akan memuncak dalam pencapaian tonggak sejarah 1. Pada saat ini
negara akan berada dalam posisi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi apakah
sesuai atau tidak untuk memperkenalkan program tenaga nuklir. Jika suatu Negara
Anggota IAEA (member state) sedang mempertimbangkan pengenalan tenaga nuklir
sebagai bagian dari portofolio pasokan energinya, seperti Indonesia, maka adalah penting
bahwa Negara memperoleh pemahaman komprehensif tentang berbagai kewajiban dan
komitmen yang terlibat, dan strategi nasional untuk melepaskannya, sebelum keputusan
apa pun tentang implementasi diambil.
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Negara Anggota IAEA yang mempertimbangkan program tenaga nuklir diharapkan
memiliki kesiapan 19 aspek infrastruktur nasional yang sesuai dengan standar
internasional. Fase awal dalam pengembangan program tenaga nuklir melibatkan
pertimbangan dan perencanaan sebelum keputusan tegas untuk mengembangkan program
tenaga nuklir diambil. Selama fase ini, organisasi yang bertanggung jawab adalah
pemerintah dan NEPIO. NEPIO harus mengembangkan suatu pemahaman lengkap tentang
komitmen yang terkait dengan penggunaan tenaga nuklir.

Untuk mencapai “milestone 1" Fase 1, yaitu siap membuat komitmen yang
berpengetahuan luas terhadap program PLTN atau keputusan untuk membangun PLTN,
secara garis besar ada tiga (3) pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam
menyiapkan infrastruktur pembangunan PLTN, vyaitu pemerintah (NEPIO), badan
regulator/pengawas dan pemilik/operator PLTN. Selain 3 pemangku kepentingan utama
tersebut ada beberapa institusi yang berperan membantu NEPIO dalam menyiapkan dan
mengembangkan infrastruktur dasar pembangunan PLTN, vyaitu diantaranya BATAN,
Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, perguruan tinggi dsb. Masing-
masing memiliki peran, tugas, tanggungjawab dan pekerjaan yang berubah seiring
kemajuan program PLTN.

Sebagai komitmen yang kuat (strong commitment) terhadap keinginan atau
kebutuhan membangun PLTN, maka Pemerintah harus membentuk organisasi pelaksana
program energi nuklir atau NEPIO (Nuclear Energy Program Implementation Organization).
NEPIO merupakan institusi/organisasi yang paling penting dalam implementasi PLTN, yang
berfungsi sangat penting untuk mengkoordinasikan pekerjaan semua organisasi/pemangku
kepentingan yang terlibat dalam penyiapan dan pengembangan infrastruktur pembangunan
PLTN. Dalam hal ini NEPIO mewakili pemerintah, dan tanggung jawab keseluruhan untuk
keselamatan terletak pada Pemerintah. IAEA memberikan contoh struktur organisasi
NEPIO seperti pada Gambar 3. berikut:

Responsible Minister

Director of NEPIO

Public information &

Legal & regulatory feam public consultation officer

Electric market &
generation mix assessment
team

Technical, commercial &
policy consultants

NPP technology & fuel
cycle assessment team

Economic & technology
localization assessment
team

Gambar 3. Contoh Struktur Organisasi NEPIO

Envi tal t

& siting team

Saat ini Indonesia belum mempunyai NEPIO, akan tetapi sudah ada Tim Nasional
PLTN yang berfungsi seperti NEPIO yang terdiri dari beberapa institusi yang terkait dengan
program PLTN di Indonesia, yaitu Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM),
Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),
Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Kementerian Keuangan (Kemenkeu),
Bappenas, BATAN, BAPETEN, PT. PLN, Perguruan Tinggi, dan lain-lain.

Badan Regulator yang kompeten dan independen harus dikembangkan, karena
badan regulator ini bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan dan memastikan
kepatuhan dengan kerangka kerja hukum dan peraturan baik nasional maupun
internasional.

Pemilik/operator harus kompeten untuk mengoperasikan PLTN dengan cara yang
aman dan andal dan memenuhi persyaratan peraturan.
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KESIMPULAN

Pendekatan Milestone IAEA (IAEA Milestone Approach) membantu negara-negara
anggota yang sedang mempertimbangkan atau merencanakan PLTN pertamanya untuk
memahami komitmen, kewajiban dan tanggungjawab pihak-pihak yang terkait dengan
penyiapan program tenaga nuklir. Pendekatan Milestone membagi kegiatan yang diperlukan
untuk membangun infrastruktur program tenaga nuklir menjadi tiga (3) fase, yaitu Fase 1:
Pertimbangan sebelum keputusan untuk meluncurkan program tenaga nuklir diambil, Fase
2: Pekerjaan persiapan untuk pembuatan kontrak dan pembangunan PLTN setelah
keputusan kebijakan go nuklir diambil, dan Fase 3: Kegiatan untuk kontrak, perizinan dan
membangun PLTN pertama dilakukan. Saat ini Indonesia berada di Fase 1 dalam
pembangunan infrastruktur program tenaga nuklir, dimana ada 3 (tiga) pemangku
kepentingan utama yang sangat berperan dalam pembangunan infrastruktur tenaga nuklir,
yaitu Pemerintah (NEPIO/Tim Nasional), Badan Regulator (BAPETEN) dan Pemilik/Operator
(PT. PLN/lainnya). Sementara itu beberapa pemangku kepentingan pendukung diantaranya
adalah BATAN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Perguruan
Tinggi, Pemerintah Daerah dan lain-lain.
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ABSTRAK

MONITORING LEPASAN NUKLIDA DI DALAM AIR PENDINGIN SEKUNDER DENGAN
PENCACAHAN LANGSUNG DI REAKTOR RSG GAS. Pada operasi reaktor teras ke 98
telah terjadi gangguan pada sistem PA02 CR001 sehingga monitoring lepasan produk fisi
pemancar gamma didalam air pendingin sekunder yang diakibatkan karena adanya
kebocoran air pendingin primer ke sistem pendingin sekunder tidak dapat dilakukan. Sebagai
pengganti fungsi monitoring lepasan nuklida dalam air pendingin sekunder perlu dilakukan
dengan cara pencacahan langsung, yaitu dengan cara pengambilan sampel air pendingin
sekunder pada titik yang telah ditentukan. Pencacahan menggunakan alat spektrometri
gamma HPGe model GC2018. Pencacahan terhadap background perlu dilakukan juga
sebagai informasi apabila dalam pencacahan air pendingin sekunder terdeteksi adanya
nuklida. Sehingga dapat diperkirakan bahwa nuklida tersebut memang berasal dari kebocoran
tube sistem penukar panas atau hanya merupakan cacah background. Hasil pencacahan
terhadap background menunjukkan adanya °Co sebesar 0,021 cacah per detik (cps).
Sedangkan hasil pencacahan terhadap sampel air pendingin sekunder pada teras ke 98
operasi IV terdeteksi 6°Co sebesar 0,019 cacah per detik (cps), operasi V sebesar 0,018 cacah
per detik (cps), dan operasi IX sebesar 0,017 cacah per detik (cps). Monitoring terhadap air
pendingin sekunder dilakukan pula sesaat setelah reaktor shut down pada operasi IX. Hasil
pencacahan menunjukan adanya nuklida yang sama yaitu 5°Co sebesar 0,020 cacah per detik
(cps). Tidak terdeteksi nuklida lain dalam air pendingin sekunder. Jenis nuklida yang sama
dengan cacah background serta nilai cacah per detik yang tidak jauh berbeda menunjukkan
bahwa nuklida yang terdeteksi dalam air pendingin sekunder berasal dari cacah background,
bukan berasal dari kebocoran sistem penukar panas.

Kata kunci: monitoring gamma, air pendingin sekunder

ABSTRACT

NUCLIDE MONITORING REMOVED IN SECONDARY COOLING WATER SYSTEM WITH
DIRECT COUNTING METHODS IN REACTOR RSG GAS. Atthe 98" core reactor operation
there was a trouble in the PA02 CR001 system so that monitoring of the release of the fission
product of gamma transmitters in the secondary cooling water caused by the leakage of
primary cooling water to the secondary cooling system could not be carried out. So monitoring
the release of nuclide in secondary cooling water by direct counting, namely by taking a
secondary cooling water sample at a predetermined point and then counting using the gamma
spectrometry HPGe model GC2018. So that it can be estimated that the nuclide indeed
originated from the leakage tube of the heat exchanger system or is only a background count.
The results of background count showed the presence of °Co 0.021 counts per second (cps).
While the results of count from secondary cooling water on the 98t terrace of operation IV
showed %°Co of 0.019 counts per second (cps), operation V of 0.018 counts per second (cps),
and operation I1X of 0.017 counts per second (cps). Monitoring of secondary cooling system
is also carried out after the reactor shutdown in operation IX. The result of counting show th
same nuclide which is $°Co of 0.020 counts per second (cps). The same types of nuclides with
background counts and the number of counts per second that aren't much different indicate
that the nuclides detected in secondary cooling water system come from background counts,
not from leakage system heat exchangers.

Keywords: monitoring gamma, cooling water system

137



Monitoring Lepasan Nuklida dalam ... ISSN: 2621-3125
Elisabeth, dkk

PENDAHULUAN

Reaktor RSG-GAS dilengkapi dengan dua sistem pendingin, yaitu pendingin primer
dan sekunder. Sistem pendingin primer berguna sebagai pendingin teras reaktor, sebagai
moderator dan dikondisikan terkungkung, sedangkan pendingin sekunder berfungsi untuk
menyerap panas dari pendingin primer hingga pelepasan panas ke lingkungan. Perpindahan
panas terjadi pada alat penukar panas jenis sel dan pipa (shell and tube). Air pendingin
sekunder mengalir melalui pipa (tube) dan air pendingin primer mengalir disekeliling pipa
(shell) dengan arah yang berlawanan [1].

Salah satu kriteria pencapaian keselamatan reaktor yaitu apabila energi panas yang
timbul baik operasi normal maupun akibat kecelakaan dapat dibuang secara selamat [2].
Dengan demikian keselamatan dalam pengoperasian reaktor nuklir menjadi hal yang sangat
penting karena bertujuan untuk melindungi personil, masyarakat dan lingkungan sekitarnya
dari bahaya radiasi maupun zat radioaktif. Reaktor RSG GAS memiliki beberapa alat
pemantau radiasi yang dipasang dalam gedung reaktor maupun di cerobong reaktor [3].
Dengan peralatan radiasi terpasang tersebut maka informasi berupa besaran radiasi,
peringatan batas paparan radiasi, dan otomatisasi pengendaliannya akan menjamin
keselamatan operasi reaktor RSG-GAS. Salah satu dari sistem proteksi radiasi yang dimiliki
reaktor RSG GAS adalah sistem PAO1 CR001 dan PA02 CRO0O01. Sistem ini dirancang khusus
untuk untuk pengendalian keamanan sistem pendingin sekunder. Berfungsi untuk memonitor
lepasan produk fisi pemancar gamma didalam air pendingin sekunder yang diakibatkan
karena adanya kebocoran air pendingin primer ke sistem pendingin sekunder apabila terjadi
kebocoran pada alat penukar panas (HE) [3]. Sehingga dapat mencegah pelepasan zat
radioaktif ke lingkungan.

Pada operasi reaktor teras 98 telah terjadi gangguan pada sistem PA02 CROO1.
Gangguan yang terjadi yaitu laju alir berada dibawah batasan yang ditetapkan (0,25m3/jam)
sehingga menyebabkan pompa PA02 CR001 mati secara otomatis, dan dengan demikian
tidak ada aliran dari sistem pendingin sekunder yang masuk dalam sistem PA02 CROO1.
Sehingga sistem pemantau radiasi hanya melakukan pencacahan pada air yang tertampung,
bukan aliran air pendingin sekunder yang keluar dari sistem penukar panas. Hal ini
menyebabkan hasil pemantauan aktivitas gamma dalam air pendingin sekunder menjadi tidak
relevan. Berdasarkan situasi dan kondisi dimana sistem pemantau aktivitas gamma sedang
mengalami gangguan sementara reaktor harus tetap beroperasi maka diputuskan untuk
melakukan pemantaun langsung terhadap kondisi air pendingin sekunder. Pemantauan
terhadap aktivitas air pendingin sekunder dianggap penting dari sisi keselamatan operasi
reaktor. Karena air pendingin sekunder akan melepaskan panas dari sistem pendingin primer
ke lingkungan.

Pemantauan dilakukan dengan cara mengambil sampel air pendingin sekunder pada
titik yang telah ditentukan dalam waktu beberapa kali masa operasi ketika sistem pemantau
aktivitas gamma pada pendingin sekunder (PA02 CR001) tidak berfungsi, kemudian dilakukan
pencacaham sehingga dapat diketahui secara langsung apabila ada cemaran radionuklida
yang menandakan kebocoran dalam tube alat penukar panas. Gangguan pada sistem PAQ2
CROO0L1 terjadi pada saat operasi reaktor Teras 98 tahap 4, 5 dan 9. Pengambilan sampel dan
pencacahan dilakukan pada saat itu dan setelah reaktor shut down operasi tahap 9.
Pencacahan terhadap background juga dilakukan untuk mengetahui jika nanti dalam
pencacahan air pendingin sekunder terdeteksi nuklida maka hasil cacah background dapat
memberi petunjuk apakah nuklida tersebut sungguh berasal dari air pendingin sekunder atau
hanya dari cacah background. Pencacahan dengan menggunakan peralatan spektrometri
HPGe model GC2018 yang memiliki relative efisiensi = 20% dan resolusi < 1,8 keV pada
energy 1,33MeV. Data hasil pencacahan akan menjadi pengganti fungsi dari sistem pemantau
aktivitas gamma (y) PAO2 CRO0O01 yang sedang mengalami gangguan, sehingga apabila
terdeteksi adanya nuklida pada air pendingin sekunder yang merupakan indikasi adanya
kebocoran pada tube penukar panas dapat segera diambil tindakan selanjutnya, sesuai
dengan prosedur keselamatan yang telah ditetapkan.

DISKRIPSI SISTEM
Sistem pemantau aktivitas gamma (y)

Sistem pemantau aktivitas gamma (y ) PAO1 CR001 dan PA02 CR001 yang dipasang
pada jalur sistem pendingin sekunder di sisi aliran balik alat penukar panas berfungsi sebagai
alat monitor lepasan produk fisi pemancar gamma di dalam air pendingin sekunder yang
diakibatkan karena adanya kebocoran air pendingin primer ke sistem pendingin sekunder.
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Sistem ini akan memberikan perintah kepada katup isolasi sistem pendingin sekunder PA01
AAl14 dan PAO1l AA16 serta katup PAO2 AAl1l4 dan PA02 AA16 untuk menutup apabila
aktivitas y pada air pendingin sekunder melampaui batas 5 x 10-6 Ci/m3 [4]. Dengan
menutupnya katub isolasi secara otomatis maka pompa pendingin sekunder mati dan suhu
air pendingin primer akan meningkat sehingga memicu reaktor scram (= 42°C) [5].
Mekanisme aliran sistem pendingin ditunjukan pada gambar 1. Monitoring kebocoran pada
tube penukar panas akan segera diantisipasi dan penukar panas akan diisolasi dari rangkaian
sistem pendingin. Hal ini untuk mencegah kemungkinan terlepasnya zat radioaktif dari reaktor
melalui penukar panas yang rusak ke lingkungan. Dan untuk menjamin keakuratan hasil
pengukuran aktivitas y, maka peralatan ukur selalu dikalibrasi enam bulan sekali
menggunakan sumber radioaktif. Sistem PA01 CR001 dan PA0O2 CR001 dipasang pada posisi
vertical dengan sambungan untuk air primer dan sekunder pada ujung atas. Berikut adalah
gambar Sistem Pemantau Radioaktivitas Air Pendingin.
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Gambar 1: Sistem Pemantau Radioaktivitas Air Pendingin

Sistem Pendingin Sekunder

Sistem pendingin reaktor adalah suatu sistem penyerapan panas/kalor melalui media
fluida pendingin dari tempat terjadinya reaksi fisi yaitu didalam teras reaktor hingga pelepasan
panas ke lingkungan. Secara umum sistem pendingin di RSG-GAS dibagi menjadi dua bagian
besar yaitu sistem pendingin primer dan sistim pendingin sekunder. Sebagai medium
pembawa panas, pada sistem pendingin sekunder digunakan air yang berasal dari penyedia
air setempat (PAM Puspiptek) tanpa pengolahan lebih lanjut. Pipa dan katup sistem pendingin
sekunder RSG-GAS yang berada di luar gedung reaktor, terbuat dari baja karbon. Baja karbon
adalah salah satu jenis logam yang relatif lebih mudah terkorosi dibandingkan logam lain.
Dalam sistem pendingin sekunder, kerak terbentuk oleh unsur-unsur yang larut dalam air
pendingin dan unsur kimia dari material pipa. Komponen khas kerak yang dijumpai pada
sistem air pendingin sekunder adalah Kalsium karbonat, Kalsium dan Seng Fosfat, Kalsium
Sulfat, Silika dan Magnesim Silikat [4]. Berikut adalah spesifikasi kualitas air pendingin
sekunder.
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Tabel 1: Spesifikasi Air Pendingin Sekunder

Spesifikasi Kualitas Air Pendingin Spesifikasi Kualitas Air Proses
Sekunder [4] (Puspiptek)
PH 65-8 PH 7-75
Konduktivitas normal 950 ps/cm Konduktivitas normal -
Konduktivitas maks 1500 ps/cm Konduktivitas maks 150 ps/cm
Kalsium sebagai CaCO3 | 280 ppm Kalsium sebagai CaCO3 | 34 ppm
maks maks
S042 maks 320 ppm S042 maks 67,8 ppm
Hardness total maks 480 ppm Hardness total maks 40 ppm
Fe total maks 1 ppm Fe total maks 1 ppm
Cl- maks 1775,5 ppm Cl- maks 7,1 ppm
Laju korosi maks 3 mpy
METODOLOGI

Pengambilan dan pencacahan sampel air sekunder dilakukan pada operasi Teras 98
tahap 4, 5 dan 9 dan pada saat reaktor shut down, dimana pada saat itu sistim pemantau
radiasi gamma PA02 CR001 mengalami gangguan. Waktu pengambilan adalah tanggal 1
April 2019 pada operasi Teras 98 tahap 4, tanggal 9 April 2019 pada operasi Teras 98 tahap
5, tanggal 14 Mei 2019 pada operasi Teras 98 tahap 9, dan pada tanggal 15 Mei 2019 saat
reaktor shutdown setelah selesai operasi teras 98 tahap 9. Pencacahan terhadap back ground
dilakukan untuk memastikan seandainya terdapat nuklida yang terdeteksi dalam air pendingin
sekunder maka dapat diketahui bahwa nuklida tersebut memang berasal dari kebocoran tube
alat penukar panas, atau hanya berasal dari cacah background.

Pencacahan dilakukan dengan menggunakan peralatan spektrometri HPGe model
GC2018 yang memiliki relatif efisiensi = 20% dan resolusi < 1,8 keV pada energy 1,33MeV.
Waktu pencacahan terhadap background dilakukan selama 66.698 detik (18,5 jam),
sedangkan pencacahan sampel air sekunder dilakukan dengan waktu sekitar 4-5 jam. Berikut
adalah gambar tempat pengambilan sampel air pendingin sekunder dan seperangkat alat
spektrometri gamma.

Gambar 2: Pengambilampel air Gambar 3: Spektrometri gamma
pendingin sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasakan pencacahan yang dilakukan terhadap sampel air pendingin sekunder dan
background diperoleh data hasil pencacahan seperti yang tersaji dalam tabel dibawabh ini.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa cacah background yang dilakukan selama
66.698 detik (18,5 jam) mengandung 8°Co dengan 0,021 cacah per detik (cps). Pencacahan
sampel yang dilakukan pada operasi teras ke 98 operasi IV (1 April 2019) menunjukkan
adanya %Co dengan 0,019 cps, sedangkan pada operasi V (9 April 2019) terdeteksi °Co
dengan 0,17 cacah per detik (cps). Pada operasi teras 98 operasi IX (14 Mei 2019) dilakukan
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pengambilan sampel dan pencacahan karena sistem PA02 CR001 kembali mengalami
gangguan. Hasil pencacahan menunjukkan adanya °Co dengan dengan 0,017 cps.

Tabel 2: Hasil Pencacahan background dan air pendingin sekunder

Waktu
Sampel cacah . ; Cacah_ per
No . Nuklida  Energi Net area detik
(detik)
(cps)
1 Background 66.698 80Co 1173,24  1.391E+03 0,021
2  Teras 98-4 80Co
1 April 2019 19.194 1173,24  3.590E+02 0,019
3  Teras 98-5 60Co
9 April 2019 17.774 1173,24  3.520E+02 0.018
4 Teras 98-9 60Co
14 Mei 2019 14.400 1173,24  2.477E+02 0,017
5  Paska operasi 60Co
15 Mei 2019 14.400 1173,24  2.883E+02 0,020

Sesaat setelah reaktor shut down pada operasi IX, dilakukan pengambilan sampel air
pendingin sekunder dan dilakukan pencacahan (tanggal 15 Mei 2019). Hasil pencacahan
menunjukkan adanya %°Co dengan 0,020 cps. Nuklida hasil pencacahan ditampilkan dalam
tabel dibawah ini.

60Co Hasil Pencacahan
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Grafik 1: Hasil Pencacahan

Grafik. 1 menunjukkan bahwa nuklida yang terdeteksi daeri hasil pencacahan
keempat sampel air pendingin sekunder memiliki kesamaan dengan nuklida yang terdeteksi
dalam cacah background. Jumlah cacah per detik dari setiap sampel air pendingin sistem
sekunder memiliki nilai yang tidak melebihi dari cacah background, dan tidak terdeteksi
nuklida lain dalam pencacahan sampel air pendingin sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa
60Co yang terdeteksi dalam air pendingin sekunder merupakan cacah background, dan bukan
merupakan indikasi adanya kebocoran pada tube alat penukar panas.

Pada operasi teras berikutnya diharapkan sistem monitoring gamma PAO2 CR001
sudah dapat berfungsi kembali sehingga pemantaun radiasi gamma dapat dilakukan secara
otomatis melalui sistem yang telah terpasang untuk menjamin keselamatan operasi reaktor.

KESIMPULAN

Nuklida yang terdeteksi dalam air pendingin sekunder sama dengan nuklida yang
terdeteksi dalam cacah background, dan jumlah cacah per detik tidak melebihi dari cacah
background. Tidak terdeteksi nuklida lain dalam sampel air pendingin sekunder. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa 8°Co yang terdeteksi dalam air pendingin sekunder
merupakan cacah background, bukan indikasi adanya kebocoran pada tube alat penukar
panas.
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SARAN
Perbaikan pompa sistem pemantau aktivitas gamma pada pendingin sekunder (PA02 CR01)
harus segera diselesaikan untuk menunjang operasi reaktor pada teras berikutnya.
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PERTANYAAN (Ade Awalludin-BAPETEN):
Apakah sampel air pendingin tsb juga dianalisis di laboratorium yang lain sebagai
perbandingan?

JAWABAN:
Tidak, karena nuklida hasil pencacahan masih dibawah cacah background

PERTANYAAN (Edwaren Liun-PKSEN BATAN):
Apakah sistem pendingin RSG GAS dapat mendukung operasi reaktor secara
kontinyu?

JAWABAN:

Sistem pendingin RSG GAS mampu mendukung operasi reaktor secara kontinyu. RSG
GAS memiliki dua alat penukar panas yaitu JE-01 BC-01 dan JEO1 BC-02. Kedua
penukar panas ini berjenis sel dan pipa (shell and tube). Air sekunder mengalir melalui
pipa-pipa dan air pendingin primer mengalir di sekeliling pipa-pipa pada sisi sel dengan
arah berlawanan. Masing-masing penukar panas ini disiapkan untuk memindahkan
panas sebesar 16,2 MW. Sehingga dengan dua alat penukar panas, mampu
memindahkan panas sebesar 2x16,2 MW.

PERTANYAAN:
Bagaimana rancangan sistem pendingin di RSG GAS tersebut?

JAWABAN:

Disain Penukar Panas RSG-GAS adalah sebagai berikut:
Sisi shell: Air panas primer

Sisi tube: Air dingin sekunder

Fasa pendingin: Air- air

Diameter pipa ID/OD: 20mm, 22 mm
Jumlah pipa per pass: 816 batang pipa
Panjang pipa: 7410 mm

Kapasitas tiap penukar panas: 16200 kW
Luas perpindahan panas: 780 m2
Diameter luas sel: 1.300 mm

Panjang keseluruhan: £ 9.000 mm
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ABSTRAK

IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA KEJADIAN AKIBAT ULAH MANUSIA DI DAERAH
INTERES PLTN DI PROVINSI NTB.Kejadian akibat ulah manusia (KAUM) di sekitar lokasi
dimana PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) akan dibangun, merupakan salah satu
aspek yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi tapak karena dapat membahayakan
keselamatan reaktor nuklir. Sumber potensi bahaya KAUM dapat diklasifikasikan sebagai
sumber bergerak dan tidak bergerak. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi
bahaya KAUM tahap pra-survei untuk mendukung pemilihan tapak PLTN di Provinsi NTB
(Nusa Tenggara Barat). Metodologi meliputi pengumpulan data sekunder terkait dengan
sumber bahaya KAUM, kajian pustaka dan selanjutnya dilakukan identifikasi. Berdasar kajian
awal tahap pra survei untuk aspek geologi dan kegunungapian di wilayah pesisir NTB,
diperoleh 4 daerah interes: Pulau Rakit, Pulau Ngali, Kecamatan Plampang dan Kecamatan
Soromandi. Hasil penelitian pada tahap pra-survei memperlihatkan bahwa di wilayah Provinsi
NTB tidak terdapat potensi bahaya yang berasal dari sumber tidak bergerak seperti kilang
minyak, industri kimia, fasilitas nuklir lain dan sumber bergerak seperti jalur kereta api dan
jaringan/jalur pipa gas. Beberapa sumber bergerak dan tidak bergerak lainnya memerlukan
identifikasi lebih lanjut seperti potensi bahaya jatuhnya pesawat di daerah interes di
Kecamatan Soromandi, yang hanya berjarak 14,5 km dari bandara Sultan Muhammad
Salahuddin.

Kata kunci: potensi bahaya KAUM, pra-survei, pemilihan tapak, keselamatan, PLTN.

ABSTRACT

IDENTIFICATION OF THE POTENTIAL HUMAN INDUCED EVENT HAZARDS IN NPP
INTEREST AREAS IN NTB PROVINCE. Human induced event (HIE) around the site where
nuclear power plants will be built is one of the aspects to consider in site evaluation as it may
pose a threat to the safety of nuclear reactors. Sources of potential hazard of the HIE can be
classified as mobile and stationary sources. The objective of the study was to identify the
potential hazards to HIE in the pre-survey stage to support the selection of NPP sites in NTB
Province. The methodology used include secondary data collection related to the HIEhazard
source, literature review, and further identification. Based on the results of preliminary studies
in the pre-survey stage for aspects such as geology and vulcanology in the coastal area of
NTB, 4 interes areas were identified: Rakit Island, Ngali Islands, Plampang and Soromandi
districts. The results of the research in the pre-survey stage showed that in the NTB Province
area there were no potential hazard of stationary sources such as oil refinery, chemical
industry, other nuclear facilities, as well as mobile source such as railways and gas pipelines.
However, some other mobile and stationary sources require further identification. There is a
hazard potential from plane crash in the interes area in Soromandi District, where the distance
to Sultan Muhammad Salahuddin airport is only 14.5 km.

Keyword: potential hazard from HIE, pre-survei, site selection, safety, NPP.

PENDAHULUAN

Kegiatan pemilihan tapak merupakan salah satu langkah penting dalam rencana
pembangunan PLTN. Terdapat dua tujuan utama dalam penentuan tapakPLTN; vyaitu
memastikan kelayakan secara teknis dan ekonomi instalasi, dan meminimalkan potensi
dampak buruk pada masyarakat danlingkungan hidup [1]. Berdasar perjanjian kerjasama
antara BATAN dan Dinas ESDM  Pemerintah  Provinsi NTB No. B-
1970/BATAN/SEN/KS0001/02/2018-415.4/404/DESDM/ 2018 tentang kajian pengembangan
energi nuklir dan tapak PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Provinsi NTB, maka
perlu dilakukan survei awal (pra-survei) pengembangan energi nuklir meliputi pengumpulan
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dan kajian data tapak serta non tapak di wilayah Provinsi NTB. Pra-survei merupakan
tahapawal dalam pemilihan tapak dan dalam pra-survei ini akan diperoleh daerah-daerah
interes. Terdapat berbagai aspek dalam pra survei, survei dan evaluasi tapak, dan aspek
kejadian akibat ulah manusia (KAUM) merupakan salah satu aspek yang dapat
mempengaruhi keselamatandalam pemilihan tapak PLTN. KAUM adalah kecelakaan yang
disebabkan oleh aktivitas manusia, yang dapat mengubah geosfer, biosfer dan landskap
(bentangan daratan) yang memicu bahaya tertentu dan meningkatkan bahaya lingkungan [2].
KAUM merupakan salah satu kejadian eksternal, yang berasal dari sumber di sekitar tapak,
yang tidak secara langsung terkait dengan status operasi di instalasi nuklir [3].

Berkaitan dengan ketentuan keselamatan tapak reaktor nuklir, Bapeten menetapkan
peraturan tentang aspek KAUM dalam evaluasi tapak reaktor daya, sehingga potensi sumber
KAUM terhadap reaktor harus diidentifikasi dan kemungkinan yang menghasilkan fenomena
bahaya harus dievaluasi [3,4,5]. Hasil evaluasi digunakan dalam desain dasar instalasi nuklir,
berdasar standar keamanan dengan mempertimbangkan karakteristik lokasi, risiko yang
diakibatkan bahaya eksternal dan dampak pada lingkungan yang mungkin timbul. Pengukuran
yang tepat harus dilakukan untuk menjamin bahwa risiko keseluruhan masih dapat diterima
dan sekecil mungkin. Oleh karena itu, secara langsung atau tidak langsung, fasilitas dan
aktivitas manusia di sekitar lokasi reaktor nuklir dibangun, pada kondisi tertentu dapat
mempengaruhi keselamatan reaktor tersebut. Jadi, semua kegiatan manusia yang berada di
lokasi sekitar reaktor nuklir dan kegiatan yang akan berkembang di masa yang akan datang
harus dikaji potensinya terhadap keselamatan reaktor nuklir [6].

Pada pemilihan tapak reaktor memerlukan kajian aspek kejadian akibat ulah manusia,
yang diperkirakan dapat membahayakan keselamatan reaktor nuklir. Dalam mengidentifikasi
berbagai aktivitas dan fasiltas manusia yang memberikan potensi bahaya terhadap
keselamatan PLTN, didasarkan pada nilai Screening Distance Value (SDV). Jika dalam kajian
mengindikasikan adanya bahaya yang tidak dapat diterima dan tidak tersedia solusi, maka
tapak dianggap tidak layak [7]. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi bahaya
KAUM tahap pra-survei untuk pemilihan tapak PLTN di Provinsi NTB. Metode yang digunakan
adalah kajian pustaka, pengumpulan data sekunder, konfirmasi dan identifikasi berbagai jenis
bahaya eksternal akibat ulah manusia. Hasil studi diharap dapat memberi masukan bagi
pengambil kebijakan, dalam penentuan lokasi tapak PLTN di Provinsi NTB.

POTENSI BAHAYA KEJADIAN AKIBAT ULAH MANUSIA

Sumber kejadian eksternal akibat ulah manusia dapat diklasifikasikan sebagai
sumber bergerak dan tidak bergerak [3,4,5,8]. Sumber tidak bergerak adalah sumber yang
lokasi mekanisme pemicunya tetap, meliputi kilang minyak, industri kimia, stasiun/depo
penyimpanan bahan bakar minyak, stasiun/depo penyimpanan bahan bakar gas, jaringan
transmisi penyiaran dan telekomunikasi, penambangan/penggalian, keberadaan hutan,
fasilitas nuklir lain, peralatan berputar dengan energi tinggi, dan fasilitas militer. Sedangkan
sumber bergerak meliputi keberadaan jalur kereta api, transportasi darat, jalur pelayaran, jalur
pipa (gas/minyak), bandar udara (pergerakan pesawat dan frekuensi penerbangan), koridor
lalu lintas udara dan jalur penerbangan (militer/sipil) [3,9,10,11,12].

Salah satu langkah awal dalam evaluasi kejadian eksternal akibat ulah manusia
adalah identifikasi sumber kejadian [13]. Setiap sumber yang mempunyai potensi bahaya
harus diidentifikasi [14]. Berdasar identifikasi sumber kejadian, maka potensi bahaya terhadap
PLTN dari masing-masing sumber didefinisikan.

Kilang minyak, industri kimia, stasiun bahan bakar minyak dan stasiun bahan bakar
gasmemberikan kejadian yang sama yaitu ledakan, kebakaran, lepasan bahan beracun dan
korosif [3-5,15]. Perkembangan kejadian ledakan, memberikan potensi bahaya berupa
gelombang tekanan ledakan, proyektil, asap, gas dan debu yang dihasilkan dalam ledakan
yang dapat melayang menuju instalasi nuklir, yang biasanya disertai kebakaran dan kobaran
api. Sedangkan perkembangan kejadian kebakaran adalah percikan api yang memicu
kebakaran lainnya, asap dan gas pembakaran yang bisa melayang ke arah instalasi nuklir,
selain itu juga fluks panas dari kebakaran. Pelepasan bahan mudah terbakar atau mudah
meledak, awan uap atau cairan dapat berpindah menuju instalasi dan membakar atau
meledak sebelum atau sesudah mencapainya, di luar atau di dalam instalasi. Awan uap atau
cairan juga bisa bermigrasi ke daerah operator atau peralatan sehingga sistem keselamatan
terhambat fungsinya [15]. Lepasan bahan beracun dan korosif memberikan potensi bahaya
efek fisik terhadap personil operasi atau komponen alat. Efek fisik terhadap personil operasi
dapat berupa efek kematian, kelumpuhan, efek kesehatan dalam jangka panjang atau pendek
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[16]. Sebagai contoh, paparan LPG dalam jumlah besar dapat mengurangi jumlah oksigen
dalam udara, sehingga menyebabkan lemas pada manusia disekitarnya dengan gejala sakit
kepala, pusing, mual, muntah [17]. Bahan berbahaya tersebut bermigrasi ke gedung melalui
jalur aliran, termasuk sistem pemanas, ventilasi dan sistem pendingin udara, atau hanya di
halaman instalasi.

Sedangkan potensi bahaya dari jaringan transmisi penyiaran dan telekomunikasi
adalah interferensi antar jaringan satelit, terrestrial, cross polarisasi, co channel (antar kanal)
retransmit dan intermodulasi antara carrier [18]. Penggunaan pita frekuensi yang sama pada
dua sistem yang berbeda dapat menyebabkan potensi bahaya yaitu terjadinya interferensi
[19].

Kejadian yang dapat terjadi pada penambangan/penggalian adalah runtuh atau
amblesnya permukaan tanah, sehingga dapat menyebabkan potensi bahaya amblesnya
bangunan atau bagian dari bangunan. Keberadaan hutan dapat memberikan kejadian
kebakaran, sedangkan fasilitas nuklir lain dapat memberikan kejadian lepasan zat radioaktif,
yang mana memberikan potensi bahaya efek fisik terhadap personil operasi. Peralatan
berputar dengan energi tinggi yang dimaksud adalah turbin dari peralatan pembangkit listrik
yang kemungkinan dapat menyebabkan lontaran missil dari bagian peralatan turbin ke
instalasi nuklir [3,5]. Guna menghindari gangguan oleh mesin yang berputar dengan energi
tinggi, maka semua peralatan diletakkan jauh dari sistem instrumentasi (electronic devices).
Potensi bahaya dari fasilitas militer dapat berasal dari lontaran proyektil, ledakan, kebakaran,
lepasan bahan beracun dan lepasan bahan radioaktif [3,5].

Sedangkan potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan dari sumber bergerak seperti
kereta penumpang/barang, sarana transportasi darat, sarana transportasi pelayaran, selain
berasal dari ledakan, kebakaran, lepasan bahan beracun dan korosif adalah lepasan bahan
radioaktif, penyumbatan kontaminan (dari tumpahan minyak) atau kerusakan struktur
penghisap air, serta dampak kendaraan tergelincir [3,5]. Bandara dan koridor lalulintas udara
dan jalur penerbangan (militer maupun sipil) dapat menjadi sumber kejadian penerbangan
abnormal yang mengakibatkan jatuhnya pesawat. Proyektil, kebakaran dan ledakan dari
tangki bahan bakar adalah potensi bahaya dari perkembangan kejadian jatuhnya pesawat.
Koridor lalu lintas udara adalah suatu wilayah udara khusus tempat sebuah pesawat
terbang harus tetap berada di tempatnya selama melintasi daerah tertentu, sedangan jalur
penerbangan adalah suatu daerah penerbangan yang diperbolehkan dilalui oleh pesawat
udara negara manapun setelah mendapatkan ijin terbang.

Disebutkan bahwa, dalam mengidentifikasi berbagai aktivitas dan fasilitas manusia
yang memberikan potensi bahaya terhadap keselamatan PLTN, didasarkan pada nilai
Screening Distance Value (SDV). SDN vyaitu jarak dari fasilitas untuk penapisan potensi
sumber bahaya suatu Kejadian Eksternal yang dapat diabaikan [3,20]. Masing-masing sumber
yang memberikan potensi bahaya mempunyai pertimbangan nilai SDV yang berbeda. Nilai
SDV untuk industri kimia, stasiun bahan bakar minyak dan stasiun bahan bakar gas adalah 5
km, penambangan atau penggalian 10 km[5,11], kebakaran karena keberadaan hutan 2
km[4,5], instalasi militer 30 km [4,5], sarana kereta api 1,8 km, sarana transportasi darat 5
km, jalur pelayaran 10 km, jalur pipa 8-10 km, bandara besar 16 km dan bandara kecil 10
km[4,12].Sedangkan untuk koridor lalu lintas udara dan zona penerbangan 8 km [5,11].

METODOLOGI

Metodologi meliputi kajian pustaka, pengumpulan data sekunder terkait dengan sumber
bahaya eksternal akibat ulah manusiadan selanjutnya dilakukan konfirmasi dan identifikasi
berbagai jenis bahaya eksternal akibat ulah manusia yang berpotensi membahayakan reaktor
PLTN yang direncanakan di Provinsi NTB.

Kajian awal berdasar aspek geologi dan kegunungapian di wilayah pesisir Provinsi
NTB, diperoleh4lokasi daerah interes yaitu Pulau Rakit (Kabupaten Sumbawa), Pulau Ngali
(Kabupaten Sumbawa), Kecamatan Plampang (Kabupaten Sumbawa), Soromandi
(Kabupaten Bima) [21]. Peta sebaran daerah interes PLTN diperlihatkan pada Gambar 1.
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PETA SEBARAN DAERAH INTERES PLTN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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Gambar 1. Peta Sebaran Daerah Interes PLTN di Provinsi NTB [21]

Keterangan:
Daerah Interes 1: Pulau Rakit Daerah Interes 3: Kecamatan Plampang
Daerah Interes 2: Pulau Ngali Daerah Interes 4: Kecamatan Soromandi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada studi ini, terkait dengan potensi bahaya dari peralatan berputar dengan energi
tinggi yang berupa lontaran missil dari bagian peralatan turbin, identifikasi akan dilakukan
pada tahap survei setelah penentuan tapak terpilih. Sebagaimana peralatan berputar dengan
energi tinggi, keberadaan hutan yang memberikan potensi bahaya kebakaran yang
dikhawatirkan mencapai lokasi tapak, maka identifikasi jugan akan dilakukan pada tahap
survei.

Hasil Identifikasi Sumber Tidak Bergerak di Wilayah Provinsi NTB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah Provinsi NTB saat ini tidak terdapat
kilang minyak, industri kimia dan fasilitas nuklir lain sehingga tidak terdapat potensi bahaya
dari sumber tersebut dan tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Sentra industri yang ada
adalah industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kayu
dan kerajian/anyaman, percetakan dan reproduksi media, bahan galian bukan logam, serta
furniture [22].

Di wilayah provinsi NTB saat ini telah terdapat sistem jaringan telekomunikasi. Akan
dilakukan pengembangan jaringan saluran tetap telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi
khusus provinsi di perkotaan dalam wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
Namun, potensi bahaya dari sistem jaringan transmisi telekomunikasi tersebut dapat diatasi
yaitudengan mengatur sinyal level harus lebih besar dari noise yang diterima (SNR = Sinyal
to Noise Ratio), memaksimalkan level sinyal yang diterima, memilih frekuensi yang tidak
banyak digunakan oleh stasiun lainnya, mengubah lokasi peralatan (termasuk antena), dan
menggunakan jalur pendek atau tidak membangun sambungan jarak jauh [5].

Hasil Identifikasi stasiun bahan bakar minyak di wilayah Provinsi NTB diperlihatkan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah SPBU/SPBN/SPDN di Provinsi NTB [23]

No. | Kabupaten/Kota Jumlah Stasiun Jumlah
SPBU | SPBN | SPDN Total
1. Kota Mataram 11 - 1 12
2. Lombok Barat 9 1 - 10
3. Lombok Tengah 10 - - 10
4. Lombok Timur 12 1 1 14
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5. Lombok Utara 2 1 - 3
6. Sumbawa Barat 3 - - 3
7. Sumbawa 8 - 1 9
8. Dompu 4 - - 4
9. Bima 3 - 3 6
10. Kota Bima 4 - - 4

Keterangan:

SPBU: Stasiun Bahan Bakar Untuk Umum
SPBN: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan
SPDN: Solar Packed Dealer Nelayan

Perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut pada tahap survei untuk detail lokasi, sehingga
dapat diketahui jarak stasiun bahan bakar minyak terhadap tapak terpilih. Jika jarak lebih kecil
SDV maka perlu dilakukan evaluasi detail, untuk memastikan dampak kebakaran, ledakan
dan lepasan gas berbahaya/beracun dari kecelakaan lepasan bahan bakar minyak tersebut.

Saat ini baru terdapat 5 stasiun pengisian bahan bakar gas di Pulau Lombok, yang
mana 3 stasiun ada di Kota Mataram. Sebagaimana pada stasiun BBM, perlu dilakukan
identifikasi lebih lanjut, sehingga dapat diketahui jarak stasiun bahan bakar gas terhadap
tapak terpilih.

Terkait dengan potensi bahaya dari peralatan berputar dengan energi tinggi yang
berupa lontaran missil dari bagian peralatan turbin, maka identifikasi akan dilakukan pada
tahap survei setelah penentuan tapak terpilih. Sebagaimana peralatan berputar dengan energi
tinggi, keberadaan hutan yang memberikan potensi bahaya kebakaran yang dikhawatirkan
mencapai lokasi tapak, maka diidentifikasi akan dilakukan pada tahap survei.

Potensi pertambangan mineral di NTB cukup besar. Setidaknya ada 60 lokasi potensi
mineral logam yang tersebar di 23 Kawasan Andalan (KA) di Pulau Lombok dan 25 lokasi di
Pulau Sumbawa. Di pulau Lombok tersebar di dua lokasi yaitu di Kabupaten Lombok Timur,
6 lokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan 15 lokasi di Kabupaten Lombok Barat. Sementara
di Pulau Sumbawa tersebar yaitu 11 lokasi di Kabupaten Sumbawa Barat (termasuk PT.
Newmont NusaTenggara), 14 lokasi di Kabupaten Sumbawa. 5 lokasi di Kabupaten Dompu
serta 7 lokasi di Kabupaten Bima [24]. Usulan wilayah pertambangan (WP) di Provinsi NTB
adalah 891.590 ha (44,24% dari total luas daratan NTB) [25]. Wilayah pertambangan adalah
wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terikat dengan batas
administrasi pemerintahan yang merupakan bagian tata ruang nasional. Pada bulan Juni
2015, total luas wilayah ijin usaha pertambangan mineral logam 324.108,35 ha (39 IUP),
mineral bukan logam 4.118 ha (1 IUP), batuan 2.488,01 ha (138 IUP) dan ijin pertambangan
rakyat 1.385,24 ha (72 IPR). Jumlah lokasi galian batuan tersebar dibeberapa tempat, yaitu di
Lombok Barat terdapat 36 lokasi, Lombok Tengah 11 lokasi, Lombok Timur 8 lokasi,
Sumbawa 4lokasi, Dompu 9 lokasi, Bima 12 lokasi, Sumbawa Barat 7 lokasi dan kota Bima 4
lokasi [21]. Kegiatan penambangan/penggalian dapat menyebabkan runtuh atau amblesnya
permukaan tanah, namun jika dalam kegiatan tersebut menggunakan bahan peledak juga
dapat menghasilkan gelombang tekanan, proyektil dan shock tanah [7]. Perlu dilakukan
identifikasi lebih lanjut pada tahap suvei, untuk mengetahui detail lokasi
penambangan/penggalian baik yang menggunakan bahan peledak atau tidak, jumlah
maksimum bahan peledak, karakteristik geologi dan geofisika bawah permukaan di daerah
penambangan, sehingga dapat dipastikan PLTN yang direncanakan aman dari potensi
bahaya penambangan/penggalian.

Fasilitas militer yang terdapat di wilayah provinsi NTB Komando Resort Militer
162/Wirabhakti, di Kota Mataram. Pada tanggal 1 April 1985, Korem 162/Wira Bhakti telah
melaksanakan reorganisasi sesuai Keputusan Kasad nomor : Kep/14/XI1/1984 tanggal 26
Desember 1984 hingga saat ini, Korem 162/Wira Bhakti membawahi 6 Kodim, yaitu [26]:
Kodim 1606 di Lombok Barat, Kodim 1607 di Sumbawa, Kodim 1608 di Bima, Kodim 1614 di
Dompu, Kodim 1615 di Lombok Timur, Kodim 1620 di Lombok Tengah, Yonif (Batalyon
Infanteri) 742Satya Wira Yudha di Kota Mataram. Perlu identifikasi lebih lanjut untuk
mengetahui jarak sumber dengan calon tapak PLTN dan konfirmasi untuk mengetahui latihan
instalasi militer dan amunisi yang ada.

Hasil Identifikasi Sumber Bergerak di Wilayah Provinsi NTB:

Penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat jenis transportasi darat melalui jalur
kereta api sehingga tidak terdapat potensi bahaya. Terkait dengan potensi bahaya dari
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kendaraan yang mengangkut BBM, BBG dan bahan berbahaya & beracun, maka sarana
transportasi darat yang melalui jalan raya adalah jalan raya yang terdekat dengan calon tapak,
sehingga perlu identifikasi lebih lanjut.

Di wilayah Provinsi NTB terdapat jaringan pelayanan Transportasi Laut (pelayaran)
berupa pelabuhan, yang terdiri dari 6 (enam) Pelabuhan Pengumpul, 5 (lima) Pelabuhan
Pengumpan Regional, dan 8 (delapan) Pelabuhan Pengumpan Lokal [19].

A) Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan Pengumpul berfungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan
barang secara nasional, mampu menangani kontainer dengan volume kegiatan bongkar
muat sedang.
Dilihat dari pengelolaannya pelabuhan diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
1) Pelabuhan diusahakan, dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan yaitu PT. (Persero)
Pelabuhan Indonesia Il (Pelindo 111) :
I. Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat
II. Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa
lll. Pelabuhan Bima di Kota Bima
2) Pelabuhan tidak diusahakan, diselenggarakan oleh Pemerintah/Ditien Perhubungan
Laut (UPT. Ditjen Hubla) :
I.  Pelabuhan Labuan Lombok di Kabupaten Lombok Timur,
II. Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat, dan
lll. Pelabuhan Sape Kabupaten Bima

B) Pelabuhan Pengumpan Regional
Pelabuhan Pengumpan Regional berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam
jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten/Kota. Yang termasuk
Pelabuhan Regional antara lain :
1) Pelabuhan Pemenang/Tanjung di Kabupaten Lombok Barat
2) Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara
3) Pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur
4) Pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima
5) Pelabuhan Telong Elong

C) Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pelabuhan Pengumpan Lokal berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah
kecil dengan jangkauan pelayanan antar kecamatan dalam Kabupaten/Kota. Yang
termasuk Pelabuhan Lokal antara lain:
1) Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu,
2) Pelabuhan Senggigi di Kabupaten Lombok Barat,
3) Pelabuhan Labuan Lalar di Kabupaten Sumbawa,
4) Pelabuhan Tanjung Luar di Kabupaten Lombok Timur, dan
5) Pelabuhan Alas di Kabupaten Sumbawa Barat.
6) Pelabuhan Calabai
7) Pelabuhan Cempi
8) Pelabuhan Bangko Kabupaten Lombok Barat

Perlu identifikasi lebih lanjut terhadap jalur pelayaran dan kapal/tongkang yang
melewati/bersandar di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi distribusi barang tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini tidak terdapat jaringan/jalur pipa gas.
Namun dalam lampiran rencana pengembangan kawasan strategis SAMOTA [19], kebijakan
RPJMN merencanakan jaringan gas rumah tangga. Jaringan pipa minyak dan gas (depo
minyak dan gas) direncanakan di daerah Badas, Manggalewa, Kempo dan Pekat. Diperlukan
identifikasi lebih lanjut mengenai lokasi detail jaringan pipa minyak dan gas tersebut, pada
tahap survei.

Di Provinsi NTB telah beroperasi 3 (tiga) bandara udara (bandara). 1(satu) bandara
dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Angkasa Pura | (Persero)
yaitu Bandara Internasional Lombok / Lombok International Airport (BIL/LIA) di Praya,
Kabupaten Lombok Tengah. Bandara ini menggantikan fungsi dari Bandara Selaparang, Kota
Mataram. Selain BIL, 2 (dua) bandara lainnya yaitu Bandara “Sultan Muhammad Kaharuddin”
di Brang Biji — Sumbawa Besar (Kabupaten Sumbawa) dan Bandara “Sultan Muhammad
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Salahuddin” di Bima, Kabupaten Bima. Kedua bandara tersebut merupakan bandara
domestic yang dikelola oleh UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Selainitu, terdapat
1 (satu) bandara khusus berupa “airstrip” di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat yang
dioperasikan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT). Dengan menggunakan analisis
GIS diperoleh jarak masing-masing 4 daerah interes terhadap bandara tersebut, seperti
diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jarak Bandara di Wilayah Provinsi NTB dengan Daerah Interes

No. Daerah Interes Jarak terhadap Bandara (km)
Internasional Sultan Sultan Air Strip
Lombok Muhammad | Muhammad PT. NNT
Kaharuddin Salahuddin
1 P. Rakit 189,9 65,7 78,7 139,6
2 P. Ngali 164,2 35,9 105,9 118,4
3 Kec. Plampang 177,1 57,6 92,5 125,9
4 Kec. Soromandi 269,6 141,0 14,5 220,5

Berdasar SDV 16 km untuk bandara besar dan 10 km untuk bandara kecil maka 3
daerah interes tersebut aman terhadap potensi bahaya jatuhnya pesawat, kecuali daerah
interes di Kecamatan Soromandi, yang jaraknya terhadap bandara Sultan Muhammad
Salahuddin 14,5 km. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut jika kecamatan Soromandi menjadi
tapak terpilih. Berkaitan dengan potensi bahaya dari koridor udara dan jalur penerbangan,
perlu identifikasi dan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan apakah daerah interes tersebut
berada di luar koridor penerbangan.

KESIMPULAN

Berdasar hasil kajian awaltahap pra survei di wilayah pesisir NTB untuk aspek geologi
dan kegunungapian, diperoleh 4 lokasi daerah interes yaitu Pulau Rakit, Pulau Ngali,
Kecamatan Plampang dan Kecamatan Soromandi.Hasil penelitian pada tahap pra-survei
untuk aspek kejadian akibat ulah manusia (KAUM) diperoleh bahwa di wilayah Provinsi NTB
saat ini tidak terdapat kilang minyak, industri kimia dan fasilitas nuklir lain sehingga daerah
interes aman dari potensi bahayayang berasal dari sumber tidak bergerak tersebut. Potensi
bahaya dari sumber tidak bergerak lain yaitu stasiun bahan bakar minyak, stasiun bahan bakar
gas, peralatan berputar dengan energi tinggi, hutan, penambangan/penggalian dan fasilitas
militer, diperlukan identifikasi lebih lanjut untuk dapat dipastikan lokasi tapak aman dari potensi
bahaya sumber-sumber tersebut.

Pada tahap pra-survei ini tidak terdapat jenis transportasi darat melalui jalur kereta
api sehingga tidak terdapat potensi bahaya dari jenis sumber bergerak ini. Terkait dengan
jenis sumber bergerak lain yaitu transportasi darat dan transportasi pelayaran, diperlukan
identifikasi lokasi detail. Tidak terdapat potensi bahaya dari jaringan/jalur pipa gas yang juga
merupakan jenis sumber bergerak. Berdasar potensi bahaya dari keberadaan bandara, ke
tiga daerah interes aman terhadap jatuhnya pesawat, kecuali daerah interes di Kecamatan
Soromandi, yang jaraknya terhadap bandara Sultan Muhammad Salahuddin 14,5 km.
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ABSTRAK

KAJIAN KELAS STABILITAS UDARA PADA TAPAK PLTN DI PULAU BANGKA.
Pemantauan meteorologi pada tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) telah
dilakukan di Bangka Barat dan Bangka Selatan. Parameter yang dipantau meliputi suhu
udara, arah angin, kecepatan angin, kelembapan udara, tekanan udara, radiasi matahari
dan curah hujan. Parameter penting lain yang tidak terpantau langsung menggunakan
sensor adalah stabilitas udara. Kajian kelas stabilitas udara ini ditentukan melalui metode
lapse rate data suhu udara di Bangka Barat dan Bangka Selatan pada tahun 2015 - 2016.
Perhitungan lapse rate menggunakan laju perubahan suhu udara pada ketinggian 10 dan 60
meter. Hasil perhitungan dari lapse rate digunakan untuk menentukan nilai kelas stabilitas
udara. Penentuan kelas stabilitas udara pada kajian ini menggunakan skema kelas stabilitas
Pasquill. Hasil kelas stabilitas udara pada tapak PLTN di Pulau Bangka ini dominan berada
pada kelas E yaitu sedikit stabil.

Kata kunci: meteorologi, kelas stabilitas udara, lapse rate.

ABSTRACT

ATMOSPHERIC STABILITY CLASSIFICATION ASSESSMENT ON NPP SITES IN
BANGKA. Meteorological monitoring on the site of Nuclear Power Plant (NPP) has been
conducted in West Bangka and South Bangka. The parameters monitored include air
temperature, wind direction, wind speed, humidity, air pressure, solar radiation and rainfall.
Another important parameter which is not directly monitored using sensors is atmospheric
stability. Atmospheric stability classification assessment was determined through lapse rate
method from data of air temperature in West Bangka and South Bangka in 2015 — 2016.
Lapse rate method uses the rate of change temperature at levels of 10 and 60 meters. The
result of lapse rate are used to determine the value of atmospheric stability classification. In
this study, the determination of atmospheric stability classification uses the Pasquill stability
classes. The result of atmospheric stability classification on NPP site in Bangka are
dominant in class E, which is slightly stable.

Keyword: meteorological, atmospheric stability classification, lapse rate.

PENDAHULUAN

Penentuan lokasi tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) memerlukan
kajian dari berbagai macam aspek. Pertimbangan penyebaran material radioaktif ke
atmosfer menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan PLTN. Berdasarkan
aspek dispersi, dampak radiologi dan potensi lepasan material radioaktif dipengaruhi oleh
jenis zat radioaktif, desain reaktor, kondisi meteorologi, aspek demografi dan perliaku
masyarakat sekitar [1]. Dampak sebaran radioaktif dan dosis radiasi yang timbul dari
dispersi dapat dilakukan menggunakan metode probabilistik dan deterministik [2,3].
Sedangkan dalam aspek kejadian akibat ulah manusia (KAUM) untuk menentukan dampak
keparahan kecelakaan dari suatu reaktor dengan mempertimbangkan skenario kecelakaan,
sumber kecelakaan, kondisi penyimpanan, serta kondisi atmosfer [4]. Kondisi meteorologi
mempengaruhi dampak material radioaktif karena atmosfer merupakan jalur paparan utama
yang membawa material radioaktif dan tersebar di lingkungan baik dalam kondisi PLTN
beroperasi normal maupun dalam kondisi kecelakaan [5].

Faktor meteorologi penting untuk melakukan perhitungan atau pemodelan kajian
dispersi adalah arah dan kecepatan angin serta kondisi stabilitas udara pada lokasi tapak
[6]. Data arah dan kecepatan angin didapatkan langsung dari sensor parameter menara
meteorologi. Sedangkan untuk mendapatkan data stabilitas udara terdapat beberapa stasiun
meteorologi yang memiliki sensor parameter stabilitas udara, namun ada juga yang tidak
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memiliki sensor parameter stabilitas udara [1]. Pada stasiun meteorologi di Pulau Bangka
tidak terdapat sensor parameter stabilitas udara, maka untuk mengetahui kondisi kestabilan
atmosfer di Bangka Barat dan Bangka Selatan dilakukan perhitungan melalui ketersediaan
data yang ada. Dalam tulisan ini data yang digunakan adalah hasil perbandingan suhu udara
dari dua ketinggian menara meteorologi. Kondisi stabilitas udara akan dikategorikan
kedalam kelas dari kondisi tidak stabil, netral hingga kondisi stabil. Data hasil kajian kelas
stabilitas udara pada tapak PLTN di Pulau Bangka ini dapat menjadi data input dari berbagai
pemodelan dispersi yang ada.

TEORI

Menurut BMKG, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari proses fisis dan gejala
cuaca terutama pada lapisan atmosfer bawah (troposfer). Indonesia merupakan negara
yang memiliki fenomena cuaca dan iklim yang unik, sehingga pengamatan atau riset
atmosfer telah banyak dilakukan oleh para ahli di Indonesia [7]. Saat ini, para abhli
meteorologi fokus terhadap kondisi stabilitas udara untuk memprediksi kemungkinan potensi
keparahan dari suatu kejadian seperti badai. Kestabilan dan ketidaksatabilan udara juga
dapat memprediksi kualitas udara dengan mengetahui pola sebaran emisi polutan dan
seperti apa pola konsentrasi terhadap permukaan tanah. Udara dapat dikatakan stabil
apabila gerakan vertikal terhambat dan jika awan terbentuk maka akan menjadi dangkal
seperti awan berlapis (stratus) [8].

Stabilitas udara dapat diukur dengan beberapa cara, diantaranya menggunakan
metode laju perubahan suhu (lapse-rate), metode fluktuasi horisontal arah angin, metode
angka Richardson (Ri), metode angka Bulk Richardson (Ris) dan metode Monin-Obukhov
Length [9]. Namun, dalam kajian ini stabilitas udara diukur menggunakan metode lapse-rate.
Ada 3 (tiga) jenis lapse rate diantaranya sebagai berikut [8]:

e Environmental lapse rate: Metode lapse-rate merupakan laju perubahan suhu udara
pada perubahan antara dua ketinggian baik dalam arah vertikal maupun
horisontal. Perhitungan lapse rate dapat dilakukan dengan menggunakan
persamaan Y = dT/0H, dimana nilai lapse rate (°C/m) dilambangkan dengan Y,
sedangkan ¢T merupakan perubahan suhu (°C) dan ¢H merupakan perubahan
ketinggian (m)

¢ Dry-Adiabatic Lapse Rate: parcel udara tak jenuh yang mendingin pada kecepatan
berkisar 10°C/km

e Moist Adiabatic Lapse Rate: parcel udara jenuh yang mendingin pada kecepatan
rata-rata berkisar 4,5 — 6 °C/km

Stabilitas Udara Pasquill

Pemodelan dispersi atmosfer dapat dilakukan menggunakan model Gaussian Plume
[10]. Bahkan model Gaussian Plume merupakan model yang paling banyak digunakan untuk
dispersi atmosfer kronis [11]. Dalam pemodelan jenis ini area studi sebaran diasumsikan ke
dalam 16 arah mata angin. pada suatu tapak. Metode yang paling sering digunakan untuk
menentukan kelas stabilitas udara adalah menggunakan kelas stabilitas udara Pasquill [12].
Kelas stabilitas udara Pasquill memiliki 7 kelas, dimulai dari kelas A (sangat tidak stabil)
hingga kelas G (sangat stabil) seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Nilai Lapse-Rate dengan Kelas Stabilitas Pasquill [12]

Kelas Stabilitas Kondisi Stabilitas
Pasquill Udara
A Sangat tidak stabil
B Tidak stabil
C Sedikit tidak stabil
D Netral
E Sedikit stabil
F Stabil
G Sangat stabil

METODOLOGI

Pemantauan data meteorologi pada tapak PLTN di Pulau Bangka dilakukan secara
treus menerus selama 24 jam. Peralatan yang digunakan terpasang pada menara setinggi
80 meter dengan beberapa sensor untuk mengukur parameter tertentu dan dilengkapi
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dengan data logger. Parameter yang dipantau secara langsung diantaranya suhu udara,
kecepatan angin, arah angin, kelembapan udara, tekanan udara, radiasi matahari dan curah
hujan [13].

Dalam kajian ini, parameter meteorologi yang digunakan untuk perhitungan stabilitas
udara adalah data suhu udara pada ketinggian 10 dan 60 meter di stasiun meteorologi
Muntok, Bangka Barat dan Sebagin, Bangka Selatan. Data yang digunakan merupakan data
suhu udara pada tahun 2015 — 2016 dengan kelengkapan data berkisar 95%.

Tahap pertama, sesuai dengan ketersediaan data yang ada maka metode
perhitungan kelas stabilitas udara yang digunakan dalam kajian ini adalah metode lapse rate
[14]. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

_oT _ (T60-T10)°C
"= oH ~ (H60— H10)m

(1)

Kemudian hasil nilai lapse rate digunakan untuk menentukan kelas stabilitas udara
dengan mencocokannya ke dalam skema Kelas Stabilitas Pasquill.

Tabel 2. Korespondensi Nilai Lapse-Rate dan Kelas Stabilitas Pasquill [12]

Kelas Stabilitas Pasquill Lapse rate (°C/m)
(0T/IoH) <-1,9
-1,9<(dT/oH) <-1,7
-1,7<(dT/oH) <-1,5
-1

5<(dT/gH) <- 0,5
0,5< (dT/oH) < 1,5
5< (3T/0H) < 4

(9T/oH) = 4

OTMmMmOOwW>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data suhu udara pada ketinggian 10 dan 60 meter yang dicatat tiap jam dalam
rentang waktu dua tahun diolah menggunakan metode lapse rate yang kemudian
dicocokkan ke dalam kelas stabilitas udara Pasquill. Pada stasiun meteorologi di Bangka
Barat ketersediaan data tahun 2016 hanya dari bulan Januari hingga bulan Juli, sedangkan
pada stasiun meteorologi di Bangka Selatan ketersediaan data tahun 2015 dari bulan
Januari hingga bulan November. Namun ketersediaan data ini masih dapat diolah untuk
dilakukan kajian terkait kondisi stabilitas udara di tapak PLTN Bangka Barat dan Bangka
Selatan.

Setelah dilakukan perhitungan lapse rate terhadap data yang ada, maka diperolehlah
kondisi kelas stabilitas udara. Hasilnya adalah pada rentang dua tahun untuk kondisi
stabilitas udara di Bangka Barat dominan berada pada kelas E (sedikit stabil) dengan rata-
rata nilai 50-55% dari kelas stabilitas udara yang ada. Sedangkan untuk kondisi stabilitas
udara di Bangka Selatan juga menunjukkan dominan pada kelas E (sedikit stabil) dengan
rata-rata nilai berkisar 40%.

Tabel 3. Kelas Stabilitas Udara di Bangka Barat dan Bangka Selatan
Bangka

Selatan (%)

Kelas Bangka Barat (%)

Stabilitas

015 2016 2015 2016
A 0,2 0 5,6 0,8
B 0,4 0,1 1,6 0,5
C 0,8 0,5 2,7 1,3
D 18,7 17,4 21,2 22,0
E 55,6 50,8 39,4 39,9
F 23,5 31,3 23,6 26,0
G 0,7 0 6,1 9,5
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Gambar 2. Kelas stabilitas udara di Bangka Selatan tahun 2015 — 2016

Ditinjau dari distribusi stabilitas udara rerata bulanan selama sekitar 2 tahun,
sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1 dan 2, umumnya kondisi stabilitas udara
didominasi oleh kelas D-F dan tidak terlalu sering terjadi kondisi anomali selama periode
2015-2016. Ketidaksesuaian terjadi selama periode bulan Desember 2015 dan bulan
November-Desember 2016 karena terjadi kehilangan data akibat kerusakan alat. Anomali
berupa kondisi atmosfer sangat stabil terjadi pada bulan Juli-Agustus 2016 sebagaimana
terlihat dalam Gambar 1 sedangkan kondisi tidak stabil dapat terlihat dalam periode Juni-Juli
2015 sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.

# jam kejadian

o 5 10 15 20

Gambar 3. Distribusi stabilitas udara per-jam di Bangka Barat tahun 2015 — 2016
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Gambar 4. Distribusi stabilitas udara per-jam di Bangka Selatan tahun 2015 — 2016

Ditinjau dari distribusi stabilitas udara setiap jam-nya, seperti ditunjukkan dalam
Gambar 3 dan 4, baik di Bangka Barat maupun di Bangka Selatan menunjukkan
kecenderungan yang sama, yaitu bahwa pada malam hingga pagi hari yaitu dari sekitar jam
17:00 hingga 07:00, saat temperatur udara relatif rendah, stabilitas udara mayoritas berada
pada kelas E-F, yaitu antara sedikit stabil-stabil. Pada siang hari antara jam 07:00 hingga
17:00, stabilitas dominan pada tingkat D-E, yaitu netral-sedikit stabil, dengan sebagian kecil
kejadian tak-stabil, terutama saat tengah hari. Pada waktu seperti ini, biasanya matahari
bersinar sangat terik dan temperatur udara relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan udara
vertikal yang lebih intens dan memicu ketidakstabilan atmosfer.

KESIMPULAN

Berdasarkan data pengamatan di stasiun meteorologi Muntok dan Sebagin
sepanjang hampir dua tahun (2015-2016) diketahui bahwa kelas stabilitas yang dominan
adalah kelas D-F dengan median pada kelas E (sedikit stabil) menurut klasifikasi Pasquill.
Kondisi atmosfer tidak stabil tidak banyak terjadi dan kondisi ini biasanya ditemukan pada
tengah hari ketika temperatur udara dan radiasi matahari relatif tinggi. Sedangkan pola
siklus stabilitas udara harian cenderung stabil pada sore hingga pagi hari dan normal pada
siang hari.
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